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Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI

Alhamdulillahirrabbil ‘alamin. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas karunia dan ridlo-Nya, kegiatan “Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum”
telah dapat diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 dengan baik dan lancar berkat
kerja sama yang baik pula antara Mahkamah Konstitusi dengan Epistema Institute. Atas
dasar itulah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada Epistema Institute atas kerja keras dan kerja samanya. Mudah-mudahan, kerja sama
tersebut dapat dilanjutkan pada kegiatan-kegiatan lain di masa-masa yang akan datang.

Pertanyaan kritis yang melatarbelakangi diselenggarakannya kegiatan Konferensi
dan Dialog Nasional Negara Hukum ini ialah “Negara Hukum, Kemana Akan Melangkah?’
Dari pertanyaan tersebut tersirat kegalauan akademik yang demikian massif setelah
mendapati sinyal penanda bahwa implementasi Negara Hukum Indonesia tengah
menunjukkan gejala yang menurut penalaran ilmiah-akademik tertentu telah menginjak
ambang batas mengkhawatirkan. Di berbagai telaah ilimiah, banyak ditemukan adanya
inkoherensi dalam berbagai bentuk antara konsep Negara Hukum Indonesia dengan hukum
in concreto. Inkoherensi itu semakin menegaskan bahwa konsepsi Negara Hukum hanya
mudah diniatkan dan dituliskan di dalam kertas-kertas aturan formal akan tetapi sangat
sulit dilaksanakan di level in concreto. Bahkan, inkoherensi itu pula yang ditengarai
mengarahkan Negara Hukum Indonesia pelan-pelan kehilangan cita rasa keindonesiaannya,
karena wataknya yang cenderung semakin liberal-eksploitatif. Dari pertanyaan itu pula, ada
warning agar Kkita segera mengambil langkah, terutama untuk men-drive kembali
implementasi Negara Hukum Indonesia agar kembali ke jalur dan arah yang semestinya
sesuai dengan kehendak dan cita-cita kita bersama.

Meskipun selama ini dipahami bahwa secara konsepsional, Negara Hukum telah
selesai, dalam arti telah final menjadi pilihan karena telah dituangkan dalam UUD 1945,
akan tetapi elaborasi komprehensif dan runtut konspesi Negara Hukum Indonesia, baik pada
aspek historis, formalis, prosedural, maupun substantif, justru menjadi sangat penting dan
strategis dilakukan. Elaborasi tersebut dilakukan bukan dalam rangka menggugat konsepsi
Negara Hukum Indonesia yang telah final itu, melainkan untuk menjaga koherensi secara
prinsipil antara gagasan ideal dengan implementasinya di tataran konkrit. Dalam elaborasi
tersebut, sangat mungkin muncul pemikiran yang beragam karena berangkat dari basis
analisis dan optik yang berlainan. Bahkan, bukan tidak mungkin, ada pemikiran yang saling
bertolakan secara diametral. Namun demikian, ketidakseragaman pemikiran tersebut justru
sangat baik sehingga tidak perlu dipertentangkan. Pemikiran yang beragam itu akan saling
melengkapi dan sangat berkontribusi melancarkan pekerjaan besar bangsa ini untuk
mengawal dan memastikan Negara Hukum Indonesia diimplementasikan untuk sebesar-
besarnya kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kiranya, pemikiran-pemikiran
itulah yang menjadi ‘daging’ substansi dari prosiding ini. Untuk itu, saya menyambut baik
dan gembira diterbitkannya prosiding ini, terutama karena pemikiran-pemikiran yang
dimuat dalam prosiding ini akan dapat dikonsumsi oleh masyarakat secara lebih luas.
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Prosiding ini berisi rangkuman materi dan makalah yang disampaikan oleh para
pembicara dalam kegiatan Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum. Dengan
demikian, melalui prosiding ini kita mendapatkan asupan pengetahuan dari banyak sudut
pandang mengenai Negara Hukum Indonesia, baik itu berupa kritik maupun gagasan yang
patut dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Di dalam prosiding ini, kita disuguhi pula secara
lengkap rangkaian dinamika yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Konferensi dan Dialog
Nasional tersebut. Secara sistematik dan utuh, seluruh materi produk pemikiran elaboratif
para Pembicara dimuat dalam prosiding ini, lengkap dengan respon balik serta isu
substansial yang muncul dari diskusi-diskusi pendalaman di masing-masing panel
pembahasan sub tema.

Saya berharap prosiding ini semakin memperkaya perbendaharaan ilmu Kita,
terutama mengenai kritik dan wacana penegakan Negara Hukum Indonesia. Dan yang paling
diharapkan, prosiding ini diharapkan dapat memberi dorongan bagi pembaca untuk
berkontribusi secara lebih aktif dalam menguatkan dan mengawal tegaknya Negara Hukum
Indonesia, sesuai dengan bidang pekerjaan, tugas, dan profesi masing-masing. Selamat
membaca.

Jakarta, 15 Maret 2013

Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI,

Janedjri M. Gaffar
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Kata Pengantar Direktur Eksekutif Epistema Institute

Konferensi dan Dialog Nasional bertajuk “Negara Hukum Indonesia: Ke mana akan
melangkah?” diselenggarakan pada tanggal 9-10 Oktober 2012 untuk memperingati satu
dasawarsa amandemen UUD 1945. Pasal 1 ayat 3 UUD hasil perubahan ketiga menyatakan:
“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Bagaimana kita memaknai konsep dan praktik
negara hukum dalam situasi sosial, ekonomi dan politik yang tengah berubah ini merupakan
tujuan utama dari penyelenggaraan Konferensi dan Dialog ini.

Bagi sebagian orang, Negara Hukum merupakan tujuan paripurna bernegara.
Sebagian yang lain --karena pengalaman dan pengamatan pada praktik-praktik
penyelewengan hukum yang ada-- menunjukkan sikap skeptik terhadap Negara Hukum.
Kelompok selebihnya memilih posisi menjadikan Negara Hukum sebagai proyek bernegara
yang belum selesai.

Apapun pandangan terhadap negara hukum, kami memahaminya sebagai hal yang
absah untuk terus diperbincangkan. Konferensi ini telah menjadi wadah bagi semua pihak
dengan segenap kejernihan pandangan dan Kkebijaksanaan sikapnya mendiskusikan,
memperdebatkan bagaimana negara ini perlu membangun Negara Hukum-nya. Bagaimana
konsep Negara Hukum Indonesia itu dipahami dan dijalankan di atas sejumlah agenda
persoalan hukum yang belum terselesaikan?

Kami mengidentifikasi sebagian dari persoalan berhukum kita terkait dengan
pelbagai masalah hak asasi manusia, pendidikan tinggi hukum, mekanisme check and
balances, legislasi dan legisprudensi, perlindungan konstitusional hak-hak masyarakat
adat/lokal. Di samping itu, kita masih perlu mencurahkan pikiran untuk memecahkan
sejumlah masalah dalam penegakan hukum lingkungan, kebebasan pers, peradilan bagi
kaum miskin dan marjinal serta upaya dan gagasan revitalisasi peradilan adat. Pada tataran
yang lain, perdebatan yang berbasis pada pertanyaan seberapa mampu kita menjadikan
Pancasila sebagai basis nilai membangun arsitektur Negara Hukum bagi Indonesia juga
menjadi agenda penting.

Para peserta Konferensi ini membahas seluruh tema di atas di dalam sepuluh panel.
Sebuah diskusi publik mengangkat tema terkait akses terhadap keadilan melengkapi forum
pertukaran gagasan ini. Pada puncaknya, hasil Konferensi didiskusikan dengan sejumlah
pimpinan lembaga negara dan pemerintahan dalam Dialog Nasional Negara Hukum. Hadir
dalam dialog itu Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wakil Kepala Kepolisian
R.I dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Membangun dan menegakkan negara hukum adalah tugas kolektif seluruh elemen
bangsa yang perlu terus diupayakan. Atas dasar inilah Konferensi dan Dialog Nasional ini
diselenggarakan bersama-sama oleh Mahkamah Konstitusi, Epistema Institute, Badan
Pembinaan Hukum Nasional, Bappenas, sejumlah perguruan tinggi: Universitas Airlangga,
Universitas Andalas dan Universitas Presiden, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat:
Perkumpulan HuMa, ELSAM, KRHN, PSHK, ICEL dan ILRC. Kegiatan ini mendapat dukungan
dari The Ford Foundation Jakarta, Proyek Strengthening Access to Justice in Indonesia (SAJI)
UNDP, dan Yayasan Tifa. Atas nama Epistema Institute saya mengucapkan terima kasih
sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan lembaga dan organisasi tersebut. Kerja sama ini
membuktikan adanya kesadaran bersama untuk membangun hukum Indonesia dengan
kolaborasi yang produktif dan komunikasi yang konstruktif.
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Akhirnya, ucapan terima kasih saya sampaikan dengan segenap kerendahan hati
kepada seluruh peserta Konferensi dan Dialog, para narasumber, para koordinator panel,
panitia dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini.

Terima kasih.

Salam keadilan,

—
Myrna A. Safitri, Ph.D

Vi
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Term of Reference

Konferensi dan Dialog Nasional
dalam rangka Satu Dasawarsa Amandemen UUD 1945
NEGARA HUKUM INDONESIA KE MANA AKAN MELANGKAH?
Hotel Bidakara, 9-10 Oktober 2012

Latar belakang

Cita-cita membangun negara hukum telah termuat dalam Penjelasan UUD 1945. Pernyataan
bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan negara
berdasarkan kekuasaan belaka (maachtstaat) menegaskan cita-cita bangsa tersebut. Melalui
amandemen UUD 1945, beberapa ketentuan baru dalam UUD memperteguh cita-cita
membangun negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Indonesia adalah
negara hukum”. Selain itu, dalam amandemen UUD 1945 yang belangsung pada tahun 1999
hingga 2002, sejumlah ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan pemerintah, hak asasi
manusia, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berhasil dimuat ke dalam UUD
hasil amandemen tersebut.

Membangun negara hukum bagi Indonesia adalah mandat konstitusi. Meskipun
demikian, Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa membangun negara hukum itu
bukanlah sekedar menancapkan papan nama. Ia adalah proyek raksasa yang menguras
tenaga. Dalam satu dasawarsa terakhir, Indonesia telah banyak melakukan upaya perubahan
untuk mewujudkan negara hukumnya. Amandemen Kkonstitusi, pembuatan sejumlah
peraturan perundang-undangan, pembentukan lembaga-lembaga negara baru, pembenahan
institusi dan aparat penegak hukum telah dilakukan. Namun, keberhasilan membangun
negara hukum tidak semata-mata diukur dari kemampuan memproduksi legislasi dan
menciptakan atau merevitalisasi institusi hukum. Lebih dari itu, keberhasilan bernegara
hukum terukur dari implementasi dan penegakan hukum yang mampu menciptakan
keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin, perempuan, masyarakat adat dan
kelompok minoritas.

Berbagai kasus hukum akhir-akhir ini menunjukkan bahwa upaya memberikan
keadilan tersebut masih jauh dari harapan. Banyak kasus besar tidak terselesaikan secara
tuntas seperti Kasus BLBI dan Bank Century. Pada sisi lain, penegakan hukum secara formal
diterapkan terhadap kasus-kasus yang menimpa orang kecil seperti pencurian kakao, piring,
dan sandal jepit. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh 2 korporasi memberikan
kontribusi pada penurunan kelestarian lingkungan. Kriminalisasi terhadap masyarakat yang
mempertahankan tanahnya berlangsung di banyak tempat. Berbagai kasus ini menunjukkan
kepada kita bagaimana hukum menjadi jaring laba-laba yang hanya mampu menjerat
nyamuk-nyamuk kecil namun rentan tercabik ketika dihadapkan dengan serangga besar dan
kumbang.!

Perkembangan hukum dan dinamika dalam penegakannya selama ini akhirnya
mengantarkan kita pada pertanyaan: menuju ke mana arah pembangunan negara hukum di
Indonesia? Setelah satu dasawarsa amandemen UUD 1945, seberapa jauh upaya menbangun
negara hukum di negara ini mendekatkan pada cita-cita bangsa yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945: “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”?

! Ungkapan hukum sebagai jaring laba-laba diungkapkan oleh Anarcharsis, Filsuf Yunani pada abad 7 SM: “Hukum itu
adalah jaring laba-laba ia hanya mampu untuk menjaring orang-orang miskin, tetapi tidak mampu menjaring orang-
orang kaya. Bahkan oleh orangorang kaya, jaring laba-laba itu akan dirobek-robek olehnya”.



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Term of Reference

Konferensi dan dialog nasional ini diselenggarakan untuk merumuskan langkah
bersama elemen bangsa untuk mencapai cita-cita mewujudkan negara hukum yang
berkeadilan di Indonesia.
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Jadwal Acara

Waktu Agenda Ruangan
Selasa, 9 Oktober 2012

09.00 - 09.30 | Registrasi Auditorium
Binakarna

09.30 - 09.45 | Sambutan Panitia Auditorium
Myrna A. Safitri, Ph.D (Epistema Institute) Binakarna

09.45 -11.00 | Pembukaan Konferensi dan Ceramah Kunci oleh Ketua Auditorium
Mahkamah Konstitusi Binakarna

Bapak Prof. Dr. Mahfud MD, SH

Tema Ceramah: Negara Hukum dan Hak Konstitusional
Warga Negara

11.00 - 12.00 | Penjelasan tentang alur Konferensi dan Peta Perjalanan Auditorium
Konsep Negara Hukum Binakarna

12.00 - 13.00 | Makan siang Auditorium
Binakarna

13.00 - 15.00 | Sesi 1 Panel Paralel

Panel 2: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia Arimbi 103

Dedy Kristanto : “Tidak ada hukum(an) bagi
pelanggar(an) HAM di Timor Leste: Perspektif sejarah dan
ingatan”

Ifdhal Kasim : “Menyoroti kembali konsep keadilan
transisional dalam konteks Indonesia, kaitannya dengan
pembangunan negara hukum”

Moh. Fajrul Falaakh : “Meninjau kemandegan
penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, dalam sudut
pandang negara hukum dan apa implikasinya?”

Panel 3: Pendidikan Tinggi Hukum yang Berbasis pada Binasetra 206
Keadilan Sosial

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum : “Pendidikan
tinggi hukum: Sebuah pemikiran kearah perubahan
paradigma”

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum : “Konsep
pendidikan tinggi hukum yang berkatakter melalui
terwujudnya sarjana hukum yang profesional, humanis dan
religius”

Nandang Sutrismo, S.H., LL.M., M.Hum., PhD : “Pendidikan
hukum klinis: Konsep, peluang dan tantangan”

Legislasi dan Legisprudensi Kunthi 203
Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.

Victor Immanuel Williamson Nalle, S.H. : “Judicial preview
sebagai instrumen peningkatan kualitas legislasi”




Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum

Term of Reference

Sechabudin : “Problematika pengujian undang-undang
ratifikasi perjanjian internasional dalam system perundang-
undangan Indonesia dihubungkan dengan upaya
mewujudkan supremasi konstitusi”

Khotibul Umam, S.H., M.H. : “Legislasi fikih ekonomi untuk
mewujudkan sistem ekonomi alternatif yang berkeadilan”

Panel 7: Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan
Lingkungan

Dr. Riawan Tjandra, S.H.m M.Hum : “Politik hukum
sumber daya alam: Menuju tata kelola sumber daya alam
berkeadilan”

Maret Priyatna, S.H., M.H : "Tanggung jawab negara dalam
perlindungan lingkungan yang berkeadilan bagi generasi
yang akan datang”

Deni Bram, S.H., M.H : "Paradoks ketimpangan kebijakan
emisi nasional”

Harjoni Desky, S.Sosl, M.Si : "Kearifan lokal dan konservasi
berbasis komunitas di Aceh”

Indah Dwi Qubani, S.H., M.H : "Perkembangan Politik
Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan
Sosial dan Ekologis”

Arimbi 104

Panel 8: Negara Hukum, Kebebasan Informasi dan Media

Firdaus Cahyadi : “Kebijakan telematika dan konglomerasi
media di Indonesia”

Maharani Siti Shopia, S.H.

Mas Agus Firmansyabh, S.Sos., M.Si : “Regulasi media:
Dialektika antara ruang publik dan kepentingan ekonomi
politik”

Wijayanto, S.IP, M.Si : “Self censorship, media’s freedom
and the media’s role in defeating corruption in Indonesia”

Auditorium
Binakarna

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Juniarti : “Peran strategis peradilan adat di Aceh dalam
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal”

Jomi Suhendri S, S.H. : “Penyelesaian sengketa tanah pusako
(Ulayat) melalui kerapatan adat Nagari (KAN) di Nagari
Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota. (Penerapan
Peradilan Adat di Sumatera Barat)”

Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M. : Narasumber

Arimbi 105

15.00 - 15.30

Rehat

15.30-17.00

Sesi 2 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. : “Sistem hukum

Auditorium
Binakarna
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sebagai kunci supremasi hukum Indonesia”

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. : “Menilik kepantasan labelisasi
pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam sistem
hukum Indonesia“

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. : “Konvergensi hukum
asing dan nilai-nilai pancasila dalam hukum nasional dan
implementasinya”

Panel 4: Refleksi Mekanisme Check and Balances dalam Sistem | Arimbi 103
Ketatanegaraan Indonesia

Wahyu Rahadiyan Yana Prasetya : “Refleksi mekanisme
check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia:
Membangun share of responsibility dan menghapus share of
power”

Dr. Sulardji, S.H., M.Si,, : “Penguatan sistem pemerintahan
presidensiil dalam rangka mewujudkan check and balances
dalam penyusunan undang-undang”

Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M : “Public choice
theory dan aplikasinya dalam sistem legislasi Indonesia”

Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. : “Membangun
harmonisasi kedudukan dan fungsi antara DPD dengan DPR
dalam rangka pelaksanaan fungsi check and balances pada
lembaga perwakilan rakyat dalam system bikameral”

Hilaire Tegnan, M.A. : Narasumber

Legislasi dan Legisprudensi Kunthi 203

M. Ajisatria Suleiman, S.H., LL.M., M.L.E. : ” Fleksibilitas
regulasi

Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M. : “Public choice
theory dan aplikasinya dalam sistem legislasi Indonesia”

Dian Agung Wicaksono, S.H. : “Peluang judicial preview
dalam perbaikan legislasi nasional untuk mewujudkan
konsistensi konsepsi negara hukum di Indonesia”

Fajri Nursyamsi : Presentasi hasil riset PSHK

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Arimbi 105
Adat/Lokal di Indonesia

Jati Nugroho, S.H., M.Hum. : “Hak konstitusional rakyat
atas sumber daya air: Perlindungan hukum kearifan lokal
dalam kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA)
di Propinsi Jawa Timur”

Saru Arifin, S.H., LL.M. : “Paradigma Legal Policy Terkait
dengan Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak-hak
konstitusional warga perbatasan”

Andik Hardiyanto : Pembahas

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan Arimbi 104
Termarjinalkan
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Dr. Bambang Wijdojanto : “Korupsi sebagai tantangan
negara hukum”

Dr. B. Herry-Priyono : “Globalisasi sebagai tantangan
negara hukum”

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Jamielka Roosje Satyana Pilongo, S.H., M.H. : “Penyelesaian
Sengketa Adat di Kabupaten Poso”

Tandiono Bawor Purbaya : “Revitalisasi peradilan adat?
ketika negara tidak mengakui peradilan adat: Studi respon
negara terhadap penyelenggaraan peradilan adat dalam
konflik sumberdaya alam di Kalimantan Barat”

Abdurrahman Yunus : Narasumber

Andreas Lagimpu: Narasumber

Binasetra 206

Rabu, 10 Oktober 2012

09.00 - 10.30

Sesi 1 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Endra Wijaya, S.H.,M.H. : “Menggugat diskriminasi atas
nama agama: Konsepsi keadilan dalam Islam, perlindungan
terhadap kaum minoritas, dan negara hukum Pancasila”

Moh Firdaus Rumbia S.H.

Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum.,M.H : “Relasi heuristik filsafat
Pancasila dalam tata hukum yang plural”

Kamaruddin, S.Sos,.M.Si : “ Pancasila: Solusi problema
patologis multidimensi negara bangsa Indonesia”

Binasetra 207

Panel 2: Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

P. Donny Danardono, SH., MA : “Negara hukum Indonesia
dan HAM: Sebuah paradoks”

Ahmad Asroni, S. Fil,, S. Th.I,, M. Hum : “Pendirian rumah
ibadah dalam perspektif hukum dan HAM: Kajian atas
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam
Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006”

Siti Rahma Mary dan Melly Setyawati : “MIFEE: Proyek
perampasan tanah orang Malind-Anim”

B. Herry Priyono, Ph.D. : Penanggap

Arimbi 103

Panel 3: Pendidikan Tinggi Hukum yang Berbasis pada
Keadilan Sosial

Dr. Otong Rosadi, SH, MHum. & Awaludin Marwan, SH,
MH, MA : “Pendidikan hukum: Sebuah kontemplasi kritis”

Joni Minuyo, SH MH : "Peran dan metode LBH

Pangayoman Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Binasetra 206
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dalam mengembangkan pendidikan hukum klinis”

Legislasi dan Legisprudensi

Asri Wijayanti, S.H., M.H. : “Kedudukan legisprudensi
sebagai upaya perlindungan pekerja outsorcing”

Rizki Emil Birham, S.H. : “Menakar konsistensi legislasi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam
akomodasi partisipasi publik pada Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”

Wahyu Heriyadi, S.H. : “Perkembangan hukum sosial pada
era reformasi”

Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. : “Legislasi dalam
pembentukan peraturan daerah”

Kunthi 203

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat
Adat/Lokal di Indonesia

Nurul Firmansyabh, S.H. : “Pengakuan konstitusi terhadap
desa dan hak-hak masyarakat hukum adat”

Drs. R. Yando Zakaria : “Mendudukkan makna
amandemen pasal 18 UUD 1945 bagi pengakuan dan
perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia”

Eko Sabar Prihatin, S.H., M.Si. : “Rekonstruksi politik
hukum kedudukan masyarakat adat berbasis kearifan lokal”

Dr. Bachtiar Abna : Pembahas

Arimbi 105

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan
Termarjinalkan

Eka nugraha Putra, S.H., M.H. : “Keadilan restoratif, jalan
keluar untuk overkriminalisasi”

Dr. Ismail Rumadan, M.H. : “Problematika pelaksanaan
kekuasaan kehakiman: Dalam konteks pelaksanaan fungsi
check and balances system”

Evarisan, SH, MH : “Feminist jurisprudence alternatif
hukum yang adil gender”

Chamelia Gunawan, S.H., M.H. : “Urgensi independensi
pengadilan pajak”

Arimbi 104

10.30-11.00

Rehat

11.00-13.00

Sesi 2 Panel Paralel

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH : “Pancasila dan arsitektur
negara hukum indonesia”

Ria Casmi Arrsa : “Nomokrasi konstitusional pancasila:
antitesis terhadap diskursus pemikiran negara hukum dalam
konstitusi Indonesia”

Diki Elnanda Caniago, SH : “Degradasi nilai-nilai pancasila

dalam negara hukum Indonesia pasca amandemen UUD

Binasetra 207
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1945”

Panel 4: Refleksi Mekanisme Check and Balances dalam Sistem | Arimbi 103
Ketatanegaraan Indonesia

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M : “How Indonesia
constitutional court has changed Indonesia’s constitutional
balance”

Ziffany Firdinal : “Gagasan terhadap pengawasan ideal
hakim konstitusi kedepan”

Veri Junaidi : “Kedudukan bawaslu sebagai bentuk check
and balances penyelenggaraan pemilu”

Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. : “Prinsip check and
balances dalam penetapan anggota panwaslu oleh bawaslu”

Panel 6: Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Arimbi 105
Adat/Lokal di Indonesia

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. : “Pengakuan dan
perlindungan eksistensi masyarakat adat dalam kerangka
negara hukum Indonesia: Sebuah konsepsi utopis?”

Yance Arizona, S.H., M.H. : “Memerangkap bayang-bayang:
Kajian awal penerapan indikator negara hukum dalam
memeriksa persoalan masyarakat adat di Indonesia”

Wina Puspitasari : “Perlindungan pengetahuan tradisional
sebagai bagian kearifan lokal dari masyarakat hukum adat
dalam kerangka negara hukum Indonesia yang berkeadilan
sosial”

Rikardo Simarmata : Pembahas

Panel 7: Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Kunthi 203
Lingkungan

Absori : “Penegakan hukum lingkungan dengan
pendekatan hukum progresif: Upaya mewujudkan keadilan
lingkungan”

Dra. Vinita Susanti, M.Si : "Kasus lapindo : Kejahatan atau
bencana lingkungan”

Mumu Mubhajir, S.H. : “Menakar tanggung gugat negara
dalam pembentukan kebijakan REDD di Indonesia”

Haryani Turnip, S.H : “Peradilan pro-lingkungan sebagai
upaya mewujudkan keadilan lingkungan”

Panel 9: Memastikan Peradilan Berpihak pada Si Miskin dan Arimbi 104
Termarjinalkan

Arif Maulana, SH. MH : “Pemenuhan hak atas bantuan
hukum untuk memastikan peradilan berpihak pada keadilan
bagi masyarakat miskin dan termarginal”

Herlina Permata Sari, M.Crim. : “Adakah tempat bagi
perempuan korban trafiking dalam sistem peradilan
indonesia?”
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Irine Handika, SH. LLM : “Membayar denda demi mencari
keadilan: fenomena di pengadilan pajak Indonesia”

Arsil dan Asfinawati : Hasil Rapid Assesment

Panel 10: Revitalisasi Hukum dan Peradilan Adat sebagai
Solusi Penguatan Akses terhadap Keadilan

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. : Mendekatkan
kembali peradilan adat: Jalan panjang perubahan kerangka
epistimologi hukum nasional”

Mohamad Jamin, S.H., M.Hum. : “Rekonstruksi politik hukum
pengakuan peradilan adat dalam sistem kekuasaan
kehakiman untuk mewujudkan keadilan restoratif”

[ Ketut Sudantra, S.H., M.H. : “Strategi dalam revitalisasi
peradilan adat sebagai sistem peradilan pada kesatuan
masyarakat hukum adat”

Dr. Ahmad Ubbe, S.H., M.H., APU: Narasumber

Binasetra 206

13.00 - 14.00 | Makan Siang
14.00 - 16.00 | Diskusi Publik bertema: Politik Hukum dan Akses terhadap Auditorium
Keadilan Binakarna
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA (Politik Hukum dan
Keadilan Sosial)
Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. (Politik Perundang-
undangan dalam Memberikan Akses terhadap Keadilan)
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M (Praktik Penegakan Hukum dan
Akses terhadap Keadilan)
16.00 - 16.30 | Rehat
16.30 - 17.00 | Diskusi Rumusan Hasil Konferensi Auditorium
Binakarna
17.00 - 18.00 | Istirahat
18.00 - 19.00 | Makan Malam Auditorium
Binakarna
19.00 - 20.30 | Dialog Negara Hukum Auditorium
(disiarkan langsung oleh Metro TV) Buelie
Ketua MK, Ketua MA, Ketua DPR, Kapolri, Ketua Komnas
HAM
Pembawa acara: Fessy Alwi (Metro TV)
20.30 Penutupan Auditorium
Binakarna
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Kumpulan Abstrak

Panel 1

Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H.: Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Secara historis konsep negara hukum dalam UUD 1945 diadopsi oleh para pendiri negara
Indonesia dari konsep Rechtsstaat dalam Regeringsreglement 1848 yang pada awalnya
dirancang oleh pemerintahan kolonial untuk memfasilitasi sistem ekonomi kolonial yang
berwatak liberal-kapitalistik. Konsep Rechtsstaat yang bertujuan untuk memperoleh
kepastian hukum pada dasarnya paralel dengan sistem ekonomi pasar-bebas yang
menghendaki adanya kepastian berusaha. Pada era kolonial, konsep ini memberikan
kepastian hukum pada pelaku ekonomi pasar dan industri yang umumnya berasal dari
golongan Eropah dan Tiong Hoa, tetapi menimbulkan diskriminasi terhadap kaum pribumi
yang dalam struktur industry kolonial umumnya berposisi sebagai buruh. Akibatnya,
terbentuk dualisme ekonomi—modern dan tradisional, diskriminasi serta eksploitasi
ekologis yang merusak. Para pendiri negara Indonesia menyadari hal tersebut dan
merumuskan konsep negara hukum yang tidak berakibat diskriminasi, tetapi pada saat yang
sama mendorong integrasi ekonomi nasional ke arah ekonomi industri. Untuk itulah para
pendiri negara Indonesia menolak konsep negara hukum liberal dan memberikan peran
kepada negara yang lebih kuat untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan ekonomi
nasional. Konsep ini dipantulkan secara filosofis dalam Pancasila yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara normatif konsep itu
tercermin dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dengan instrumennya berupa perencanaan
ekonomi nasional yang dituangkan secara yuridis melalui garis-garis besar haluan negara
(GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Ironisnya, amandemen UUD 1945 tidak menangkap
maksud asli para pendiri negara tersebut dan mengubah sistem ketatanegaraan yang justru
membuka peluang bagi berlakunya sistem ekonomi pasar-bebas. Konsekuensinya, konsep
negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjadi tidak efektif karena yang dibutuhkan
adalah konsep yang paralel dengan sistem ekonomi pasar-bebas yang secara historis pernah
melahirkan diskriminasi dan menimbulkan eksploitasi sumber daya alam yang destruktif.

Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Sistem Hukum sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia

Supremasi Hukum ber-asaskan keadilan (Gerechtigkeit), asas kelayakan/kemanfaatan/
kepatutan (Gesetzmaessigkeit) dan asas jaminan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dalam
Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan, dan berdasarkan Pancasila, yang dikonstruksikan
berdasarkan paradigma carut-marut hukum dan substansinya - distorsi substansi dan
distorsi organiasi, menuntut segera para ahli hukum dan pengemban negeri ini memandang
hukum sebagai suatu sistem, dengan merekonstruksi, menafsirkan kembali serta
menciptakan hukum melalui pembentukan sistem-sistem hukum khusus (baca= hal atau
interest tertentu), dalam rangka pemenuhan tuntutan Kkesejahteraan rakyat -
kepentingan-kepentingan rakyat yang plural dalam NKRI dan yang hidup dalam globalisasi,
yang sarat nilai-nilai (nilai kekuasaan/politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, kepercayaan atau
agama, seni, dan nilai hukum - Edward Spranger/ S. Takdir Alisyahbana). Supremasi hukum
sebagai konstruksi reformasi birokrasi (administrasi) Negara/public adalah mutlak (das
Sollen) - untuk memberi kerangka kegiatan birokrasi executive, legislative maupun yudikatif
dan menepis “politik jahat”- , karena para birokrat - organisasi administrasi Negara/ public
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membangun dirinya secara organisatoris, fungsional dan secara hukum sebagai kestauan
yang tertutup, yang mana satu administrasi publik dalam bidang-bidangnya jelas dipisahkan
(Harmut Maurer, 1992). Demikian suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan
unsur-unsur, yang satu dengan yang lain bekerjanya saling berkaitan dan ketergantungan
dan dipengaruhi oleh lingkungan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan sifat sistem hukum
yang “"hal tertentu”, dan mempunyai ciri-ciri otonom, terbuka, mengatur diri sendiri
(selfsregulation), dan berkesinambungan, mengindikasikan pembentukannya secara
konstruktif (berdasarkan permasalahan yang ada), sistematis, dan logis untuk mencapai
tujuan (yang jelas dan berkeseinambungan). Sebagai contoh pembentukan sistem hukum
pertanian, yang unsur-unsurnya dapat digolongkan kedalam faktor teknis, faktor ekonomi,
dan faktor sosial, yang bertujuan untuk jaminan kesejahteraan petani, jaminan pangan
penduduk dengan harga yang pantas, dan jaminan lingkungan hidup dan pemeliharaan
pemandangan.

Endra Wijaya dan Ziatun Abdulah : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Menggugat Diskriminasi atas Nama Agama: Konsepsi Keadilan dalam Islam,
Perlindungan terhadap Kaum Minoritas, dan Negara Hukum Pancasila

Praktik diskriminasi dengan mengatasnamakan agama tertentu, baik yang diwujudkan
melalui tindakan kekerasan (fisik) ataupun nonfisik, sering terjadi di dalam masyarakat
Indonesia. Kasus pelarangan ibadah bagi jemaat GKI Yasmin, Bogor, konflik antara penganut
Sunni dan Syiah di Sampang, Madura, hingga ke ceramah bernuansa SARA yang diarahkan
kepada salah satu calon pasangan pada pemilihan Gubernur DKI merupakan beberapa
contoh dari praktik diskriminasi yang mengatasnamakan agama tertentu yang telah terjadi
belum lama ini. Ironisnya, peristiwa diskriminasi tersebut justru terjadi di tengah-tengah
masyarakat 15 Indonesia yang sebagian besar penduduknya ialah muslim. Apabila kembali
mengacu pada hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur’an, hadis, dan ijtihad para ulama,
maka sebenarnya di dalam ketiga sumber hukum Islam itu dapat dijumpai banyak ajaran
mengenai konsepsi keadilan dalam Islam, yang sekaligus memberikan perlindungan kepada
kaum minoritas. Pada beberapa point, bahkan konsepsi keadilan dalam Islam yang juga
melindungi kaum minoritas itu memiliki titik temu dengan konsepsi negara hukum
Pancasila. Islam pada prinsipnya merupakan agama yang memposisikan dirinya sebagai
ajaran yang membawa rahmat untuk semesta alam (rahmatan lilalamin) yang menghargai
pluralitas dalam berbagai dimensi, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Bagarah
ayat 256. Pluralitas tersebut dijaga dan dalam keadilan serta keseimbangan selama tidak
menimbulkan kezaliman dan bencana bagi kelangsungan hidup. Konsep dalam Islam yang
seperti itu tentunya sejalan dengan pemikiran bahwa di dalam negara hukum Pancasila juga
tidak boleh ada diskriminasi. Hal yang demikian bahkan telah menjadi tema utama dalam
perdebatan mengenai dasar negara pada tahun 1957 di Konstituante. Pada perdebatan itu
disampaikan argumen bahwa Pancasila ialah wadah bagi semua golongan (aliran) sehingga
tidak akan ada golongan yang dirugikan karenanya, dan Pancasila juga merupakan dasar
untuk menggalang persatuan negara. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sebenarnya
apabila konsepsi keadilan dalam Islam benar-benar ditegakkan, maka itu berarti juga akan
membawa pengaruh yang positif bagi perwujudan negara hukum Pancasila. Pembahasan
dalam makalah ini akan terfokus pada perihal konsepsi keadilan dalam Islam, perlindungan
terhadap kaum minoritas, dan hubungannya dengan upaya perwujudan Negara Indonesia
sebagai negara hukum Pancasila.
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Diki Elnanda Caniago, SH : Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Degradasi Nila-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945

Implementasi dan konsistensi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara
mengalami pasang-surut bergantung keadaan/ kondisi, baik itu kondisi internal bangsa dan
negara maupun kondisi eksternal (berupa globalisasi dan ancaman dari luar negeri lainnya).
Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sejak Refomasi 1998 dan dilanjutkan dengan amandemen
UUD 1945 mengalami penurunan, diabaikan bahkan dilupakan. Efek negatif dari hal ini
dapat kita lihat dimana pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat jauh
dari nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang Hukum, Politik serta Ketatanegaraan, Pancasila juga
mengalami degradasi yang sangat akut. Ada banyak undang-undang, dan berbagai produk
hukum lainnya serta kebijakan dan tindakan politik dari elit-elit bangsa ini yang sengaja atau
tidak disengaja telah melanggar nilai-nilai Pancasila. Penyelenggara negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara secara formalitas tetap bersandar pada nilai-nilai
Pancasila. Terminologi “formalitas” penulis pilih karena memang bisa kita lihat pada
beberapa gejala, seperti adanya pertemuan petinggi-petinggi negara membahas pelaksanaan
Pancasila, begitu juga pidato-pidato kenegaraan serta pembicaraan pada seremonial
kenegaraan selalu menyebut-nyebut Pancasila dan menjadi semacam lip service, kemudian
dicantumkannya nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangan peraturan atau kebijakan yang
akan diambil tetapi tidak tercermin dalam pasal atau norma-norma yang terdapat di
dalamnya. Posisi Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia sebenarnya sangat vital dan
strategis, hal ini impilkasi dari keberadaannya sebagai dasar negara. Namun, mengapa saat
ini posisi tersebut setelah reformasi digulirkan dan UUD 1945 diamandemen mengalami
degradasi yang sangat parah? Pertanyaan sederhana, misalnya: Mengapa lahir
Undang-Undang yang tidak pro rakyat, pro keadilan, dan berbau liberalisme? Kenapa ada
putusan-putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan sosial? Jawabannya adalah
karena telah terjadi degradasi nilai-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia saat ini.
Degradasi nilai-nilai Pancasila terjadi dimulai saat penyusunan peraturan
perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan dan penegakkan hukum. Melalui makalah
yang akan disusun, penulis mencoba menjawab pertanyaan: Hal-hal apakah yang
menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila setelah adanya amandemen UUD
1945? Dengan mengetahui hal-hal tersebut, diharapkan dapat menjadi masukan bagi kita
semua untuk memperbaikinya bersama.

Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-Nilai Pancasila
dalam Hukum Nasional dan Implementasinya

Pemindahan hukum (transplantasi hukum, legal transplants) dari hukum asing (foreign law)
dalam rangka pembangunan atau reformasi hukum di suatu negara menjadi makin banyak
dilakukan. Tidak terkecuali Indonesia, telah melakukan transplantasi hukum dari berbagai
sistem hukum asing atau negara lain dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,
khususnya undang-undang. Transplantasi hukum dari hukum asing dalam perspektif
perbandingan hukum dan budaya (comparative law and culture) bukan tanpa akibat. Salah
satu akibat yang muncul, yaitu terjadinya ketidaksepadanan antara hukum dan masyarakat
(mismatch between law and society), mengingat hukum asing memiliki basis sosial-budaya
yang berbeda dengan tempat dipindahkannya, seperti Indonesia, yang basis sosialnya
tercermin dalam nilai-nilai Pancasila atau hukum lokal. Di samping itu, penerimaan hukum
asing ke dalam hukum Nasional dapat menimbulkan persaingan, yang pada akhirnya
memungkinkan dominasi ide, konsep, dan solusi atau struktur, institusi, dan metode hukum
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asing terhadap nilai-nilai Pancasila atau norma-norma hukum lokal (local law). Tidak
mengherankan apabila terjadi penggerusan nilai-nilai Pancasila atau norma hukum lokal
oleh nilai atau norma asing dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia. Untuk itu, studi
mengenai hal ini sangat penting dilakukan, terutama untuk menganalisis “Konvergensi
hukum asing dan nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Nasional serta implementasinya”.
Secara teoritis, tulisan ini berhubungan dengan teori-teori transplantasi hukum, khususnya
pencampuran sistem hukum (mixing legal system) dan harmonisasi atau konvergensi
hukum. Pada akhirnya diharapkan dapat dibangun model pencampuran hukum yang
harmonis bagi kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai Pancasila
dan norma-norma hukum lokal tidak sepenuhya tergusur, namun sebaliknya, ide, konsep,
dan solusi atau struktur, institusi, dan metodenya mengungguli hukum asing dalam
harmonisasi atau konvergensi ketika proses pembentukan undang-undang.

Kamaruddin, S.Sos,.M.Si : Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia
Tulisan ini bertujuan memperoleh suatu pemahaman yang utuh tentang Pancasila sebagai

landasan Hukum Negara Indonesia. Problema patologis multidimensi yang menghimpit
Negara Hukum Indonesia hari ini, membutuhkan solusi yang efektif. Satu pandangan
memberi solusi perlu mengedepankan pentingnya pengembalian kedudukan dan peran
Pancasila. Pandangan lain, melihat pancasila tidak memiliki arti, nilai dan peran apapun
dalam penataan kehidupan bernegara dan berbangsa. Pandangan pesimis terhadap peran
pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan sebagai solusi dalam menjawab problema
Negara dan Bangsa saat ini, lebih terasa di daerah-daerah konflik. Akar tunggang
keangkuhan itu adalah pemaksaan penafsiran Pancasila menurut pemikiran dan keinginan
masing-masing. Mestinya untuk memperoleh tafsiran yang benar dan efektif sebagai
landasan Hukum dalam penataan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, mengikuti
keinginan Pancasila secara alamiah. Fokus tulisan ini di Provinsi Aceh, sebagai daerah yang
pernah dilanda konflik, dimana pada era konflik terasa masih sangat resisten terhadap
Pancasila. Namun setelah perdamaian Aceh tercipta, resistensi mulai berkurang. Dimensi
apa saja yang mendorong terjadinya perubahan sikap tersebut. Kajian ini menarik dilakukan
sebab karakteristik daerah yang pernah konflik jika dibandingkan dengan daerah-daerah
lainnya di Indonesia merupakan suatu karakteristik yang khas. Sementara sumber data
kajian ini diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam (indepth interview), Focus
Group Discussion (FGD), workshop, diklat, seminar dan tentang 4 (empat) pilar Kebangsaan,
yang dilakukan oleh penulis bekerjasama dengan Kesbang polkemendagri, Perguruan
Tinggi, Pemda dan LSM di Aceh pada kurun waktu tahun 2011- 2012. Temuan kajian ini
memberi manfaat terhadap pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang memiliki
sensitivitas sosial, ekologi dan sekaligus memberi manfaat dalam memperkaya temuan
praktis dan teoritis upaya revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai landasan Hukum
Negara Indonesia.
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Moh Firdaus Rumbia S.H. : Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Pembangunan Hukum di Bidang Ekonomi adalah Bagian dari Pelaksanaan Nilai-nilai
Pancasila dan Pembanguan Kerangka Hukum Nasional

Keberadaan Pancasila sebagai dasar Negara, mempunyai beberapa dimensi yang seyogyanya
mampu menjadi titik tolak pembangunan hukum di Indonesia. Pembangunan hukum secara
menyeluruh, meliputi dimensi dimensi yang melingkupi apa yang terkadung dalam ke lima
sila secara keseluruhan. Pembangunan hukum di Indonesia, memang bukan merupakan
suatu yang mudah. Pergantian kepemimpinan dan pola perwakilan menjadikan terputusnya
mata rantai pembangunan hukum tersebut. Belum lagi apabila dikaitkan dengan nilai nilai
yang dianut dari waktu ke waktu, yang jelas menunjukkan perbedaan. Salah satu
pembangunan di bidang Hukum yang cukup penting adalah penyusunan berbagai
peratutran hukum terkait dengan masalah ekonomi. Perjalanan sejarah bangsa ini mencatat,
bahwa berabagai krisis ekonomi dapat mengakibatkan krisis di seluruh sendi kehidupan
berbangsa dan bernegara. Peristiwa krisis ekonomi ditahun 1997 seyogyanya menjadi
pelajaran bagi kita semua. Namun justru kondisi yang ada semakin mengkhwatirkan.
Undang Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan belum ada di negeri ini. Apabila krisis
tersebut benar benar ada saat ini, maka Pemerintah harus menggunaklan Undang Undang
LPS atau Undang Undang OJK yang tidak spesifik mengatur masalah krisis. Bahkan
kemudian hanya menjadikan suatu MoU antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan
Lembaga Penjamin Simpanan sebagai landasan untuk menanganinya. Bebarapa peraturan
perundang undangan di bidang ekonomi tidak benar benar disusun secara sempurna.
Beberapa peraturan bahwan saling bertentangan. Tulisan kali ini berusaha membedah
kerangka hukum perekonomian nasional, khususnya terkait dengan masalah ekonomi dan
keuangan. Perlu mencermati isi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, melihat
adanya celah celah hukum, melakukan identifikasi tentang kemungkinan timbulnya masalah
serta berusaha menawarkan solusi bagi perkembangan hukum negeri ini. Dan apabila akan
di bentuk suatu Arsitektur Hukum di negeri ini, keberadaan Hukum Hukum Ekonomi harus
benar benar diperhatikan. Pembangunan berbagai peraturan di bidang ekonomi tidak boleh
dikesampingkan, namun harus menjadi bagaian penting juga disamping pembangunan
berbagai peraturan di bidang lain.

Ria Casmi Arrsa : Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA)
Nomokrasi Konstitusional Pancasila:
Antitesis terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia

Sejarah perkembangan negara hukum dalam konstitusi Indonesia mengalami pasang surut
di tengah situasi politik kenegaraan, penegakan hukum, kepemimpinan dan tuntutan
masyarakat terhadap diwujudkannya demokrasi partisipatif yang menghendaki perbaikan
ketatanegaraan di berbagai bidang penyelenggaraan negara yang lebih mensejahterakan
rakyat sebagaimana amanat dan tujuan daripada berdirinya negara Indonesia. Harus diakui
bahwa sejak di proklamasikannya bangsa Indonesia sampai pada diberlakukannya UUD
1945, Konstitusi RIS, UUDS Tahun 1950, dan UUD NRI Tahun 1945 gagasan negara hukum
Indonesia mengalami pergeseran paradigmatik dan dipengaruhi oleh berbagai paham
negara hukum yang berkembang secara global baik dari perspektif pertama, rechtstaat
dengan Kkarakteristik humanisme, individualisme, welfarestate dan demokrasi yang
mengahasilkan gagasan democratische rechtstaat kedua, nomokrasi Islam dengan
karakteristik transendental, keseimbangan, dan perwujudan negara kesejahteraan (baldatun
thayyibatun warabbul ghafur). ketiga, rule of law dengan karakteristik humanisme,
individualisme, dan liberalisme yang perkembangannya melahirkan gagasan socio
welfarestate maupun keempat, gagasan socialist legality dengan karakteristik koloktivisme
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sosial dan anti kelas. Mengacu pada perkembangan pemikiran tersebut maka harus diakui
pula bahwa negara hukum Indonesia yang berlaku pada saat ini sebagaimana termaktub
didalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu bangunan yang
secara paradigmatik harus terus menerus dan berkelanjutan dilakukan penataan secara
tuntas dan paripurna mengingat bahwa dalam berbagai pandangan ahli hukum Indonesia
mengutarakan gagasan negara hukum yang saat ini dianut memiliki karakter imposed from
outside artinya suatu pemikiran yang dimpor dari luar dan diadopsi dalam suatu sistem
hukum kenegaraan di Indonesia. Dalam hal ini penulis menawarkan kerangka konstruksi
paradigmatik untuk melahirkan arsitektur pemikiran Nomokrasi Konstitusional Pancasila
sehingga gagasan pemikiran yang dimaksud akan selaras dengan cita pendiri bangsa yang
menempatkan Pancasila sebagai philosophische gronslag bangsa Indonesia.

Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. : Epistema Institute
Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila
sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia

Pancasila dapat diposisikan dalam banyak tempat di dalam sistem hukum Indonesia.
Predikatnya sebagai jiwa bangsa, Leitstern, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, cita

hukum, sumber dari segala sumber hukum, bahkan (sebagian mengkategorikannya sebagai)
Staatsfundamentalnorm, menunjukkan keragaman posisi Pancasila yang justru berpotensi
merugikan eksistensi dan peran Pancasila dalam menjaga kepaduan sistem hukum nasional.
Untuk itu, perlu ada kejelasan sampai pada batas mana label-label itu dapat dikorelasikan
dengan kebutuhan berhukum di Indonesia. Kerancuan dalam pemberian label ini terbukti
telah menimbulkan kebingungan, sehingga memunculkan anggapan bahwa Pancasila telah
kehilangan fungsinya untuk memberi ciri keindonesiaan dalam format bernegara hukum
Indonesia. Di antara keragaman predikat itu, tampaknya posisinya sebagai
"Staatsfundamentalnorm” menarik untuk ditelaah. Tulisan inipun akan lebih memfokuskan
perhatian pada salah satu label yang paling mengundang polemik itu, mengingat kaedah
fundamental negara memiliki posisi strategis. Secara hierarkis ia menduduki tempat
tertinggi dalam konstruksi sistem norma hukum. Jika menilik pada teori jenjang, kedudukan
"Staatsfundamentalnorm” ini sangat vital karena merupakan sumber referensi bagi
pembentukan norma di bawahnya. Beberapa pandangan menilai  posisi
"Staatsfundamentalnorm” ini lebih pantas diberikan kepada Pembukaan UUD 1945 atau
kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 daripada secara spesifik diserahkan kepada Pancasila.
Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ketentuan normatif
yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan telah diformulasikan
sebagai norma hukum. la mengejawantah atau seyogianya dapat ditelusuri jejaknya di dalam
sistem hukum Indonesia itu, atau tepatnya di dalam konstruksi sistem norma hukum, mulai
dari yang tertinggi sampai terendah, bahkan sampai ke tataran praktik hukum sekalipun.
Alasan-alasan dari berbagai pandangan inilah yang akan dianalisis dan dikritisi dalam
tulisan ini, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan seberapa pantas Pancasila
dijadikan "Staatsfundamentalnorm" dalam sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya
juga di dalam bangunan negara hukum Indonesia.
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Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum., M.H : Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Relasi Heuristik Filsafat Pancasila dalam Tata Hukum yang Plural

Sejak awal persiapan kemerdekaan Republik Indonesia telah diusulkan oleh Ir. Soekarno
pada 1 Juni 1945 bahwa Pancasila menjadi filosofischegrondslag atau Weltanshaung,
staatsidee, dan seterusnya dengan segala kualifikasinya, bahkan pada ujungnya Pancasila
dijadikan 'bintang pemandu' atau citahukum. Dengan kata lain, Pancasila menjadi
citahukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks pembentukan dan
pelaksanaan hukum tertulis dibutuhkan legislator dan penegak hukum yang komitmen
dengan paradigma Pancasila. Demikian pula dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum
tidak tertulis (seperti konvensi dan adat-istiadat) diperlukan insan yang memahami dan
mampu menjelaskan serta menjalankan Pancasila yang keadaannya sangat pluralistik. Di
beberapa hukum positif dinyatakan bahwa hukum adat dapat dijadikan asas. Dalam konteks
inilah Pancasila menjamin eksistensi hukum adat, baik tertulis yang dikaji para ahli filologi
hukum maupun tidak tertulis yang diteliti oleh ahli tradisi lisan.
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Panel 2
Ahmad Asroni, S. Fil,, S. Th.l., M. Hum : Tolerance Institute

Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif Hukum dan HAM: Kajian atas Peraturan
Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006

Pasca lengsernya rezim Orde Baru, konflik berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan
(SARA) merebak di Indonesia. Salah satunya adalah konflik pendirian rumah ibadah.
Kendatipun pemerintah telah menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama No. 9/2006
dan Menteri Dalam Negeri No. 8/2006 (selanjutnya disingkat PBM No. 9/2006 dan No.
8/2006) yang antara lain mengatur pendirian rumah ibadah, namun nyatanya konflik
pendirian rumah ibadah masih marak terjadi. Sebagian kasus konflik pendirian rumah
ibadah terkait dengan masalah perijinan. Konflik pendirian rumah ibadah hampir semuanya
dilandasi sebuah argumen bahwa keberadaan rumah ibadah dianggap telah meresahkan
masyarakat. Selain itu, konflik pendirian rumah ibadah dijustifikasi pula oleh argumen
bahwa bangunan/rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukkan atau menyalahi
konsep tata ruang. Dalam realitasnya, keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 justru
seringkali menjadi pemicu konflik pendirian rumah ibadah. Kehadirannya kontraproduktif
bagi kerukunan hidup beragama di Indonesia. Banyak kalangan menilai PBM No. 9/2006
dan No. 8/2006 memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi. Selain memiliki celah
diskriminasi, pemberlakuan regulasi tersebut berimplikasi negatif bagi (pemeluk) agama
minoritas dan agama berdenominasi banyak. Kehadiran PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006
lebih merepresentasikan kepentingan kelompok agama mayoritas dan sebaliknya
mendiskriminasikan kelompok agama minoritas. PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 kerapkali
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan
mendirikan rumah ibadah. Paper ini akan menelaah secara kritis-analitis aturan pendirian
rumah ibadah yang terdapat dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam perspektif
hukum dan HAM. Di samping itu, paper ini akan mencoba menawarkan gagasan bagaimana
merumuskan regulasi pendirian rumah ibadah yang non-diskriminatif.

Dedy Kristanto : Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma
Tidak ada Hukum(An) bagi Pelanggar(An) HAM di Timor Leste:
Perspektif Sejarah dan Ingatan

Persoalan warisan kekerasan dan kejahatan masa lalu selepas runtuhnya rezim otoriter
totaliter dan perang saudara selalu menjadi bagian yang sangat kompleks dan rumit dalam
transisi kekuasaan. Kompleksitas persoalan seperti itu terjadi di Timor-Leste pasca lepas
dari Indonesia. Kekerasan dan kejahatan kemanusiaan pada masa lalu yang dilakukan oleh
Indonesia selama 24 tahun di Timor-Leste tidak secara otomatis terselesaikan dengan
pergantian rezim dan pemerintahan di Indonesia. Pengungkapan kebenaran dan upaya
perwujudan keadilan yang dilakukan di Timor-Leste sepertinya belum ada kemajuan yang
berarti. Mengapa? Karena pengungkapan kebenaran dan upaya mencari keadilan bagi para
korban kekerasan atau penyintas di Timor-Leste sangat tergantung dari sistem hukum di
Indonesia. Padahal sistem hukum di Indonesia tidak bisa dijadikan pegangan epistemologi
kebenaran dan ontologi-rasa keadilan. Buktinya sampai sekarang masih terjadi impunitas
dan pembiaran bagi para pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di
Timor-Leste. Jika dalam wilayah hukum, perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran dan
keadilan atas peristiwa kekerasan dan kejahatan pada masa lalu menemukan jalan buntu,
maka wilayah lain harus bisa menjadi penjaga agar perjuangan itu tidak berhenti dan
kehabisan energi. Saya berpendapat bahwa penyusunan narasi sejarah atau historiografi
para korban kekerasan masa lalu merupakan salah satu cara untuk menjaga energi tersebut
tetap hidup. Tentu saja narasi sejarah atau historiografi tidak bisa menggantikan kebenaran
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dan keadilan dalam konteks logika hukum. Narasi hanya bisa mempertahankan “konteks
dan teks”. Kebenaran dan keadilan yang sulit ditemukan lewat logika hukum, masih bisa
diwacanakan secara utuh, lengkap dan jujur dalam narasi sejarah atau historiografi.
Karenanya, logika hukum harus terpaut erat dengan narasi sejarah atau historiografi yang
memuat aspek terdalam dari trauma, beban sosial dan penderitaan yang masih ditanggung
oleh para korban kekerasan dan kejahatan politik pada masa lalu. Dalam makalah ini, saya
ingin mengupas pertautan antara logika hukum dan narasi sejarah atau historiografi
tersebut lewat pendekatan psikoanalisa, dekonstruksi dan semiotika.

P. Donny Danardono, S.H., M.A. : Universitas Katolik Soegijapranata
Negara Hukum Indonesia dan HAM: Sebuah Paradoks

Mengapa seseorang tak boleh disakiti, didiskriminasikan, atau dibunuh? Mengapa manusia
wajib untuk saling hormat? Mungkin banyak yang akan menjawab: karena setiap orang
punya hak-hak dasar (asasi) sebagai manusia, seperti yang ditetapkan dalam Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan berbagai instrumen HAM lainnya. Jawaban
ini normatif legalistik dan karenanya menyedarhanakan. Sebab mungkinkah manusia
memastikan siapa dirinya atau mendefinisikan dirinya seperti yang tertulis dalam DUHAM
itu? Bukankah itu adalah berbicara tentang diri sendiri kepada diri sendiri: sebuah
solipsisme? Itu sebabnya perdebatan tentang siapa manusia dan apa humanisme belum
berakhir. Itu juga sebabnya perdebatan tentang relativitas dan universalitas HAM belum
tuntas. Dalam tulisan ini saya mau menunjukkan, bahwa berbagai konsep filosofis tentang
humanisme dan DUHAM tak pernah berhasil menjadi dasar relasi etis antar manusia. Secara
etis, saat berelasi, setiap orang, walau telah mengetahui sebuah versi humanisme tertentu
dan DUHAM, mendasarkan relasinya pada pengalaman tentang ‘yang-tak-mungkin’ (the
impossible); sebuah pengalaman tentang sesuatu yang tak bisa dirumuskan secara pas
dalam bahasa, sesuatu yang tak terkatakan, yang gelap, dan karenanya mengancam
eksistensi mereka. ‘Yang-tak-mungkin’ (the impossible) ini juga yang sebenarnya mendasari
perumusan DUHAM maupun berbagai konsep tentang humanisme. Tapi ‘ketakmungkinan’
itulah yang membuat perumusan dan berbagai strategi mewujudkan DUHAM dan
humanisme senantiasa tidak bisa pas, reduksionistis, menimbulkan korban, dan
kontroversial. Untuk itu saya akan mengungkap paradoks negara hukum Indonesia, sebuah
negara, yang seperti negara-negara lain, kemunculannya mendahului konstitusi dan baru
setelahnya mengesahkan konstitusi. Karena itu setiap hukum yang dibuat oleh negara,
termasuk UU HAM, akan sekaligus sah dan tidak sah.

Siti Rahma Mary dan Melly Setyawati: Perkumpulan HuMa
MIFEE: Proyek Perampasan Tanah Orang Malindanim

Preambul Konstitusi 1945 Amandemen IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan utama
negara adalah menyejahterakan warga negaranya. Negara bertanggungjawab melindungi
hak asasi manusia dan menjamin akses warga negara terutama di bidang ekonomi,
sosial-budaya (Ekosob). Namun sebuah paradoks terjadi di Merauke, Papua. Saat
perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan dan hutan industri merampas
tanah-tanah adat yang merupakan sumber kehidupan masyarakat adat, negara tidak
melindungi hak masyarakat hukum adat atas tanah adat, tapi justru memfasilitasi
perampasan itu dengan dalih ketahanan pangan. Proses perampasan ini dilegitimasikan
melalui program ekonomi luar biasa dalam disain Masterplan Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan Presiden SBY pada tahun
2010. Pemerintahan SBY berencana menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional
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melalui proyek Merauke Integrated Energy Food and Estate(MIFEE). Di tengah tiadanya
perlindungan negara itu, terjadi negosiasi yang tak seimbang. Perusahaanperusahaan itu
mendatangi dan membujuk masyarakat untuk melepaskan tanahnya. Paper ini membahas
strategi negara dan perusahaan-perusahaan besar, di bidang perkebunan dan hutan industri,
yang menindas suku Malind-Anim dan mengingkari konstitusi dalam pelaksanaan proyek
MIFEE di Merauke, sebagai pola baru perampasan tanah yang disebut “green grabbing”.
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Panel 3
Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Konsep Pendidikan Tinggi Hukum yang Berkatakter melalui Terwujudnya Sarjana
Hukum yang Profesional, Humanis dan Religius

Banyaknya kasus yang terekspos di media massa telah membuktikan Lemahnya piranti
hukum yakni kehakiman, kejaksaan,kepolisian, dan para praktisi hukum lainnya, yang belum
mampu menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana mesti. Bahkan ketua KPK sebelumnya
tersangkut dengan permasalahan hukum. Atau adanya beberapa legislator yang justru
terlibat dalam pelanggaran hukum. Atau berita bahwa 50 persen PNS telah melakukan
tindakan korupsi. Kabar tersebut terkait dengan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) yang dilaporkan oleh wakil ketua PPATK Agus Santoso.
Tentunya ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan hal ini terjadi. Sebagaimana teori
sebab akibat ataupun terdapat dalam peribahasa ada asap ada api. Salah satu kesalahan
yang menyebabkan perilaku korupsi di Indonesia saat ini ‘menggurita’ adalah sistem
pendidikan yang ada di negara ini. Betapa banyak orang-orang yang berorientasi profit
ketika menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Karenanya mendesak diperlukan suatu
konsep pendidikan tinggi hukum yang lebih berkarakter Sebenarnya Seiring dengan
Perubahan dan Perbaikan kurikulum pendidikan tinggi dengan merujuk pada Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 017/D.0/1993 jo. SK. Mendikbud No.
036/U/1993, dan SK Mendikbud No. 0325/U/1994 tentang kurikulum yang berlaku secara
Nasional program sarjana [lmu Hukum menyatakan bahwa dalam jenjang pendidikan
Sarjana Ilmu Hukum (S1) tidak ada jurusan atau dihapusnya jurusan. Telah membuka
kesempatan bagi Pendidikan tinggi hukum untuk menerapkan kurikulum yang responsive
bahkan bisa progresip demi menjawab keprihatinan akan mutu lulusan pendidikan Tinggi
hukum. Sehingga bertitik tolak dari visi, KURTI dan KURNAL serta konsentrasi/ bagian/
program studi dengan masing-masing MK Wajib dan pilihannya serta pengkajian secara
menyeluruh terhadap kelemahan substansif dalam kurikulum dan metode pembelajarannan
di Pendidikan Tinggi Hukum, maka solusi yang tepat adalah kurikulum yang berkarakter
adalah yang mampu mewujudkan sarjana hukum yang profesional, humanis dan religius.

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH.M.Hum : Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Pendidikan Tinggi Hukum: Sebuah Pemikiran ke Arah Perubahan Paradigma

Paradigma pendidikan hukum di Indonesia, tampaknya masih didominasi oleh
penggambaran mengenai kebenaran profesional daripada kebenaran ilmiah. Keadaan
seperti itu tampaknya dipengaruhi oleh mapannya program pendidikan hukum untuk
melayani kebutuhan profesi, yang diselenggarakan Fakultas-fakultas Hukum. Selama ini out
put dari Fakultas Hukum, hanya akan menghasilkan para yuris profesional yang
berpandangan normatif, tidak mampu melihat kebenaran yang sesungguhnya, sehingga
cenderung melihat hukum sebagai “rule and logic”, sebagai implikasinya gambar yang
lengkap mengenai hukum menjadi cacat. Oleh karena itu, perlu ada “paradigm shift”,
mengenai pendidikan hukum di Indonesia, yang cenderung positivistik, menuju pendidikan
hukum dengan pemahaman holistik dengan dibantu ilmu lain, sehingga produknya tidak
melihat hukum dengan model “kaca mata kuda”. Penggunaan optic preskriptif yang dominan
dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia, berimplikasi pada minimnya dorongan kepada
para mahasiswa untuk mengapresiasi hukum secara kritis dan juga kreatif. Oleh karena
dunia pendidikan yang berorientasi pada optik preskriptif itulah maka out put yang
dihasilkan pada akhirnya membentuk alam pikiran mereka, terutama adalah: (1) Peraturan
apakah yang harus dipakai dalam suatu kasus tertentu ? (2) Bagaimana teknik
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penerapannya? Keadaan demikian mengandung risiko terjadinya semacam penyempitan
dalam kemampuan intelektual mereka yang bertentangan dengan usaha ke arah pembinaan
seorang ilmuwan sesungguhnya. Dalam realitasnya fakultas-fakultas hukum di Indonesia
kurang mencoba untuk secara sistematik menjelaskan fenomen hukum itu, melainkan
mengajarkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan.

Nandang Sutrismo, S.H., LL.M., M.Hum., PhD : Universitas Islam Indonesia
Pendidikan Hukum Klinis: Konsep, Peluang dan Tantangan

Pendidikan hukum merupakan salah satu upaya yang tidak boleh dikesampingkan dalam
membangun negara hukum Indonesia. Secara sistemik, pendidikan hukum memegang
peranan yang sangat penting baik dalam pembentukan norma-norma hukum, struktur
hukum, maupun budaya hukum. Meskipun demikian, kehidupan bernegara hukum di tanah
air masih jauh dari harapan, terutama jika dilihat dari implementasi dan penegakan hukum
yang mampu menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat terutama kelompok miskin,
perempuan, masyarakat adat dan kelompok minoritas. Dalam konteks ini, pendidikan
hukum yang selama ini diterapkan di tanah air turut bertanggung jawab dan perlu dikaji
ulang, terutama pendidikan hukum yang semata-mata bersifat positivistik yang memandang
keadilan semata-mata dari rumusan norma-norma hukum tertulis, dan kurang
memperdulikan aspek-aspek keadilan. Pendidikan Hukum Klinis (PHK), yang saat ini sedang
mengglobal perlu dipertimbangkan untuk merubah sistem pendidikan hukum yang berlaku
saat ini. Dalam pengertian yang lebih luas, Pendidikan Hukum Klinis (PHK) merujuk kepada
metode pengajaran hukum yang menekankan pada pengetahuan praktis dan pengembangan
keterampilan hukum mahasiswa. Dalam pengertian yang lebih spesifik PHK didefinisikan
sebagai “an educational program grounded in an interactive and reflective teaching
methodology with the main aim of providing law students with practical knowledge, skills, and
values for the delivery of legal services and social justice.” Melalui PHK, mahasiswa hukum
dapat mempelajari hukum bukan semata-mata dari buku, tetapi juga dari bekerjanya hukum
dalam masyarakat, sebab metode ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa hukum
untuk terlibat langsung dalam penanganan masalah-masalah yang sesungguhnya atau dari
kasus-kasus nyata. Oleh karena itu, PHK juga disebut sebagai “experiential learning” atau
“learning by doing.” Makalah ini akan membahas mengenai bagaimana PHK akan
berkontribusi terhadap pengembangan negara hukum yang berkeadilan, dengan mengkaji
PHK tersebut secara konseptual, bagaimana peluang pengembangannya di tanah air, dan
tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan PHK tersebut.

Dr. Otong Rosadi, SH, MHum. & Awaludin Marwan, SH, MH, MA : Fakultas Hukum Universitas
Ekasakti

Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis

Pendidikan hukum Indonesia kian bertambah baik kualitasnya. Lulusan sarjana hukum
sekarang semakin banyak. Kualitasnya juga semakin meningkat. Namun serapan lapangan
kerja rupa-rupanya tak sebanyak hasil yang diproduksi dari jebolan fakultas hukum. Hal ini
dikarenakan banyak faktor. Pertama, kurangnya kemampuan dan pengalaman sarjana yang
pada saat mahasiswa hanya orientasi studi dengan standar IPK saja. Kedua, kondisi
perekonomian yang lesu di sektor swasta menyebabkan staf bidang hukum tidak dijadikan
prioritas ketimbang tenaga akuntasi, manajemen, dan bidang-bidang umum yang vital
lainnya. Namun yang paling terpenting adalah lahirnya sarjana hukum bermental baja
dengan semangat kuat memiliki idealisme sehingga tidak terjerembab dalam mekanisme
kapitalisme. Artinya, dulu banyak sarjana hukum yang hidupnya tak karuan di zaman
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kemerdekaan, lihat saja Muhammad Yamin, Soepomo, dan pendiri bangsa yang lain.
Semangat sarjana hukum tidak hanya sekrup kapitalisme yang mendukung berjalanannya
institusi negara hukum, yang barangkali tak lepas dari persekongkolan permufakatan jahat.
Namun hendaknya sarjana hukum bisa mewakafkan dirinya duduk di kursi-kursi lembab
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan bayaran seadanya. Namun tekad untuk berjuang
melindungi hak sosial, sipil, politik, dan konstitusional warga begitu kokoh terpatri di dalam
dadanya. Semangat sarjana hukum, hendaknya dirubah yang semula mental teknokrasi dan
korporasi menjadi mental pengabdian dan perjuangan. Dari sinilah keadilan sosial dimulai
dari rekonstruksi agen sosial yang bermartabat tangguh. Pola-pola keadilan sosial yang
dibayangkan oleh Amartya Sen dan John Rawls hendaknya juga diikuti dengan rekonstruksi
Subjek Zizekian. Program-program paralegal yang dilaksanakan oleh lembaga bantuan
hukum kampus hendaknya lebih diprioritaskan membela hak-hak kaum miskin kota. Jatung
pendidikan hukum yakni kurikulum juga perlu ditambahkan mata kuliah pendampingan
hukum berkeadilan sosial.
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Panel 4
Fritz Edward Siregar, SH., LL.M : University of New South Wales

How Indonesia Constitutional Court has Changed Indonesia’s Constitutional Balance

The Court is central of check and balances system. However, there are two separate systems
of check and balances. The first is formal check and balance system and second, real-world
check and balances system. In exercising authority, Indonesia Constitutional Court may
reference to the Article 24C of 1945 Constitution to justify their role. Nevertheless, in the
real-world check and balances system, the Court must find certain equilibrium balance
between other two institutions, which are Executive and Legislative. If the Court able gained
their political power, the Court becomes more powerful than the technical words as stated in
the 1945 Constitution. This paper is about comparative learning from other Constitutional
Court’s experience with the objective to make Indonesia understand this situation better.
This comparative experience on one hand, point the fact that each constitutional court has
judicial review power and has the right to declare a law is unconstitutional. However, on the
other hand, comparative studies tell us that each constitutional court needs to build support
to play their role. History tells us an absolute lesson that no constitutional court is survived if
it overreaching itself. Hungarian and Russia Constitutional Court are classic examples how
executive and legislative abandon their constitutional court. From comparative experience
towards other Constitutional Courts, the Court able to exercise of their authority but in the
hand, the Court also needs to understand the political limits of their role.

Luthfi Widagdo Eddyono : Mahkamah Konstitusi
Prinsip Check and Balances dalam Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawaslu

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010 menyatakan, ketentuan
mengenai rekrutmen anggota pengawas pemilihan umum yang harus diusulkan oleh Komisi
Pemilihan Umum Provinsi untuk pengawas pemilihan umum Provinsi serta Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pengawas pemilihan umum Kabupaten/Kota
bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menghindari terganggunya
penyelenggaraan Pemilu, maka pencalonan dan pengangkatan anggota pengawas pemilihan
umum cukup dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) atau pengawas pemilihan umum. Putusan demikian mengandung dua makna
hukum. Pertama, pandangan bahwa prinsip checks and balances tidak hanya dihubungkan
dengan pemisahan (separation of power) cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif, melainkan hubungan antara “pengawas dan yang diawasi” yang didasari
rasionalitas proporsional hubungan antarlembaga negara. Kedua, perkara Nomor
11/PUU-VIII/2010 sebenarnya mengandung unsur sengketa antara dua lembaga negara,
yaitu KPU dan Bawaslu karena tidak hanya terkait dengan interpretasi atas norma,
melainkan atas nasib 192 Panitia Pengawas Pemilu yang tidak diakui oleh KPU.
Permasalahan demikian ternyata dapat diselesaikan dalam forum pengujian undang-undang
terhadap UUD 1945.
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Dr. Sulardji, S.H., M.Si,, : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil dalam Rangka Mewujudkan Check And
Balances dalam Penyusunan Undang-Undang

Ajaran pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan Trispolitika yang digagas oleh
Montesquieu itu tujuannya untuk mencegah terkonsentrasinya kekuasaan secara absolut
pada satu tangan agar tidak terjadi kesewenangwenangan. Ajaran ini kemudian diiringi
dengan adanya teori cheks and balances di antara tiga cabang kekuasaan; eksekutif, legislatif
dan yudikatif. Doktrin pemisahan kekusaan dan cheks and balances secara prinsip dapat
diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensiil sebagai anak kandung dan semata
wayang dari doktrin pemisahan kekuasaan itu, sebab di luar sistem pemerintahan
presidensiil, kekuasaan dalam lembaga kekuasaan cenderung menganut model pembagian
kekuasaan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengklaim melaksanakan sistem
pemerintahan presidensiil. Konsekuensi atas pilihan sistem pemerintahan presidensiil ini,
penerapan pemisahan kekusaan yang di dalamnya mengandung semangat cheks and
balances merupakan suatu keniscayaan. UUD Negara RI tahun 1945 secara ekplisit telah
melakukan pemisahaan kekuasaan pada masing masing lembaga eksekutif, legislatif dan
yudikatif. Akan tetapi seiring dengan adanya Dewan Perwakilan Daerah, di samping Dewan
Perwakilan Rakyat memunculkan masalah terkait dengan kewenangan legislasi Dewan
Perwakilan Daerah dan mekanisme kekuasaan penyusunan undang-undang. Dewan
Perwakilan Daerah, sebagai lembaga perwakilan rakyat ternyata tidak sepenuhnya
mempunyai kekuasaan legislasi dibandingkan dengan kewenangan yang ada pada Dewan
Perwakilan Rakyat. Akan tetapi Presiden selaku lembaga eksekutif justru mempunyai
kekuasaan yang besar dalam penyusunan undang-undang. Penguatan sistem pemerintahan
presidensiil dengan menata ulang kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden serta merombak mekanisme penyusunan undang-undang
merupakan gagasan alternatif dalam rangka mewujudkan cheks and balances dalam
penyususnan undang-undang.

Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. : Fakultas Syari’ah IAIN Universitas Sunan Ampel

Membangun Harmonisasi Kedudukan dan Fungsi antara DPD dengan DPR dalam
Rangka Pelaksanaan Fungsi Check and Balances pada Lembaga Perwakilan Rakyat
dalam Sistem Bikameral

DPD dalam kedudukan selaku lembaga Negara dalam sistem bikameral diformulasikan
sebagai lembaga perwakilan rakyat yang secara kelembagaan memiliki kedudukan yang
sama dengan DPR. Bahkan dari segi karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, DPD
memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya
berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah-daerah. Permasalahannya, dalam
konteks ketatanegaraan Indonesia, tidak ada sinkronisasi dan harmonisasi kedudukan dan
fungsi antara DPD dan DPR. Keadaan ini melemahkan fungsi DPD selaku lembaga Negara:
Pertama, di bidang fungsi legislasi DPD tidak memiliki zelfstandigheid, karena DPD hanya
sebatas sebagai lembaga yang mengajukan rancangan undang-undang. Kedua, di bidang
fungsi pengawasan hasil pengawasan DPD tidak dilanjuti oleh DPD sendiri, tetapi
disampaikan kepada DPR, sehingga DPRIah yang menentukan apakah hasil pengawasan DPD
tersebut ditindaklanjuti atau tidak. Dengan demikian fungsi ini menjadi tawar ketika tidak
ditindak lanjuti oleh DPR. Berdasarkan kenyataan demikian, untuk menjalankan
fungsi-fungsi yang dimilikinya sebagaimana halnya DPR, DPD seharusnya juga dilengkapi
dengan hak-hak baik untuk lembaga ataupun anggota-anggotanya agar dapat secara
maksimal menjalankan fungsinya tersebut. Dengan kata lain perlu ada harmonisasi
kedudukan dan fungsi DPD dan DPR selaku lembaga perwakilan rakyat dalam fungsi setara

25



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kumpulan Abstrak

dan seimbang dengan mengamandemen Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 22D UUD NRI 1945
berkairan dengan penegasakan sistem perwakilan di Indonesia.

Veri Junaidi : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Kedudukan Bawaslu sebagai Bentuk Checks And Balances Penyelenggaraan Pemilu

Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh
suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan itu
merupakan dasar pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meskipun tidak secara
eksplisit menyebutkan kelembagaan Bawaslu, perkembangan dan penafsiran terhadap Pasal
22E Ayat (5) UUD 1945 secara tegas juga ditujukan terhadap kelembagaan Bawaslu.
Bawaslu dinilai sebagai salah satu penyelenggara pemilu sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945 sebagai komisi pemilihan umum. Bawaslu merupakan salah
satu penyelenggara pemilu yang menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi lain yang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, bentuk kelembagaan Bawaslu
merupakan suatu kebijakan lanjutan dari pembuat undang-undang. Perkembangan
kedudukan Bawaslu jauh sangat pesat dibanding sejarah awal pembentukannya. Kehadiran
Bawaslu awalnya lahir atas tuntutan Partai Persatuan Pembangungan (PPP) dan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) setelah pelaksanaan Pemilu 1977. Pemilu diwarnai berbagai
bentuk pelanggaran dan kecurangan. Pelanggaran tersebut terakumulasi sejak Pemilu 1971
dimana manipulasi penghitungan suara oleh para petugas pemilu marak terjadi.
Pembentukan lembaga pengawas ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
(UU NO. 2 Tahun 1980) dengan nama panitia pengawas pelaksanan pemilihan umum
(Panwaslak Pemilu). Kedudukan Panwaslak Pemilu tersebut adalah subordinat dari Panitia
Pemilihan (kini bernama KPU). Desain kelembagaan itu tegas disebutkan dalam Pasal 4b UU
No. 2/1980 yang berbunyi sebagai berikut: Pada Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat I, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat Il dan Panitia Pemungutan
Suara dibentuk Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
Daerah Tingkat I, Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat II dan
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan. Klausul “Pada Panitia
Pemilihan Indonesia...” tegas menunjukkan bahwa Panwaslak Pemilu merupakan
subordinat dari Panitia Pemilihan. Panwaslak dibentuk sebagai bagian dalam kelembagaan
Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Desain Panwaslak tidak konsisten dengan latar belakang
kelahirannya. Panwaslak yang dibentuk sebagai respon atas manipulasi petugas pemilu
justru berada dibawah kelembagaan PPI dan jajarannya. Panwaslak yang tugasnya
mengawasi pelaksanaan pemilu justru bertanggungjawab kepada ketua PPI sesuai
tingkatannya. Terlihat bahwa pembentukan Panwaslak sekedar untuk meredam suasana
politik atas tuntutan PPP dan PDI.

Wahyu Rahadiyan Yana Prasetya : Faculty of Law Pesident University

Refleksi Mekanisme Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia:
Membangun Share Of Responsibility Dan Menghapus Share Of Power

Berdasarkan kamus hukum Black’s Law Dictionary, checks and balances diartikan sebagai
“arrangement of governmental powers whereby powers of one governmental branch check
or balance those of other branches.” Dari penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa checks
and balances merupakan sebuah sistem saling mengawasi dan mengimbangi antara badan
kekuasaan satu dengan yang lain. Sistem ini pada dasarnya merupakan sebuah
pengembangan atas kecenderungan terhadap pemisahan kekuasaan dalam rangka
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mencegah dominasi kekuasaan. Dalam konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen, tidak
dijelaskan bahwa Indonesia mengaplikasikan sistem checks and balances kedalam sistem
pemerintahan, melainkan lebih menekankan ajaran pembagian kekuasaan vertikal. Namun
kemudian, setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, sistem pemerintahan
mulai memiliki kecenderungan atas pandangan bahwa seluruh lembaga tinggi negara
memiliki derajat yang sama. Pernyataan tegas dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), dan
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 menunjukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
menganut pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal dan mengatur mekanisme checks
and balances. Sistem checks and balances dilembagakan untuk mencegah potensi atas
penyalahgunaan oleh jabatan dalam menjalankan kekuasaan negara. Idealnya, dalam sistem
checks and balances, lembaga-lembaga negara diakui sederajat, tidak ada yang bersifat
superior atau mengalahkan lembaga lain. Dalam realitasnya, ego-sektoral masing-masing
lembaga tinggi negara menjadi hambatan utama dalam implementasi sistem checks and
balances di Indonesia. Salah satu jalan keluar paling efektif adalah adanya share of
responsibility bukan share of power. Adanya kesamaan pandangan bahwa checks and
balances memiliki tujuan berasama untuk penyelenggaraan pemerintahan yang accountable,
transparan, dan berdaya guna efektif. Komunikasi dan koordinasi menjadi hal yang mutlak
di lakukan.

Ziffany Firdinal : Fakultas Hukum Universitas Andalas
Gagasan terhadap Pengawasan Ideal Hakim Konstitusi Kedepan

Menjadi penting untuk mengawasi Hakim Konstitusi, karena peran dan fungsi Mahkamah
Konstitusi sangatlah penting dalam bernegara, khususnya menegakkan konsep negara
hukum di Indonesia. Fungsi lembaga ini sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole
interpreter of the constitution) sangat dekat dengan tujuan negara yang menginginkan
keadilan sosial bagi rakyatnya. Karena secara falsafi, sila kelima Pancasila serta pembukaan
konstitusi negara ini, menjamin keadilan sosial, hal ini tentu saja tertuang sebagai asas
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menggunakan teori
pemisahan kekuasaan (separations of powers) dan checks and balances, serta kedudukan
Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai tinjauan pustakanya. Bentuk pengawasan hakim
konstitusi secara umum dapat diperiodisasikan kedalam dua masa, yakni periode sebelum
dan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIV/2006 tentang
pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Beranjak dari
pembahasan kondisi kekinian dalam pengawasan hakim konstitusi tersebut, dibentuk
konsep ideal pengawasan hakim konstitusi kedepan, yakni pengklasifikasian kembali konsep
pengawasan tersebut ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni pengawasan prefentif (bersifat
pencegahan) dan represif (berdifat penindakan) dengan keharusan Komisi Yudisial “ikut
campur”. Tidak dapat dimungkiri, karena sebelumnya telah ada putusan Mahkamah
Konstitusi yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi
lembaganya, maka menjadi tantangan dalam pengaplikasikannya, secara teoritis, hal ini
dapat dilaksakan melalui perubahan Undang-Undang Dasar dan
peraturan-perundang-undangan yang terkait. Ketika membicarakan perubahan konstitusi,
maka secara konsep bisa dilaksanakan, tetapi, dalam praktik amatlah sukar dilakukan. Oleh
karena itu, usulan perubahan tersebut dilakukan secara informal, yakni melalui konvensi
ketatanegaraan dan penafsiran hakim (Mahkamah Konstitusi). Dengan cara Mahkamah
Konstitusi “merelakan” diri untuk diawasi oleh Komisi Yudisial, serta terhadap Putusan
Nomor 005/PUU-IV/2006 diabaikan, hal ini disandingkan dengan konsep konstitusi yang
hidup (living constitution), dimana konstitusi haruslah mampu menjawab kebutuhan zaman,
dalam hal ini mampu memberikan konsep ideal terhadap pengawasan hakim konstitusi yang
telah menjadi kebutuhan.
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Panel 5
Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Mengukur Kualitas Legislasi dalam Perspektif Legisprudence

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
ditentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelum amandemen UUD 1945,
Negara Hukum tercantum dalam bagian Penjelasan sebagai salah satu pilar dalam Sistem
Pemerintahan Negara yang berbunyi: “Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum
(Rechsstaat) Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas
kekuasaan belaka (Machtsstaat)”. Paham negara hukum ada berdasarkan keyakinan bahwa
kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ada dua unsur
dalam negara hukum, pertama, hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah
tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma objektif yang juga
mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif atau disebut hukum tidak hanya
memenuhi syarat formal namun secara substantif harus adil dan responsif. Alasan mendasar
negara dijalankan berdasarkan hukum adalah kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang
sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi. Salah satu konsekwensi negara hukum
adalah pembangunan hukum positif melalui pembentukan undang-undang. Pembangunan
hukum merupakan suatu tindakan politik, bukan hukum. Sebagai satu tindakan politik, maka
pembangunan hukum sedikit banyaknya akan bergantung pada kesungguhan aktor-aktor
politik. Merekalah yang memegang kendali dalam menentukan arahnya, begitu juga corak
dan materinya. Dari para politisilah lahir berbagai macam undang-undang. Secara formal
kelembagaan, DPR berada di jantung utama pembentukan hukum. Dari mereka inilah ide-ide
sosial, ekonomi politik dibentuk dan atau diformulasi secara normatif menjadi kaidah
hukum. Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan
terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyerasian.
Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam
UUD 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat yang
dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Oleh sebab itu, sebenarnya ada teori legislasi
yang tidak senantiasa menyandarkan pada legalisme. Teori tersebut antara lain adalah teori
legisprudence, teori yang menempatkan posisi negara dan masyarakat dalam dinamika
politik yang tidak saling berbenturan, kompromistik, dan bisa saling berbagi peran dalam
memproses pembentukan hukum. Teori ini sebenarnya dirasakan oleh Rubin ketika
menganalisis proses legislasi dalam pembentukan “Truth in Lending Act” (Undang-Undang
Kebenaran dalam Pemberian Pinjaman) di Amerika Serikat. Rubin menggunakan bahasa
teori pluralisme dan atau teori pilihan masyarakat, teori yang menyatakan adanya tawar
menawar dari kekuatan relatif dari kelompok-kelompok yang berkepentingan dengan
sekelompok legislator yang memiliki jumlah suara besar di parlemen. Di Indonesia,
pengaturan pembentukan undang-undang diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan baik yang secara khusus mengatur pembentukan undang-undang,
maupun secara tidak langsung yaitu undang-undang tentang susunan kedudukan lembaga
legislasi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat,
Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundangundangan.  Berbagai  peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan undangudang tersebut ternyata
masih belum memenuhi cita negara hukum yaitu pertama, hubungan antara yang
memerintah dengan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan
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suatu norma objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Kedua, norma objektif
atau disebut hukum tidak hanya memenuhi syarat formal namun secara substantive harus
adil dan responsif. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kualitas kualitas suatu
undangundang. Indikator kualitas undang-undang tersebut dapat dilihat dari seringnya
pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan undang-undang itu bisa
dijalankan atau tidak. Berdasarkan data Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tahun 2003 s.d. 13 Juni 2012, dari tahun ke tahun
jumlah undang-undang yang dimintakan pengujian bertambah. Hal ini mengindikasikan
bahwa ketidakpuasan masyarakat (pemohon pengujian) semakin meningkat. Belum lagi
mekanisme penolakan masyarakat di luar pengadilan (tidak melalui pengujian
undang-undang) dengan adanya demonstrasi dan bentuk penolakan lainnya juga marak
terjadi. Salah satu akar masalah yang perlu dilihat adalah kualitas undang-undang sebagai
produk dari legislasi di samping akar masalah lainnya misalnya kultur hukum dan struktur
hukumnya.

Asri Wijayanti : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsorcing

Hukum sebagai produk politik tampak dalam pengaturan outsourcing. Vague norm pada
aturan hukum tentang outsourcing telah menjadi sumber konflik sosial. Pengaturan
outsourcing adalah perwujudan dari ketakmungkinan pendekatan teoritis atas pembuatan
peraturan. Makalah ini berusaha membuktikan bahwa aturan hukum tentang outsourcing
adalah pragmatis. Belum sepenuhnya meletakkan dasar teori hukum dan ekonomi sebagai
meta teori dalam perumusan aturan hukum tentang outsourcing. Metode penelitian yang
digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach. Hasil penelitian
yang pertama, adalah adanya perumusan aturan hukum yang bertentangan dengan teori
hukum dan teori ekonomi. Pasal 64-66 UU No.13/2003 bertentangan dengan teori hukum
karena meletakkan dasar modern slavery, yang melegalkan pekerja (dalam outsourcing
pekerja) sebagai obyek dari suatu hubungan hukum. Kedua, perumusan “pekerjaan
penunjang” (acontrario dari pekerjaan pokok/inti) sebagai syarat adanya pengalihan
pekerjaan bertentangan dengan teori ekonomi. Ketiga, putusan MK No. 27/PUU-IX/2011
belum menyentuh substansi kesalahan penerapan teori hukum dan ekonomi. Rekomendasi
yang dihasilkan adalah, pertama revisi aturan outsourcing hanya pada outsourcing pekerjaan
bukan outsourcing pekerja. Kedua revisi batasan pengertian pekerjaan pokok yang
seharusnya menjadi kewenangan mutlak pemberi kerja, bukan Negara (Pemerintah). Ketiga
legisprudensi seharusnya mempunyai wawasan interdisipliner untuk menciptakan hukum
yang berkeadilan.

Dian Agung Wicaksono, S.H. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Peluang Judicial Preview dalam Perbaikan Legislasi Nasional untuk Mewujudkan
Konsistensi Konsepsi Negara Hukum di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari supremasi konstitusi yang terwujud dalam
peraturan perundang-undangan. Namun, dalam realita banyak UU yang dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi karena tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan melihat
banyaknya permohonan pengujian UU di Mahkamah Konstitusi, maka harus ada sebuah
mekanisme dalam proses legislasi yang bersifat preventif, yaitu dengan mekanisme judicial
preview atau pratinjau yudisial. Pengujian RUU menjadi hal yang baru untuk diusulkan
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian dengan metode penelitian kepustakaan
ini mencoba menelisik peluang pratinjau yudisial dengan terlebih dahulu berusaha
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mengungkapkan proses pembentukan undang-undang dalam praktik ketatanegaraan di
Indonesia dan mendesain mekanisme judicial preview dalam proses pembentukan undang-
undang untuk menjaga konsistensi konsepsi negara hukum di Indonesia. Proses
pembentukan UU secara tegas telah digariskan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sedangkan
desain pratinjau yudisial dapat diletakkan pada tahapan pembentukan UU, ketika RUU sudah
disetujui oleh DPR dan Presiden, namun secara resmi belum disahkan menjadi UU oleh
Presiden. Tahap sebelum pengesahan (pre-promulgation) merupakan tahapan paling ideal
untuk memasukkan mekanisme pratinjau yudisial. Dalam desain pratinjau yudisial
dirancang hanya merupakan kewenangan DPR untuk dapat mengajukan pengujian dari RUU
yang sudah disetujui bersama antara DPR dan Presiden untuk diujikan kepada Mahkamah
Konstitusi sebagai bentuk dari tahapan pembentukan UU yang menjadi domain kewenangan
DPR dalam fungsi legislasi.

Eddy Asnawi, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Kedudukan Prolegda mempunyai arti penting dan strategis dalam pembentukan Perda,
namun masih ditemui permasalahan, yakni belum dimilikinya kesadaran konstitutional dari
penyusun Prolegda akan pentingnya mengusung sinergitas dalam setiap pembentukan
Perda. Hal ini telah menjadi fenomena di daerah, rancangan Perda tidak pernah dibahas
secara tuntas melalui kelembagaan yang berwenang (pemda dan DPRD) untuk
merencanakan secara terpola, sistematik dan terpadu akan kebutuhan Perda untuk jangka
waktu masa tertentu. Seringkali terjadi pembahasan rancangan Perda dikarenakan adanya
order maupun desakan dari pihak-hak tertentu. Akibatnya ditemui kelemahan sebagai
akibat perencanaan asal jadi yang menjadi titik lemah dalam penyusunan Perda. Tentunya
akan menghasilkan produk Perda yang kurang terintegrasi dengan bidangbidang
pembangunan daerah, bahkan tidak jarang terjadi beberapa Perda tumpang tindih dan tidak
sesuai dengan norma maupun asas pembentukannya, Perda yang tidak dapat dilaksanakan
secara maksimal, Perda yang tidak memiliki kepekaan sosial, yang kesemuanya itu biasa
disebut dengan Perda bermasalah. Domain Penyusunan Prolegda bukan hanya milik DPRD
dan Pemda, akan tetapi harus dibuka ruang publik dalam setiap penyusunan Perda sebagai
wujud dari masyarakat (partisipasi publik) dalam penyusunan Prolegda. Hal ini akan
memberikan harapan untuk melahirkan Perda yang responsif dan aspiratif. Dengan
demikian perencanaan yang baik dalam pembentukan Perda menjadi kata kunci dalam
menata sistem hukum dan produk hukum daerah secara menyeluruh dan terpadu sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari visi pembangunan daerah dan nasional.

Khotibul Umam, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legislasi Fikih Ekonomi untuk Mewujudkan Sistem Ekonomi Alternatif yang
Berkeadilan

Founding Father Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menegaskan bahwa di bidang
ekonomi, Indonesia tidak mendasarkan pada sistem liberalisme/kapitalisme yang
mengutamakan kekuatan modal dan tidak pula mendasarkan pada sistem etatisme dimana
kepemilikan individual tidak diakui, melainkan sistem ekonomi yang digali dari kepribadian
bangsa Indonesia sendiri. Keinginan para pendiri negara ini tercermin dalam Pasal 33 UUD
1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting dikuasi oleh negara dan
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digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan bumi, air, dan kekayayaan alam di
dalamnya dikuasi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Secara singkat dapat
ditegaskan bahwa sistem ekonomi yang kita anut adalah sistem ekonomi Pancasila.
Paradigma sistem ekonomi Pancasila, ternyata tidak terwujud dalam realitas empiris karena
dalam kenyataannya Indonesia lebih condong ke arah sistem ekonomi liberal. Islam sebagai
agama yang keberadaannya diakui dalam konstitusi dan merupakan agama mayoritas dari
penduduk Indonesia sebenarnya memiliki konsep ekonomi yang dapat diterapkan dalam
berbagai kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang lebih
adil. Konsep ekonomi Islam yang melarang setiap transaksi mengandung unsur maysir,
gharar, riba, dan bathil serta menggantikannya dengan prinsip syariah terbukti memberikan
rasa keadilan, bukan hanya untuk orang Islam sendiri namun juga bagi siapa saja yang
menggunakan prinsip dimaksud dalam transaksi yang dilakukan. Perbankan, Lembaga
Keuangan Mikro, Koperasi, Asuransi, Pasar Modal, dan Bisnis Syariah lain secara hukum
telah mendapatkan landasan yang kokoh. Prinsip yang digunakan oleh lembaga dimaksud
mendasarkan pada fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Untuk memperkuat berlakunya substansi Prinsip Syariah sebagamana tertuang dalam fatwa
DSN-MUI yang merupakan fikih nasional, legislasi ke dalam peraturan perundang-undangan
menjadi suatu keniscayaan.

M. Ajisatria Suleiman, S.H., LL.M., M.L.E. : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fleksibilitas Regulasi

Esai ini menawarkan pendekatan baru dalam menilai kemanfaatan (utility) maupun
kewajaran (fairness) regulasi atau legislasi. ‘Fleksibilitas regulasi’ diartikan sebagai
kemampuan suatu regulasi dalam beradaptasi dan merespons perubahan. Pendekatan baru
‘fleksibilitas regulasi’ sangat penting dalam konteks sistem hukum Indonesia yang memiliki
karakteristik khusus antara lain: pluralisme sosial, belum mapannya sistem politik, dinamika
perkembangan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum. Pendekatan ini dimaksudkan
untuk memberikan kerangka teoretis dan filosofis maupun panduan praktis bagi pembuat
kebijakan maupun perancang peraturan/legislasi dalam menghadapi dinamika. Kami
menilai bahwa ‘fleksibilitas’ memegang peranan kunci dalam pengembangan sistem hukum
di Indonesia sebagai berikut. Pertama, secara material, sistem hukum Indonesia perlu
dirancang untuk meminimalisasi fleksibilitas dan diskresi yang berlebihan bagi pemerintah
dan aparat penegak hukum. Hal ini untuk mengurangi potensi korupsi dan korupsi yang
timbul karena ketidakjelasan regulasi dan kompromi yang berlebihan dengan regulator.
Kedua, secara prosedural, dalam hal pembuatan, perubahan, dan pencabutan regulasi,
sistem hukum Indonesia justru perlu dirancang untuk lebih fleksibel. Pada masyarakat yang
dinamis, plural, dan kerap berubah, kunci efektifitas dan efisiensi dari regulasi bukanlah
‘regulasi yang sempurna’ melainkan ‘regulasi yang mudah disempurnakan’. Ketiga, secara
strategi penegakan (enforcement) dan penaatan (compliance), fleksibilitas mengandung arti
tersedianya berbagai pilihan instrumen hukum dan pilihan aktor pelaksana. Adapun
sistematika penulisan adalah sebagai berikut. Bagian pertama membahas latar belakang,
konsep dasar, serta kontribusi teoretis yang hendak diisi khususnya dalam diskursus
mengenai negara hukum (rule of law). Bagian kedua memuat alasan-alasan kontekstual dan
berbagai kesalahpahaman konsep yang melandasi dibutuhkannnya alternatif pendekatan
‘fleksibilitas regulasi’. Bagian ketiga berisi mengenai landasan filosofis dan teori pendukung
dari pendekatan ‘fleksibilitas regulasi’ khususnya gagasan mengenai negara hukum, hukum
responsif, dan piramida penegakan hukum. Bagian keempat berisi mengenai berbagai
contoh aplikasi ‘fleksibilitas regulasi’ dalam praktek hukum di Indonesia. Bagian kelima
merupakan kesimpulan.
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Pramudya A. Oktavinanda, S.H., LL.M. : University of Chicago Law School
Public Choice Theory dan Aplikasinya dalam Sistem Legislasi Indonesia

Melalui tulisan ini, penulis bermaksud memperkenalkan konsep-konsep dasar Public Choice
Theory dan berbagai aplikasinya dalam konteks hukum Indonesia. Public Choice Theory
adalah suatu teori hukum yang menggabungkan pendekatan ilmu politik dan Hukum &
Ekonomi (Law & Economics) dalam menganalisis perilaku legislator, hakim dan pemerintah
dalam suatu sistem hukum dan politik. Dalam Public Choice Theory, para legislator/pelaku
politik diasumsikan sebagai makhluk rasional yang berpotensi untuk senantiasa
mengutamakan kepentingannya sendiri (self interested) dengan jalan memaksimalkan
manfaat atau utilitas yang dapat ia terima sesuai dengan kondisi sumber daya yang tersedia.
Melalui asumsi dasar tersebut, Public Choice Theory kemudian menyusun berbagai model
yang dapat digunakan untuk memperkirakan pilihan-pilihan yang akan diambil oleh
legislator sesuai dengan institusi politik dimana mereka berada. Penulis berpendapat bahwa
penggunaan Public Choice Theory akan sangat membantu dalam mengembangkan institusi
politik (dalam hal ini DPR dan proses legislasi) di Indonesia. Alih-alih bertumpu pada
pendekatan normatif yang menafikan sifat dan perilaku dasar manusia, Public Choice Theory
ingin menunjukkan bahwa penyusunan suatu sistem legislasi yang rasional dan bermanfaat
bagi masyarakat dapat saja dilakukan sepanjang memperhitungkan dengan seksama
bagaimana legislator akan bertindak dan mengambil keputusan, hal mana dapat dilakukan
misalnya melalui penyusunan mekanisme check and balance yang tepat antara berbagai
lembaga negara serta mekanisme pengambilan keputusan antar fraksi dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan.

Rizki Emil Birham, S.H. : Universitas Indonesia

Menakar Konsistensi Legislasi DPR RI dalam Akomodasi Partisipasi Publik pada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Fungsi legislasi yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
merupakan fungsi istimewa yang menjadi pembeda DPR RI sebelum dengan sesudah
amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Namun sering terlupakan bila dalam fungsi legislasi terdapat fungsi representasi. Semangat
menyusun produk legislasi harus dibarengi dengan jiwa representasi. Minimnya jiwa
representasi dalam proses legislasi dapat berakibat pada kualitas produk legislasi. Salah satu
contoh produk legislasi yang dapat ditakar konsistensi legislasi dalam hal representasi
adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Nomor 25
Tahun 2009). Standar pelayanan pada pasal 20 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2009
seharusnya secara konsisten mengakomodasi mekanisme musyawarah agar tidak terjadi
reduksi esensi partisipasi publik dalam pelayanan publik. Mengingat ketentuan mengenai
standar pelayanan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 masih berpotensi membuka celah
terjadinya manipulasi pemenuhan hak warga negara melalui dalih penyelenggara layanan
tidak mampu menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik.
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Sechabudin : Fakultas Hukum Universitas Padjajaran

Problematika Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam
Sistem Perundangundangan Indonesia Dihubungkan dengan Upaya Mewujudkan
Supremasi Konstitusi

berbentuk undang-undang, undang-undang ratifikasi memiliki kedudukan dan karakteristik
yang berbeda dengan undang-undang non-ratifikasi. Perbedaan tersebut mengakibatkan
perbedaan mekanisme pengujian terhadap undang-undang ratifikasi. Ditinjau dari aspek
supremasi konstitusi maka undang-undang ratifikasi memiliki potensi bertentangan dengan
konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dalam pengujian
undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Problematika tersebut dianalisis guna
menemukan cara agar undang-undang ratifikasi perjanjian internasional sejalan dengan
konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dengan meninjau
peraturan perundang-undangan dan Kkepustakaan kemudian diambil sintesis dalam
menyelesaikan problematika undang-undang ratifikasi Hasil penelitian menunjukkan
terdapat tiga problematika. Pertama, terdapat perbedaan secara formal dan materil
undang-undang ratifikasi. Secara formal merupakan undang-undang namun secara materil
merupakan perjanjian internasional. Kedua, tidak ada mekanisme judicial review yang jelas
terhadap pengujian undang-undang ratifikasi. Ketiga, apabila diterapkan mekanisme judicial
review maka pengujian tersebut tidak menghilangkan daya mengikat undang-undang
ratifikasi karena merupakan suatu perjanjian internasional. Langkah yang dapat dilakukan
oleh pemerintah adalah melakukan political review terhadap undangundang ratifikasi yang
bertentangan dengan konstitusi. Selain itu diperlukan constitutional interpretation secara
hati-hati dalam setiap ratifikasi perjanjian internasional. Berdasarkan hasil penelitian ditarik
kesimpulan bahwa terdapat problematika dalam pengujian undang-undang ratifikasi yang
berpotensi melanggar.

Victor Immanuel Williamson Nalle, S.H. : Universitas Airlangga
Judicial Preview sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Legislasi

Undang-Undang sebagai produk legislasi cenderung diposisikan sebagai produk politik.
Sebagai produk dari parlemen, yang didominasi partai politik, Undang-Undang seringkali
dianggap sebagai manifestasi kepentingan politik semata. Pandangan tersebut seolah-olah
mendapatkan afirmasi ketika suatu Undang-Undang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
karena  bertentangan  dengan  Kkonstitusi. Pada  akhirnya  Undang-Undang
kehilanganidentitasnya sebagai produk hukum dan kualitas legislasi, serta legislator,
dipertanyakan. Legisprudensi memandang legislasi bukan semata-mata sebagai keluaran
dari aktivitas lembaga politik. Keluaran legislasi, dalam perspektif legisprudensi, juga harus
dipandang sebagai produk hukum dan merupakan kristalisasi norma-norma. Oleh karena itu
seharusnya keluaran legislasi dapat dipertanggungjawabkan secara dogmatika hukum
maupun teori hukum. Judicial preview atau pengujian preventif dapat menjadi alternatif
instrumen peningkatan kualitas legislasi melalui pendekatan legisprudensi dimana suatu
rancangan produk legislasi dapat diuji konstitusionalitasnya maupun kualitasnya sebelum
dikeluarkan menjadi produk legislasi. Selain meningkatkan kualitas legislasi dan mencegah
timbulnya kerugian yang mungkin terjadi, judicial preview juga menjadi penyeimbang
antara aspek politis dan aspek yuridis dalam legislasi.
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Wahyu Heriyadi, S.H. : Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia
Perkembangan Hukum Sosial pada Era Reformasi

Salah satu tujuan dari negara kesejahteraan adalah terwujudnya keadilan sosial. Fondasi
model negara kesejahteraan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia. Jika
melihat pada perkembangan hukum di Jerman, terdapat sebuah ranah yang bernama hukum
sosial (social law). Max Planck Institute misalnya terdapat pusat kajian untuk Social Law and
Social Policy, yang memfokuskan pada sistem hukum yang melindungi masyarakat terhadap
risiko sosial. Pada tahun 1998, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam
kondisisosial politik yang menumbangkan rezim orde baru, dan di sisi lainnya berkembang
sistem hukum yang mereformasi model kesejahteraan sosial sebelumnya, yaitu bisa kita
lihat pada Undang-undang Kesejahteraan Sosial, Undang-undang Perlindungan Anak,
Undang-undang Penanganan Bencana, Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-undang Penanganan Fakir Miskin. Dari beberapa Undang-undang tersebut, dapat
kita lihat bahwa telah terjadi suatu perkembangan dalam hukum sosial di Indonesia, yang
bisa jadi mereformasi model hukum sosial yang telah ada sebelumnya. Tulisan ini
bermaksud untuk membahas perkembangan hukum sosial di Indonesia, khususnya
perkembangan yang terjadi setelah orde baru yang tujuannya diharapkan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial warga negaranya.
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Panel 6
Eko Sabar Prihatin, S.H., M.Si. : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rekonstruksi Politik Hukum Kedudukan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal

Peraturan perundang-undangan melihat desa sebagai kesatuan atau persekutuan
masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu. Persekutuan dengan wilayah tertentu
tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sepanjang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan NKRI (Pasal 1 angka 12 UU No. 32 tahun 2004). Dengan
ketentuan ini, Desa diakui memiliki otonomi sekalipun tidak dijelaskan apakah berbentuk
otonomi biasa atau otonomi asli. Selain memiliki wilayah, kewenangan, desa juga memiliki
pemerintahan dan lembaga lain yang menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.
Permasalahannya adalah Mengapa rekonstruksi terhadap UU nomor 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah khususnya yang mengatur tentang KMHA atau Desa perlu dilakukan?
dan Bagaimanakah model otonomi desa, yaitu model desa sebagai unit pemerintahan paling
bawah dan otonom (desa otonom), atau sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang
mempunyai otonomi asli, atau tetap berbentuk campuran seperti selama ini? Desa
mempunyai wewenang tertentu, tapi juga tidak berkedudukan sebagai daerah dengan
otonomi berdasar prinsip desentralisasi, meskipun secara kelembagaan pemerintah desa,
mirip dengan kelembagaan pemerintah daerah otonom. Walaupun demikian, otonomi asli
yang dimiliki oleh desa mendapat dasar yuridis. Sehingga sebenarnya posisinya bersifat self
governing community, hanya saja tidak disebutkan secara tegas. Desa mempunyai
wewenang tertentu, tapi juga tidak berkedudukan sebagai daerah dengan otonomi berdasar
prinsip desentralisasi, meskipun secara kelembagaan pemerintah desa, mirip dengan
kelembagaan pemerintah daerah otonom. Terdapat tiga kelompok isu (subyek yang dapat
didiskusikan:

Marjinalisasi terhadap masyarakat hukum adat;
Sifat mendua peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat hukum adat; dan;

Hilangnya otonomi masyarakat hukum adat.

Adapun saran/rekomendasi yang diajukan adalah:
Normalisasi Kedudukan masyarakat hukum adat;
Penyempurnaan peraturan perundang-undangan;

Pemberdayaan masyarakat hukum adat, melalui pendampingan.

Jati Nugroho, S.H., M.Hum. : Sekolah Tinggi [Imu Hukum Jendral Sudirman
Hak Konstitusional Rakyat atas Sumber Daya Air:

Perlindungan Hukum Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai
Air (HIPPA) di Propinsi Jawa Timur

Sumber daya air sebagai karunia Tuhan harus memberikan manfaat mewujudkan
kesejahteraan rakyat diamanatkan alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945. Ketentuan Pasal
33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam secara filosofis harus diabdikan
untuk kemakmuran rakyat dengan berkeadilan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menuntut
kewajiban pemerintah daerah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum
adat (adatrechtsgemenschap) dan berbagai hak tradisionalnya (constitutional respect and
recognition). Secara yuridis Pasal 2 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) memberi
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kewenangan negara mengatur diamankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sedangkan UU No. 7
Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pengaturan hak guna air yang tidak berorientasi
keuntungan (non profit oriented) mengedepankan kemakmuran rakyat menjadi hak dan
tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Kelembagaan irigasi dibentuk secara
demokratis termasuk lembaga lokal memperhatikan kekhasan kelembagaan seperti: Subak
di Bali, Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa
Barat (Pasal 1 angka 21 PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi), dan raja bandar,
jogotirto, pekaseh dan ulu-ulu (Penjelasan Pasal 1 angka (15) PP Nomor 77 Tahun 2001),
dalam hukum negara mensyaratkan berbadan hukum dan iuran. Dengan mencermati bentuk
partisipasi masyarakat petani dalam hukum negara terjadi konflik norma (conflict of norms)
melalui kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengakomodir kearifan
lokal merupakan bentuk pengakuan semu (pseudo recognition) karena mensyaratkan harus
berbadan hukum dan kewajiban membayar Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR). Inkonsistensi
hukum dalam pengelolaan irigasi karena P3A dibentuk oleh pemerintah (top-down
approach) sebagai ganti kelembagaan pengelola irigasi tradisional. Ketentuan Pasal 18 B
ayat (2) UUD 1945 dengan Pasal 41 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2004 tidak dilaksanakan secara
konsekuen oleh PP Nomor 20 Tahun 2006 yang mengakui adanya pluralisme hukum
kelembagaan pengelola air irigasi secara semu. Kelembagaan pengelola irigasi di Jawa Timur
diatur dalam Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 oleh Himpunan Petani
Pemakai Air (HIPPA), Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 4 ayat (1) HIPPA sebagai pengambil
keputusan dan pelaku utama mengandung kekaburan hukum (vage normen) karena hanya
memperhatikan atau mengakui kelembagaan lokal saja dan konflik norma (conflict of
norms) yaitu inkonsistensi Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2003 dengan hak
konstitusional rakyat atas sumber daya air dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18 B ayat (2)
UUD 1945 yang mengakui kelembagaan lokal beserta hak-haknya. Secara sosiologis konflik
hukum pengelolaan air irigasi, maka eksistensi kearifal lokal melalui peran ulu-ulu masih
ada dan menjadi pilihan masyarakat petani.

Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pengakuan dan Perlindungan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara
Hukum Indonesia: Sebuah Konsepsi Utopis?

Konsep negara hukum (Rechstaat atau Rule of Law) adalah konsep yang menempatkan
hukum sebagai supremasi tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa-bernegara.
Berdasarkan hal ini, maka konsep negara hukum tidak bisa dipisahkan dari entitas negara
sebagai struktur sosio-politik makro yang memiliki kuasa atas seluruh warga negara yang
ada di dalamnya, termasuk kekuasaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sebagai
dasar dari negara tersebut. Sehingga, jika membicarakan konsep negara hukum atau
supremasi hukum, maka sejatinya kita sedang membicarakan konsep supremasi hukum
negara (the rule of the state laws). Di sisi lain, realitas struktur sosio-politik masyarakat
Indonesia sangatlah plural dan heterogen, karena ada begitu banyak kelompok-kelopmpok
entitias sosio-politik mikro yang terbentuk di masyarakat yang kehidupan dan hubungan
antar manusia di dalamnya didasarkan pada hukum di luar hukum negara yang mereka buat
sendiri. Salah satu contoh utama dari kelompok masyarakat seperti ini adalah masyarakat
adat yang sudah ada eksistensinya jauh sebelum Negara Indonesia didirikan. Konstitusi
Indonesia (UUD 1945) di pasal 18B ayat 2 secara tegas mengakui eksistensi masyarakat adat
beserta hak-hak tradisionalnya. Namun, sebagai konsekuensi konsep negara hukum,
pengakuan dan perlindungan atas eksistensi masyarakat adat dilakukan dalam konstruksi
hukum positif negara, sedangkan eksistensi masyarakat adat beserta hak-haknya adalah
suatu hal yang hidup dalam konstruksi hukum adat yang sama sekali berbeda dan dalam
banyak hal kontradiktif dengan hukum negara. Maka pertanyaanya, bagaimanakah mungkin
pengakuan dan perlindungan eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya
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dilakukan melalui hukum negara berdasarkan kerangka konsep negara hukum?
Permasalahan inilah yang diangkat dalam tulisan ini dengan mengambil contoh kasus pada
konflik agraria antara masyarakat adat melawan negara.

Nurul Firmansyah, S.H. : Perkumpulan Qbar
Pengakuan Konstitusi terhadap Desa dan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat

Desa telah lama dikenal sebagai unit sosial - politik dan ekonomi masyarakat hukum adat di
seluruh Indonesia. Desa bertumbuh seiring-sejalan dengan perkembangan masyarakat
hukum adat. Sebagai contoh, Nagari di masyarakat adat Minangkabau. Nagari muncul dalam
tahapantahapannya sebagai unit sosial politik yang dimulai dari manaruko (pembukaan
hutan), manaratak (persiapan lahan pertanian dan pemukiman), dusun (pemukiman
sederhana), koto (kumpulan pemukiman) dan Nagari (kumpulan koto-koto). Nagari-nagari
kemudian hidup dengan otonom atas wilayah dan susunan pemerintahannya. Kehadiran
organisasi supra struktur seperti kerajaan (kerajaan pagaruyung) dan Negara
(Pemerintahan Hindia Belanda) tidak mengurangi otonomi tersebut. Desa memang hidup
dari masa kemasa dalam serial kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, baik sejak masa
Hindu-Buddha, Islam, Kolonial Belanda dan masa kemerdekaan. Pemerintah kolonial
Belanda menyadari hal itu, sehingga melalui Inlandse Gemeente Ordonansi tahun 1906
mengakui desa sebagai rechtspersoon yang otonom dan punya legal standing
(Wignjosoebroto, 2012). Oleh sebab itu, memang beralasan kiranya, Pendiri Republik
Indonesia (founding father) menyadari bahwa desa sebagai “Roh” kehidupan berbangsa dan
bernegara. Upaya itu telah dimulai sejak sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan sidang-sidang Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sebagaimana tercatat dalam risalah yang dirujuk
(Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995). Moh Yamin secara gamblang menyebutkan ;
“... Kesanggupan dan kecakapan Bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak
tanah yang semenjak beribu-ribu tahun menjadi dasar negara dan rakyat murba, dapat
diperhatikan pada susunan persekutuan hukum seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700
nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula di Borneo, di tanah
Bugis, di Ambon, di Minahasa, dan lain-lain sebagainya. ...” Hasilnya, pasal 18 UUD 1945
sebelum Amandemen adalah dasar konstitusional pengakuan desa sekaligus hak - hak
masyarakat hukum adat yang melekat terhadapnya (baca : volksgemeenschappen ).
Pengakuan tidak bersarat dan otomatis dalam konstitusi ini terputus sejak lahirnya UUPA
tahun 1960 melalui persyaratan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, yang
kemudian diikuti dengan persyaratan administratif pengakuan hak-hak masyarakat hukum
adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Bahar, 2012). Kondisi ini diperparah
lagi dengan intervensi berlebihan Negara terhadap desa melalui UU Pemerintahan Desa
tahun 1979 yang mereduksi desa sekedar administrasi pemerintahan dalam lingkungan
sentralistik (Zakaria, 2000). Hal-hal tersebut berdampak pada kaburnya desa / masyarakat
hukum adat sebagai subjek hukum yang mempunyai hak (Bahar, 2012). Akibatnya, berbagai
tindakan-tindakan perampasan hak-hak desa masif terjadi sampai saat ini, terutama terkait
dengan hak ulayat dan sumber daya alam. Makalah ini mencoba menelaah posisi hukum
desa sebagai subjek hukum dengan hakhaknya yang melekat dalam konstitusi dan peraturan
perundang-undangan. Metode kajian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan
menelaah norma-norma peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian ini
secara sistematis dan logis. Secara teoritis, kajian ini diharapkan berguna bagi penguatan
konsep hak-hak desa/masyarakat hukum adat dalam hukum nasional, dan selanjutnya,
secara praktis juga diharapkan bisa menyumbang masukan dalam proses legislasi
pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat terutama terkait dengan RUU Desa dan RUU
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.
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Drs. R. Yando Zakaria : Lingkar Belajar untuk Pembaruan Desa dan Agraria

Mendudukkan Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Salah satu pasal konstitusi yang mengalami perubahan adalah Pasal 18. Meski tidak
ternyatakan secara implisit (Isra, 2012), makna amandemen ini perlu digali dan
diperbincangkan secara sungguh-sungguh. Setidaknya ada dua alasan pokok yang
menyertainya. Pertama, amandemen terjadi di tengah-tengah perdebatan tentang
ambiguitas kedudukan (otonomi) desa atau disebut dengan nama lain sebagai wujud
‘susunan asli’ itu terhadap (otonomi) Pemerintahan Daerah atau sebaliknya (Zakaria 2000 &
2004; Depdgari, 2012); dan kedua, amandemen itu juga hadir di tengah keriuhan sengketa
pendakuan (conflict of claim) antara ‘hak masyarakat hukum adat’ dan ‘otonomi sektoral’ cq.
‘hak menguasai negara’, yang bersumber dari pemberlakukan UU No. 5/1960 tentang
Pokok-pokok Agraria 1960; UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, dan UU sektoral lainnya
(Bekker & Moniaga, 2010; Arizona, 2011). Dalam proses amandemen Pasal 18 telah terjadi
pedebatan serius soal ketidak-konsistenan pengaturan norma-norma hukum yang
menyangkut ‘pembagian daerah yang besar dan kecil’ cq ‘hak istimewa’, serta keberadaan
‘susunan asli’ di dalam Pasal 18. Sebagaimana yang dapat dipahami melalui risalah sidang,
perdebatan soal ambiguitas makna yang terkandung dalam norma hukum dimaksud
bermuara pada usul yang menyarankan pemilahan norma pengaturan ke dalam dua ranah
yang berbeda satu sama lainnya. Pertama, menyangkut soal ‘pembagian daerah besar dan
kecil’ cq. ‘Pemerintahan Daerah’, yang kemudian yang diatur oleh Pasal 18 dan 18A; dan
kedua, adalah soal pengakuan ‘hak istimewa’, sebagaimana yang kemudian diatur oleh Pasal
18B. Makalah ini menguraikan jawaban atas dua pertanyaan pokok yang terkait dengan hasil
amandemen Pasal 18, khususnya keberadaan Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi pada dasarnya
soal pengakuan atas ‘hak-hak masyarakat hukum adat’. Dua pertanyaan pokok dimaksud
adalah, pertama, apa implikasi kehadiran Pasal 18B ayat 2 ini terhadap kedudukan
(satuansatuan) masyarakat hukum adat dalam tata Pemerintahan; dan kedua, apa implikasi
kehadiran pasal itu bagi kejelasan status masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum
atas sumbersumber agraria dalam tatanan hukum sektoral yang ada. Dari penelusuran
data-data yang ada, baik yang bersumber dari kajian pustaka maupun akumulasi data-data
lapangan (primer), nyatalah bahwa hasil amandemen itu belum membawa perubahan yang
berarti bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di negeri ini. Hal ini
tampak jelas dalam berbagai rumusan legislasi yang terkait masyarakat hukum adat, seperti
‘RUU Desa’ yang diajukan Pemerintah maupun ‘RUU Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Adat’ yang didorong oleh gerakan masyarakat sipil sendiri. Demikian pula,
perjuangan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang sah atasberbagai sumber
kehidupan, utamanya yang menyangkut penguasaan sumber-sumber agraria, tidak lebih
ringan ketimbang waktu-waktu sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Pasal
18B ayat 2 masih memerlukan peraturan-perundangan turunan lebih lanjut.

Saru Arifin, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Paradigma Legal Policy Terkait dengan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan
Hak-Hak Konstitusional Warga Perbatasan

Perbatasan Negara memiliki signifikansi konstitusional dalam hal peneguhan kedaulatan
Negara di garda depan. Dalam konteks itu, maka segala elemen yang melekat di dalamnya,
baik territorial dan kekayaan sumberdaya alam yang melekat padanya, serta manusia yang
menghuni di atasnya, wajib mendapatkan perlindungan secara hukum. Namun sayangnya,
selama kurun waktu yang cukup lama, bahkan sejak Indonesia berdiri, paradigm Negara
dalam memandang wilayah perbatasan diposisikan sebagai halaman belakang, sehingga
kondisi ini berdampak serius dalam pengelolaan perbatasan. Secara umum gambaran
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perbatasan Indonesia jauh terbelakang, jika dibandingkan dengan perbatasan di Negara
tetangga, khususnya di kawasan Kalbar-Serawak, Malaysia. Kondisi ini ditandai dengan
minimnya alokasi pembangunan di wilayah perbatasan, sehingga menyebabkan masyarakat
di kawasan batas Negara tersebut menjadi termarginalkan, dan kesulitan untuk memnuhi
hak-hak konstitusional, seperti pendidikan, dan perekonomian. Paper ini dimaksudkan
untuk mendeskripsikan bagaimana paradigm kebijakan hokum yang dilakukan pemerintah
dalam pengelolaan perbatasan, baik dari tataran konsep maupun aplikasinya di lapangan.
Basis analisis menggunakan teori hokum yang digagas oleh Roscoe Pound, khususnya yang
menyatakan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam konteks ini, maka akan dianalisis
mengenai sejauhmana hukum yang dibuat oleh pemerintah, baik yang bersifat pokok
maupun teknis mampu merubah kehidupan masyarakat perbatasan kearah yang lebih baik.

Wina Puspitasari : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian Kearifan Lokal dari
Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia yang Berkeadilan
Sosial

Dalam dinamika negara hukum, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga
kestabilan politik dan sosial secara pasif, tetapi juga berkewajiban untuk secara aktif
mewujudkan pembangunan ekonomi yang beorientasi pada pencapaian kesejahteraan yang
berkeadilan sosial. Upaya pemenuhan kesejahteraan tersebut dapat diformulasikan, baik
sebagai pemenuhan hak individu, maupun sebagai pemenuhan hak komunal. Penegasan
terhadap pengakuan dan perlindungan hak budaya sebagai bentuk hak komunal dari
masyarakat hukum adat diformulasikan dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
Sebagai negara yang kaya akan sumber daya hayati dan budaya, Indonesia memiliki potensi
sumber daya genetik yang dikembangkan sebagai bagian kearifan lokal dari masyarakat
hukum adat. Pengetahuan yang didapat oleh masyarakat sebagai hasil interaksi ekologi,
sosial, dan budaya dinamakan “Pengetahuan Tradisional”. Dewasa ini, pengetahuan
tradisional menjadi dasar utama bagi penemuan-penemuan penting dalam bidang farmasi,
kosmetik, bioteknologi, industri kimia, dan lain-lain yang berorientasi pada komersialisasi.
Dari komersialisasi tersebut, peneliti dan perusahaan memperoleh keutungan ekonomi
secara tidak adil karena mereka mengabaikan hak-hak moral dan ekonomi dari masyarakat
hukum adat. Perlindungan hak komunal muncul sebagai politik hukum negara untuk
mengawasi akses terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional agar
dilakukan dengan adil dengan melibatkan partisipasi masyarakat hukum adat. Hal-hal yang
harus diperhatikan dalam menentukan bentuk perlindungan terhadap pengetahuan
tradisional, yaitu: Perlindungan positif dilakukan dengan membentuk peraturan “sui
generis” di tingkat nasional; Perlindungan defensif dilakukan dengan membuat sistem data
yang menginventarisasi pengetahuan tradisional dan aset masyarakat hukum adat lainnya;
Kebijakan administratif dalam prosedur pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terdisi
dari mekanisme akses dan pembagian keuntungan; Perlindungan di tingkat internasional
dilakukan untuk menciptakan model hukum yang tepat bagi perlindungan pengetahuan
tradisional dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

39



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kumpulan Abstrak

Yance Arizona, S.H., M.H. : Epistema Institute

Memerangkap Bayang-Bayang: Kajian Awal Penerapan Indikator Negara Hukum
dalam Memeriksa Persoalan Masyarakat Adat di Indonesia

Makalah ini membahas bagaimana pendekatan negara hukum digunakan untuk
menganalisis pengakomodasian dan pelaksanaan hak-hak masyarakat adat pasca Orde Baru
di Indonesia. Pendekatan negara hukum yang digunakan dalam makalah ini adalah
pendekatan elementer tentang negara (elementary approach on the rule of law) yang
meliputi 3 elemen utama, yaitu elemen prosedur, elemen substansi dan mekanisme kontrol
(Bedner, 2010). Namun, sebelum menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis
persoalan hukum tentang masyarakat adat, terlebih dahulu makalah ini akan membahas
konteks permasalah masyarakat adat kontemporer di Indonesia. Makalah terdiri dari lima
bagian. Bagian pertama adalah pengantar yang menyampaikan tentang latar belakang dan
pokok persoalan yang dibahas dalam makalah. Bagian kedua, memaparkan tentang
perkembangan isu masyarakat adat di Indonesia meliputi bagaimana persoalan
pendefinisian masyarakat adat, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat serta sinergi
gerakan masyarakat adat dengan gerakan indigenous peoples pada level internasional.
Bagian ketiga, membahas tentang elemen procedural (procedural element) dan elemen
substansial (substantive element) yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan
baik pada level nasional maupun pada level daerah. Bagian keempat membahas tentang
mekanisme kontrol (control mechanism) untuk menjamin keadilan terhadap masyarakat
adat yang disediakan melalui proses peradilan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa kasus
penting untuk melihat situasi masyarakat adat, baik kasus yang ditangani oleh Mahkamah
Konstitusi atau oleh peradilan lainnya. Bagian kelima, penutup yang akan menyampaikan
simpulan dan beberapa hal untuk pengembangan diskusi lebih lanjut.
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Panel 7

Absori : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penegakan Hukum Lingkungan dengan Pendekatan Hukum Progresif: Upaya
Mewujudkan Keadilan Lingkungan

Secara normatif hukum lingkungan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982, kemudian
diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 dan diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mencantumkan ketentuan ganti rugi
yang begitu besar dan sanksi hukuman yang berat, namun ketentuan tersebut dalam praktek
belum menjamin para pencemar dan perusak lingkungan dapat dijerat dengan hukuman
yang setimpal. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa persidangan penegakan lingkungan yang
dilakukan di pengadilan, para pihak yang didakwa melakukan perbuatan pencemaran dan
perusakan lingkungan dapat lolos dari jeretan hukum atau memperoleh hukuman yang
ringan. Hal ini disebabkan bekerjanya hukum lingkungan di pengadilan yang dilakukan
aparat penegak hukum hanya berorientasi pada ketentuan hukum formal yang prosedural.
Hakim tidak melihat pertimbangan hukum lain yang terdapat dalam asas-asas hukum yang
hidup di masyarakat atau asas hukum mempunyai kedudukan lebih tinggi, seperti prinsip
pencegahan secara dini, kehati-hatian (precautionary) dan pertangungjawaban ketat (strict
liability). Di samping itu, hakim juga tidak melihat fakta hukum yang terungkap di
persidangan sehingga keputusan hakim tidak mencerminkan rasa keadilan lingkungan.
Dalam berbagai kasus pengadilan sering dinilai tertutup dan berada dalam budaya otoriter,
tidak independen dan terpengaruh kepentingan lain seperti politik dan ekonomi. Karena itu,
pendekatan seperti itu kiranya perlu segera diakhiri, diganti dengan pendekatan hukum
progresif, yang menempatkan hukum untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk
hukum, dimulai dari kesadaran yang tumbuh dari semua kalangan untuk memahami bahwa
persoalan lingkungan sudah mencapai tarap yang begitu mengkhawatirkan. Hukum
progresif cenderung pada kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan. Perlu adanya
terapi kejut yang segera digulirkan dalam berbagai upaya dan langkah dalam rangka
memberikan dorongan yang lebih kuat lagi penegakan hukum lingkungan. Untuk
mengatasinya perlu dilakukan gerakan penyadaran dengan pendekatan progresif yang
melibatkan pertisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah dalam
mewujudkan keadilan lingkungan.

Deni Bram, S.H., M.H : Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Paradoks Ketimpangan Kebijakan Emisi Nasional

Dampak dari perubahan iklim yang begitu massif sekarang telah hadir bukan pada ranah
retorika dan kajian keilmuan semata, namun telah berubah menjadi suatu hal yang nyata
dan dapat dirasakan secara langsung. Hal ini mengakibatkan perbincangan mengenai
perubahan iklim saat ini memang tidak dapat lagi dikatakan hanya menjadi perbincangan
dalam dimensi disiplin ilmu tertentu semata. Salah satu kajian yang menarik untuk
dilakukan adalah menguji eksistensi aspek keadilan dalam regulasi baik internasional
maupun nasional saat ini dalam menanggulangi perubahan iklim. Dalam konteks
internasional, dikotomi negara maju dan negara berkembang seringkali menjadi landasan
untuk menentukan prinsip keadilan iklim berdasarkan common but differentiated
responsibility. Ironisnya, pada saat banyak negara berkembang memperjuangkan hak - hak
mereka untuk mendapatkan kondisi iklim yang lebih baik lewat mekanisme regulasi dan
proses negosiasi yang lebih berkeadilan, justru banyak sekelompok orang tertentu di negara
berkembang yang mencoba meraih keuntungan dengan menjadi penumpang gelap dari
akses terhadap emisi nasional. Beberapa indikator yang mendasari hal ini dapat dilihat dari
adanya pola gaya hidup yang berbeda jauh antara kota - kota besar di Indonesia
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dibandingkan dengan kota - kota di kawasan Sumatera dan Kalimantan. Penelitian ini
tertuju kepada beberapa point utama : (i) Melakukan pengkajian mengenai pentingnya
konteks keadilan iklim dalam semangat penanggulangan perubahan iklim, (ii) Mencari dasar
pemahaman dari kepentingan dari negara berkembang untuk diperlakukan adil dalam rezim
perubahan iklim, serta (iii) Mencari tahu kondisi faktual mengenai adanya penumpang gelap
dari jatah emisi yang diterima Indonesia dalam sistem perubahan iklim internasional.

Harjoni Desky, S.Sos, M.Si : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani Aceh
Kearifan Lokal dan Konservasi Berbasis Komunitas di Aceh

Peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004, telah
menggugah kesadaran kolektif banyak pihak untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan
hanya bagi Aceh, akan tetapi juga bagi masyarakat di belahan dunia lainnya. Dalam konteks
Aceh, kesadaran kolektif tersebut seperti: upaya menghentikan konflik Aceh, gerakan ziarah
ke kampung halaman, dan perhatian untuk mengkaji kembali kearifan lokal yang dimiliki.
Dalam berapa dasa warsa sebelumnya, kearifan lokal hanya mengisi ruang diskusi pinggiran
di kalangan para aktivis masyarakat adat dan bagian kecil kaum akademisi. Saat ini, telah
banyak kajian yang dilakukan terhadap isu kearifan lokal. Untuk Aceh sendiri, kearifan lokal
banyak ragam dan bentuknya, diantaranya kearifan lokal berkaitan dengan konservasi.
Namun, sayangnya tulisan mengenai kearifan lokal dan konservasi berbasis komunikasi
lokal belum banyak dikemukakan oleh para akademisi. Untuk itu, melalui makalah ini akan
dijelaskan mengenai kearifan lokal dan konservasi berbasis komunitas di Aceh dan peluang
serta peran kearifan lokal dan konservasi berbasis komunitas di masa depan, berkaitan
dengan hukum yang mengaturnya dan diskusi soal masyarakat adat itu sendiri.

Indah Dwi Qubani, S.H., M.H : Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya Malang

Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan
Sosial dan Ekologis

Sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu dari sumber daya alam (non-renewable)
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang
menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian
nasional, pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Pada kenyataannya, politik hukum pengelolaan minyak dan gas bumi
yang berlaku pada kurun waktu tertentu di Indonesia menyebabkan pengaruh yang
berbedabeda terhadap kesejahteraan sosial yang dicita-citakan. Prespektif penguasaan dan
pengusahaan kepemilikan energi menjadi semakin kabur, padahal Pasal 33 UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan batasan kepemilikan sumber daya alam
oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat. Karenanya, perlu segera dilakukan reinterpretasi
kepemilikan energi secara faktual dan de facto, salah satunya adalah melalui mekanisme
transparansi tatakelola pendapatan dan lingkungan pertambangan minyak dan gas bumi
untuk mengembalikan dalam kerangka de jure dan ideal serta mendapatkan data publik
yang transparan dan berkualitas baik, yang sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD Negara
Republikindonesia Tahun 1945 sebagai landasan filosofis politik hukum pengelolaan minyak
dan gas bumi. Serta, untuk menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas
minyak dan gas Bumi yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka
dan transparan demi mencapai keadilan sosial dan keadilan ekologis yang dicita-citakan.
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Maret Priyatna, S.H., M.H : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan yang Berkeadilan Bagi
Generasi yang Akan Datang

Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pengelolaan dan pemanfaatan bumi dan air
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Hal ini berdampak pada banyaknya peraturan perundang-undangan
yang mengedepankan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tanpa memperhatikan
perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Disisi lain berdasarkan amanat pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945, Negara bertanggungjawab dalam “...melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.... “ Pencemaran dan perusakan
lingkungan akibat kegiatan usaha saat ini menjadi perhatian bersama mengingat dampaknya
sudah mulai dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Kegiatan
Industri, kehutanan, pertambangan, perkebunan dan lain-lain di satu sisi memberikan
dampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional, namun di sisi lain memberikan
dampak negatif apabila dalam proses kegiatan usaha tersebut mengakibatkan penurunan
kualitas lingkungan akibat pengelolaan dampak yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu
penyebab permasalahan tersebut diatas adalah banyaknya peraturan perundang-undangan
yang sektoral sehingga menimbulkan banyak konflik kepentingan masing-masing sektor.
Keadilan yang ada saat ini adalah keadilan berdasarkan undangundang sektoral yang
mengedepankan pengelolaan dan kepentingan ekonomi, namun tidak memperhatikan
perlindungan dan keadilan bagi lingkungan sebagai common heritage of mankind yang
selama ini telah mendukung kehidupan manusia serta kepentingan generasi yang akan
datang. Pendekatan hukum lingkungan secara komprehensif-integral harus dikedepankan
dalam strategi pembaruan kebijakan hukum lingkungan di Indonesia. Komitmen Negara
harus dapat diwujudkan dalam konstitusi. Konsep mengenain konstitusi hijau (Green
Constitution) mulai berkembang di beberapa Negara di dunia, hal ini memberikan gambaran
bahwa permasalahan lingkungan sudah menjadi perhatian masyarakat dunia (lintas batas)
seperti permasalahan perubahan iklim. Pengaturan secara tegas dalam konstitusi Indonesia
sudah selayaknya dipertimbangkan sebagai salah satu upaya dan tanggungjawab Negara
bagi perlindungan lingkungan serta kepentingan generasi yang akan datang.

Mumu Mubhajir, S.H. : Epistema Institute
Menakar Tanggung Gugat Negara dalam Pembentukan Kebijakan REDD di Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius dalam penanganan perubahan iklim,
dengan mendorong terealisasikannya REDD di level dalam negeri Indonesia sendiri.
Dukungan paling penting datang dari bantuan luar negeri, baik berbentuk dana hutang atau
hibah serta teknis. Di tingkat lapangan, pemerintah dengan sangat tanggap menyediakan
berbagai instrument kebijakan pendukung skema REDD dan mulai menginisiasi perubahan
atas kebijakan yang dianggap menjadi penghalangnya. Pelaksanaan REDD menghadapi dua
masalah sekaligus: kompetisi penggunaan lahan untuk pembangunan ekonomi, dan
perlindungan hak masyarakat atas lahan; dimana masalah yang terakhir disebut ditanggapi
dengan lamban, enggan oleh pemerintah. Di sisi lain, REDD sebagai bentuk gerakan
konservasi baru, membutuhkan kepastian lahan dan skema penggunaan lahan berbeda
dengan bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat sekitar lahan yang dijadikan REDD.
Dengan mengundang masuk sistem pasar bebas, REDD mengandung anasir penguasaan
lahan absolut dan bahkan penyerobotan lahan sebagaimana bentuk investasi besar ekonomi
lainnya yang pernah ada di lahan hutan. Di titik ini hak masyarakat atas lahan dan hutan
kembali rentan karena negara c.q. Pemerintah tidak lagi berbicara atas nama mereka, tetapi
sudah mewakili kepentingan pemilik modal ekonomi dan penggiat konservasi gaya baru.
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Dr. Riawan Tjandra, S.H. M.Hum : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Politik Hukum Sumber Daya Alam: Menuju Tata Kelola Sumber Daya Alam
Berkeadilan

Politik hukum Sumber Daya Alam (SDA) di negeri ini seharusnya merupakan manifestasi
dan derivasi dari Pasal 33 UUD Negara RI 1945 yang berupaya mewujudkan keadilan sosial
melalui penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Pembukaan UUD 1945 telah menginisiasi ide agar pemerintah negara Indonesia melindungi
segenap tumpah darah Indonesia atas rasionalitas untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa
sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state) dan sekaligus mewujudkan keadilan
sosial (social justice) sebagai negara hukum. Dalam perspektif politik hukum SDA, Pasal 33
UUD 1945 telah memberikan mandat konstitusional agar negara menguasai SDA untuk
mewujudkan kemakmuran rakyat, sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945. Namun, alih-alih menggunakan konstitusi sebagai pedoman dalam politik hukum
SDA guna mengelola kekayaan alam Indonesia yang berwawasan pelestarian fungsi
lingkungan, ternyata politik hukum SDA telah menggeser SDA yang seharusnya menjadi
public goods untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat, menjadi privat goods yang
cenderung abai terhadap visi keadilan sosial. SDA di negeri ini kian mengalir menjauhi
konstitusi akibat salah urus kebijakan oleh para pengambil kebijakan yang telah mengorupsi
makna Pasal 33 UUD 1945, kebijakan perijinan yang koruptif hingga eksploitasi SDA, telah
mengubah maknanya menjadi “Sumber Dana Alam”. Kehancuran SDA di negeri ini menjadi
niscaya yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan secara masif. Demoralisasi
birokrasi yang berujung pada terjadinya berbagai praktik tindakan hukum pemerintah
(bestuurshandelingen) yang mengandung penyalahgunaan wewenang maupun tindakan
sewenang-wenang kian memperparah kehancuran SDA dan maladministrasi dalam
pengelolaan lingkungan. Negara yang terasa antara ada dan (ti)ada telah menjadikan SDA
negeri ini kian tergadai dan hukum yang dijalankan dengan mentalitas korup telah
menjadikan hukum sekedar instrumen legalisasi kehancuran SDA.

Dra. Vinita Susanti, M.Si : Departemen Kriminologi - FISIP Universitas Indonesia
Kasus Lapindo : Kejahatan atau Bencana Lingkungan

Tulisan ini membahas pengetahuan mengenai Kejahatan Lingkungan yang diajarkan dalam
Kriminologi. Suatu kejahatan kontemporer, yang membahas mengenai pandangan
kriminologi mengenai kejahatan lingkungan, dengan melihat unsur-unsur dari kejahatan
lingkungan: pelaku, korban, hukum dan penegakkannya. Dengan mengenali apa yang
dimaksud dengan kejahatan lingkungan, diharapkan etika lingkungan, pembangunan
berkelanjutan dan analisa dampak lingkkungan dapat mewujudkan keadilan lingkungan.
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Panel 8
Firdaus Cahyadi : Yayasan SatuDunia

Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media Di Indonesia

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) begitu pesat di
dunia. Ada kecenderungan konvergnsi (menyatu). Artinya, jika sebelumnya teknologi
informasi, telekomunikasi dan penyiaran terpisah, maka saat ini ada kecenderungan untuk
menyatu. Di Indonesia sendiri, trend konvergensi telematika disambut dengan gegap
gempita. Melonjaknya pengguna facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya di internet
seiring dengan meningkatnya pengguna handphone, dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Di
tengah gegap gempita era konvergensi telematika itu, ternyata ada persoalan serius terkait
telematika di Indonesia. Setidaknya ada dua persoalan. Pertama, pengguna internet di
Indonesia ternyata cenderung pasif dalam memproduksi konten. Kedua, pengguna internet,
termasuk media sosialnya, ternyata masih didominasi oleh warga yang tinggal di Jawa,
khususnya Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Jawa, Indonesia Barat, dan sebagian
Indonesia Tengah. Hal itu terkait ketimpangan akses infrastruktur telematika di negeri ini.
Sebaliknya, datangnya era konvergensi telematika dimanfaatkan oleh korporasi di industri
media. Konvergensi telematika, memperkuat bisnis konglomerasi media di Indonesia yang
telah ada sebelumnya. Dengan konvergensi telematika, proses produksi berita menjadi lebih
efisien secara ekonomi. Hasil reportase lapangan seorang wartawan, kini dapat dipublikasi
di berbagai kanal sekaligus, cetak, online, televisi dan radio. Selain muncul kritik atas mutu
sebuah karya jurnalistik terkait dengan fenomena menguatnya konglomerasi media di era
konvergensi telematika ini, juga muncul kekuatiran terkait hegomoni wacana publik.
Meskipun di era konvergensi telematika juga muncul kesempatan bagi publik untuk
melawan hegomoni wacana dari media-media konglomerasi itu. Namun, dengan adanya dua
persoalan telematika seperti tersebut di atas, pertarungan wacana antara publik dan media
konglomerasi menjadi tidak seimbang. Artinya, media konglomerasilah yang akhirnya
menjadi pemenang dalam pertarungan wacana tersebut. Kebijakan telematika yang
diharapkan mampu memberi ruang bagi publik untuk mengekspresikan pendapatnya dan
membangun wacana justru mengecewakan. Keberadaan pasal karet pencemaran nama baik
di UU ITE misalnya, justru mengkondisikan publik pengguna internet bertambah pasif dalam
memproduksi konten. Begitu pula RUU Konvergensi Telematika (Multimedia) yang semula
diharapkan mampu mengatasi persoalan kesenjangan akses telematika antar wilayah di
Indonesia, justru tidak memuat hak warga negara untuk menggugat atau sekedar komplain
bila negara gagal membangun infrastruktur telematika di kawasannya. Yang tercantum
dalam RUU Konvergensi Telematika adalah hak konsumen, bukan warga negara. Dan
Telematika adalah sekedar komoditas bukan lagi sesuatu yang terkait dengan hajat hidup
orang banyak.
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Maharani Siti Shopia, S.H. : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Jaminan Perlindungan Terhadap Pers,
dalam Relasi Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pers Indonesia mencatat sejumlah wartawan yang tewas berkaitan dengan kegiatan mereka
sebagai jurnalis. Mereka, antara lain, wartawan Harian Bernas, Yogyakarta, Fuad M.
Syafruddin yang tewas pada 16 Agustus 1996 dan wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede
Bagus Narendra Prabangsa yang dibunuh pada 11 Februari 2009 dan mayatnya ditemukan
di perairan Teluk Bangsir, Karangasem pada 16 Februari 2009. Fakta dalam beberapa kasus
ini menunjukan betapa intimidasi dan ancaman terhadap saksi kunci kerap mereka alami,
tujuannya agar kasus pembunuhan terhadap para jurnalis yang memiliki informasi penting
ini tidak terbongkar. sebut saja,dalam persidangan pembunuhan Prabangsa dengan
terdakwa Susrama, sebelumnya sempat terjadi saling bantah antara Komang Gde Wardhana
alias Mang De dengan Ida Bagus Adnyana Narbawa alias Gus Obolong. Gus Oblong
merupakan saksi kunci dan satu-satunya tersangka dalam kasus ini yang mengakui
perbuatannya. Gus Oblong menyatakan, pada 11 Februari Susrama bersama enam anak
buahnya, termasuk Mang De melakukan pemukulan terhadap Prabangsa. Setelah tewas,
jasad Prabangsa dibuang ke laut dengan jukung. Oblong mengaku sempat berniat mencabut
berkas acara karena diancam akan ditusuk oleh salah-satu anak buah Susrama. Namun,
akhirnya dia memilih menyatakan keterangan yang sebenarnya di muka persidangan.
Oblong menyatakan telah mencabut kuasa hukum yang sebelumnya diberikan kepada tim
yang sama dengan tim Susrama dan meminta majelis hakim menunjuk pengacara negara
untuk mendampingi dirinya.

Mas Agus Firmansyabh, S.Sos., M.Si : FISIP Universitas Bengkulu
Regulasi Media: Dialektika antara Ruang Publik dan Kepentingan Ekonomi Politik

Implikasi paling nyata yang dirasakan masyarakat dari sistem demokrasi pasca kejatuhan
pemerintahan Orde Baru adalah keterbukaan informasi. Mulai dari media massa elektronik,
media massa cetak hingga internet saat ini telah berubah menjadi sangat terbuka.
Keterbukaan informasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan berbagai produk
hukum yang dijadikan landasan dalam memberikan jaminan perlindungan akan praktik
aktivitas pencarian hingga mempublikasikan informasi. UU Pers No.40 Tahun 1999, UU
Penyiaraan No.32 Tahun 2002 hingga UU ITE No.11 Tahun 2008 diantaranya merupakan
sebagian produk hukum yang secara khusus ditujukan agar tercipta keterbukaan informasi.
Keberadaan berbagai UU itu sekaligus memberikan ruang hadirnya lembaga baru seperti
Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memiliki kewenangan teknis untuk
mengatur sengketa pers dan penyiaran. Dalam perspektif ideal, pentingnya regulasi media
adalah untuk mewujudkan Kketerbukaan informasi yang berorientasi pada konsep
keberagaman kepemilikan media dan keberagaman konten dimana publik diberikan porsi
untuk mengatur dan memanfaatkan media sebagai ruang publik (public sphere). Namun
demikian, pada kenyataannya untuk mewujudkan pandangan ideal tersebut tentu saja akan
berhadapan dengan permasalahan yang sangat kompleks. Pada tataran praktik,
permasalahan yang muncul dari keterbukaan informasi dan media saat ini dirasakan
belumlah ideal. Daftar permasalahan yang muncul sangatlah panjang mulai dari kepemilikan
media yang dimonopoli, keseragamaan konten media, kesadaraan masyarakat, hingga
tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara sebagai pengambil kebijakan regulasi.
Untuk itu tujuan tulisan ini adalah mencoba mencari model hubungan yang ideal antara
negara, media dan masyarakat. Dalam mencari rumusan model tersebut, pertama-tama
adalah dengan mengali berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik regulasi media
dan keterbukaan informasi dalam kerangka negara hukum. Berbagai identifikasi terhadap

46



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kumpulan Abstrak

berbagai permasalahan tersebut selanjutnya dijadikan basis dalam usaha untuk mencoba
membuat rumusan model yang mengatur bagaimana media, masyarakat dan negara dalam
praktik ideal penyelengaraan keterbukaan informasi.

Wijayanto, S.IP, M.Si : Universitas Diponegoro

Self Censorship, Media’'s Freedom and The Media’s Role in Defeating Corruption in
Indonesia

This paper aims to examine the role of mass media in defeating corruption in the case of
corruption by Kendal regent Hendy Boedoro, 2005-2007. As a method, it combines in-depth
interview and content analysis. The interview is done towards journalists, Civil Society
Organizations (CSO's) activists, judicial apparatus and government’s officials. Meanwhile, the
content analysis is done to two Indonesian newspapers (Kompas and Suara Merdeka). The
main findings of this research are as follows: first of all, based on the content analysis, it is
found that most of the articles of both newspapers fail to meet the standard of journalism i.e.
not objective and not cover both sides. Second, based on the interview, the journalists aware
that their coverage failed to meet the standard of journalism. Third, realizing that failure, the
journalist as well as the media company tend to avoid presenting a news about corruptor in
a too critical way. They're afraid that they will be sued by the corruptor in the name of
defamation. Fourth, this leads them to do self censorship i.e. framing the news in more
favorable way to the corruptor. Fifth, this self censorship is actually a clear sign that the
mass media is actually not really free. Fifth, this self censorship and the failure of the media
to meet the standard of journalism can not be separated from the economic constrain of the
media as a business company with its market and profit orientation. Finally, this also
becomes the factor that hampers the media’s role in defeating corruption.
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Panel 9
Arif Maulana, SH. MH : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pemenuhan Hak atas Bantuan Hukum untuk Memastikan Peradilan Berpihak pada
Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Termarginal

Konstitusi menjamin bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara
(Pasal 34 UUD 1945). Jaminan tersebut tidak hanya terbatas pada tanggung jawab ekonomi,
sosial, budaya namun juga jaminan terhadap perlindungan hak hukum fakir miskin sebagai
warga negara indonesia. Meskipun tidak secara tegas, jaminan hak hukum fakir miskin
tersebut tersirat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen yang mengatur
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status social,
budaya, ekonomi, maupun agama. Jaminan perlindungan hak hukum dan persamaan dimuka
hukum diejawantahkan dengan pengaturan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat
miskin yang berhadapan dengan kasus hukum (Pasal 4 UU No. 12 tentang Hak Sipil Politik).
Sebelum amandemen UUD 1945, Hak tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Pasca amandemen, jaminan tersebut diperkuat dalam UU Advokat dan
yang terakhir telah diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai
jaminan baru pemenuhan hak atas bantuan hukum. Meskipun telah ada substansi hukum
yang menjamin pemenuhan hak atas bantuan hukum, dalam praktek masih banyak
masyarakat miskin yang tidak memperoleh haknya atas bantuan hukum. Akibatnya
masyarakat miskin berada dalam posisi yang timpang dan tertindas ketika menghadapi
permasalahan hukum. Konsekuensi yang ada adalah hilangnya harapan masyarakat miskin
untuk mengakses keadilan. Makalah ini hendak mengulas mengenai problematika
pengaturan dan praktek pemberian hak atas bantuan hukum bagi warga negara dalam
KUHAP, UU Advokat, UU Bantuan Hukum di Indonesia pasca amandemen UUD 1945, apakah
telah mampu memastikan jaminan persamaan dimuka hukum dan akses keadilan bagi
masyarakat miskin dan marginal di Indonesia.

Chamelia Gunawan, S.H., M.H. : WNLP CounselorsAtLaw
Urgensi Independensi Pengadilan Pajak

Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi
wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Saat ini
pembinaan teknis Pengadilan Pajak berada di bawah Makamah Agung, sedangkan
pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak masih berada di bawah
kewenangan Kementerian Keuangan. Dualisme kepemimpinan dalam Pengadilan Pajak ini
tentu saja menyebabkan tidak independensinya pengadilan pajak. Suatu pengadilan
harusnya idependen, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan.
Selama Pengadilan Pajak masih berada dibawah Kementerian Keuangan yang notebene
merupakan institusi di mana Direktorat Jenderal Pajak bernaung, independensi Pengadilan
Pajak tidak dapat dijamin, mengingat kemungkinan adanya intervensi dari internal
Kementerian Keuangan itu sendiri. Selain itu, rekruitmen hakim yang kurang transparan
juga menjadi momok bagi independensi pengadilan pajak. Makalah ini akan membahas
mengenai urgensi independensi pengadilan pajak, mengingat pajak sebagai sumber
penerimaan negara terbesar.
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Eka Nugraha Putra, S.H., M.H. : Universitas Merdeka Malang
Keadilan Restoratif, Jalan Keluar untuk Overkriminalisasi

Dalam prakteknya, penegakan hukum pidana sebisa mungkin memenuhi asas kepastian,
keadilan dan kemanfaatan, karena dengan memenuhi asas-asas tersebut maka penegakan
hukum pidana yang bertujuan reformation, restraint, retribution dan deterrence (A.Z. Abidin
dan Andi Hamzah, 2010 : 42) dapat dicapai. Tujuan-tujuan penegakan hukum pidana
tersebut berbicara dari kacamata perbaikan terhadap pelaku, dalam bentuk rehabilitasi
perilaku, pengasingan (penjara) atau pembalasan setimpal terhadap pelaku tindak pidana.
Bagaimana dengan kacamata korban dan masyarakat di tempat terjadinya tindak pidana ?
Terlepas dari tujuan detterence (pencegahan) terjadinya tindak pidana, penegakan hukum
pidana jarang menyentuh kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya. Pertanyaan
yang bisa diajukan dalam kaitannya dengan kepentingan korban dan masyarakat dalam hal
penegakan hukum pidana adalah bagaimana penegakan hukum pidana dapat menjamin
ketertiban dan keadilan. Kemudian apakah juga ada jaminan keadilan yang dapat timbul
apabila semakin banyak bentuk kriminalisasi baru dari beragam peraturan
perundang-undangan yang dirumuskan. Keraguan akan jaminan keadilan dari beragam
bentuk kriminalisasi baru ini muncul dari adanya fenomena overkriminalisasi, dimana
dikhawatirkan dapat semakin memperberat beban kerja aparatur hukum dalam proses
peradilan pidana sehingga hukum pidana tidak dapat berfungsi dengan baik dan pula
kehilangan wibawa (Salman Luthan, 2009 : 9). Penegakan hukum pidana yang hanya
menekankan lewat pembalasan kepada pelaku tindak pidana pada perkembangannya
membutuhkan alternatif pendekatan lain. Salah satunya dapat dilakukan oleh restorative
justice (keadilan restoratif). Restorative justice menjadi alternatif mengembalikan lagi
wibawa penegakan hukum pidana dan menciptakan ketertiban karena menawarkan proses
pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan
korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan
penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut. Makalah ini akan membahas
peluang penerapan restorative justice dalam hukum pidana Indonesia, bagaimana kemudian
restorative justice dapat menjadi solusi atas adanya fenomena overkriminalisasi di
Indonesia.

Evarisan, SH, MH : Klinik Hukum Ultra Petita Semarang
Feminist Jurisprudence Alternatif Hukum yang Adil Gender

Jaminan konstitusi (UUD 1945) atas keadilan diatur secara jelas dan tegas pada Pasal 24
ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
Kemudian pada Pasal 28D ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.” Selanjutnya dipertegas kemballi pada Pasal 28 i (2) bahwa “Setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan
berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Tidak kalah penting, bahwa di dalam prinsip dasar Hak Asasi Manusia telah pula diatur
antara lain Prinsip kesetaraan: Semua manusia terlahir bebas dan memiliki kesetaraan
dalam HAM, kemudian Non-diskriminasi : terhadap ras, warna kulit jenis kelamin, bahasa,
agama, pendapat politik, kepemlikan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya
seperti orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh. Namun realitas keadilan bagi perempuan
berbanding terbalik dengan apa yang dimandatkan oleh Konstitusi dan prinsip dasar HAM.
Pengalaman lapangan menunjukkan betapa netralitas hukum itu berlaku sangat Kejam
terhadap mereka yang powerless, termarjinalkan dan berjenis kelamin perempuan.
Kekejaman tersebut diantaranya adalah tidak mendapatkan KEADILAN sesuai standart dan

49



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Kumpulan Abstrak

prinsip HAM, perspektif yang bias gender dari aparat penegak hukum, kekosongan hukum
(recht vakum) dijadikan alasan untuk tidak memberikan keadilan terhadap perempuan,
pengabaian atas hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, hak untuk tidak disiksa dan
perlakuan buruk lainnya, hak untuk mendapatkan penangguhan penahanan, dan netralitas
hukum dijadikan tameng untuk menghukum menghukum perempuan. Dari realitas tersebut,
menunjukkan berbagai ketentuan hukum yang ada memarginalkan perempuan. Banyak
persoalan-persolan perempuan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan cara pandang
positivis, untuk itu dibutuhkan cara pandang lain, teori lain untuk menjawab realitas
tersebut. salah satu teori itu adalah Teori Hukum yang berperspektif Feminis (Feminist
Jurisprudence/Feminist Legal Theory). Feminist Jurisprudence atau Feminist Legal Theory
merupakan salah satu teori hukum yang progresif dan dapat digunakan sebagai alternatif,
karena meletakkan pengalaman dan pengetahuan dari perspektif perempuan.

Herlina Permata Sari, M.Crim. : Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia
Adakah Tempat bagi Perempuan Korban Trafiking dalam Sistem Peradilan Indonesia?

Berdirinya dan berfungsinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia
merupakan pengakuan Sistem Peradilan Indonesia atas adanya korban kejahatan -yang
senantiasa terabaikan hak-hak dan keberadaannya dalam berbagai peristiwa kejahatan. Jika
dibandingkan dengan banyak sistem peradilan dan lembaga penanganan korban di dunia
yang cenderung patriarkis dan bias gender, maka analisis akademis terhadap LPSK dan
Sistem Peradilan Indonesia dari kacamata perempuan korban Kkejahatan dan teori
viktimologi tentunya akan amat menarik. Tulisan ini akan membahas pertama teori
viktimologi yang mengkaji korban perempuan dan sistem peradilan dari perspektif gender;
Kedua, pengalaman perempuan korban trafiking terkait Sistem Peradilan Indonesia dan
LPSK; dan Ketiga, diskusi arah perkembangan LPSK dan Sistem Peradilan Indonesia yang
berperspektif gender dari kajian viktimologi.

Irine Handika, SH. LLM : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Membayar Denda demi Mencari Keadilan: Fenomena di Pengadilan Pajak Indonesia

Filosofi pembentukan Pengadilan Pajak adalah memberi keadilan bagi para Wajib Pajak.
Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara, sehingga Pemerintah berkepentingan
untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak, tanpa melanggar hak Wajib Pajak. Keterlibatan
Wajib Pajak dimulai saat terdaftar sebagai pemilik NPWP, sampai dengan penghitungan,
penyetoran dan pelaporan pajak. Meskipun sudah memiliki landasan yuridis namun tidak
menutup peluang terjadinya pelanggaran. Pelanggaran dapat berasal dari Wajib Pajak nakal
maupun dari Fiskus yang khilaf melaksanakan tugasnya. Pada saat terjadi pelanggaran Wajib
Pajak dapat menggunakan haknya mengajukan upaya hukum, yang dimulai dari Keberatan,
Banding, sampai dengan Peninjauan Kembali. Keberatan sebagai garda depan upaya hukum
hingga kini masih mengandung sejumlah kelemahan. Crash Program 2010 yang dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan memberi catatan merah bagi Bagian Keberatan DJP, dan di lain
sisi masih banyak Wajib Pajak yang tidak puas atas keputusan Keberatan yang dikeluarkan
Fiskus. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa output dari Keberatan belum mampu
memuaskan rasa keadilan. Situasi itu berbenturan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (9) UU
KUP yang memerintahkan Wajib Pajak yang Keberatan-nya ditolak atau dikabulkan sebagian
untuk membayar denda sebesar 50% dari jumlah pajak. Pada situasi tersebut tidak ada
pilihan bagi Wajib Pajak selain mengajukan upaya hukum selanjutnya, yaitu Banding.
Permasalahannya, Pasal 27 ayat (5d) menetapkan denda sebesar 100% bagi Wajib Pajak
yang permohonan Banding-nya ditolak atau dikabulkan sebagian. Ketentuan UU KUP
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tersebut menghalangi Wajib Pajak untuk menggunkan haknya mengajukan upaya hukum
karena harus mengkalkulasi untung-rugi sebelum mengajukan Banding. Kondisi ini
bertentangan dengan filosofi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan. Di
Pengadilan Pajak dapat dikatakan harus membayar demi mencari keadilan, meskipun
kesalahan perhitungan tidak mutlak berasal dari Wajib Pajak (dalam hal putusan dikabulkan
sebagian), Wajib Pajak tetap diharuskan membayar denda. Anomali ini hanya terjadi di
Pengadilan Pajak, dimana sebuah upaya hukum dapat berbuah denda.

Dr. Ismail Rumadan, M.H. : Mahkamah Agung Republik Indonesia
Problematika Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman:
Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check And Balances System

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas dari konsep negara hukum yang
tertera dalam UUD 1945. Hal yang sangat penting dari kekuasaan kehakiman yang merdeka
adalah menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral (impartiality), dan tidak
dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun. Namun dalam pelaksanaanya, kekuasaan
kehakiman ini tidak mudah untuk dijalankan sebab terdapat beberapa permasalahan, baik
secara internal maupun eksternal. Permasalahan yang sangat dominan adalah bentuk
pengawsan secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY) terhadap Mahkamah Agung (MA).
Eksistensi KY dalam UUD 1945 pasca Perubahan Ketiga UUD 1945 merupakan suatu
terobosan yang sangat penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia yang kemudian
tercermin lebih lanjut dalam pembentukan UU Nomor 22 Tahun 2004, di mana KY diberi
kewenangan untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi, termasuk
pemberhentian hakim yang melanggar kode etik dan profesi hakim. Hal ini merupakan suatu
yang luar biasa ditengah menjawab keresahan dan harapan masyarakat agar dunia
peradilan di Indonesia bebas dari praktik-praktik korup. Harapan tersebut tentu sangat
mulia, tetapi dalam konteks struktur ketatanegaraan Indonesia harapan itu diterjemahkan
secara kurang tepat. Pertama, jikalau sanksi pemberhentian terhadap hakim dimaknai sama
dengan proses impeachment hakim federal di AS, hal itu tidak bisa diterapkan. Karena,
menurut Perubahan Ketiga UUD 1945 Pasal 7A, hanya Presiden dan Wakil Presiden saja
yang bisa diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usulan DPR. Hal ini berbeda
dengan Konstitusi AS yang mengatur bahwa hakim federal juga termasuk pejabat publik
yang bisa di-impeach. Kedua, konsep impeachment terhadap hakim adalah salah satu
terjemahan dari konsep pemisahan kekuasaan (separation of powers) di mana antarcabang
kekuasaan terdapat sebuah proses pengawasan dan penyeimbangan (check and balances).
Kalaupun diasumsikan KY diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam
kerangka check and balances, maka pemikiran tersebut juga mengandung masalah, karena
tugas tersebut hanya bisa dijalankan oleh badan Legislatif dan Eksekutif terhadap Yudikatif.
Jikalau KY adalah organ pendukung MA tentu tidak tepat jika dia menjalankan check and
balances terhadap MA sebagai organ utamanya, sedangkan di sisi lain KY juga tidak
diposisikan secara jelas sebagai organ pendukung pemerintah ataupun DPR. Permasalahan
ini bersumber dari keberadaan KY pasca Amandemen ketiga UUD 1945 yang menempatkan
KY dalam pisis yang sejajar dengan lembagan tinggi negeara lainnya, sehingga dalam
prakteknya KY menjelma menjadi cabang kekuasaan keempat dalam struktur
ketatanegaraan kita padahal KY adalah sebuah Komisi, yang sama posisinya dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga dapat dipastikan terjadinya konflik yang
berkepanjangan antara MA dan KY apabila permaslahan ini tidak dapat dicari solusinya.
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Panel 10
[ Ketut Sudantra, S.H., M.H. : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Strategi dalam Revitalisasi Peradilan Adat sebagai Sistem Peradilan pada Kesatuan
Masyarakat Hukum Adat

Revitalisasi peradilan adat dewasa ini sangat penting dan relevan dalam politik
pembangunan hukum di Indonesia. Peradilan adapt yang dimaksudkan di sini adalah suatu
sistem peradilan yang lahir, berkembang dan dipraktikkan oleh kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat di Indonesia, berdasarkan pada hukum adat, dan berwenang
menyelesaikan perkara-perkara adat. Peradilan adat bukan merupakan bagian dari sistem
peradilan negara. Konsep ini berbeda dengan makna dari istilah “peradilan adat” yang
disebutkan dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 195. Urgensi revitalisasi
peradilan adat, setidaknya didasarkan pada empat alasan: (1) revitalisasi peradilan adat
sangat bermanfaat bagi penguatan kearifankearifan lokal dan hukum adat untuk
memperkaya sistem hukum nasional; (2) revitalisasi peradilan adat penting dalam rangka
implementasi Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yaitu dalam rangka
memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional, dalam hal ini hak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (3) adanya
peradilan adat yang kuat dan berfungsi efektif pada kesatuankesatuan masyarakat hukum
adat lebih memungkinkan terjadinya pemerataan keadilan dikalangan rakyat karena
peradilan adat yang berada dekat dan dalam jangkauan masayarakat kebanyakan dapat
memperkuat akses terhadap keadilan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang
terpinggirkan seperti masyarakat adat; (3) peradilan adat yang berfungsi efektif dapat
menyaring perkara yang masuk ke pengadilan peradilan negara sehingga dapat mengurangi
beban pengadilan dan memungkinkannya dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif
dan efisien. Mengingat urgennya revitalisasi peradilan adat, maka menjadi relevan untuk
didiskusikan dan dirumuskan strategi yang tepat agar kegiatan revitalisasi tersebut
mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Dalam implimentasinya, kegiatan revitalisasi dapat
diarahkan pada pembenahan sistem hukum peradilan adapt, baik pembenahan pada aspek
substansi, struktur maupun budaya hukumnya.

Jamielka Roosje Satyana Pilongo, S.H., M.H. : Universitas Sintuwu Maroso
Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Poso

Proses mencari keadilan bagi masyarakat dapat secara formal yaitu menggunakan lembaga
peradilan formal. Tetapi fakta bahwa pada jalur formal peradilan telah terjadi penumpukan
perkara di Mahkamah Agung. Menggunakan jalur formal ternyata sangat lama, sangat
menguras energi, tenaga dan biaya yang terbuang. Kasus-kasus demikian mungkin tidak
akan terjadi seandainya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa informal yang telah ada
sejak dahulu di masyarakat Indonesia masih cukup berfungsi. Di masyarakat Indonesia sejak
dahulu dikenal lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa, yang disebut dewan
hadat. Penyelesaian sengketa atau konflik oleh lembaga adat lebih mementingkan
penyelesaian secara musyawarah, tidak mementingkan menang kalah tetapi yang lebih
penting lagi yaitu mengembalikan keharmonisan masyarakatnya. Secara yuridis formal,
undang-undang telah memberikan peluang terhadap desa sebagai masyarakat hukum untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Lembaga- lembaga adat yang
hidup di masyarakat Kabupaten Poso mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai budaya
lokal yang dapat dikembangkan menjadi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
informal. Lembaga adat ini telah dikenal sejak dahulu. Hasil penelitian kami, lembaga adat
yang ada di kabupaten Poso adalah lembaga kemasyarakatan yang sangat penting berada di
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desa- desa yang didomisili oleh suku Pamona dan suku-suku di daerah Lore, karena
berfungsi sebagai salah satu lembaga penyelesaian persoalan masyarakat, baik yang bersifat
sengketa maupun bukan sengketa, yang bertujuan menjaga ketententraman dan
keharmonisan sesama anggota masyarakat yang berada di desa (lipu).

Jomi Suhendri S., S.H. : Perkumpulan Qbar

Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Ulayat) melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)
Di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota:

Penerapan Peradilan Adat Di Sumatera Barat

Lembaga adat yang berperan sebagai peradilan adat sudah ada dari dulu dan telah lama
dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada di
dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi biaya
perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang
menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dengan adanya putusan
sehingga prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu juga
terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung yang memerlukan
penyelesaian yang cepat. Di Sumatera Barat lembaga adat yang menyelesaikan sengketa
perdata adat ini adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam konteks kembali kenagari yang
sudah berjalan hampir 11 tahun di Sumatera Barat, penyelesaian sengketa melalui lembaga
adat seperti Kerapatan Adat Nagari masih menunjukkan eksistensinya. Ini terlihat dari
beberapa kasus tanah ulayat di Sumatera Barat, diselesaikan melalui lembaga adat di nagari.
Penyelesaian sengketa berbasis komunitas ini pernah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi
Sumatera Barat melalui Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat No.
W3.DA.HT.04.02-3633 tanggal 27 Mei 1985 tentang Pemberlakuan Hukum Adat
Minangkabau mengenai Sengketa Tanah Pusako Tinggi, dikuatkan dengan Surat Edaran
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) No. 7/LKAAM-SBVI-1985 tanggal 10
Juni 1985 perihal Penyelesaian Pesengketaan Perdata Adat. Untuk Sumatera Barat ditindak
lanjuti dengan Perda No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang
memberikan kewenangan kepada KAN untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat di
nagari. Dalam BAB VII tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pasal 12 berbunyi sengketa
tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang
berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui
musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. KAN sebagai institusi di
nagari diakui keberdaannya untuk menyelesaikan sengketa hak ulayat di nagari oleh
pemerintah, dan ini terlihat dari surat Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan
menerbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman
Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Di pasal 2 disebutkan bahwa
Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataan masih ada dilakukan oleh masyarakat
hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat. Di Nagari
Situjuah Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota, KAN sebagai institusi yang bewenang
menyelesaikan sengketa masih menunjukkan eksistensinya. Dari jumlah kasus yang masuk
sebanyak 4 kasus dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Nagari Situjuah Gadang, semuanya
bisa diselesaikan oleh KAN. Putusan yang sudah dikeluarkan oleh KAN dipatuhi dan
dijalankan oleh para pihak yang bersengketa. Khusus untuk kasus pidana, KAN tidak
memproses karena tidak menjadi kewenangan KAN, dan kasus ini diselesaikan pada tingkat
kaum dan suku atau diserahkan kepada pihak kepolisian.
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Dr. Juniarti: Pusat Analisis Perubahan Sosial Aceh

Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan
dan Kaum Marjinal

Lahirnya aturan adat istiadat sebagai kearifan lokal di Aceh bertujuan untuk mengatur tata
hubungan masyarakat yang ada di dalamnya, termasuk juga dalam mengatur penyelesaian
masalah sosial kemasyarakatan, yaitu: melalui Peradilan Adat. Namun, sayangnya
keberadaan peradilan adat di Aceh mengalami pasang surut dalam pusaran kebijakan secara
nasional maupun kedaerahan, Untuk itu, penelitian ini bertujuan: pertama, menemukan
beberapa kelemahan peradilan adat dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum
marjinal: kedua, menemukan peluang peradilan adat dalam memberikan keadilan; dan
ketiga, merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjadikan paradilan adat mampu
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data adalah pengamatan lapangan di
beberapa Kabupaten di Provinsi Aceh, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian
menunjukkan: pertama, kelemahan yang dihadapi peradilan adat di Aceh, yaitu: masih
kurangnya pengakuan negara/daerah terhadap eksistensinya; mulai berkurangnya
kepercayaan masyarakat; dan kecenderungan masyarakat pada alternatif penyelesaian
hukum yang lain; kedua, peluang yang dimiliki peradilan adat di Aceh adalah adanya
dukungan masyarakat, tradisi kebudayaan yang kental akan nilai-nilai keislaman; adanya
dukungan peraturan baik dalam bentuk Undang-Undang (Undang-Undang No.11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh) maupun beberapa qanun pendukung lainnya; dan adanya
lembaga semi pemerintahan, yaitu: Majelis Adat Aceh (MAA); dan ketiga, langkah-langkah
strategis yang dapat diterapkan untuk menjadikan peradilan adat di Aceh dapat
memberikan keadilan bagi perempuan dan kaum marjinal adalah dengan cara melakukan
sosialisasi peradilan adat, penguatan kapasitas personel dan kelembagaan peradilan adat,
membangun  kerjasama antar lembaga, dan komitmen serta  keseriusan
pemerintah/pemerintah daerah dalam mendukung peradilan adat di Aceh baik dalam
bentuk alokasi dana, sarana prasarana maupun peraturan pendukung.

Mohamad Jamin, S.H., M.Hum. : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat dalam Sistem Kekuasaan
Kehakiman untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif

Peradilan adat eksis di Nusantara jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Pada masa kolonial
Belanda peradilan adat tetap diakui dan berlaku untuk pribumi dan masyarakat hukum adat.
Ironisnya di era kemerdekaan, dimulai dengan UU Darurat RI Nomor 1 Tahun 1951 tentang
Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dan dipertegas semua undang-undang penggantinya,
terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, justru peradilan adat
tidak diakui. Politik hukum unifikasi dan sentralisme peradilan menyebabkan tidak ada
peradilan di luar peradilan negara. Hal ini adalah pengingkaran (political of ignorance)
terhadap hukum/peradilan adat, bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan (2), Pasal 28I
Ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat, dan hak masyarakat tradisional, sekaligus inkonsisten dan conflict of norm
dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Politik hukum dalam kostitusi tidak dikuti oleh
politik perundang-undangan kekuasaan kehakiman, apalagi hingga kini belum ada UU
tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Masyarakat adat di Papua sedikit
“beruntung” dengan terbitnya UU No. 21 tahun 2001tentang Otsus Papua, yang mengakui
peradilan adat meskipun bersifat semu (pseudo recognition). Kebutuhan peradilan adat
bukan hanya untuk Papua, pada masyarakat hukumadat lainnya peradilan adat ipso facto
masih sangat berperan sebagai self regulating mechanism atau community justice system.
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Ke depan diperlukan rekonstruksi politik hukum pengakuan peradilan adat menuju
pengakuan yang utuh dan hakiki (genuine legal recognition). Disaat kondisi peradilan
negara yang carut-marut dan banyaknya kasus “sandal jepit”, keberadaan peradilan adat
semakin urgen mengurangi over loaded perkara, lebih mewujudkan keadilan restoratif dan
meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat yang jauh dari coverage
hukum/peradilan negara.

Tandiono Bawor Purbaya : Perkumpulan HuMa

Revitalisasi Peradilan Adat? Ketika Negara Tidak Mengakui Peradilan Adat: Studi
Respon Negara terhadap Penyelenggaraan Peradilan Adat dalam Konflik Sumberdaya
Alam di Kalimantan Barat

Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa ‘Negara Indonesia adalah negara hukum'.
Hukum dalam hal ini dimaknai sebagai hukum produk negara dan pemerintahan. Upaya
pembaharuan hukum yang telah dilakukan terbatas pada tingkatan substansi dan institusi
hukum. Namun secara faktual kehidupan berhukum tidak kunjung membaik bahkan
semakin merosot. Hukum tidak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak
berpersfektif keadilan sosial. Hukum digunakan secara efektif untuk mengambilalih sumber
daya alam yang mengakibatkan semakin hilangnya unit-unit kedaulatan rakyat atas
sumber-sumber kehidupannya. Berbagai pihak mencoba mencari alternatif penyelesaian
yang diharapkan mampu untuk menerobos kemacetan yang terjadi. Salah satu pilihan yang
ditawarkan adalah melakukan revitalisasi peradilan adat. The World Bank, secara khusus
telah melakukan penelitian tentang keberadaan peradilan non negara dan optimis untuk
menggunakan mekanisme peradilan adat/non negara untuk menopang sistem pencapaian
keadilan yang sudah dibangun oleh negara. Optimisme tersebut harus dikaji kembali, salah
satunya karena meskipun keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dijamin
konstitusi, namun sistem peradilannya tidak pernah diakui secara hukum. Penghapusan
peradilan adat melalui UU No.1/Drt/1951 telah berdampak pengingkaran terhadap
eksistensi keseluruhan mekanisme hukum adat. Dalam berbagai proses yang sifatnya
individual dan tidak mengganggu kepentingan pemerintah dan pemilik modal, mekanisme
ini diasumsikan dapat digunakan untuk pencapaian pemenuhan rasa keadilan. Namun, jika
menganggu kepentingan modal dan negara dalam pengelolaan dan atau penguasaan sumber
daya alam oleh masyarakat adat, maka hukum negara melalui sistem peradilannya
mengingkari keberadaan peradilan adat. Studi ini mengkaji respon negara terhadap
keberlakuan peradilan adat yang menangani keberatan-keberatan masyarakat adat dalam
perebutan sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak luar terhadap masyarakat adat.

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Mendekatkan Kembali Peradilan Adat:
Jalan Panjang Perubahan Kerangka Epistimologi Hukum Nasional

Pola pembangunan hukum Indonesia saat ini dipengaruhi oleh semangat unifikasi dan
rasionalisasi yang mengakibatkan hukum terjebak pada aspek-aspek prosedural semata.
Akses terhadap keadilan pada akhirnya diterjemahkan secara sempit sebagai mekanisme
teratur dan terstruktur dengan kepastian hukum sebagai panglima. Pada sisi yang
berlawanan, hukum adat dan peradilannya menawarkan pilihan yang sama sekali berbeda.
Suatu sengketa dalam kacamata hukum adat dipandang sebagai keadaan rusaknya
keseimbangan dalam masyarakat yang perlu dibenahi, meskipun dengan mengorbankan
kepastian hukum. Diskursus yang berkembang mengenai hukum dan peradilan adat
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seringkali menggiring polarisasi antara hukum modern dan hukum tradisional. Badan
peradilan modern-institusional berhadapan dengan pengadilan adat yang tercitrakan
sebagai milik masyarakat terbelakang yang menolak ikut dalam arus rasionalisme
modernisasi. Dikotomi itu juga yang membentuk pandangan bahwa pengadilan adat kerap
mengabaikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan bias terhadap kesetaraan gender. Tulisan ini
berusaha keluar dari jebakan dikotomi tersebut dengan memandang bahwa pola revitalisasi
hukum dan peradilan adat perlu mempertimbangkan dan mengatasi hambatan rasionalitas
serta kepastian hukum yang selama ini menjadi kekuatan peradilan modern-institusional.
Pengadilan adat harus dipahami tidak sekedar sebagai lembaga alternatif penyelesaian
sengketa, melainkan juga bagian yang terintegrasi dari bangunan hukum Indonesia.
Revitalisasi pengadilan adat harus diikuti usaha untuk melakukan perubahan kerangka
epistemologi hukum nasional yang selama ini kental dengan semangat logosentrisme hukum
barat. Kemajemukan masyarakat Indonesia tentunya tidak dapat tunduk hanya pada satu
logika. Oleh karena itu menjadi penting untuk menerjemahkan kembali pluralisme hukum di
dalam kerangka epistemologi hukum Indonesia. Diharapkan dengan perubahan tersebut,
hukum dan peradilan adat dapat terintegrasi dalam bangunan hukum nasional sebagai salah
satu pilar yang berwibawa dan mampu mendorong penguatan masyarakat madani di
Indonesia.
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Ceramah Kunci Prof. Mahfud MD - Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Yang saya hormati,

e Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Achmad Sodiki,
e Para Hakim Konstitusi,

e Para Narasumber,

e Para Pegiat dan Pejuang Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik dari kampus maupun dari
LSM, serta

e Para peserta konferensi dan dialog Nasional Negara Hukum.

Konferensi dan dialog nasional Negara Hukum ini didasari pada kegalauan kita
terhadap praktik penegakan hukum kita dewasa ini. Bahkan, ketika reformasi sudah kita
lakukan kurang lebih empat belas tahun silam, yang salah satunya agendanya ialah
mereformasi hukum, nyatanya hukum kita, baik perumusan maupun penegakannya masih
amburadul. Kegalauan terbesar kita dalam berhukum saat ini adalah ketika hukum
ditegakkan tetapi tanpa disertai moralitas. Hukum ditegakkan tetapi seringkali kehilangan
sukmanya yaitu keadilan. Padahal, hukum minus keadilan bukanlah hukum dalam arti
sebenarnya. Hukum harus adil, jika tak adil maka ia bukanlah hukum. Di dalam konstitusi
kita, UUD 1945, jelas bahwa hukum dan keadilan merupakan satu paket yang tak mungkin
dipisahkan, yang harus pula ditegakkan secara bersama-sama. Kegalauan itulah yang
memunculkan pertanyaan: kemana sebenarnya arah pembangunan negara hukum
Indonesia? Bagaimana dan sejauhmana implementasi negara hukum ini telah benar-benar
mendekatkan kita pada cita-cita negara?

Persoalan yang agak krusial juga ditemukan terkait dengan penegakan hak asasi
manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara. UUD 1945 hasil amandemen sering
dikatakan sebagai konstitusi dengan kemajuan sangat signifikan dalam pengaturan dan
perlindungan hak-hak asasi manusia. Sebagai prasyarat utama tegaknya negara hukum, di
samping pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM telah dituangkan dalam konstitusi
dengan ketentuan-ketentuan yang jelas dan rinci. Dengan memasukkan daftar HAM yang
relatif panjang ke dalam UUD 1945, berarti UUD 1945 telan menjadikan HAM sebagai hak
konstitusional. Tidak semua hak konstitusional adalah HAM, sementara semua HAM adalah
hak konstitusional. Sayangnya, di tataran implementasi, penegakannya masih sering
terkendala oleh praktik-praktik pelanggaran hukum yang mencederai hak asasi dan hak
konstitusional. Bahkan, dalam beberapa peristiwa, praktik pencederaan HAM terkesan
menafikkan kenyataan bahwa kita menganut prinsip Negara Hukum.

Terhadap kondisi itu, tentu kita tak tinggal diam. Upaya perbaikan terhadap kondisi
demikian bukannya tidak pemah dilakukan. Berbagai aturan hukum baru telah dibentuk,
bermacam policy telah diambil, forumforum ilmiah pun telah pula diselenggarakan untuk
mengevaluasi dan memberikan rekomendasi bagi pembangunan dan penegakan hukum.
Upaya-upaya nyata dalam bentuk reformasi birokrasi, perbaikan sistem dan kelembagaan,
serta pembentukan berbagai lembaga pendukung untuk perbaikan hukum juga telah
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dilakukan sepanjang era reformasi. Namun, perubahan yang terjadi belum cukup
menggembirakan. Oleh karena itu, nampaknya kita perlu menelisik lebih jauh dan lebih
dalam terhadap problem hukum di Negara Hukum Indonesia.

Pada saat upaya instrumental baik berupa aturan, sistem, maupun reposisi personal
temyata tidak dapat menghasilkan perbaikan, maka sudah selayaknya kita harus melihat
pada persoalan paradigmatis, persoalan pada tatanan nilai atau spirit Negara Hukum
Indonesia. Pada titik inilah kita perlu merefleksi kembali wilayah yang memang sangat
jarang disentuh, bahkan tidak pernah dimasuki oleh aparat penegak hukum, dan
mengangkatnya kembali sebagai paradigma negara hukum Indonesia, salah satunya ialah
wilayah cita hukum (rechtsidee). Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan
ceramah kunci yang saya beri judul "Cita Hukum Pancasila dalam Konsepsi Negara Hukum
Indonesia". Materi ceramah ini merupakan modifikasi dari materi ceramah yang pernah saya
sampaikan di beberapa kampus dan acara lain di berbagai kesempatan sebelumnya.

Hadirin yang saya hormati,

Salah satu gagasan sebagai dasar membentuk negara Indonesia merdeka adalah paham
konstitusionalisme dan negara hukum. Jika dikatakan bahwa adanya konstitusi merupakan
konsekuensi dari penerimaan atas konsep negara hukum, maka pada saat para pendiri
bangsa republik ini menyusun sebuah konstitusi berarti secara sadar konsep negara hukum
telah dipilih. Hal itu karena adanya konstitusi sebagai norma hukum berfungsi membatasi
kekuasaan pemerintahan agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan melampaui
kekuasaan yang diberikan konstitusi. Namun demikian, naskah UUD 1945 yang disahkan
PPKI tidak memuat pernyataan yang jelas tentang negara hukum yang dianut Indonesia.

Di dalam Pembukaan UUD 1945, konsep negara hukum tercantum dalam salah satu
kalimat pada alinea empat yang menyatakan, "
Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, ... ". Kalimat
tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan
hukum, dalam hal inilah UUD diletakkan pada posisi sebagai aturan hukum tertinggi. Konsep
negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan negara yang bertujuan, baik untuk
melindungi HAM secara individual maupun kolektif yang tercermin dalam kalimat: “ ...

. maka disusunlah Kemerdekaan

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan, sosial, ...
" yang kemudian kita sebut sebagai tujuan nasional.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua istilah yang berasal dari dua
tradisi hukum berbeda, yaitu rechtsstaat dan the rule of law. Istilah rechtsstaat banyak
dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan
the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo Saxon yang
bertumpu pada sistem common law. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan 'titik berat
pengoperasian. Civil law menitikberatkan pada administrasi sedangkan common law
menitikberatkan pada aktivitas yudisial. Konsep rechtsstaat mengutamakan prinsip
wetmatigheid yang kemudian menjadi rechtmatigheid sedangkan the rule of law
mengutamakan equality before the law yang memberi kebebasan kepada hakim untuk
menciptakan hukum demi keadilan. Perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan kedua
konsep itu memiliki ciri yang berbeda. Ciri-ciri rechtsstaat meliputi?:
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e Adanya perlindungan terhadap HAM:

e Adanya pemisahan dan pembagian kekuasan;

e Pemerintahan berdasarkan peraturan; dan

e Adanya peradilan administrasi.

Sedangkan ciri-ciri the rule of law adalah?:
e adanya supremasi aturan hukum;
e adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan
e adanyajaminan perlindungan HAM.

Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan perlindungan hukum karena keberadaannya tidak
dapat dilepaskan dari gagasan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
Untuk adanya jaminan tersebut, negara harus dijalankan berdasarkan aturan hukum yang
memberikan legitimasi sekaligus membatasi penyelenggaraan negara. Hukumlah yang
menentukan bagaimana penyelenggaraan negara dilakukan. Namun demikian, antara
rechtsstaat dan the rule of law memiliki latar belakang dan pelembagaan yang berbeda,
meskipun sama-sama mengakui prinsip perlindungan HAM melalui pelembagaan peradilan
yang bebas dan tidak memihak. Memang secara dinamis dewasa ini, perbedaan keduanya
tidak lagi terlalu dekat, karena di sana sini terjadi kecenderungan untuk berkonvergensi dan
saling melengkapi.
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Saudara-saudara,

Sebelum perubahan UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 menyebut secara eksplisit istilah
rechtsstaats yang seolah-olah menunjukkan Indonesia menganut konsep negara hukum
rechtsstaats. Namun, melalui Perubahan UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang
menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum", membuat konsepsi negara hukum
yang dulu dikesankan menganut konsepsi rechtsstaats dinetralkan menjadi negara hukum
saja, tanpa 'embel-embel’ rechtsstaats.

Sejak itulah, Negara Hukum Indonesia dikonsepkan secara tegas sebagai negara
hukum yang prismatis, yakni yang menggabungkan segisegi positif antara rechtstaats
dengan kepastian hukumnya dan the rule of law dengan rasa keadilannya secara integratif,
bukan hanya rechtstaats dan bukan pula hanya the rule of law. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945
hasil perubahan menyebutkan bahwa Indonesia adalah "negara hukum" titik, tanpa kata
rechtsstaat yang diletakkan di dalam kurung. Hal itu harus diartikan bahwa negara hukum
Indonesia menerima asas kepastian hukum, yang titik beratnya pada rechtsstaats, sekaligus
menerima asas rasa keadilan, yang titik beratnya pada the rule of law. Meskipun sebenarnya
tak hanya rechtsstaats dan the rule of law saja, negara hukum Indonesia juga dipengaruhi
oleh sistem hukum lainnya, seperti misalnya menerima nilai spiritual dari hukum agama dan
hukum adat, yang kesemuanya menyatu (integratif) dan implementasinya disesuaikan
dengan tuntutan perkembangan.

Dalam konteks Negara Hukum, bagi negara Indonesia, hukum dibuat dan
diberlakukan dalam kerangka untuk mewujudkan dan mencapai keadilan. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 yang memberikan porsi besar bagi terwujudnya
keadilan. Tidak kurang dari 5 (lima) kali kata "adil" disebut dalam Pembukaan UUD 19453.
Apabila dibaca dalam jalinan sistemik, rumusan "keadilan" dalam Pembukaan UUD 1945
dikanalisasi ke dalam prinsip keadilan sosial. Dalam kerangka itu pula, hukum dibuat secara
adil untuk kemudian ditegakkan secara adil pula. Agar senantiasa berdimensi dan
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berorientasi pada keadilan, hukum tidak boleh dipahami bersifat mutlak dan [mal,
melainkan penuh dengan sentuhan moral dan bernurani. Inilah konsekuensi hukum yang
secara kodrati bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,
sejahtera dan membuat manusia bahagia. [tu pula alasan mengapa hukum ada, yaitu untuk
mengabdi kepada kesejahteraan manusia. Maka, agenda penegakan hukum harus sebesar-
besarnya diarahkan kepada tujuan tersebut. Hal ini tertuang secara eksplisit dalam
Pembukaan UUD 1945 yang jelas-jelas memberikan arahan bagi negara untuk mewujudkan
ke bahagiaan rakyat Indonesia.

Terkait dengan hukum berkeadilan, garis politik hukum UUD 1945 pun sudah sangat
tegas dan jelas. Dalam hal kita berhukum, UUD 1945 mewajibkan kita untuk menggali rasa
keadilan. Hukum atau ketentuan tertulis yang menghalangi tegaknya keadilan dapat
ditinggalkan melalui penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim. Pasal 24 Ayat (1)
menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan "hukum" dan "keadilan". Demikian juga,
Pasal 28D ayat (1) menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan "kepastian hukum yang adil". Jadi, titik beratnya bukan semata pada kepastian hukum
tetapi kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, tugas negaralah untuk
mengimplementasikan amanat UUD 1945 dalam berbagai produk hukum yang di dalamnya
harus terkandung keadilan serta muatan dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan
kebahagiaan masyarakat.

Saudara,

Agaknya kita perlu risau dengan kenyataan proses penegakan hukum selama ini yang
cenderung kaku, kering, dan tak bernurani. Itu sebabnya, hukum dengan segenap upaya
penegakannya dinilai menjauh dari rasa keadilan sehingga lebih sering menuai kritikan
ketimbang pujian. Kegagalan hukum mewujudkan keadilan itu merupakan salah satu
antropocentric suramnya wajah hukum negara ini. Dalam kondisi penegakan hukum
demikian, saatnya sekarang kita serius membicarakan kembali soal cita hukum. Tak sekedar
membicarakan tetapi hendaknya benar-benar diinternalisasikan.

Apa itu cita hukum? Cita hukum adalah spirit yang menentukan bagaimana
seharusnya rupa dan berjalannya hukum agar dapat mewujudkan masyarakat dan praktik
berhukum yang dicita-citakan. Dengan kata lain, cita hukum merupakan konstruksi pikiran
yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan
masyarakat. Tanpa cita hukum, maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan
maknanya. Konsekuensinya, setiap proses pembentukan dan penegakan hukum tidak boleh
bertentangan dengan cita hukum yang telah disepakati.# Tanpa cita hukum, tak akan ada
hukum yang memiliki watak normatif.5 Dengan cita hukum pula, hukum akan dibuat dan
dibentuk sesuai atau selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat.

Dalam sejarah hukum Indonesia, konsep cita hukum termuat dalam Penjelasan UUD

1945 Bagian IIl Alenia I sebelum perubahan yang menyatakan "Pokok-pokok pikiran
tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-
pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar
negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak
tertulis." Alinea ini terkait dengan pokok-pokok pikiran yang diuraikan dalam Bagian II yaitu
(1) negara persatuan; (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
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(3) negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan; dan (4) negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok-pokok pikiran inilah yang mewujudkan cita
hukum.

Lalu apa yang menjadi cita hukum itu sendiri? Notonagoro menyatakan bahwa
Pancasila merupakan cita hukum karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental
negara (staatsfundamentalnonn) yang mempunyai kekuatan sebagai grundnonn. Sebagai
cita hukum, Pancasila menjadi bintang pemandu seluruh produk hukum nasional. Semua
produk hukum ditujukan untuk mencapai ide-ide yang dikandung Pancasila.¢ Sejalan dengan
itu, Hamid Attamimi juga menyatakan bahwa sebagai dasar negara, Pancasila merupakan
cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis.”
Sementara, Jimly Asshiddigie berpandangan bahwa Pancasila adalah cita hukum sebagai
yardstick dalam menafsirkan konstitusi dan sebagai panduan dalam menata kehidupan
berbangsa dan bernegara.8

Keseluruhan Pembukaan UUD 1945 di mana Pancasila termaktub di dalamnya
adalah modus vivendi (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam
ikatan satu bangsa yang majemuk. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD 1945 yang memuat
Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum dan dasar sistem
hukum tersendiri sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai dasar
negara menjadi sumber dari segala sumber hukum yang memberi penuntun hukum serta
mengatasi semua peraturan perundang-undangan termasuk UUD 1945. Dengan kata lain,
Pancasila adalah tempat berangkat (berpijak) sekaligus tempat tujuan hukum.

Sebagai cita hukum, Pancasila menjadi bingkai bagi sistem hukum dalam Negara
Hukum Pancasila, sebagai suatu sistem khas Indonesia. Konsep negara hukum Pancasila
mengandung 5 (lima) karakteristik, yaitu (1). Negara Hukum Pancasila berasas
kekeluargaan, mengakui hak-hak individu tapi dengan tetap mengutamakan kepentingan
nasional; (2). berkepastian hukum dan berkeadilan; (3). berlandaskan nilai-nilai keagamaan
(religious nation-state); (4). memadukan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan hukum
sebagai cerminan budaya masyarakat; (5). basis pembentukan hukum mestilah pada prinsip
hukum yang bersifat netral dan universal.

Dengan demikian, Pancasila sebagai cita hukum menjadikan hukum Indonesia bukan
merupakan hukum yang sekuler dan juga bukan hukum yang hanya didasarkan pada agama
tertentu saja. Cita hukum Pancasila mengharuskan hukum Indonesia mengakui manusia
sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang
adil dan beradab, sekaligus mengakui bahwa fitrah manusia adalah makhluk sosial yang
tidak bisa menjadi manusiawi dan beradab manakala tidak hidup bersama dengan manusia
lain. Sebagai cita hukum, Pancasila ibarat nyawa yang tidak hanya memberikan panduan
kemana hukum dan penegakannya akan di bawa, tetapi sekaligus memberikan nilai axiologis
dalam menentukan hukum apa yang akan dibentuk dan bagaimana menjalankannya.

Saudara-saudara,

Persoalan hukum yang semakin rumit dan kompleks ini tidak memberi arti lain kecuali
pembentukan dan penegakan hukum telah nyatnyata meminggirkan Pancasila sebagai cita
hukum. Sangat sulit mengharapkan hukum yang 'menyingkirkan’ cita hukum Pancasila dari
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dirinya akan dapat mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks sistem peradilan
kita misalnya, adalah sesuatu yang ideal ketika prinsip kepastian hukum saja tidak lagi
cukup diandalkan menjadi pertimbangan, melainkan hakim harus menyertakan pula
pertimbangan rasa keadilan. Hanya saja, akomodasi atas kedua prinsip tersebut kemudian
justru menimbulkan dilema. Sebab, yang terjadi dalam praktik ialah kedua prinsip itu
bukannya diperlakukan secara integratif melainkan secara alternatif. Pemberian tempat
pada kedua prinsip tersebut menimbulkan ambiguitas orientasi konsep yang sering
dipergunakan untuk mencari "kemenangan" semata dan bukan "kebenaran" di pengadilan,
terutama dalam perkaraperkara pidana.

Proses mencari kemenangan di pengadilan sering dilakukan melalui manipulasi atas
pilihan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Di sinilah letak paling rawan bagi
terjadinya mafia peradilan (judicial corruption) atau mafia hukum. Dengan keleluasaan
memilih pilihan antara kepastian hukum atau rasa keadilan, maka terbuka kemungkinan
bagi penegak hukum itu untuk menegosiasikan putusan tertentu melalui politik
transaksional, baik berimbalan uang maupun yang lainnya. Jika keinginan memvonis satu
kasus sudah ditentukan melalui transaksi maka tinggal memilih, apakah isi vonis itu bisa
didukung dengan asas kepastian hukum ataukah asas keadilan yang bisa dikarang-karang
sesukanya. Jadi, mafia peradilan yang terus terjadi dan sulit diberantas ini sebenarnya
dilakukan melalui cara-cara manipulasi atas konsep-konsep itu. Jika satu kasus korupsi
misalnya, dapat dimenangkan menurut kehendak proses mafia melalui prinsip kepastian
hukum, maka proses mafianya mengarahkan putusan pengadilan untuk menggunakan
hukum-hukum tertulis dan bukti formal. Tetapi sebaliknya, jika kasus itu tak bisa
dimenangkan, dalam arti negatif bagi proses mafia, yang dipergunakan adalah dalil-dalil
tentang rasa keadilan. Ini parah dan sangat memprihatinkan, tetapi itulah kenyataan praktik
hukum kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian hukum dikatakan seolah lepas dari cita
moralnya, tak pernah bisa adil, sehingga tidak mengherankan jika hukum Indonesia yang
tengah kehilangan nyawa itu lantas dapat dengan mudah dimasuki oleh kepentingan-
kepentingan sesaat dan pragmatis yang bertentangan dengan cita hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, Pancasila sebagai cita hukum mendesak untuk direvitalisasi, bukan
untuk sekedar diwacanakan, melainkan harus dijalankan. Revitalisasi perlu dilakukan untuk
dapat memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila senantiasa bersemayam dalam praktik
pembuatan maupun penegakan hukum. Hal terpenting yang perlu dilakukan untuk
merevitalisasi Pancasila sebagai cita hukum Negara Hukum Indonesia adalah perlunya
kembali menginternalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai rambu-rambu pembangunan
hukum nasional. Nilai-nilai dasar dalam Pancasila melahirkan 4 (empat) kaidah penuntun
hukum harus dipedomani dalam pembangunan hukum, yaitu:®

Pertama, hukum nasional harus dapat menjaga integrasi (keutuhan kesatuan) baik
ideologi maupun teritori sesuai dengan tujuan "melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia". Harus dicegah munculnya produk hukum yang berpotensi
memecah-belah keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Kedua, hukum nasional harus
dibangun secara demokratis dan nomokratis dalam arti harus mengundang partisipasi dan
menyerap aspirasi masyarakat luas melalui mekanisme yang fair, transparan, dan akuntabel.
Ketiga, hukum nasional harus mampu menciptakan keadilan sosial dalam arti harus mampu
memperpendek jurang antara yang kuat dan yang lemah serta memberi proteksi khusus
terhadap golongan yang lemah dalam berhadapan dengan golongan yang kuat baik dari luar
maupun dari dalam negeri sendiri. Tanpa proteksi khusus dari hukum, golongan yang lemah
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pasti akan selalu kalah jika dilepaskan bersaing atau bertarung secara bebas dengan
golongan kuat. Dan, keempat, hukum harus menjamin toleransi beragama yang berkeadaban
antar pemeluknya. Tidak boleh ada pengistimewaan perlakuan terhadap agama hanya
karena didasarkan pada besar dan kecilnya jumlah pemeluk. Negara boleh mengatur
kehidupan beragama sebatas pada menjaga ketertiban agar tidak terjadi konflik serta
memfasilitasi agar setiap orang dapat melaksanakan ajaran agamanya dengan bebas tanpa
mengganggu atau diganggu oleh orang lain.

Berdasarkan kaidah-kaidah penuntun itu maka jelas bahwa untuk dapat
mewujudkan Negara Hukum Indonesia bercita hukum Pancasila, salah satu yang penting
dilakukan ialah mengarahkan penegakan hukum secara berkeadilan, termasuk agar hukum
lebih mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.
Konstitusionalisasi HAM secara komprehensif dalam Bab XA UUD 1945 meniscayakan agar
hukum benar-benar tampil dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara.
Pengikutsertaan ketentuan tentang hak-hak konstitusional di dalam UUD 1945, seharusnya
secara radikal merubah paradigma para pembuat undang-undang dan para penegak hukum
untuk lebih mengedepankan perlindungan hak konstitusinal warga negara dalam setiap
produk hukumnya. Secara konstitusional, persoalan perlindungan hak konstitusional sudah
selesai karena telah demikian jelas ketentuannya. Persoalannya sekarang tinggal pada
bagaimana mengatasi kendala dan hambatan ketika ketentuan-ketentuan itu
dioperasionalkan di lapangan. Dengan kata lain, praktik-praktik pelanggaran atau
pencederaan hak konstitusional warga negara yang terjadi bukanlah persoalan di tataran
norma konstitusi melainkan karena implementasinya, termasuk ketika ketentuan itu
diderivasi ke dalam peraturan. perundang-undangan turunannya, yang acapkali tidak
konsisten dan pasti menimbulkan persoalan dalam penegakannya.

Saudara,

Paling tidak sekarang ini terdapat 2 (dua) persoalan besar yang harus diselesaikan dalam
upaya mewujudkan Negara Hukum Indonesia yaitu pertama, persoalan paradigmatik berupa
ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum, dan kedua, persoalan politik, antara lain
berupa warisan birokrasi yang korup dan rekruitmen politik yang keliru.10

Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan
mendasar. Untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia yang berorientasi pada keadilan
substantif, pembangunan hukum harus dibangun secara prismatik dengan titik berat, pada
penegakan keadilan substantif. Prismatika itu melahirkan Sistem Hukum Pancasila, yakni
sebuah sistem yang khas Indonesia karena berpaham kekeluargaan, permusyawaratan, dan
gotong royong. Sistem Hukum Pancasila mengambil segi-segi baik dari rechtstaat yang
menekankan pada legisme, civil law, kepastian hukum, dan hukum tertulis lainnya dan segi-
segi baik the rule of law yang menekankan pada peranan yudisial, common law, dan
substansi keadilan. Permusyawaratan dan gotong royong yang dilandasi semangat
kekeluargaan merupakan hal paling menonjol dalam Sistem Hukum Pancasila, sehingga
membawa perkara ke pengadilan misalnya, hanya akan ditempuh jika penyelesaian dengan
kekeluargaan ternyata gagal dicapai. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakan hukum
akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong
para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilainilai keadilan serta
menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum.
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Penguatan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan
dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum
Indonesia.

Sedangkan persoalan politik yang kita hadapi saat ini adalah masih banyaknya aktor,
baik politik maupun birokrat lama, yang cenderung pro status quo, yang menghambat upaya
penegakan hukum. Akan selalu muncul aktor-aktor politik baru yang ternyata juga korup
karena memaknai kehadirannya di pentas politik sebagai kesempatan melakukan balas
dendam politik atau untuk menikmati apa yang pada masa lalu tidak dapat dinikmati akibat
dominasi kekuatan politik tertentu. Pertemuan antara aktor lama dan aktor baru yang sama-
sama korup itu mensinergikan munculnya banyak korupsi dan kolusi baru di bawah
birokrasi dan prosedur-prosedur yang memang masih korup. Persoalan tersebut harus
diselesaikan dengan upaya reformasi birokrasi agar segera bersih dari sistem, prosedur, dan
pejabat-pejabat yang korup. Sedangkan untuk mengatasi kasus-kasus KKN dan pelanggaran
HAM warisan masa lalu kiranya perlu segera diselesaikan dengan keputusan politik yang
tegas untuk bisa memutuskan hubungan dengan kasus-kasus peninggalan masa lalu.

Untuk lebih menjamin tampilnya aktor-aktor politik yang kapabel dan kredibel,
rekrutmen politik untuk lembaga perwakilan perlu dipayungi dengan sistem pemilu yang
lebih sesuai dengan cita hukum kita. Terkait dengan sistem pemilihan Presiden secara
langsung, harus disertai dengan instrumen atau sub sistem rekrutmen pejabat yang
mendorong Presiden dapat membentuk kabinet yang ahli, bersih, dan profesional, yang
berarti membebaskannya dari belenggu politik transaksional. Untuk itu juga, diperlukan
penataan sistem kepartaian terutama menuju jumlah partai yang tidak terlalu banyak
jumlahnya.

Hadirin yang saya hormati,

Keadaan saat ini hendaknya dijadikan sebagai tantangan yang harus dihadapi untuk
mendekatkan kita pada terwujudnya Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang
demokratis, berkedaulatan rakyat, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan
sosial.1! Realitas sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang saat ini seolah-olah menghalangi
jalan kita mewujudkan Negara Hukum Indonesia, tidak semestinya membuat kita beringsut
mundur dari cita-cita itu. Upaya menegakkan Negara Hukum Indonesia yang akan selalu
beriringan dengan perjuangan menegakkan hukum dan keadilan berdasar moralitas dan
hati nurani harus terus dilakukan. Sebab bagaimanapun, Negara Hukum Indonesia
dirmuskan dan disepakati agar pada akhimya mampu menciptakan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat.

Mudah-mudahan Konferensi dan Dialog Nasional ini, sebagaimana tujuan
diselenggarakannya, betul-betul bisa merumuskan langkah-langkah tepat untuk
mewujudkan Negara Hukum Indonesia melalui penegakan hukum berkeadilan yang benar-
benar mengindonesia, dalam arti selaras dengan cita hukum Pancasila dan cita-cita negara
sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
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Peta Pemahaman Negara Hukum dan Alur Konferensi

Di bawah ini ditampilkan hasil presentasi mengenai peta pemahaman negara hukum dan
alur konferensi negara hukum yang disampaikan oleh peneliti senior Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK), Bivitri Susanti. Secara garis besar, dan sesuai dengan perannya sebagai
peta, presentasi ini menampilkan beberapa konsep kunci dalam memahami negara hukum
beserta permasalahan-permasalahan yang meliputinya. Pemikiran pokok tentang negara
hukum, rule of law, dan konstitusi di sini ditampilkan dengan tetap mengakar pada locus
utama, yakni negara bangsa Indonesia.

PETA PEMAHAMAN NEGARA HUKUM
&
ALUR KONFERENSI

Bivitri Susanti
Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia)

www.pshk.or.id | www.parlemen.net | www.danlevlibrary.net
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Rapat sidana BPUPKI tanaaal 18 Aaustus 1945

“negara Indonesia adalah negara berdasarkan
hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasarkan
kekuasaan belaka (maachtstaat).”
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Rechsstaat, Rule of Law,
Constitutionalism

“No man is punishable ... except
for a distinct breach of law
established in the ordinary legal
manner before the ordinary
Courts of the land. In this sense,

the rule of law is contrasted with
every system of government
based on the exercise by persons
in authority of wide, arbitrary, or
discretionary power of

constraint”
(Dicey, 1888, dikutip dari Tamanaha, 2004)

Kategori Rule of Law

Thinner > to > Thicker
FORMAL 1. Rule-by-law — 2. Formal Legality 3. Democracy +
VERSIONS: law as instrument —general Legality — consent
of government prospective, determines
action clear, certain content of law
SUBSTANTIVE 4. Individual 5. Rights of Ignity 6. Social Welfare
VERSIONS: Rights — property, and/or Justice — substantive
contract, privacy, equality, welfare,
autonomy preservation of
community

Tamanaha, 2004
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1945: Lahirnya Negara Modern

- ) -
Ranat cidann RPLIPKT fannnal 18 Anetiie 1048

“negara Indonesia adalah negara berdasarkan
hukum (rechtsstaat), bukan negara berdasarkan
kekuasaan belaka (maachtstaat).”

Negara Hukum dan Demokrasi
Terpimpin

 UU MA 1964: Hukum
sebagai alat revolusi

* Ketua MA anggota
kabinet

* Praktek korupsi dan
pemerasan mulai
mewabah
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Negara Hukum Orde Baru

s « Masuknya Donor
i asing
e Pembangunanisme

e Wacana Hukum
dan pembangunan

Foto: KOMPAS-Agus Susanto

Negara Hukum sebagai wacana
tandingan

Kata kunci “negara hukum” digunakan oleh
aktivis untuk menentang tindakan negara yang
sewenang-wenang.
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1998: ruang perubahan

e Perubahan Struktur
Mahkamah Agung

e Ketentuan dan
lembaga untuk HAM

e Mahkamah Konstitusi

Ruang Terbuka Reformasi

Advokasi oleh Ornop N

. KALAU BEGINI.
Pemaknaan oleh donor asing B
sesuai wacana global Fre e

Pemerintah lebih terbuka
dan “mengadopsi” wacana

negara hukum masyarakat
sipil

Kelompok-kelompok anti-

demokrasi memanfaatkan

ruang pertarungan wacana
yang terbuka.
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m Indonesia: Ke
Melangkah?

e TR e e W -

L

Konferensi dan Dialog Nasio
qkarta, 9-10 Oktober 20

Alur Konferensi

Ceramah p ) Diskusi Dialog

Kunci oleh resentas Publik: negara

Ketua MK: Peta Konsep Panel Politik Penyam- hukum

Negara " "I‘(egar; Paralel Hukumdan || paian hasil (Ketua MK,

fiukum & Hak uicum dan Akses konferensi Ketua MA,

Konstitusional Alur (10 Panel) terhada Ketua DPR,
Warga Negara Konferensi Keadil P Kapolri, Ketua
eadilan Komnas HAM)

\ J\ )
| |

Selasa, 9 Oktober 2012 Rabu, 10 Oktober 2012
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* [su-isu apa yang banyak dibahas dalam topik
panel?

* |su-isu apa yang cenderung di/terabaikan?

* Bagaimana isu-isu itu terkait dengan negara
hukum? Dalam hal institusi, pranata hukum,
proses, aktor

* Rekomendasi panel?
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Diskusi Pleno

Catatan Diskusi

Diskusi mengenai negara hukum diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara Konferensi
dan Dialog Nasional Negara Hukum. Diskusi mengangkat topik besar yakni: Politik Hukum
dan Akses Terhadap Keadilan, dan menghadirkan tiga orang narasumber yang
mempresentasikan pembahasannya masing-masing. Ketiga narasumber tersebut adalah Dr.
Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. yang merupakan Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik
Indonesia; Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., salah satu hakim Kkonstitusi pada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Perundang-undangan di Fakultas
Hukum Universitas Indonesia; Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. dari Guru Besar
Universitas Airlangga sekaligus pendiri Perkumpulan Hukum dan Masyarakat (HuMa) dan
Epistema Institute. Acara diskusi sendiri dimoderatori oleh Sandra Moniaga.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi presentasi sebagai titik pijak
diskusi. Dr. Artidjo Alkostar menjelaskan tentang praktek penegakan hukum dalam
kaitannya dengan akses terhadap keadilan. Menurutnya, norma hukum di Indonesia bukan
hanya norma hukum yang dibuat dan diberlakukan secara nasional, tapi tidak dapat
dipungkiri adanya pengaruh serta perkembangan dari konvensi-konvensi hukum
internasional. Tantangan saat ini adalah bagaimana mengadopsi perubahan-perubahan dari
konvensi hukum internasional untuk diberlakukan pada sistem hukum nasional. Beliau,
selanjutnya, mengungkapkan tugas-tugas dari negara yang apabila diterapkan di Indonesia,
masih terlihat lemah pelaksanaannya. Refleksi terhadap tata hukum, termasuk tata hukum
Indonesia, menggambarkan adanya evolusi dari chaos, ke cosmos, lantas membentuk logos.
Pada peristiwa evolusi itulah tata hukum terbentuk. Akan tetapi, ketidak-adilan masih tetap
dirasakan di masyarakat Indonesia oleh karena aturan hukum positif sebagai nomologos-
nya dan hukum acara sebagai teknologos, tidak sesuai dengan alam cosmos keindonesiaan
yang telah berkembang sedemikian rupa. Pranata hukum acara dan hukum pidana di
Indonesia merupakan dua bidang yang paling mendasar permasalahannya di sini.

Prof. Maria Farida membicarakan perihal Politik Perundang-undangan dalam
Memberikan Akses Keadilan. Beliau berpendapat bahwa setiap peraturan perundang-
undangan mempunyai dasar-dasar pemikirannya. Politik perundang-undangan sendiri
tidaklah secara eksplisit bisa ditemukan pada suatu peraturan perundang-undangan, maka
lewat dasar-dasar pemikiran tersebut politik perundang-undangan dilacak. Suatu
keniscayaan bagi negara Indonesia adalah sejarah ketatanegaraan dan perundangan yang
mengalami perubahan, seperti yang teralami di dalam UUD 1945. Namun niscaya pula
bahwa Pembukaan Dasar UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Politik perundang-
undangan haruslah mengacu pada dasar pemikiran Pembukaan UUD 1945 ini. Walaupun
segala peraturan pasal di batang tubuh UUD 1945 bisa berubah, apa yang menjadi ‘isi’ pasal
peraturan tersebut yang lebih penting untuk dipahami, dan politik perundang-undangan
memainkan peran penting di sini. Peran politik perundang-undangan mengacu pada
pemahaman sistematika dan koherensi perundang-undangan. Di sini, pelbagai asas hukum
juga tidak bisa dilupakan. Asas-asas seperti asas rule of law, asas legalitas, asas pembagian
kekuasaan (bukan pemisahan kekuasaan), asas perlindungan kepentingan, dan pengawasan
peradilan. Dengan koridor asas-asas hukum, suatu produk perundang-undangan pada
dasarnya bukanlah sebuah produk politik yang koalitif belaka. Sorotan utama dari Prof.
Maria Farida adalah pemahaman kita akan norma ketatanegaraan di UUD 1945 dan
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pelaksanaannya yang seringkali berbeda-beda, bahkan cenderung bertentangan antara
pemahaman dan pelaksanaannya.

Selaku pembicara ketiga, Prof. Soetandyo mencoba memaparkan perspektif lain
mengenai permasalahan konsepsi dan penerapan negara hukum di Indonesia. Metode yang
diupayakan untuk menjernihkan permasalahannya yaitu dengan menggeser pertanyaan
masalahnya dari ‘what’ ke ‘why’. Persoalannya bukanlah persoalan struktur legal belaka, tapi
juga mengakar pada suatu tradisi hukum. Istilah rechstaat sendiri merupakan istilah yang
sangat tua, dan barangkali mungkin karena istilah ini tidak berakar pada kultur budaya
Indonesia sehingga problem-problem negara hukum kerap bergulir tanpa tanda selesai.
Dualisme sistem hukum, yurisdiksi yang dualistik penerapan hukumnya, dan feodalisme
yang tegak berdiri menjadi ciri-ciri awal masyarakat kolonial Hindia-Belanda. Sejarah
hukum memberi pelajaran yang patut dikaji dengan serius yaitu: how to manage the
country?

Setelah presentasi dari para narasumber, diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab
bersama para peserta yang hadir. Any Anjarwati dari Universitas Gajah Mada misalnya,
mengekspos permasalahan hukum yang lintas bidang secara cukup panjang-lebar. Intinya
dari tanggapan beliau, perlu ada rekonstruksi dan reinterpretasi perundangan yang ada
berdasarkan bidang-bidang tertentu secara berkelanjutan. Hamidi dari Universitas
Brawijaya mengupas pertentangan antara kaidah hukum di dalam Perma dan KUHP
termasuk pelaksanaannya. Selain itu, beliau juga melihat adanya keadilan bagi masyarakat
adat yang tidak diharaukan oleh negara. Otong Rosadi dari Universitas Ekasakti memandang
minimnya politik hukum di Indonesia; yang ada cuma politik undang-undang. Diki Elnanda
dari Universitas Gajah Mada mengarahkan pertanyaan kritis tentang pengujian undang-
undang yang diuji menurut nilai Pancasila langsung, beserta sistem seleksi hakim-hakim di
Indonesia yang kerap manipulatif.
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Kumpulan Makalah Pembicara

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. - Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI
Praktek Penegakan Hukum
dan

Akses Terhadap Keadilan

I. Entitas Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum selalu terkait dengan beberapa variabel yaitu substansi hukum,
hukum acara, kondisi sosial politik, tingkat kesadaran hukum masyarakat, para aparat
hukumnya, tersedianya fasilitas bantuan hukum. Peradilan pidana suatu negara, termasuk di
Indonesia mencerminkan kewibawaan bagi negara, baik secara nasional maupun di mata
internasional. Misi perangkat hukum pidana, tidak akan memiliki daya penjeraan dan
prevensi bagi masyarakat luas, jika pejabat negara dan warga masyarakat yang mempunyai
potensi korupsi masih memiliki persepsi bahwa proses penegakan hukum di Indonesia
rentan diintervensi. Baik intervensi kekuasaan politik maupun kekuatan uang suap dengan
bebagai modus operandi-nya. Terutama dalam kasus-kasus korupsi yang berdimensi
vertikal, yaitu korupsi level bawah yang langsung maupun tidak langsung mempunyai
hubungan kausal dengan jaringan yang lebih tinggi.

Korupsi politik telah menjadi kendala struktural dalam upaya mencapai visi bangsa
Indonesia: masyarakat demokratis, egaliter, berkeadilan, dalam bingkai kedaulatan hukum.
Untuk selanjutnya mencapai dataran idaman masyarakat yang adil dan makmur. Proses
pencapaian masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran berprasyarat adanya
perubahan sistem hukum dan sistem pendistribusian kekayaan negara. Tidak semua warga
negara dan rakyat Indonesia menyadari kewajiban negara untuk menegakkan pilar-pilar
tegaknya kewibawaan negara tersebut. Pilar tersebut adalah: negara harus memberi makan
rakyatnya, harus menyediakan sarana kesehatan dan transportasi bagi rakyatnya, harus
menegakkan keadilan bagi segenap warga negara, dan negara harus dapat menjaga
territorial wilayahnya. Tanpa bisa menegakkan 4 pilar tersebut, negara akan kehilangan
kewibawaannya di mata rakyatnya dan masyarakat dunia internasional. Ideologi
pembangunan pemerintahan Orde Baru, tidak ternyata dapat menegakkan keadilan yang
menjadi perekat kohesi sosial masyarakat bangsa. Ternyata memprioritaskan stabilitas
berakibat menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam perspektif perangkat hukum, meskipun telah ada perubahan dalam ranah
konstitusi (cosmos) yaitu dijaminnya hak-hak asasi warga negara dalam hubungannya
dengan penegakan hukum, tetapi KUHP (nomologos) dan KUHAP (teknologos) paradigmanya
belum berubah. Kesenjangan ideologi hukum yang ada dalam perangkat hukum ini telah
menimbulkan berbagai fenomena ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial.
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Skema

Hubungan antara Chaos, Cosmos, Logos, Teknologos dan Aneka Realita Kehidupan

% - Revolusi sosial politik

- Reformasi 1998.
Cosmos

- Konstitusi

- UUD 1945 dan amandemennya
Logos

- KUHP warisan Belanda

- KUHAP buatan tahun 1981

Teknologos

- Bagaimana cara melaksanakan KUHP

Real everyday life

Kaya aneka - Kenyataan: kasus kakao, pisang, sandal, piring,dIl.

\ 4

Tersumbatnya arus keadilan sebagai kebutuhan pokok rokhaniah bagi rakyat yang
lemah, karena paradigma KUHP dan KUHAP belum berubah, belum mengadopsi prinsip
Restorative Justice, Plea Bargaining, Crown Witness dan proses penyelesaian perkara kecil
melalui penyelesaian prosedur informal, serta mediasi penal. Sehingga kelompok
masyarakat yang rentan secara politik dan lemah secara ekonomi menjadi sulit memperoleh
keadilan.

Komponen Restorative Justice antara lain:

1. The victim has to agree;

2. Theviolence has to stop;

3. The perpetrator has to take responsibility;

4. The perpetrator is the only to blame-not to victim;

5. The process only goes ahead with the agreement of the victim.

Dari struktur dan korelasi perangkat perangkat hukum tersebut di atas terlihat
bahwa nilai dasar HAM, substansi hukum (justice), dan asas persamaan di hadapan hukum
(equality before the law) yang ada dalam ranah UUD 1945 dan amandemennya sejak
reformasi belum ditransformasi ke ranah praxis penegakan hukum sehingga rakyat yang
rentan secara politik dan ekonomi sulit memperoleh keadilan hukum (access to justice)
padahal elemen tersebut merupakan determinan dalam proses pembangunan yang inklusif.
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Skema

Faktor-faktor yang Terlibat dalam Proses Penegakan Hukum

Kondisi Sosial
Politik

- Partisipasi
A Masyarakat
- Tingkat
Pendidikan

- Fasilitas Bantuan Hukum

- Advokasi Masyarakat

- Substansi Penegakan Hukum Keadilan

- Karakter

Hukum Acara Penegakan Hukum
- Mental

- Institusi

- Pembuktian
Terbalik

- Pre-terial

- Knowledge
- skill

Dari konstelasi tujuan untuk mencapai keadilan, terlihat masih ada kelemahan dalam
ranah substansi hukum yaitu ideologi hukum yang termuat dalam KUHP dan KUHAP
mengandung beberapa kendala untuk pencapaian keadilan. dan budaya hukum berupa
kesadaran kolektif bangsa yang sejatinya merupakan perangkat lunak (software) sistem
hukum. Begitu pula struktur hukum, belum memberikan fasilitas lorong keadilan bagi
segenap warga negara. Apalagi dimensi keadilan semakin bertambah, antara lain: Total
Justice, Global Justice, Cosmic Justice, dll.

II. Tantangan penegakan hukum

Proses penegakan hukum dituntut untuk memenuhi variabel-variabel secara positif, dalam
arti substansi hukum harus bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan, hukum acara
dituntut untuk dapat memenuhi hak-hak konstitusianal rakyat, mengadopsi nilai-nilai
kearifan lokal dan meratifikasi konvensi-konvensi internasional, kondisi sosial politik harus
kondusif bagi pemenuhan hak-hak strategis rakyat. Masyarakat yang berkemampuan harus
memiliki empati bagi rakyat yang memerlukan bantuan hukum.
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Dalam perkara korupsi vertikal di mana hanya kejahatan tingkat bawah yang ajukan
ke pengadilan, sedangkan yang level menengah dan atas tidak pernah dibawa ke proses
pengadilan, maka skeptisisme masyarakat akan terus muncul. Defisit kewibawaan
penegakan hukum korupsi vertikal akan semakin bertimbun, jika korupsi yang bertegangan
politik tinggi, tidak dituntut dan dibawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kabut
diskriminasi hukum. Korupsi politik berpotensi menimbulkan berbagai bentuk oligarki.
Untuk itu, diperlukan adanya advokasi sosial yang bertujuan untuk melindungi dan
memajukan hak-hak dasar rakyat yang memfokuskan upaya menuju ke arah tatanan sosial
yang berkeadilan.

Masyarakat madani yang berspirit kerakyatan perlu dipupuk bagi rakyat lemah
dalam menuju keadilan (access to justice) dan mampu menghilangkan kendala-kendala
penegakan hukum, Masyarakat tidak boleh terpojok menjadi pengeluh yang kronis. Potensi
intelektual, moral dan spiritual para pecinta keadilan harus selalu digerakkan dan
diefektifkan dalam posisi sosial bersama dengan stakeholder (pemangku kepentingan)
tegaknya keadilan sosial-ekonomi. Ruang gerak pelaku korupsi vertikal, oligar, pelanggar
HAM akan semakin sempit, jika sikap kritis dan spirit para pecinta keadilan selalu terhubung
dengan gelombang sinyal batin martabat rakyat miskin yang terkoyak kemanusiaannya
akibat korupsi dan pelanggaran HAM. Alangkah malangnya republik ini, jika penegak hukum
dan masyarakat (LSM, ORMAS, PERS, PERGURUAN TINGGI) kalah pintar dari koruptor dan
pelanggar HAM.

Senjata insan pecinta keadilan dan antikorupsi, LSM lainnya adalah kebenaran moral
dan konsistensi dan persistensi sikap menentang segala bentuk ketidakadilan. Pelanggar
HAM dan koruptor politik dan potensial koruptor sangat takut dengan cahaya kebenaran
transparansi, kecaman publik dan sanksi hukum yang tegas.

Penegak hukum yang bervisi bahwa korupsi menimbulkan kemiskinan bagi rakyat
banyak, harus merasa memiliki kesamaan misi dengan segenap pemangku kepentingan
(stakeholder) pemberantasan korupsi seperti Ormas, LSM, Mass Media, perguruan tinggi,
tokoh masyarakat. Jika di negara kita saat ini tidak ada komitmen politik dari kekuasaan
elektoral dan minim contoh positif pemberantasan korupsi dari penguasa, maka pemangku
kepentingan pemberantasan korupsi harus tetap berkomitmen menjaga marwah atau
martabat diri bangsa agar terus menyalakan obor memburu koruptor dan pelanggar HAM.
Negara kita harus dijaga jangan sampai menjadi kumuh secara sosial-politik, karena banyak
koruptor yang berkeliaran di ranah kekuasaan politik dan berkolaborasi dengan kerakusan
ekonomi. Kewibawaan hukum harus dapat mengembalikan arah pendulum kedaulatan
hukum kepada rakyat yang menjadi korban korupsi dan pelanggaran HAM karena korupsi
merupakan extra ordinary crime yang merampas hak-hak sosial ekonomi rakyat dan
beroperasi secara sistemik dan meluas.

III. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
— Hak Asasi sebagai Konstitusi Kehidupan

Manusia tidak akan dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya jika hak-hak
dasarnya tidak dimiliki, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alamnya.

1. REGULASI merupakan proses penentuan Hak dan Kewajiban warga negara yang
mempunyai konsekuensi hukum. Keseimbangan antara hak dan Kewajiban
mencerminkan salah satu aspek dari keadilan. Justice is Fairness, John Rawls. Dalam
UUD 1945 dengan tegas disebutkan bahwa negara melindungi segenap warga
negara. Regulation: The act of regulating; a rule or order prescribed for management
or government; a regulating principle; Rule of order prescribed by superior or
competent authority relating to action of those under its control.
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2. ADVOKASI merupakan upaya penyadaran dan pendampingan bagi pihak yang
memerlukan bantuan untuk memperoleh hak-hak dasarnya. Advocacy: The act of
pleading for, supporting, or recommending active espousal.

3. LITIGASI merupakan upaya dan proses legal untuk memperoleh hak-hak yang telah
ditentukan dalam perangkat perundang-undangan melalui proses peradilan, demi
jaminan tentang hak asasi yang telah ditentukan perangkat perundang-undangan
serta demi tata hubungan sosial yang lebih adil. Litigation: A lawsuit. Legal action,
including all proceeding therein. Contest in a court of law for purpose of enforcing a
right or seeking remedy. A judicial contest, a judicial controversy, a suit at law. Dalam
hubungannya dengan litigasi, Stuart A Scheingold (1977: 14) mengatakan: The
principal institutional mechanism of the myth of right is litigation, which we are
encourage to view as an effective means for obtaining decralation of rights from the
courts, for assuring of those rights, and FOR BUILDING A MORE JUST SOCIAL ORDER.

4. ADJUDIKASI. Adjudikasi merupakan upaya perkara melalui prosedur penyelesaian
legal.

e Adjudication is the legal process of resolving a dispute. The formal giving or
pronouncing a judgement or a decree in a court proceeding; also the judgement or
decision given.

e Adjucative claims arbitration: This form of dispute resolution is concerned
primarily with tort and other claims involving small amounts as distinguished from
the traditional categories of arbitration in the fields of labor, commerce and
international trade. Designed to relieve court of burden of handling such cases.

e Adjudicative facts. Factual matter concerning the parties to an administrative
proceeding as contrasted with legislative fact which are general and usually do not
touch individual questions of particular parties to a proceeding. Facts which
concern a person’s motives and intent, as contrasted with general policy issues.

e Adjudicatory action: Administrative action are “adjucatory” in character when they
culminate in final determination affecting personal or personal rights.

e Adjudicatory hearing: A proceeding before an administrative agency in which the
right and duties of particular persons are adjidicated after notice and opputunity

to be heard.
Regulasi
Advokasi
AKSES KEADILAN
Litigasi
Adjudikasi

Akses terhadap keadilan memerlukan penguatan bidang regulasi, advokasi,
litigasi dan adjudikasi yang mengarah kepada perlindungan dan peningkatan martabat
kemanusiaan rakyat yang masih lemah secara sosial-ekonomi, sihingga hukum harus
memainkan peran protektifnya bagi golongan lemah.
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Penegakan hukum harus mencerminkan perwujudan nilai-nilai kebenaran dan
keadilan, karena di dalam hukum selalu ada ruang the golden rule atau akal semesta yang
dapat menyinari masyarakat yang senantiasa berupaya menggapai kemajuan
peradabannya.

Tegaknya keadilan selalu menuntut adanya bahan bakar sinar keadilan, yaitu
kejujuran, keberanian, dan persistensi (ketekunan).
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Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA. - Guru Besar Emeritus Universitas
Airlangga

Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan

di Negeri-negeri Berkembang Pasca-Kolonial

Dalam penjelasan UUD-45 (yang dijadikan bahan penataran P-4 pada masa yang lalu), apa
yang disebut 'negara hukum' disebutkan di situ secara lebih lengkap dalam suatu rangkaian
kata-kata: 'megara yang berdasarkan hukum'. Sebenamya istilah ini, entah dituliskan
pendek-pendek entah pula dituliskan agak panjang sebagai suatu frase, adalah hasil
terjemahan dari istilah hukum berbahasa Belanda rechtsstaat. Istilah rechtsstaat ini -- atau
yang di dalam Bahasa Jerman dituliskan Rechtsstaat atau pula yang di dalam Bahasa Inggris
dituliskan the lawstate atau the(supreme) state of law, yang berarti status hukum yang
tertinggi dan berkekuatan ruiing) - tersimak dalam perundang-undangan di Indonesia untuk
pertama kalinya pada tahun 1854, ialah tahun diundangkannya Regeringsreglement Hindia
Belanda.

Istilah rechtsstaat dipakai dalam perbincangan kali ini sebagai istilah keilmuan guna
menunjuk ke suatu pengalaman sejarah dalam perkembanagan peradaban masyarakat
Eropa Barat, namun yang akhir-akhir ini kian kehilangan maknanya yang objektif, yang
dapat difungsikan sebagai sarana analisis yang fungsional. Dihubungkan dengan persoalan
'keadilan' dan 'akses untuk memperoleh keadilan', kata istilah 'negara hukum' ini telah kian
kian berkarakter normatif, legalistik dan cenderung dipercaya sebagai jalan pintas untuk
menemukan solusi berbagai permasalahan yang menghadang negeri-negeri baru pasca-
kolonial, yang kini tengah berupaya mengembangkan diri ke arah modernitas. Karena
berkonsep normatif, dan tak lagi semata-mata prekriptif-positivistik, secara konseptual kata
istilah 'negera hukum' ini lalu juga menjadi bersifat judgmental, dan kehilangan fungsinya
sebagai sarana analisis untuk mendapatkan simpulan "apa sesungguhnya yang tengah
terjadi menurut fakta sosio-histoiknya", pada perkembangan negara hukum ini, as amatter
of fact, di negeri-negeri yang tengah berkembang pasca-kolonial, khususnya Indonesia.

Tentang Istilah dan Konsep ‘Negara Hukum’

Apa yang disebut dalam bahasa Indonesia 'Negara Hukum' itu - seperti yang telah
dikatakan di muka -- sesungguhnya mulai dikenal dalam perbincangan hukum tata
pemerintahan dan tata negara di Indonesia sejak dicantumkannya kata istilah ini dalam
bahasa asalinya rechtsstaat di dalam Reglement ofhet Beleid der Regering van Nederlands -
Indie  (Peraturan Tentang Kebijakan Pemerintahan Hindia Belanda, disingkat
Regeringsreglement atau RR begitu saja) dari tahun 1854. Ketika RR diganti dengan Indische
Staasregeling (Peraturan Ketatanegaraan Tanah Hindia, disingkat IS, yang berlaku sejak
tahun 1926), sehubungan dengan persiapan pemberian kekuasaan pemerintahan yang lebih
terdesentralisasi dari Negeri Belanda kepada Tanah Hindia), janji untuk tetap
mempertahankan tanah jajahan Hindia sebagai suatu rechtsstaat tetap tertulis di IS, dan
diterima dalam maknanya sebagai dasar konstitusional pemerintahan di Tanah Hindia.

Syahdan, apa yang semula dituliskan dalam RR 1854 jo IS 1925 itu jelas tak luput
dari perhatian para juris nasionalis Indonesia yang belajar di sekolah-sekolah tinggi Hindia
Belanda pada era kolonial. Konsep yang dimaknakan sebagai dasar konstitusional suatu
pemerintahan demokratik, baik yang dinyatakan dalam bahasa asalinya, 'rechtsstaat’,
maupun terjemahannya yang dipopulerkan kemudian, ialah 'negara hukum’,
mengisyaratkan bahwa suatu organisasi pemerintahan yang baik mestilah disusun atas
dasar kesiapannya untuk menundukkan diri pada ketentuan-ketentuan hukum, dan tidak
secara vulgar mendasarkan diri semata pada besarnya kekuasaan politik (machtstaat).
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Tetapi akan diketahui kemudian dalam praktek ketatangaraan di negeri-negeri berkembang
pasca-kolonial bahwa apa yang disebut rechtsstaat atau 'negara hukum' ini ternyata amat
mudah diniatkan dan dituliskan di naskah-naskah atau dibicarakan dalam sidang-sidang
pertemuan politik daripada dilaksanakan in concreto.

Sesungguhnya, konsep 'rechtsstaat’ atau'megara hukum'ini adalah konsep yang
datang dan berasal dari luar wilayah peradaban pribumi. Inilah konsep yang termutakhirkan
lewat revolusi kerakyatan yang terjadi di kawasan peradaban Eropa Barat, khususnya
Amerika dan Perancis. Konsep ini merupakan paradigma baru bahwa negara dan alat
kekuasaannya (yang disebut pemerintah) tak dibenarkan apabila bertindak atas dasar
kekuasaannya belaka; alih-alih, haruslah ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang
telah dipositifkan; ialah undang-undang, yang pada gilirannya bertegak di atas kebenaran
"hukum” (ius > iustia) yang telah disepakati dan dibentuk bersama dalam wujud undang-
undang (ius constitutum), khususnya yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar. Inilah
yang dalam perbendaharaan istilah bahasa Inggris disebut the state of law atau the lawstate
atau I’ etat des lois dalam bahasa Perancis. Dari sinilah lahirnya sekurang-kurangnya 3 (tiga)
karakteristik yang melekat, sine qua non, tak boleh tidak dalam konsep rechtsstaat, ialah
tatkala harus diterapkan dalam kehidupan bernegara bangsa.

Yang pertama ialah, bahwa apa yang disebut 'hukum' dalam negara hukum itu harus
dibentuk dalam wujudnya yang positif. Demi kepastian berlakunya di alam yang objektif
(vang dalam bahasa falsafah positivisme Perancis disebut 'alam positif’), hukum mestilah
dibentuk ke dalam preskripsi-preskripsi, ialah rumus-rumus tertulis yang mendalilkan
adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum
tertentu dengan akibat hukumnya. Kedua, apa yang disebut hukum (yang telah selesai dalam
bentuknya yang preskriptif-positif itu, dan boleh disebut ius constitutum atau lege alias
undang-undang itu) harus merupakan hasil proses kesepakatan kontraktual antara
golongan-golongan partisan dalam suatu negeri, langsung ataupun melalui wakil-wakilnya,
melalui suatu proses yang disebut 'proses legislasi'. Ketiga, hukum yang telah diwujudkan
dalam bentuk undang-undang (berikut undang-undang yang paling dasar yang disebut
Undang-Undang Dasar) dan bersifat kontraktual itu akan mengikat seluruh warga bangsa
secara mutlak, mengalahkan aturan-aturan normatif macam apapun, yang lokal ataupun
yang sektarian, namun yang belum disepakatkan melalui proses legislatif agar diberlakukan
sebagai bagian dari hukum nasional.

Tiga karakteritik pokok seperti itu berimplikasi konsep dasar bahwa hukum
(undang-undang nasional hasil kesepakatan legislatif) itu berkedudukan tertinggi. Tak ayal
lagi, konsep rechtsstaat itu sekaligus juga menyatakan asas bahwa hukum undang-undang
nasional itu merupakan hukum yang berstatus paling tinggi, (mengatasi norma macam
apapun yang berlaku secara informal dalam masyarakat). Dinyatakan di dalam bahasa
Belanda, rechtsstaat itu boleh juga terbaca sebagai singkatan dari de hoogste rechtsstaat,
atau yang dikatakan di dalam bahasa Inggris sebagai the supreme state of law, yang apabila
diterjemahkan balik ke dalam bahasa Indonesia tidak lagi berarti 'negara hukum', melainkan
'status supremasi hukum perundang-undangan nasional’, yang akan mengikat sesiapapun
yang berada di teritori berlakunya hukum nasional hasil kerja legislasi itu, baik yang awam
biasa maupun yang memngemban jabatan di struktur kekuasaan.

Distorsi Konsep Negara Hukum di Negara-negara Baru Pasca-Kolonial

Masalah bermula dari ketiadaan paham yang benar oleh para nasionalis pribumi --
yang berhasil mengambil alih kekuasaan dari para penguasa Barat -- tentang konsep dan
sejarah lahirnya konsep law state atau rechtsstaat dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara bangsa di Eropa. Konsep 'negara hukum' itu berasal dari pengalaman Barat dan
merupakan bagian dari tradisi yang berkembang dalam sejarah politik dan budaya Barat.
Harold Berman, dalam bukunya Law And Revolution: The Development of Western Legal
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Tradition - menulis dengan runtut lahir dan perkembangan konsep the (supreme) state of
law yang juga disebut de hogere rechtsstaat. Inilah konsep rule of law. Law adalah hasil
kesepakatan, dan hanya hukum yang dibentuk melalui kesepakatan sajalah yang akan
berlaku dalam statusnya yang tertinggi, dan buka kehendak seseorang secara sepihak, entah
itu perintah, titah ataupun fatwa. Inilah konsep yang dikisahkan oleh Berman, bermula dari
terjadinya kesepakatan untuk menyelesaikan konflik dalam perebutan supremasi kekuasaan
antara Paus Gregorius VII dan Kaisar Heinrich pada tahun 1178, atau pula antara Paus
Incentious dan Raja John (1209-1213), berlanjut ke kesepakatan serupa antara Raja John
dan para baron yang dipiagamkan dalam Magna Charta Libertatum (1215), sampaipun ke
hari-hari pecahnya revolusi liberal di Perancis yang menghasilkan kesepakatan
konstitusional (1889) sebagai realisasi teori Kontrak Sosial sebagaimana yang dikemukakan
antara lain oleh Jean Jacques Rousseau (1776).

Perkembangan historik konsep atau dalil kebenaran 'supremasi hukum' dalam
kehidupan bemegara bangsa - ialah hukum yang ruling sebagai hasil kesepakatan, yang
karena itu mesti dihormati dan akan mengikat para pihak di bawah adagium pacta sunt
servanda - tidaklah dikenal di negeri-negeri Timur. Dunia Timur baru mulai mengenal
konsep dan dalil moral politik hukum ketatanegraan Barat ini ketika Dunia Timur, sebagai
akibat penjelajahan bangsa Barat, terimbas masuk menjadi bagian dari sejarah bangsa-
bangsa Barat. Pada periode kolonialisme, sesungguhnya pengenalan itu dilakukan oleh para
penguasa kolonial secara berangsur dan amat hati-hati agar tidak terjadi gegar budaya.
Dalam persoalan ini, Robert Seidman, dalam bukunya The State, Law and Development
(1978) pemah menuliskan suatu dalil bahwa hukum yang tumbuh kembang sebagai hasil
sejarah budaya suatu bangsa tak akan dapat ditransfer begitu saja ke kehidupan bangsa lain
yang bersejarah dan bertradisi lain. Itulah yang menjadi dasar kebijakan pemerintah
kolonial Inggris untuk tetap menjalankan kebijakan rule of (educated) man di daerah
jajahannya di Afrika, walau di negerinya sendiri Inggris menerapkan secara konsekuen
prinsip the rule of law.

Kebijakan kolonial Inggis untuk daerah jajahannya di Afrika, sebagaimana
dilaporkan Seidman, rupanya bersejajar benar dengan kebijakan kolonial Belanda untuk
Indonesia pada masa lalu. Itulah yang menjadi dasar rasionalisasi politik kolonial Belanda
untuk bekerja pada alur kebijakan dualisme. Karena diketahui bahwa hukum itu - dalam
bentuknya yang formil maupun dalam substansinya yang materiil -- merupakan suatu
produk sejarah bangsa, maka penguasa kolonial Belanda masa itu memisahkan secara jelas
dua wilayah yurisdiksi hukum, satu yang berlaku untuk warga negara Belanda dan orang
Barat asing lainnya, dan satu untuk golongan penduduk non-Eropa. Untuk orang-orang dari
golongan penduduk Bumiputera berlaku dalam wilayah jurisdiksinya "zijn eigen gewoonte,
gebruiken en godsdienstige instellingen” (adat tradisi, kebiasaan dan lembaga-lembaga
keagamaan mereka sendiri).
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Kebijakan dualisme kolonial ini ternyata tak lagi diikuti ketika kekuasaan kolonial
berakhir di Indonesia. Para nasionalis pribumi menganggap, bahkan menuduh, bahwa
kebijakan dualisme adalah kebijakan diskriminatif yang akan menghambat kemajuan bangsa
pribumi memasuki dunia modem. Dualisme jurisdiksi -- yang secara implisit juga
merupakan pemisahan antara kawasan 'negara hukum' yang nasional-modem dan kawasan
'masyarakat hukum' yang lokal-adat (yang dalam literatur Belanda diistilahi adat
rechtsgemeenschap) dianggap tak lagi sejalan dengan cita-cita modernisasi bangsa. Akan
tetapi, ketika konsep negara hukum diambil alih untuk dipakai begitu saja, temyata dalam
praktek terjadi kebijakan-kebijakan nasional yang mendua juga di sini. Konsep negara
hukum yang berasal dari bumi asing diambil untuk ditumbuhkembangkan di suatu bumi
tradisi yang masih banyak dicoba dipertahankan berdasarkan "kepribadian bangsa sendiri",
nota bene yang untuk sebagian besar masih mencerminkan kuatnya budaya patron-klen,
yang tidak memuliakan kebebasan melainkan kesetiaan klen. Di sini hukum (undang-
undang) tak selalu dijadikan rujukan. Alih-alih, kebijakan atau fatwa yang bersifat non-
kontraktual itulah yang acap dijadikan rujukan.

Di mana keadilan? Keadilan yang mana? 'Keadilan komutatif' yang dikonstruksi
menurut kesepakatan legislatif dalam bingkai rechtsstaat, ataukah 'keadilan distributif’
sebagaimana yang dititahkan sang tribunus yang ‘kepala suku’, yang bisa bertindak sebagai
patron yang baik bagi para klennya dalam kehidupan rechtsgemeenschappen? Ke mana
menemukan keadilan? Ke hakim negara yang berstatus pejabat negara, yang karena itu
harus memberikan putusan berdasarkan hukum materiil dan formil yang telah diundangkan
badan legislatif dan ditegakkan oleh aparat eksekutif, ataukah mencari penyelesaian ke
tokoh-tokoh informal yang acapkali masih berwibawa tinggi dalam kehidupan masyarakat?

Tak muhal dan tak jarang pula resistensi terhadap hukum undang-undang justru
diprakarsai oleh para patron atau elit lokal yang konservatif namun berpengaruh. Para elit
lokal ini acapkali lebih mampu memobilisasi klen-klennya berdasarkan sentimen-sentimen
lokal daripada para birokrat nasional. Menghadapi kenyataan seperti ini, hukum (undang-
undang) yang dimuliakan dalam kehidupan bemegara hukum seakan-akan kehilangan
legitimasinya dan kehilangan daya keefektifan serta kebermaknaan sosiologiknya.
undang itu tidak hanya dilakukan oleh seorang dua orang saja, yang akan bisa ditindak
dengan penjatuhan sanksi terhadapnya, melainkan oleh beratusribu orang. Persoalannya
yang paling mendasar adalah bahwa para "pelanggar" itu berkilah dengan merujuk ke dasar
pembenar yang berada di ranah kesadaran dan keyakinannya sendiri. Itulah keyakinan
hukum yang berakar dalam-dalam di dalam struktur budaya warga masyarakat, yang bisa
sungguh berbeda dengan postulat yang diambil sebagai premis kebijakan negara, baik
kebijakan yang terproses di badan-badan legislatif maupun yang diimplementasi di badan-
badan eksekutif dan/atau yudisial.

Semua pengabaian yang berujung pada menjadi tak bermaknanya hukum undang-
undang itu bersebab dari kenyataan bahwa hukum undang-undang ini acapkali dipandang
tidak atau kurang bersesuaian dengan rasa kepatutan yang telah terlanjur diadatkan. Dalam
banyak peristiwa, pengabaian itu mungkin pula disebabkan oleh kenyataan bahwa kebijakan
yang terkandung dalam hukum undang-undang itu dipandang kurang berpihak kepada --
dan oleh sebab itu juga dinilai kurang menguntungkan -- kepentingan warga masyarakat
dalam jumlah signifikan. Kebijakan investasi, misalnya dipandang kurang adil dan kurang
menguntungkan apabila diwawas dari pertimbangan para buruh yang "ngeri" pada
kebijakan outsourcing. Pengabaian dan penolakan seperti itu akan kian nyata lagi apabila
hukum negara ini nyatanya hanya hendak memperbanyak jumlah kewajiban yang mesti
dipenuhi warga negara, dan bukan hendak memberikan hak-hak baru yang akan menjamin
warga untuk memperoleh layanan sosial yang lebih memadai daripada layanan yang
terdahulu diberikan para pejabat negara. Kenyataan ini tak hanya terjadi tatkala para ahli
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hukum di negeri ini getol mengembangkan teori 'hukum pembangunan' dengan doktrin law
is a tool of social engineering, akan tetapi masih juga terjadi ketika banyak pemikir hukum
mulai mencoba melakukan siar ajaran hukum progresif, yang diam-diam menyiratkan
kembali ajaran hukum kodrat rintisan Romo Jesuit Fransisco Suarez (1548-1617) dari
madhab Salamanca.[***]
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Panel 1
Judul Panel :Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Pengelola : Epistema Institute

Pancasila Dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia:

Upaya Dekolonisasi Dan Rekonstruksi Tradisi

Aidul Fitriciada

A. Pendahuluan

Perubahan Ketiga UUD 1945 telah menambah norma tentang Negara Hukum pada Pasal 1
ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara
hukum”. Ketentuan tersebut merupakan bentuk penormaan yang berasal dari muatan dalam
Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum
(Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat)”.! Dengan pemuatan
dalam norma UUD 1945, maka konsep Negara Hukum dalam Penjelasan UUD 1945 memiliki
kekuatan hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam tata hukum nasional negara
Indonesia.

Secara terminologis, istilah “negara hukum” pada ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Perubahan Ketiga UUD 1945 tidak merujuk secara khusus pada salah satu konsep utama
dalam tradisi hukum Barat, baik Rechtsstaat maupun Rule of Law. Artinya, istilah “negara
hukum” dalam UUD 1945 merupakan konsep yang relatif ‘netral’ yang membuka ruang tafsir
bagi pemahaman baru sesuai dengan paradigma dan realitas negara RI.

Namun, secara historis istilah “negara hukum” dalam UUD 1945 tersebut bersumber
dari rumusan dalam Penjelasan UUD 1945. Sekalipun agak berbeda dengan istilah “negara
berdasar atas hukum” dalam Penjelasan UUD 1945, tetapi istilah “negara hukum” dalam
Penjelasan UUD 1945 jelas mengacu pada konsep Rechtsstaat yang berkembang dalam
tradisi hukum Eropa Kontinental. Oleh karena itu, secara historis istilah “negara hukum”
dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 juga merujuk pada konsep
Rechtsstaat, dan bukan merujuk pada konsep Rule of Law. Rujukan pada konsep Rechtsstaat
tersebut sudah tentu memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan bila merujuk pada
konsep Rule of Law. Bagaimanapun kedua konsep tersebut bukan merupakan konsep yang
arbitrer, melainkan terkait dengan tradisi hukum tertentu yang memiliki latar historis dan
sosial-budaya masyarakat tertentu yang berbeda dengan Indonesia. Konsekuensinya,
manakala diadopsi dalam sistem hukum nasional Indonesia mengandung beberapa implikasi
yang diperlukan oleh konsep tersebut untuk dapat beroperasi secara efektif.

Pada sisi lain, para pendiri negara telah memilih suatu paradigma bernegara yang
tidak hanya mengacu pada tradisi hukum Barat, melainkan juga berakar pada tradisi asli
bangsa Indonesia. Paradigma bernegara itu dirumuskan dengan memadukan secara
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paripurna 5 (lima) prinsip bernegara, yakni Ketuhanan (theisme), kemanusiaan
(humanisme), kebangsaan (nasionalisme), kerakyatan (demokrasi), dan keadilan sosial
(sosialisme) ke dalam suatu konsep Pancasila. Kelima prinsip Pancasila itu mengandung
nilai universal, tetapi juga memiliki basis partikularitas pada tradisi bangsa Indonesia.
Dimensi universalitas dan partikularitas itu menyebabkan adanya ketegangan konseptual
dalam Pancasila yang menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia hendak
mendirikan negara-bangsa berciri modern, tetapi tetap berbasis pada tradisi bangsa
Indonesia. Demikian pula halnya, para pendiri negara mengadopsi konsep negara hukum
dari konsep Rechtsstaat pada tradisi hukum Eropa Kontinental, tetapi berupaya untuk
memberi muatan substantif yang berbasis pada tradisi bangsa Indonesia sehingga pada
akhirnya dapat dihasilkan suatu konsep Negara Hukum Indonesia.

Makalah ini hendak mengkaji tentang wacana negara hukum yang berlandaskan
Pancasila beserta relevansinya dalam kehidupan negara Indonesia pascaamandemen UUD
1945. Telaah atas wacana tersebut tidak semata-mata secara normatif, tetapi juga dengan
menelisik basis material yang melandasi wacana tersebut untuk kemudian diproyeksikan ke
dalam konsep negara hukum di Indonesia.

B. Makna Hukum dalam Tradisi Timur dan Barat

Secara etimologis, wacana “negara hukum” berakar pada pemaknaan atas kata “hukum” itu
sendiri yang berbeda antara tradisi Barat dan Timur. Secara umum, dalam tradisi Barat
hukum dimaknai sesuatu yang lurus, tegas, sebagaimana tercermin dari makna literal dari
kata recht (Belanda, Jerman) yang semakna dengan right (Inggris) dan Droit (Prancis) yang
bermakna “lurus, kanan (kebalikan dari kiri), baik, benar” (Online Etymology Dictionary).
Namun, tradisi Barat membedakan antara istilah “hukum” dan “aturan/undang-undang”.
Dalam beberapa bahasa Eropa, menggunakan istilah recht (Belanda, Jerman), law (Inggris),
droit (Prancis), derecho (Spanyol) untuk pengertian “hukum”. Sementara untuk istilah
“undang-undang” digunakan istilah wet (Belanda), gesetz (Jerman), loi (Prancis), ley
(Spanyol), act (Inggris).

Pembedaan tersebut sangat menentukan makna negara hukum dalam pengertian
sempit atau luas. Dalam pengertian sempit, makna negara hukum mengacu pada pengertian
‘undang-undang’ sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif. Pengertian sempit
ini kemudian melahirkan makna negara hukum sebagai negara undang-undang, Wetsstaat,
Gesetsstaat, Etat de Loi—yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh ketertiban dan
kepastian hukum. Sementara itu makna negara hukum dalam pengertian luas mengacu pada
dimensi hukum yang bersifat etis, sehingga melahirkan makna negara hukum sebagai
Rechtsstaat, Etat de Droit, atau Rule of Law. Makna negara hukum dalam pengertian luas ini
bukan semata-mata bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, melainkan juga untuk
memperoleh keadilan dan kemashlahatan.

Sementara itu, dalam tradisi Timur hukum dipahami sebagai sesuai yang lebih cair,
sebagaimana tercermin dalam makna literal shariah yang berarti “jalan menuju sumber air”
yang menunjukkan air sebagai elemen penting dalam hidup.2 Makna hukum yang serupa

terdapat dalam karakter China untuk kata fa (3£) yang berarti “jujur, lurus, adil”, yang
berakar pada makna air (Zhiping, 1989:56). Karakter fa tersebut selalu disandingkan dengan

li (i) yang mengacu pada moralitas. Dalam tradisi hukum China, f&, atau hukum formal,
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memusatkan pada penegakan aturan hukum, sedangkan [i, atau kode moral lebih
menekankan pada pencegahan. Dalam hubungan fd dan Ii, kedudukan /i lebih diutamakan di
atas fd, sehingga moralitas menjadi dasar bagi penegakan hukum (Liu, 2007). Makna literal
fa-li tersebut serupa dengan sharia, yakni hukum sebagai sesuatu yang cenderung
mengutamakan keadilan dan kemashlahatan dibandingkan dengan kepastian hukum. Dalam
hukum Islam, misalnya, sanksi atas pembunuhan adalah gishash (Arab: u=3u<=!) yang
bermakna pembalasan setimpal. Tetapi, hukuman tersebut dapat diganti dengan diyat (Arab
43 ) atau kompensasi dalam bentuk uang atau makanan. Artinya, hukum itu lebih
mengutamakan kemashlahatan dibandingkan dengan kepastian hukum.

Perbedaan makna literal seperti itu membuat perbedaan persepsi antara hukum
dalam tradisi Barat dan Timur. Secara umum perbedaan itu terutama terletak pada : tradisi
hukum di Barat lebih menekankan pada konflik (lawsuit), individualisme, kepastian hukum,
dan hukum formal, sedangkan tradisi hukum di Timur lebih menekankan pada harmoni
sosial, kolektivisme, kemashalahatan, dan hukum informal (Feng, 2009:9). Pada kedua
tradisi hukum itu lahir konsep-konsep negara hukum yang khas: dalam tradisi Barat lahir
konsep Rechtsstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Sakson), sedangkan dalam

tradisi Timur lahir konsep al-Siyasa al-shar'iyya (Islam) dan fi zhi (3438 -China) yang
bermakna sama: suatu negara yang diperintah berdasarkan hukum.

Sepanjang sejarah tradisi-tradisi hukum tersebut saling mempengaruhi satu sama
lain. Sebagai contoh, tradisi hukum Anglo Saxon yang melahirkan konsep Rule of Law sangat
dipengaruhi oleh Hukum Islam. Selain mewarisi hukum kebiasaan Normandia, tradisi
hukum Anglo Saxon yang berkembang sejak abad ke-12 memperoleh pengaruh dari Hukum
Islam sebagai akibat dari keterlibatan bangsa Inggris dalam Perang Salib (Crusade) di
Yerusalem. Pengaruh Hukum Islam itu nampak dalam lembaga hukum yang menekankan
pada otoritas hakim sebagaimana otoritas qadhi dalam Hukum Islam serta model
pendidikan hukum yang mengadopsi model madrasah yang melekat ke Mesjid, sehingga
lembaga pendidikan hukum pertama di Inggris, yakni the Inns of Court pun melekat ke
Gereja (Glenn, 2000:209; Makdisi, 1981). Tidak heran bila konsep Rule of Law dalam tradisi
hukum Anglo Saxon dan al-Siyasa al-Shar’iyya dalam tradisi hukum Islam memiliki beberapa
kesamaan, terutama dalam otoritas hakim sebagai pusat tata hukum yang menjamin
supremasi hukum (supremacy of law atau siyadat al-sharia) (Harris, 2008).

C. Konsep Negara Hukum: Tipe Ideal, Tujuan, dan Unsur-unsur

Khusus dalam tradisi Barat dikenal ada dua macam tipe negara hukum, yakni Rechtsstaat
yang berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan Rule of Law yang berkembang
dalam tradisi hukum Anglo Saxon. Secara umum Rechtsstaat berkembang dari konsep
Liberaal Rechtsstaat (Negara Hukum Liberal) pada abad ke-19 yang memandang peran
negara harus dikurangi untuk melindungi dan memajukan kebebasan personal dan hak
milik pribadi (grondrechten) yang secara struktural dilakukan dengan pemisahan kekuasaan
(scheiding van machten). Dalam perkembangannya, konsep Liberaal Rechtsstaat ini bergerak
ke arah Formaal Rechtsstaat (Negara Hukum Formal) seiring dengan bangkitnya pemikiran
positivisme hukum dan kodifikasi hukum yang menekankan pada prinsip legalitas
(wetmatigeheid van bestuur) serta pemisahan pengadilan administrasi (administratieve
rechtspraak) sebagai instrumen untuk melindungi setiap individu dari penyalahgunaan
kekuasaan oleh pejabat administrasi. Pada masa Republik Weimar, konsep Formal
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Rechtsstaat ini berkembang menjadi totalitarian yang hanya menekankan pada prinsip
legalitas dan karenanya menolak adanya pengujian atas Undang-Undang (Gesetz). Setelah
Perang Dunia II muncul kesadaran baru ke arah Rechtsstaat yang lebih substantif sekalipun
tetap mempertahankan aspek formalnya yang kemudian melahirkan konsep Sozialen
Rechtsstaat (Negara Hukum Sosial).3 Konsep terakhir ini memadukan antara perlindungan
hak-hak fundamental dan peran negara yang secara aktif mempromosikan kesejahteraan
warga negara (Caldwell, 1997:102-103; Schmitt, 2008:167-196; Hayek, 2011:287-307).

Dalam kaitan dengan gagasan Rechtsstat dan Rule of Law itu, Richard H. Fallon
menggolongkan negara hukum ke dalam 4 (empat) tipe ideal negara hukum, yakni tipe
negara hukum historis, formalis, prosedural, dan substantif.

1) Konsepsi negara hukum historis memaknai “the Rule of Law with rule by norms laid down
by legitimate authorities prior to their application to particular cases” (Fallon, 1997: 11).
Artinya, negara hukum tipe historis lebih menekankan pada makna orisinal hukum
sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya;

2) Konsepsi negara hukum formalis terungkap dalam ungkapan Hakim Antonin Scalia yang
mengatakan “The Rule of Law as a Law of Rules” (Negara Hukum adalah hukum dari
aturan-aturan). Konsepsi Sementara itu, dalam tradisi Anglo Sakson berkembang konsep
Rule of Law yang berkembang seiring dengan pertumbuhan konstitusionalisme Inggris—
sejak lahirnya Magna Charta pada abad ke-13—yang menekankan pada supremasi
hukum umum (the absolute supremacy or predominance of regular law) sebagai
penolakan atas kekuasaan sewenang-wenang, persamaan kedudukan di depan hukum
(equality before the law) sehingga setiap orang tunduk pada hukum umum yang
diputuskan oleh pengadilan umum, serta hak-hak individual yang tidak dijamin oleh
aturan dalam suatu dokumen formal melainkan sebagai konsekuensi dari hak-hak yang
ditetapkan dan ditegakkan oleh pengadilan (Hayek, 2011:232-260; Wade & Bradley,
1989:94). Negara hukum formalis ini menekankan pada “aturan” yang menyediakan
“maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials,
are bound by law” (Fallon, 1997:15). Konsepsi negara hukum formal ini sangat
memusatkan pada penegakan aturan hukum tertulis, khususnya aturan perundang-
undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian hukum;

3) Konsepsi negara hukum prosedural menekankan pada gabungan dari: (i) procedural
fairness in the development and application of legal norms, (ii) an (assumed) internal
connection between notions of law and reasonableness, (iii) reasoned elaboration of the
connection between recognized, pre-existing sources of legal authority and the
determination of rights and responsibilities in particular cases, and (iv) judicial review as a
guarantor of procedural fairness and rational deliberation by legislative, executive, and
administrative decisionmakers (Fallon, 1997:18). Intinya, negara hukum prosedural
menekankan pada pemaknaan hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang
rasional;

4) Konsepsi negara hukum substantif memaknai “the Rule of Law implies the intelligibilty of
law as a morally authoritative guide to human conduct.” Jadi, tipe substantif tidak
memandang negara hukum semata-mata penegakan aturan tertulis, maksud dari
pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan
pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.
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Sekalipun terdapat perbedaan tipe ideal, tetapi terdapat kesepakatan berkenaan dengan
tujuan dan unsur-unsur dari konsep Negara Hukum. Secara umum konsep Negara Hukum
memiliki tiga tujuan utama, yakni:

1) Negara Hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan;

2) Negara Hukum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan-
urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka dapat mengetahui
konsekuensi legal dari segala aktivitas yang akan dilakukannya;

3) Negara Hukum harus memberikan jaminan kepada masyarakat dari segala macam
bentuk kesewenang-wenangan (Fallon, 1997:7-8).

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, umumnya konsep Negara Hukum modern menekankan
pada lima unsur yang menentukan Negara Hukum dapat dilaksanakan:

1) Kapasitas aturan-aturan, standar-standar, atau prinsip-prinsip hukum untuk memandu
masyarakat dalam melaksanakan urusan-urusannya. Masyarakat harus mengetahui
hukum dan mematuhinya;

2) Efektivitas hukum. Dalam ungkapan Joseph Raz, “rakyat harus diperintah oleh hukum
dan mematuhinya” (People should be ruled by law and obey it);

3) Stabilitas hukum. Hukum harus memungkinkan stabilitas, agar dapat memfasilitasi
perencanaan dan mengkoordinasikan berbagai tindakan sepanjang waktu;

4) Supremasi otoritas hukum. Hukum harus mengatur para pejabat, termasuk hakim dan
para penegak hukum, maupun masyarakat biasa;

5) Pengadilan yang tidak memihak. Pengadilan harus disediakan untuk menegakan hukum
dan harus melaksanakan prosedur yang jujur dan adil (Fallon, 1997:8-9).

D. Basis Sosial-Ekonomi Rechtsstaat

Dalam konteks negara Indonesia, secara historis konsep Negara Hukum dalam UUD 1945
berasal dari konsep Rechtsstaat yang berkembang dalam tradisi Eropa Kontitental. Para
pendiri negara yang terdidik dalam tradisi hukum Eropa Kontinental mengadopsi konsep
Rechtsstaat yang pertama kali diatur dalam Regeringsreglement (RR) 1854. Peraturan
Konstitusional tersebut merupakan peraturan dasar pertama yang menjadi petunjuk dari
perkembangan konstitusionalisme di negara Hindia Belanda dalam bentuk pengakuan atas
supremasi hukum (Furnival, 1939/1967: 157-158). Peraturan itupun menjadi tanda dari
suatu “era legalitas” yang menjadi unsur pokok dari konsep Rechtsstaat (Furnival,
1939/1967:187). Pada Pasal 18 RR 1854 disebutkan, bahwa “tidak seorang pun dapat
dituntut dan dihukum kecuali dalam suatu kasus dan berdasarkan prosedur yang telah
ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.” Selain itu, RR 1854 juga menekankan pada
pemisahan kekuasaan, khususnya antara eksekutif dan judisiari yang menjadi tanda paling
jelas dari prinsip negara hukum liberal (Furnival, 1939/1967:188).

Munculnya konsep Rechtsstaat dalam RR 1854 tersebut menandai beroperasinya
sistem ekonomi liberal di negara Hindia Belanda. Ketentuan tentang Rechtsstaat tersebut
terkait dengan kebijakan agraria dan perburuhan. Ketentuan RR 1854 menetapkan
penghapusan kewajiban tanam paksa yang berlaku sejak tahun 1830. Penghapusan tanam
paksa itu membuka kemungkinan bagi pemilik modal (kapitalis) untuk memperoleh hak
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sewa turun temurun (erfpacht) dari Pemerintah yang diperkuat dengan Agrarische Wet 1870
dapat dikuasai selama 75 tahun (Furnival, 1939/1967:178). Penghapusan tanam paksa juga
memungkinkan adanya buruh bebas yang dapat digunakan oleh perusahan swasta dengan
upah yang lebih kompetitif (Furnival, 1939/1967:182-183).

Kaitan antara Rechtsstaat dan sistem ekonomi liberal tampak pada pembatasan atas
kekuasaan Ratu Belanda dengan pembentukan Parlemen (Volksraad) yang berwenang
membuat Undang-Undang (Wet/Ordonantie) yang harus dilaksanakan oleh administrasi
negara. Penekanan pada supremasi UU tersebut diperkuat dengan prinsip legalitas yang
memberikan kepastian hukum bagi para pemilik modal dan perusahaan-perusahaan swasta
(Furnival, 1939/1967). Secara konseptual, Rechtsstaat pada dasarnya merefleksikan secara
paralel antara rasionalitas hukum dan rasionalitas ekonomi pasar bebas. Dalam kaitan ini
Franz Neumann mengatakan :

The Rechtsstaat is the creation of the bourgeoisie as an economically rising but
politically stagnant class ... The fundamental principle is the legality of
administration, that is to say, the postulate that the administration of the state is
bound by its own laws, and that every interference of the state must be reducible to
such law. This implies the supremacy of the law and only of the law; but of a
certain type of law, namely the general law. From this it follows that the relation
between the state and individuals must be dermined in advance by formal rational
law. The interference of the state with liberty and property must be predictable
and calculable; in Stahl’s words, it must be exactly defined. From this it follows
that interferences must be controllable, and indeed by independent judges
(Neumann, 1986:182).

Berdasarkan pendapat Neumaan tersebut jelas bahwa konsep Rechtsstaat
merupakan kreasi kaum borjuis yang memiliki kekuatan ekonomi, tetapi secara politis tidak
berkembang. Oleh karena itu, diperlukan konsep hukum yang memiliki karakter yang
paralel dengan sistem ekonomi pasar bebas, yakni rasional-formal, dapat diramal
(predictable) serta dapat dikalkulasi (calculable). Kebutuhan yang sama pula yang
mendorong diadopsinya konsep Rechtsstaat dalam RR 1854, yakni untuk memfasilitasi
sistem ekonomi laisser-faire yang menghendaki “free cultivation, free labour, and individual
possession” (Furnival, 1939/1967:174-175).

Konsep Liberaal Rechtsstaat yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial tersebut
terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara Hindia Belanda. Akan tetapi,
pada saat yang sama menimbulkan kesenjangan ekonomi di antara penduduk Hindia
Belanda. Penggolongan penduduk menjadi tiga golongan: Eropa, Timur Asing, dan Pribumi
telah mengakibatkan penduduk yang berasal dari latarbelakang Eropa dan China
memperoleh keuntungan dari sistem kapitalisme tersebut, sementara penduduk pribumi
hanya mengalami kemajuan yang terbatas. Opini umum saat itu: “The natives grow in
numbers, the European and Chinese, in wealth” (Furnival, 1939/1967: 404). Sistem ekonomi
pun akhirnya berkembang ke arah dualisme ekonomi, yakni ekonomi industri modern yang
melibatkan penduduk kalangan Eropa dan China dan ekonomi agraris tradisional yang
melibatkan mayoritas penduduk pribumi. Dalam sistem ekonomi dualis atau pluralis seperti
itu, maka konsep Rechtsstaat tak lebih dari legitimasi legal atas eksploitasi kapitalisme
terhadap kaum pribumi (Furnival, 1939/1967:446-469;)
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Para pendiri negara Indonesia sangat menyadari basis material konsep Rechtsstaat
tersebut. Dalam pandangan mereka, ada keterkaitan antara kolonialisme dan sistem
ekonomi liberal. Demikian pula dengan konsep Rechtsstaat yang dipandang sebagai bagian
integral dari sistem ekonomi liberal yang berwatak kolonialistik. Karenanya penentangan
atas kolonialisme searah dengan penolakan atas liberalisme ekonomi. Artinya, dekolonisasi
bukan hanya proses emansipasi politik sebaga bangsa, tetapi juga penghapusan sistem
ekonomi kapitalistik yang menjadi basis material bagi kolonialisme di Indonesia (Azhari,
2011). Pendirian seperti itu tampak sangat jelas dalam ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang
menghendaki adanya sistem ekonomi terencana dan penguasaan sektor-sektor ekonomi
penting oleh negara. Artinya, penerimaan atas konsep Rechtsstaat oleh para pendiri negara
disertai dengan kritik atas sistem kapitalisme yang menjadi basis material Rechtsstaat. Posisi
ini paralel dengan konsep Sozialen Rechtsstaat yang berkembang di Jerman Barat selepas
Perang Dunia I, sehingga secara konseptual konsep Rechtsstaat yang dimaksud oleh para
pendiri negara Indonesia adalah Sozialen Rechtsstaat atau Negara Hukum Sosial dengan
basis sistem ekonomi kesejahteraan atau negara kesejahteraan (welfare state).*

E. Konsep Negara Hukum: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi

Kesadaran akan basis sosial-ekonomi Liberaal Rechtsstaat membuat para pendiri negara
Indonesia menerima konsep Rechtsstaat sebagai konsep ideal, tetapi dengan basis material
yang tidak liberal. Pendirian para pendiri negara itu pada dasarnya menunjukkan adanya
tujuan dekolonisasi yang tidak hanya untuk emansipasi bangsa Indonesia, tetapi juga
penghapusan atas sistem sosial ekonomi warisan kolonial yang berwatak liberal-kapitalistik.
Dekolonisasi itu diungkapkan dalam sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”
yang memantulkan kehendak untuk mengakhiri sistem kapitalisme kolonial yang telah
menciptakan dualisme ekonomi dan menyebabkan terjadinya ketimpangan dan diskriminasi
ekonomi di kalangan penduduk Indonesia. Secara filosofis, prinsip keadilan sosial itu
merefleksikan adanya tujuan keadilan dan kemashalahatan dibandingkan dengan kepastian
hukum. Hukum tidak dipahami sebagai norma yang bersifat formal-rasional, tetapi
merupakan ungkapan dari tujuan yang bersifat etis-transenden. Karena itulah para pendiri
negara Indonesia menyepakati prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menunjukkan
bahwa sistem hukum Indonesia mengalir dari sumber norma yang bersifat etis-transenden
yang disediakan oleh moralitas agama. Pengungkapan hukum yang bersifat etis-transenden
itu juga merupakan ungkapan dari rekonstruksi tradisi hukum yang hidup di tengah rakyat,
yakni tradisi hukum Islam dan tradisi hukum adat. Pada kedua tradisi hukum tersebut,
tujuan keadilan dan kemashlahatan lebih diutamakan dibandingkan dengan kepastian
hukum.5

Secara normatif pendirian para pendiri negara itu diungkapkan dalam tiga pasal
yang disebut sebagai “essensialia UUD 1945”, yakni Pasal 27 tentang persamaan kedudukan
di depan hukum dan pemerintahan dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
Pasal 29 tentang prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama, serta Pasal 33
tentang perencanaan ekonomi dan hak menguasai negara. Ketiga pasal tersebut merupakan
pasal-pasal yang tidak boleh berubah sekalipun terjadi perubahan UUD 1945 (Azhari, 2011).
Ketiga pasal tersebut pada dasarnya menjadi bingkai dari konsep Negara Hukum dalam UUD
1945, yakni perlindungan atas hak-hak sipil-politik dan ekonomi-sosial-kebudayaan (Pasal
27), sistem hukum yang bersifat etis-transenden (Pasal 29), dan prinsip negara
kesejahteraan (Pasal 33).
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Instrumen untuk perlindungan HAM adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka
serta adanya lembaga DPR-MPR sebagai wujud pemerintahan yang bertanggung jawab.
Instrumen bagi sistem hukum yang bersifat etis-transenden terungkap dalam pembentukan
hukum, baik oleh legislatif maupun yudisiari, yang harus mengacu pada moralitas agama—
setidaknya terungkap dalam kepala “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap
produk legislasi dan “Putusan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada putusan
Pengadilan. Sementara instrumen untuk melaksanakan negara kesejahteraan adalah
perencanaan ekonomi yang dituangkan dalam GBHN yang ditetapkan oleh MPR serta hak
menguasai negara yang diwujudkan dengan adanya perusahaan-perusahaan negara (Hatta,
2004:46).

Dengan demikian, penerimaan konsep Rechtstaat atau Negara Hukum oleh para
pendiri negara disertai dengan kritik dan penolakan atas rasionalitas hukum formal yang
berwatak sekular dan basis sosial-ekonomi liberal-kapitalistik yang telah melahirkan
diskriminasi ekonomi. Sebagai gantinya, konsep Negara Hukum tersebut didasarkan pada
karakter hukum yang etis-transenden serta basis sosial ekonomi negara kesejahteraan.
Konsep Negara Hukum tersebut dibentuk sejalan dengan tujuan dekolonisasi sosial-ekonomi
dan rekonstruksi tradisi hukum bangsa Indonesia.

F. Negara Hukum Pascaamandemen UUD 1945

Selain secara normatif mengadopsi konsep Negara Hukum menjadi ketentuan resmi dalam
UUD 1945, amandemen UUD 1945 telah melahirkan perubahan penting dalam dua hal
utama, yakni penguatan dalam perlindungan HAM dan pemisahan kekuasaan. Kedua hal
tersebut merupakan unsur utama dalam konsep Rechtsstaat. Selain itu secara normatif
ditegaskan pula adanya lembaga peradilan tata usaha negara (Pasal 24 ayat (2) Perubahan
Ketiga UUD 1945). Amandemen UUD 1945 secara eksplisit juga menyebutkan asas legalitas
berupa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut atau prinsip non-
retroaktif (Pasal 28I ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945) serta jaminan dan pengaturan
dalam peraturan perundang-undangan (general rules) sebagai wujud dari prinsip negara
hukum demokratis (Pasal 281 ayat (5) Perubahan Kedua UUD 1945). Akan tetapi,
amandemen UUD 1945 menerima lembaga judicial review atau pengujian atas UU terhadap
UUD berupa pembentukan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK ini menunjukkan bahwa
amandemen UUD 1945 juga menerima konsep Negara Hukum yang berwatak materiaal atau
substantif, sehingga tidak ada pemutlakan atas Undang-Undang (general rules).

Pada sisi lain, Amandemen UUD 1945 tetap mempertahankan Pasal 33 yang
mengandung materi muatan sistem ekonomi terencana dan hak menguasai negara. Akan
tetapi, bersamaan dengan itu Amandemen UUD 1945 melucuti wewenang MPR untuk
menetapkan GBHN. Dengan penghapusan GBHN itu, maka pada hakikatnya Amandemen
UUD 1945 telah menghilangkan instrumen untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945,
terutama berkaitan dengan sistem ekonomi terencana.

Berdasarkan perubahan-perubahan dalam amandemen UUD 1945 tersebut, maka
secara konsepsional amandemen UUD 1945 pada hakikatnya tetap mengadopsi konsep
Formaal Rechtsstaat, tetapi dilengkapi dengan lembaga judicial review yang memberikan
dimensi substantif pada Negara Hukum. Sekalipun demikian, amandemen UUD 1945 tidak
sepenuhnya mengubah basis materialnya yang ditunjukkan dengan penghapusan GBHN
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sebagai instrumen sistem ekonomi terencana. Dengan demikian, terjadi inkoherensi antara
konsep negara hukum dan basis sosial ekonomi dalam UUD 1945.

Inkoherensi tersebut dapat mengarahkan dimensi Negara Hukum di Indonesia ke
arah Negara Hukum yang berwatak liberal. Tidak adanya kepastian normatif atas sistem
ekonomi terencana akan membuka peluang ke arah berlakunya sistem ekonomi pasar bebas
di Indonesia. Secara konsepsional, sistem ekonomi pasar bebas membutuhkan rasionalitas
hukum yang paralel dengan rasionalitas ekonomi dalam sistem pasar bebas.
Konsekuensinya, keadilan sosial yang menjadi tujuan etis negara Indonesia tidak akan
terwujud. Demikian pula, hukum tidak akan sensitif terhadap dimensi etis-transenden
sehingga lebih mementingkan kepastian hukum dibandingkan keadilan dan kemashlahatan.
Pada akhirnya, hukum hanya responsif terhadap kepentingan kaum pemilik modal
(kapitalis) dibandingkan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Dalam situasi seperti itu,
hukum pun tidak akan responsif terhadap kepentingan ekologis karena hanya melayani
kepentingan pemilik modal belaka yang cenderung eksploitatif. Sekalipun tidak akan
mengulang otoritarianisme masa Orde Lama dan Orde Baru, tetapi situasi hukum seperti
tersebut di atas akan mengakibatkan terbentuknya sistem kenegaraan yang serupa dengan
masa Hindia Belanda—yang diistilahkan oleh Soepomo sebagai “sistem memeras”
(uitbuiting systeem) atau sistem eksploitatif yang secara yuridis difasilitasi oleh konsep
Rechtsstaat yang berwatak liberal (Kusuma, 2004:125).

Dengan demikian, secara normatif konsep Negara Hukum pascaamandemen UUD
1945 tidak memiliki koherensi dengan tujuan keadilan sosial yang menjadi salah satu
prinsip pokok negara Indonesia. Kesalahan utamanya, amandemen UUD 1945 tidak menjaga
koherensi antara konsep Negara Hukum dan basis sosial ekonomi yang menjadi
infrastruktur material bagi pembentukan Negara Hukum Sosial di Indonesia. Tanpa
mempertahankan sistem ekonomi terencana secara konsisten, maka secara praktis akan
terbentuk Negara Hukum yang berwatak liberal yang secara prinsipil bertentangan dengan
tujuan keadilan sosial dalam UUD 1945 sendiri.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia yang berlandaskan
pada Pancasila diperlukan koherensi normatif dengan pembentukan basis sosial-ekonomi
yang berwatak kesejahteraan. Untuk itu pemulihan sistem ekonomi terencana melalui
instrumen GBHN yang ditetapkan oleh MPR menjadi salah satu cara untuk menjaga
koherensi antara gagasan Negara Hukum dan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

G. Penutup

Konsep Negara Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pada
dasarnya merupakan adopsi atas konsep Rechtsstaat yang telah digunakan dalam
Regeringsreglement 1854. Pemerintah Hindia Belanda menerima konsep Rechtsstaat itu
untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi liberal yang membutuhkan kepastian hukum
dalam berusaha. Para pendiri negara menerima konsep Rechtsstaat tersebut, tetapi dengan
mengubah basis sosial-ekonomi kepada sistem ekonomi terencana. Hal itu dilakukan dengan
melancarkan proses dekolonisasi sosial-ekonomi dan rekonstruksi tradisi, sehingga Negara
Hukum Indonesia memiliki basis negara kesejahteraan dan berakar pada tradisi hukum
bangsa Indonesia. Tujuannya: bukan semata-mata menjamin kepastian hukum bagi usaha
ekonomi, tetapi juga memberikan keadilan dan kemashlahatan bagi rakyat banyak.
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Sekalipun amandemen UUD 1945 secara normatif menerima konsep Negara Hukum,
tetapi amandemen UUD 1945 tidak secara tegas menolak sistem ekonomi pasar bebas yang
dibuktikan dengan penghapusan GBHN sebagai instrumen untuk melaksanakan sistem
ekonomi terencana yang diatur pada Pasal 33 UUD 1945. Konsekuensinya, sistem ekonomi
cenderung bergerak ke arah sistem pasar bebas yang secara paralel membutuhkan konsep
Negara Hukum yang berwatak liberal. Secara prinsipil tentu saja konsep Negara Hukum
berwatak liberal bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang bertujuan untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Sistem Hukum Sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia

Any Andjarwati

A. Pengantar

Pada dasarnya tulisan ini merupakan pengembangan dan revisi dari tulisan "Sistem sistem
Hukum Khusus suatu Tuntutan Supremasi Hukum Di Indonesia” (Any, 2011), Konstruksi
Pembentukan sistem Hukum Pertanian suatu Konsep (Any, 2012), yang merupakan
kristalisasi dari kajian-kajian tentang kompleksitas permasalahan hukum agraria (bumi, air,
ruang angkasa serta kekayaan alam yang ada didalamnya), khususnya hukum pertanian,
yang didukung dan/ atau dipadukan dengan kajian dan perenungan terutama dengan sistem
pembelajaran Teori Hukum, sehingga menghasilkan keyakinan bahwa hanya dengan
berpegang prinsip pada dan menjalankan Teori Sistem Hukum saja bangsa Indonesia dapat
mengatasi kemelut kompleksitas permasalahan yang ada, dan ini merupakan proyek
supremasi hukum Indonesia, dimana logika hukum ada pada substansinya, penghormatan
manusia yang plural sebagai pusat hukum, yang menuntut politik hukum berkonsentrasi
pada ketidak samaan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kecerdasan
kehidupan bangsa Indonesia dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain.

B. Tujuan Negara Dan Hak Mengembangankan Diri Untuk Setiap Orang Dalam
Hukum

Bangsa Indonesia memproklamirkan diri sebagai Negara Kesejahteraan dan Negara Hukum,
yang berdasarkan Konstitusi (Pembukaan Alinea ke IV Undang-Undang Dasar Tahun 1945)
mempunyai tujuan untuk:

..membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang mendasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah Kemeerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan berdab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/ Perwakilan , serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya diperkuat dengan
landasan isi yang dituangkan dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia
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Hukum harus dapat menjaga hak-hak pribadi manusia.¢ Jika tata hukum tidak
memenuhi syarat prinsip-prinsip keadilan, maka hukum tidak dapat dibedakan lagi dari
kekuasaan.” Kebutuhan dasar manusia berkaitan dengan kebenaran dalam hidupnya, yang
bertransformasi dari masa lalu dan yang akan datang (termasuk talentanya$). Ini yang
dituntut dari Negara, c.q. Pemerintah, oleh rakyatnya, untuk dapat bertindak adil (masing-
masing mendapatkan haknya berdasarkan kebenarannya), dengan berkonsentrasi pada
ketidak samaan (pluralisme dalam kesatuan). Tidak dipenuhi hak-hak manusia adalah
kemiskinan, yang berarti bukan semata-mata materi, tapi juga ketidakberdayaan,
terlucutinya ketidakberdayaan yang mendasar dan kebebasan untuk memilih (Amartya
Sen). Kebebasan untuk memilih merupakan ciri-ciri manusia yang mempunyai akal
(Gedanken) dan budi (Geist) sebagai mahkluk tidak sempurna, sehingga dapat memutuskan
keinginannya. Hal ini yang membedakan dengan binatang sebagai mahkluk sempurna
(begitu adanya), sehingga tidak punya pilihan, kebebasan, dan keputusan. Masalah
pemenuhan materi berkaitan erat dengan kapital. Adalah suatu kenyataan, bahwa melalui
penyebaran demokrasi dan Kkapitalisme, persoalan kemiskinan dunia telah berhasil
dikurangi secara dramatis, dengan kata lain keyakinan kapitalisme adalah keyakinan
terhadap kemanusiaan.1® Hal ini logis, karena bicara masalah kapitalisme, berarti bicara
masalah system, yang bersifat tertentu, otonom, selfsregulation, terbuka, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan pluralisme dalam kesatuan, penting memperhatikan diskusi para
filsof dunia yang dituangkan dalam buku wolfgang Welsch!?, a.l. adanya tanda berlakunya
pergantian politik dalam pemikiran negara nasionalis ke interaksi global (Arnold Toynbees,
1947), dalam tulisan Jean-Franqois Lyotard dalam buku La Condition postmodern (Inti
Postmodern, 1979), yang mendefinisikan “postmodern” sebagai “Ende der Meta-
Erzaehlungen” (Akhir dari Cerita-cerita Besar), semua kebersitegangan inti dan praktek
kehidupan suatu waktu berkumpul menyatu dan pada satu tujuan: Emansipasi manusia
dalam jaman pencerahan (Aufklaerung), roh teologi dalam idealismus, keberuntungan
semua orang melalui kekayaan dalam kapitalismus, pembebasan manusia ke otonomi dalam
marxismus, dll. Bagaimanapun juga Cerita-cerita Besar kadang-kadang menghasilkan
pengalaman yang menyakitkan, dengan itu orang menjadi tidak percaya. “Kehilangan” ini
orang bereaksi tidak lagi berkabung dan melankolie, karena kehilangan ini merupakan suatu
kemenangan. Karena orang mengenali pada sisi lain dari kesatuan seperti itu, yang
menggemakan pemaksaan dan teror, kehilangannya membawa kemenangannya pada
otonomi dan suatu pembebasan dari berbagai hal yang berkaitan. Perubahan ini
menentukan. Penalaran perbedaan dan heterogenitas menentukan orientasi. Filsafat
postmodern secara bebas sebagai pengacara pluralitas tidak hanya dalam tujuan, bahwa dia
aturan dasarnya memungkinkan radikal konfrontasi dan pembelaan, tetapi ia harus juga -
walau secara terbuka mengandung tingkat konfliknya yang tinggi - dikaitkan dengan
masalah pluralitas dan kemungkinan-kemungkinan pemecahan yang baru tetap kelihatan.
Ini menandakan diri - sisi semua yang klise - duduk tegar berhadapan dengan wakil posisi-
posisi “modern”. Bagi Lyod post modern menandakan untuk “suatu Gemuetszustand” (inti
perasaan hati) atau lebih dari itu suatu Geisteszustand ( Inti Roh atau budi atau jiwa), yang
mana itu sebagai suatu tanggungan obsesi kesatuan dari keanekaragaman yang tidak dapat
dipungkiri, seperti bentuk bahasa, pikiran dan bentuk kehidupan.

Berdasarkan itu Ketuhanan Yang Maha Esa seyogyanya diterjemahkan sebagai
sesuatu yang tidak dapat dijangkau (oleh akal dan budi), Kemanusiaan yang adil dan berdab
seyogyanya memenuhi hak-hak setiap orang berdasarkan kebenarnannya, Persatuan
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Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/ Perwakilan seyogyanya menyuarakan ketidak sepakatan, Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia seyogyanya merupakan toleransi maksimal dalam pluralisme.

Kata ”seyogyanya” pada dasarnya sebagai suatu norma atau kaidah yang
ditempatkan dalam wadah yang memandang manusia sebagai pusat hukum, yang
diterjemahkan sebagai hukum berlapis, yang melingkupi hukum positif dan praktek hukum,
ilmu hukum, teori hukum dan filsafat hukum sebagai kesatuan dalam pengembaraan dan
pengembanan keadilan sampai keakar-akarnya.

C. Roh Dasar Politik - Demokrasi Dalam Pluralisme12

e Dalam masyarakat ada kesadaran pluralitas, yang masing-masing mempunyai
bentuk kehidupan, konsep ilmu dan pandangan-pandangan yang pada akhirnya
menuntut kekhususan.

e Pluralitas diketahui dan di-iyakan sebagai undang-undang dasar dari
kenyataan. Tidak lagi kebenaran mutlak “sendiri” (das Eigene), tetapi prinsip
hukum perbedaan - yang mana “sendiri” hanya suatu kebetulan/ kasus saja -
yang membentuk basis pandangan dunia dan perdagangan.

e Toleransi modern terhadap yang lainnya ditawarkan melalui perbedaan
pengakuan pluralitas (postmodern).

e Pluralitas (Posmodern) pada dasarnya berjalan dari penghancuran pandangan
politik, karena pembebasan radikalnya dari kebanyakan yang diberikan
kesepakatan minimal (Minimalkonsens)13, tidak akan ada tanpa politik.

e Politik seharusnya sebagai pengacara untuk semuanya, untuk memutus
rangkaian panjang ketidak adilan.

e Postmodern tiada jalan lain pada dasarnya berarti akhir dari politik, tetapi
hanya perpisahan dari type politik ini dan transisi ke politik yang lainnya, yang mana
dirinya tidak lagi primer sebagai kesatuan yang berjalan sendiri, tetapi
dimengerti sebagai pengacara dari kesatuan keanekaragaman.

e Politik tidak dimulai dari tingkat administrasi global masyarakat, tetapi sudah
dimulai dari perbuatan sehari-hari. Orang dapat membedakan keduanya sebaga
tingkat makro dan mikro politik. Posmodern pluralitas berkaitan dengan
tingkat mikro. Dari sini diketahui postmodern sebagai dasar dari politik.
Politik tidak mengumumkan mengenai suatu inti tertentu (idealisme,
marxisme, kapitalisme, dll.) yang ideal, tetapi tujuannya menempatkan diri
pada perlindungan terhadap inti yang banyak, konsep-konsep yang saling
bertentangan, dan bentuk kehidupan yang beraneka ragam, yang memandang
tugasnya tidak pada penindasan pertengkaran yang saling bertentangan, tetapi
pada perkembangan dari bentuk-bentuk yang ditanggung oleh kemungkinan
keberlanjutan pontensi konflik, dia melakukan tidak atas nama dari sesuatu
kesatuan, tetapi dalam tujuan keanekaragaman (Sinn der Vielheit) sebagai
kewajiban.
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e Politik-Postmodern memecahkan intensionitas demokrasi dengan tepat, yang
langsung menunjuk langsung pada Visi (tujuan). Oleh karena itu jelas:
Demokrasi adalah suatu bentuk organisasi tidak sebegitu saja untuk
kesepakatan (konsen), tetapi lebih banyak untuk ketidak sependapatan
(disssen) dari tuntutan dan hak. Demokrasi dipotong tepat pada situasi
menghadapi beban/ kesulitan pluralitas.

e Organisasi adalah bentuk organisasi untuk suatu heterogenitas yang istimewa.
Dasar konsensusnya, yang berkembang melalui pengalaman-pengalaman
sejarah (dan yang pada akhirnya pada sejarah yang dilegimitasikan itu
sendiri), yang ditemukan dalam hukum-hukum dasar kodifikasinya, dan
hukum dasar ini langsung berkaitan dengan hukum perbedaan dan struktur
pluralitas. Hukum dasar adalah, jelas melihat, hukum untuk ketidak sepakatan
(dissen).

e Sebagai pencarian demokrasi seperti ini, dia dijamin. Sejauh ini berlaku keduanya:
Postmodern begitu radikal plural, bahwa dia hanya dapat dicapai dengan
demokratisasi. Dan demokrasi dipotong dari prinsipnya yang begitu elementar
pada situasi pluralitas, yang dalam postmodern sebagai urat nadi yang harus
ditanggungnya.

e Dari pluralitas sebagai fokus postmodern, menghasilkan penempatan pertanyaan
suatu bentuk kehidupan khusus postmodern. Disini dapat berlaku sebagai garis
pemandu (Leitlinie), bahwa individu di masa depan diperkuat, tidak lagi hanya
begitu saja dikejar suatu bentuk eksitensi, tetapi dimungkinkan beberapa
bentuk eksistensi. Subyektivitas postmodern dan identitas pada akhirnya
memproklamirkan diri tidak termasuk dalam masing-masing bentuk kehidupan,
tetapi dalam transisi/ transformasi diantaranya. Individualitasnya membangun
diri dalam konstelasi perbedaan. Subyek postmodern berkaitan dengan
paradigma yang berbeda-beda dan terutama berkemampuan transisi/
transformasi. Transisi adalah kekayaannya yang luar biasa.

D. Sistem Sistem Hukum Khusus Dan Sistem Hukum Nasional

Pada dasarnya suatu sistem harus mengandung sifat-sifat khusus (tertentu), penggunaan
kata "khusus” diartikan sebagai bidang atau interest tertentu (yang membedakan dengan
yang lainnya), untuk mencapai tujuan khusus berkelanjutan, menjamin kesejahteraan,
keamanan dan ketertiban yang berkeadilan, terutama untuk kelompok manusia tertentu
(normadressat), misal Sistem Hukum Agraria, Sistem Hukum Pertanian (a.l. Sistem Hukum
Pupuk, Sistem Hukum Bibit, Sistem Hukum Gula, Sistem Hukum Tembakau, Sistem Hukum
Beras), Sistem Hukum Pertambangan (Sistem Hukum Minyak dan Gas, Sistem Hukum
Batubara), Sistem Hukum Kehutanan, Sistem Hukum Spektrum Frekuensi, dll..

Sistem berasal dari bahasa Yunani “systema”, yang berarti “suatu keseluruhan yang
tersusun dari sekian banyak bagian (whole compound of several parts).1* Menurut Elias M.
Award sistem mempunyai ciri-ciri terbuka (berinteraksi dengan lingkungannya), terdiri dari
dua atau lebih subsistem, dan setiap sub sistem terdiri lagi dari subsistem lebih kecil dan
begitu seterusnya, setiap sub sistem bergantung satu sama lain dan saling memerlukan,
mampu mengatur diri sendiri (self regulation), mempunyai tujuan dan sasaran!s. Sebuah
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sistem adalah sebagai keseluruhan yang terkait dan saling berhubungan antara bagian-
bagiannya (Dewey)16, sekelompok variabel-variabel yang saling ketergantungan yang
disusun untuk membentuk suatu keseluruhan (Johnson)17. Lebih lanjut oleh Prof. Sudikno
Mertokusumo dikemukakan ”"Sistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur yang ada
dalam interaksi satu sama lain yang merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja
sama ke arah tujuan kesatuan”18, yang mana perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh
bagian-bagian yang terkecil dari sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskan
persoalannya sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang (pengamat)-

Pengadaan sistem-sistem hukum (khusus) merupakan syarat adanya Sistem Hukum
Nasional (das Sollen), dengan kata lain sistem-sistem hukum khusus merupakan sub-sub
sistem sebagai struktur dari sistem hukum Nasional, yang bertujuan untuk kesejahteraan
rakyat, yang berkeadilan.!® Keadilan berarti mengakui kebenaran masing-masing2’, yang
merupakan kristalisasi dari perspektif atau pandangan hidup dalam kehidupan (kelompok)
individu, yaitu segala sesuatu yang ber-transformasi antara yang lalu (Vergehen) dan yang
akan datang (Werden), yang terkandung kekacauan (chaos).

E. Manusia Sebagai Titik Pusat Hukum

Manusia adalah subyek maupun obyek hukum (yang dinamis, hukum progressif,), dengan
kata lain manusia sebagai titik pusat (Der Mensch steht im Mittelpunkt- Nietzsche), dimana
manusia merupakan segala-galanya, yang eksis, punya subyektivitas, gairah, interest,
keputusan, (Soren Kiergegaard)?2!, mempunyai‘kehendak untuk berkuasa” (Der Wille zur
Macht- Nietzsche), yang semua kelakuannya bertujuan untuk kebahagiaan (Aristoteles), dan
Eduard Spranger mengemukakan, manusia terdiri dari Geist (jiwa) dan Gedangken (rasio,
pikiran), yang dalam Lebensraum (ruang hidup)-nya, mempunyai nilai-nilai, yaitu nilai
ekonomi, nilai ilmu (didominasi interest untuk menemukan kebenaran, nilai politik
(kekuasaan), nilai seni/ astetik ( nilai bentuk dan harmoni adalah yang tertinggi/ form and
harmony), nilai religi atau kepercayaan (yang memandang nilai paling tinggi yaitu keesaan/
unituy), dan nilai sosial-hukum (yang memandang nilai tertinggi yaitu mencintai
masyarakat/ love of people)?2 .

F. Paradigma Dan Sistem Sistem Hukum Khusus

Sebuah sistem hukum dituntut tidak hanya berbasis pada bentuk kehidupan sosial dan
kultural bangsanya, tetapi melihat paradigma yang ada secara keseluruhan, sehingga dalam
memandang realitas tidak hanya pada masa lalu, masa Kkini, tetapi juga masa depan dengan
bantuan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi (Umberto Eco), agar manusia terhindar
dari bencana, kesengsaraan dan penderitaan. Paradigma ini berkaitan dengan kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi dan komunikasi yang begitu cepat, yang berakibat
kebudayaan-kebudayaan manusia dunia saling bertemu dan menyatu. Terakhir diberitakan
dari PBB, yang menyatakan perlunya revolusi untuk pemikiran ulang model ekonomi tingkat
yang paling mendasar, ada konflik dunia: persaingan antar negara dalam mendapatkan
akses terhadap pangan, energi, dan air, ketidak seimbangan ekonomi global, munculnya
penyakit-penyakit menular yang baru, perubahan iklim - pemanasan global. Negara-negara
anggota ASEAN tidak dapat bekerjasama, baik dibidang ekonomi (berebut pasar bebas a.l.
sawit, kopi, beras), pendidikan, sosial dan budaya.?3 Sedangkan keadaan dalam negeri
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Indonesia menghadapi kondisi kekacauan (chaos), dalam situasi carut-marut, kemiskinan,
korupsi, mafia hukum, bencana alam, kehampaan hukum (ada dan tiadanya hukum),
tiadanya supremasi hukum, dll..24 Berdasarkan paradigma (realitas maupun Hyperrealitas)
tersebut, sebagai woldview atau working assumption untuk pembentukan sistem-sistem
hukum Kkhusus, yang dapat memenuhi tuntutan kepentingan-kepentingan masyarakat
Indonesia yang plural, sehingga semua merasa aman dan terlindungi, karena diperlakukan
secara adil. Untuk ini mutlak dituntut menghindari adanya totalitarian politik yang berbasis
apapun. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil contoh dari negara-negara maju yang
sistem-sistem hukum khususnya sudah relatif stabil, untuk pemenuhan terwujudnya
kesejahteraan rakyatnya. Patron atau Pola yang baku tsb., mampu dijelaskan persoalannya
sebagaimana adanya oleh teori hukum, tanpa keterkaitan dengan orang (pengamat).
Paradigma selalu dikaitkan dengan revolusi keilmuan (krisis teratasi bila lahir paradigma
yang baru sepenuhnya dan menarik makin banyak kepercayaan para ilmuwan). Aktivitas
yang terpisah-pisah dan tidak terorganisasi yang mengawali pembentukan suatu ilmu
akhirnya menjadi tersusun dan terarah pada saat suatu paradigma tunggal telah dianut oleh
suatu masyarakat ilmiah.

G. Argumentasi Pembentukan Sistem Sistem Hukum Khusus Indonesia

e Hukum dipandang sebagai suatu sistem tidak dapat dipertentangkan dengan teori
keos, karena keos adalah bagian dari proses pembentukan dan/ atau bekerjanya
sistem hukum, yang secara substansial bersifat progresif atau dinamis, seirama
dengan berkembagnya tuntutan kebutuhan hidup manusia (sebagai subyek dan
obyek hukum).

e Sistem hukum berfungsi mempermudah pemecahan kompleksitas permasalahan?2s,
sehingga lebih memungkinkan untuk mencapai pemenuhan tuntutan kebahagiaan
individu-individu secara effektif dan effisien. Tanpa adanya sistem sistem hukum
khusus, terlalu berat dan/ atau tidak memungkinkan dapat bekerja dengan baik bagi
para pembuat peraturan-perundangan dan penegak hukum, sehingga keadilan dapat
senantiasa terancam pencapaiannya secara laten.

e Memungkinkan pembentukan struktur organisasi lembaga Legislatif, Eksekutif
maupun yudikatif secara konstruktif, sistematis dan logis berdasarkan sistem-sistem
hukum khusus, untuk kesejahteraan rakyat.

e Dengan adanya sistim-sistem hukum khusus meminimalisir semaksimal mungkin
lobang-lobang hukum, sehingga pada dasarnya itu salah satu unsur pemberantasan
absolut akar korupsi.

e Dengan adanya sistem-sistem hukum khusus memungkinkan supremasi hukum di
Indonesia, begitu juga memungkinkan bagi semua subyek yang berkecimpung
dibidang hukum menjadi dan/ atau mengembangkan profesinya (era specialisasi).

e Dengan pembentukan sistem-sistem hukum khusus, membuka pintu dan jalan
menuju kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, sejajar dengan bangsa-bangsa dari
negara-negara maju.
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H. Hal Hal Penting Dalam Pengadaan Sistem Hukum Khusus

Seni tidak percaya dalam memandang hukum (the art of mistrus’t - F. Nietzsche),
yang mempertanyakan penuh curiga terhadap hukum yang ada, sikap menolak
perspektif resmi, yang mendorong orang bersikap curiga untuk melihat tembus dan
gerilya pemikiran (under-ground).

Dalam mengadakan sistem-sistem hukum khusus, khususnya cabang ekonomi,
penting diperhatikan adanya keterkaitan pasar dengan struktur hukum (David
Trubek). Disamping itu pengikut Luthianian menyatakan, “ if you don’t create a free
market, a black market will emerge”. Black Market (the underground economy;
underdog, shadow economy or parallel economy). Hal ini dapat ditemukan dalam
hukum pasar tanah pertanian Indonesia, yang terjadi adalah pasar tanah pertanian
illegal yang dilegalkan, dimana dalam “sistem-nya”. tidak dipenuhi syarat asas
keseimbangan subyek-subyek dalam pasar tanah pertanian yang sehat.2¢ Ini juga
berkaitan erat dengan apa yang dikemukakan oleh Lionel Jospin, yang menekankan
pentingnya “ekonomi pasar”, bukan “masyarakat pasar”, dan oleh Johan Norberg??,
yang dari hasil kajian-kajiannya menemukan kenyataan, bahwa melalui penyebaran
demokrasi dan kapitalisme, persoalan kemiskinan dunia (bukan semata-mata
materi, tapi juga ketidakberdayaan, terlucutinya ketidakberdayaan yang mendasar
dan kebebasan untuk memilih - Amartya Sen), telah berhasil dikurangi secara
dramatis, dengan kata lain keyakinan kapitalisme adalah keyakinan terhadap
kemanusiaan.

Dalam pengadaan sistem-sistem hukum khusus dubutuhkan metode dikonstruksi
(dibangun) sebagaimana kaum konstruktivis menjelaskan, diciptakan menurut
istilah positivistik?8, atau ditafsirkan menurut bahasa kaum hermenian. Sehubungan
dengan itu mutlak adanya penilaian kembali semua nilai (Umwertung aller Wertre),
yang dimulai dari hidup manusia itu sendiri (Nietzsche)

Dalam mengadakan sistem-sistem hukum khusus mutlak adanya “demokrasi
substantif’. Hal ini untuk menghindari adanya interes-interes pribadi maupun
kelompok yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat (pengetrapan partisipasi
masyarakat dalam demokrasi proses secara proporsional).

I. Kendala Pembentukan Sistem Hukum Khusus

Kendala yang dihadapi dalam pengadaan (pembentukan) Sistem Hukum Khusus biasanya
yaitu orang-orang yang mempunyai interest, dan tidak ingin tersentuh oleh sistem hukum
khusus (das Sollen) tersebut, ikut didalam proses pengadaannya, sehingga sistem hukum
yang dicita-citakan sulit atau tidak mungkin terwujud.

J. Kesimpulan Dan Saran

Projek mendesak pengadaan sistem-sistem hukum khusus, terutama sistem hukum
khusus pertanian pangan, sebagai kunci supremasi hukum, yang dapat menjanjikan
jaminan kesejahteraan bangsa Indonesia untuk masa kini dan masa depan, karena
kemiskinan dan kesengsaraan bukan sesuatu yang alami (nasib).

Pembentuk sistem hukum dituntut memandang Manusia sebagai pusat hukum
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e Pembentuk sistem hukum dituntut merekonstruksi, menciptakan dan menafsirkan
kembali hukum

e Pembentuk sistem hukum dituntut mengadakan tindakan preventif dan represif
yang mengpenghalangi dapat diciptakannya sistem hukum khusus dan sistem
hukum nasional

e Pembentuk sistem hukum dituntut mempunyai cara-fikir hukum berlapis dalam
pengembaraan dan pencarian keadilan

e Pembentuk sistem hukum dituntut berfikir kapitalis, yang humanis
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K. Lampiran
KONSTRUKSI PEMBENTUKAN
SISTEM HUKUM PERTANIAN PANGAN INDONESIA
SUATU KONSEP?°

Pengantar

Paradigma pertanian pangan Indonesia yang carut-marut, yang berada dalam Kkrisis,
tiadanya konstruksi berkelanjutan, adanya pengabaian penderitaan yang terinstitusi,
menyentuh inti terdalam dari kehidupan bangsa Indonesia atas jaminan pangan, terutama
bagi “petani” pangan, yang dituntut mampu menghadapi hidup dalam masyarakat industri
dan berbagai tantangan yang ada. Keadaan ini menuntut negara untuk memulai
merumuskan kembali masa lalu, dan menegaskan keberadaan masa kini.

Konsep konstruksi sistem hukum pertanian pangan pada dasarnya suatu teori
sistem hukum, sebagai salah satu sub-sistem hukum hukum pertanian - salah satu sub-
sistem sitem hukum agraria, yang berati pengembaraan pencarian kebenaran yang
berkaitan dengan pangan, untuk tujuan adanya keadilan (Gerechtigkeit), jaminan kepastian
(Rechtsicherheit) dan kemanfaatan (Gesetzmaessigkeit). Hukum pertanian pangan sebagai
suatu sistem terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur dari pengusahaan lahan subur
secara ekonomis berkelanjutan untuk produksi pertanian pangan dari tanaman maupun
hewan, sebagai suatu kesatuan yang terorganisasi, terkait, saling berhubungan dan
ketergantungan, yang dirumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, yang disusun
secara sistematis dalam rangkaian sebab akibat. Dengan demikian, seperti juga syarat sistem
hukum lainnya, sistem hukum pertanian pangan dituntut untuk dapat mengatur dirinya
sendiri (selfregulation), terbuka, mempunyai tujuan berkelanjutan.

Rantai Permasalahan Konstruksi Hukum Pertanian Pangan

1. Tiadanya peta dasar tunggal (exisnya multi peta dasar), menyebabkan tidak dapat
dimungkinkan dibuatnya perencanaan, keuangan, pelaksanaan dan kontrol (sistem
organiasi administrasi) untuk penguasaan tanah (land tenure) dan/ atau penggunaan
tanah (land use) dari masing-masing sektor secara konstruktif dan tidak
dimungkinkannya adanya penataan ruang dan zonasi yang stabil atau sustainable.
Exisnya multi peta dasar paralel dengan adanya egoisme sektoral dan internsektoral
dalam administrasi negara, serta impotensialnya implementasi produk-produk lembaga
Legislatif, seperti UU no 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospatial serta per-Undang-
Undang-an lainnya.

2. Hukum penataan ruang berdasarkan UU no 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang
didomisasi dengan “sistem perencanaan” (Planungssytem) - “sistem penataan ruang dari
atas ke bawah”, yang menimbulkan banyak korban, kerugian, penderitaan dan
kesengsaraan, yang tidak terkirakan (aspek ekonomi, non-ekonomi - ekologi, sosial),
karena mengabaikan Gegenstromprinzip dalam penataan ruang (prinsip saling
berdampingan), yang memulai penataan ruang dari bawah keatas, yaitu dari Tata Ruang
Desa ke Tata Ruang Supra Desa, sebagai dasar sistem perencanaan dalam penataan
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ruang, sehingga penataan ruang tendensial “sekedar” koreksi terhadap tata ruang yang
ada untuk kepentingan yang sifatnya darurat, misalnya prioritas untuk kepentingan
keamanan lingkungan dari bencana banjir, longsor (“sistem pengembangan” -
Entwicklungssytem). Prinsip tata ruang ini pada dasarnya menuntut adanya perencanaan
daerah (perencanaan sektor-sektor), uang (investasi) dan waktu diadakan dalam waktu
bersamaan.

3. Selain disebut diatas, tiadanya pengertian petani yang konstruktif (petani masih
digolongkan sebagai tenaga kerja informal), yang tidak dapat dijadikan dasar kebijakan
dan pembentukan hukum pertanian untuk dapat menyesuaikan perkembangan
ekonomi, serta tiadanya pengaturan tentang lalu lintas usaha pertanian pangan (a.l.
waris usaha pertanian, jual beli usaha pertanian, dlIl.), dimana PP no 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah tidak membedakan pengaturan pendaftaran tanah antara
tanah pertanian dengan tanah non-pertanian, walaupun keduanya mempunyai karakter
dan syarat-syarat yang berbeda, berakibat pada tidak dimungkinkannya adanya data dan
informasi tentang subyek hukum “petani” dan obyek hukum tanah pertanian. Akibat
lebih lanjut tidak dimungkinkannya secara konstruktif adanya jaminan hukum tentang
hubungan-hubungan hukum antara petani dengan lahan pertaniannya (misal: adanya
asas keberlanjutan berarti melarang adanya sita jaminan usaha pertanian), hubungan
hukum antara petani dengan petani, petani dengan pelaku usaha pertanian lainnya
(pedagang dibidang pertanian).

4. Adanya gerontonisasi “petani” (petani tua), yang menguasai lahan-lahan sempit (petani
gurem) dan tidak tertariknya kaum muda sebagai “petani” karena penuh resiko;

5. Carut marutnya tata niaga pangan seperti beras, cabai, gula, ikan, dll. 39;

6. Sarana logistik tak effisien (seperti container sayur maupun hampir semua komoditas
pangan ekspor yang terpaksa lama di pelabuhan, biaya tinggi)3!

7. Adanya distorsi organisasi administrasi pertanian (Kementrian Pertanian, Perdagangan
dan Perindustrian, BULOG, dll,, termasuk lemahnya penyelenggaraan negara, mis. angka
konsumsi umum dan industri dalam negeri tidak pernah klop antar kementrian;
lemahnya kelembagaan panggan seperti Dewan Ketahanan Pangan yang beranggotakan
berbagai kementrian dan lembaga tinggi negara.32

Syarat Mutlak Tujuan Politik Sistem Hukum Pertanian Pangan

Tujuan politik sistem hukum pertanian pangan merupakan syarat mutlak, tahap (awal)
untuk memungkinkan dapat menarik strukturnya (keseluruhan unsur-unsur yang terkait,
yang merupakan kesatuan), sebagai landasan konsep dan strategi pembentukan sistem
hukum pertanian pangan yang konstruktif, berdasarkan realitas in abstracto dan realitas in
concreto, - keseluruhan asumsi-asumsi dasar atau worldview) dan sebagai dasar untuk
merekonstruksi, menciptakan dan menafsirkan kembali norma-norma atau kaidah-kaidah
pertanian pangan, sehingga memungkinkan dapat disusun secara sistematis dan logis.

Tujuan politik sistem hukum pertanian: jaminan kesejahteraan petani dan jaminan
pangan penduduk dengan harga yang pantas (Penjelasan Umum I UUPA, UU Landreform, UU
Pangan) serta jaminan lingkungan hidup dan pemeliharaan pemandangan (al. UU
Kehutanan, UU Pertambangan, UU SDAIr), yang ketiganya saling berkaitan dan tidak dapat
dipisahkan dalam pencapaiannya. Sedangkan tujuan politik pertanian selama ini, pada

113



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 1

dasarnya keluar dari kerangka hukum, yaitu ”sekedar” meningkatkan produksi dan
meningkatkan kesejahteraan petani. Kata "meningkatkan” dapat merupakan bagian (jika
dibutuhkan) dari kata ”"jaminan”. Jaminan pangan dengan harga yang pantas, ada kalanya
diperlukan penurunan produksi, karena dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi, usaha pertanian berkecenderungan adanya over produksi, yang dapat berakibat
terancamnya nilai tukar petani menurun, sementara "harga pangan yang pantas” mutlak
harus tetap dijaga (berkaitan dengan income penduduk rata-rata dan jaminan kesejahteraan
rakyat). Disini subsidi di bidang pertanian tidak dapat dipisahkan dari Sistem Hukum Sosial
(social law, bukan poor law), dimana peranan Pemerintah sebagai mobilisator dan regulator
sifatnya absolut - mutlak, sebagai pembatas dan pengendali pasar bebas dalam rangka
negara kesejahteraan (Welfarestate), sehingga pengaturan unsur-unsur atau faktor-faktor
dalam struktur pasar pangan secara sisitematis dan logis mencapai tujuan (pasar
dipengaruhi oleh struktur (Trubek); Sehubungan dengan itu bicara tentang kapitalisme
pangan yang konstruktif sama dengan bicara masalah kemanusiaan (Johan Nornberg).

Dalam rangka mencukupi sendiri kebutuhan pangan rakyatnya dan menghadapi
perdagangan bebas di bidang pangan, jaminan kesejahteraan rakyat (termasuk jaminan
petani pangan) diprioritaskan - das Sollen - merupakan tujuan politik hukum nasional,
dimana barisan paling depan tanggung jawab ada ditangan Negara, c.q. Pemerintah. Untuk
itu adanya konstruksi pengadaan Sistem Hukum Pertanian Pangan Indonesia adalah
mendesak dan mutlak dalam penataan dalam negeri, dengan menjalankan proses demokrasi
substantif, dimana partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai partisipasi dari hanya
anggota masyarakat yang profesional dan obyektif di bidangnya, yang berkaitan dengan
sistem hukum pertanian pangan, serta menutup pintu bagi mereka yang mempunyai interest
pribadi atau golongannya.

Struktur Sistem Hukum Pertanian Pangan

Struktur sistem hukum pertanian pangan dapat digolongkan kedalam tiga faktor, yaitu
faktor teknis (berkaitan dengan pra-tanam atau pra-ternak untuk pangan sampai pasca
panen atau pascaproduksi, al. lahan pertanian pangan, peraturan-perundangan,
kelembagaan, pendidikan), faktor ekonomi (berhubungan dengan nilai tukar petani, a.l.
ongkos dan/ atau biaya, pajak, pungutan) dan faktor sosial (berkaitan dengan jaminan
kesejahteraan pelaku usaha pertanian, a.l. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan perawatan petani, jaminan resiko produksi dari a.l. penyakit atau
puso-nya tanaman atau hewan).

Jaminan Kesejahteraan Petani

Tujuan jaminan kesejahteraan petani mengindikasikan adanya subyek usaha pertanian
berkelanjutan dari generasi ke generasi, yang berarti institusi lembaga waris usaha
pertanian dan jaminan lalu lintas (peralihan) wusaha pertanian lainnya dituntut
mensyaratkan subyek petani sebagai institusi yang profesional (lapangan kerja formal),
yang mengkriteriakan petani adalah mereka yang mempengaruhi perkembangan
ekonomian.
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Pertanian Dalam perjanjian

Pertanian dalam perjanjian sebagai organisasi hubungan barang, atau integrasi vertikal,
diadakan antara “integrator” (mis. al. pengusaha industri, koperasi untuk pengelolaan
produksi pertanian pangan) dengan sejumlah petani. Isi perjanjian pertanian berisi tentang
perjanjian tentang ternak atau tentang tanaman serta pengirimannya, untuk jangka waktu
yang lama, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dalam satu kesatuan formular, yang mana
integrator menjamin penggunaan kapasitas dan petani menjamin memberikan produksi yang
dijanjikan. Setiap produk pertanian pangan mempunyai isi perjanjian sendiri-sendiri, karena
masing-masing mempunyai karakter yang berbeda, baik dari pra-tanam atau pra-ternak
sampai pasca-panen.

Keharusan Intervensi Negara untuk Perlindungan Hukum di Bidang Pertanian33

Suatu study hukum Uni Eropa menunjukkan adanya perbedaan antara pasar untuk produksi
agraria dengan pasar untuk produk komersial, yaitu ditandai dengan sangat kuat dan
luasnya intervensi dari Negara pada instrumentarium dan pasar, yang bertujuan untuk
memperkuat posisi pasar petani, dengan melalui akta hukum (Rechtsakte) Uni Eropa, dan
peraturan pelaksanaannya (Rechtsvorschriften) dari negara negara anggota UE. Disana
menuntut para petani dalam wadah kebersamaan pemanen dalam perhimpunan bersama,
dengan demikian terdapat cabag-cabang perserikatan (Brancheverbaende), yang secara
bersama sepakat, berdasarkan “aturan hukum khusus”, tentang sistem perdagangan suatu
produk pertanian tertentu, dari seluruh tahap usaha pertanian, dari tahap pengerjaan
sampai pemasaran.

Kesepakatan bersama secara horizontal dan vertikal, dan perjanjian pertanian
(Vertragslandwirtschaft) merupakan institusi-instiusi penting dalam perekonomian agraria.
Petani masuk dalam ikatan perjanjian dalam jangka waktu yang lama dengan pengusaha
pengelolaan dan pemasaran. Kepentingan pemanen dapat dipenuhi, yaitu jaminan kesatuan
kestabilan kualitas dan kesamaan besarnya panen pertanian, sesuai permintaan massa
konsumen tentang produksi pertanian yang bernilai tinggi dan terstandardisasi; yang secara
langsung dipengaruhi oleh proses produksi yang dilakukan oleh partner perjanjian
pertaniannya melalui peratur-peraturan tentang bibit, pengelolaan, panen, pakan, dlil. Di sisi
lain petani dijamin harga pasti tentang hasil panennya dalam perjanjian berdasarkan
undang-undang. Perlindungan maksimal risiko pasar terhadap petani adalah mutlak, karena
usaha khusus pertanian mendatangkan resiko produksi yang ditinggi.

Pembuat undang-undang mempunyai tugas mengatur tentang perserikatan
horizontal dan vertical dan perjanjian pertanian dalam pasar agrarian. Tentang bentuk-
bentuk perusahaan dan perhimpunan pembuat UU tidak ikut campur, tetap dibawah hukum
umum, mempunyai kebebasan dalam memutuskan sesuai dengan performennya. Pembuat
undang-undang menghormati kebebasan perjanjian antara petani dan pengusaha untuk
tahap-tahap perdagangan yang ada. Namun ia mengatur jalannya perserikatan horizontal
dan vertical, perjanjian pertanian sebagai sesuatu khususan yang harus diatur tersenderi.
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Kesimpulan

Dasar Hukum Tujuan Politik Hukum Pertanian (pangan) berkelanjutan masih lemah,
yang tersebar dibergai Undang-Undang tidak dapat diimplenetasikan dengan exisnya multi
peta dasar serta, vacumnya sistem perencanaan sektor-sektor, khususnya sistem pangan,
serta sistem penataan ruang yang mengabaikan prinsip saling berdampingan
(Gegenstromprinsip), yang tidak dapat diselesaikan hanya sekedar koordinasi dan integrasi.
Untuk itu, penyelesaiannya yang konstruktif, terutama dari Presiden dan lembaga Legislatif,
adalah mutlak dan mendesak, untuk masa kini dan masa depan, tanpa itu adalah logis
bangsa Indonesia tidak bisa dan tidak perlu mengharap banyak, selain kehancuran.
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Degradasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia

Pasca Amandemen UUD 1945

Diki Caniago

A. Pendahuluan

Reformasi telah berumur kurang lebih tiga belas tahun. Sejak meletus dan berhasil
menumbangkan rezim Orde Baru dari tampuk kekuasan di negara ini, Bangsa Indonesia
kemudian berbenah. Segenap perbaikan dilakukan, apa yang dinilai tidak baik diubah atau
ditiadakan, dan beberapa lembaga dan hal-hal baru dibentuk untuk memperbaiki keadaan.

Merujuk pada terminologi “reformasi”, maka spirit utama yang dilakukan adalah
mereposisi atau mengembalikan susunan yang tidak baik dan tidak benar menuju pada
kebaikan dan kebenaran seperti apa yang telah digariskan, dicita-citakan, serta disepakati
bersama oleh para pendiri bangsa ini pada tahun 1945, dan segala apa yang dimanipulasi
oleh rezim sebelumnya dikembalikan pada posisinya semula.

Menjawab segala tuntutan dan aspirasi pada saat reformasi, maka salah satu hal
yang dilakukan bangsa ini adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan
amandemen UUD NRI 1945 merupakan tuntutan seluruh masyarakat Indonesia saat itu atau
tunutuan Reformasi (Jimly Asshiddiqie, 2006: 1). Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya mengklasifikasikan beberapa kelemahan UUD 1945, antara lain: UUD
1945 telah memposisikan kekuasaan Presiden terlalu besar (executive power), sistem checks
and balances tidak secara tegas diatur di dalamnya, ketentuan UUD 1945 banyak yang tidak
tegas dan multitafsir, minimnya pengaturan Hak asasi manusia, sistem kepresidenan, dan
sistem perekonomian yang kurang jelas (Tim Kajian Amandemen FH Unibraw, 2000: 1-
2).Dahlan Thaib dan kawan-kawan, mengatakan bahwa alasan lain yang dapat dijadikan
alasan amandemen adalah secara historis UUD 1945 memang didesain oleh para pendiri
negara sebagai konstitusi yang bersifat sementara dan ditetapkan dalam suasana tergesa-
gesa (Dahlan Tahib, dkk, 2008: 147).

Di lain pihak, implementasi dan konsistensi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sebagai
dasar negara mengalami pasang-surut bergantung keadaan/ kondisi, baik itu kondisi
internal bangsa dan negara maupun kondisi eksternal (berupa globalisasi dan ancaman dari
luar negeri lainnya). Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila sejak Refomasi 1998 sampai saat ini
mengalami penurunan, diabaikan bahkan dilupakan. Efek negatif dari hal ini dapat kita lihat
dimana pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara kita sangat jauh dari nilai-nilai
Pancasila. Dalam bidang Hukum, Politik serta Ketatanegaraan, Pancasila juga mengalami
degradasi yang sangat akut. Ada banyak undang-undang, dan berbagai produk hukum
lainnya serta kebijakan dan tindakan politik dari elit-elit bangsa ini yang sengaja atau tidak
disengaja telah melanggar nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, karya ilmiah ini disusun untuk mencoba menemukan hal-hal yang
menyebabkan degradasi nilai-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia Pasca
amandemen UUD 1945 sehingga hal-hal tersebut dapat diantisipasi oleh segenap eleman
bangsa dan negara.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas
pada bab-bab selanjutnya adalah: Hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya degradasi
nilai-nilai Pancasila setelah adanya amandemen UUD 1945?

C. Posisi Pancasila Dalam Negara Hukum Indonesia

Posisi Pancasila bagi Indonesia sebagai suatu negara dan bangsa memiliki variasi yang
sangat beragam. Berbagai pendapat dan gagasan posisi Pancasila pernah dikemukakan oleh
para pakar. Keanekaragaman ini disebabkan sudut pandang pakar atau para ahli dalam
memandang dan mengartikan Pancasila dan ini merupakan konsekuensi logis dari
keberadaan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam pandangan filsafat misalnya,
Pancasila bisa diartikan sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah ideologi bangsa.
Dari aspek politik, Pancasila dianggap sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang
mempersatukan semua ikatan primodial ke dalam suatu bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan (Mahfud MD,
2010:52).Pandangan ini tentu tidak sama ketika Pancasila dipandang dari segi yuridis dan
konstitusional. Bahkan secara yuridis dan konstititusional pun, terdapat beberapa makna
dan pandangan mengenai nilai-nilai Pancasila yang pernah dikemukakan oleh para pakar
dan ahli. Ada yang menyebutnya sebagai staatsfundamenatinorm (Notonegoro pada pidato
Dies Natalis Universitas Airlangga Pertama, 10 November 1955), Gurndnorm (Usep
Ranuwijaya, 1983: 48), Paradigma hukum, Pandangan yang beragam ini tidak dapat
dipertentangkan antara satu pandangan dengan pandangan yang lain, melainkan saling
melengkapi satu sama lain.

Dalam pandangan Darji Darmodiharjo, menurut sejarahnya, Pancasila diadakan atau
dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka /
Republik Indonesia (Darji Darmodiharjo dalam Darji Darmodiharjo, dkk, 1979: 9)-

A. Hammid S. Attamimi mengemukakan Cita Hukum (Rechtsidee) digunakan untuk
menggantikan kata ideologi dalam kaitan Pancasila dengan kehidupan hukum bangsa
Indonesia (A. Hamid S. Attamimi dalam Oetoyo Oesman dan alfian (Editor), 1991: 63).
Sebelum amandemen UUD 1945, penegasan Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee)
terdapat pada Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945, angka III yang menentukan
sebagai berikut:

“Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut
meliputi suasan kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee)
yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-
Undang Dasar) maupun hukum tak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan
pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”

Menurut A. Hammid S. Attamimi istilah “Cita-cita Hukum” di dalam Penjelasan UUD
tesebut kurang tepat, yang lebih tepat adalah “Cita Hukum”, karena cita adalah gagasan, rasa,
cipta, pikiran, sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan, yang selalu ada
dipikiran atau di hati (A.Hammid S. Attamimi, 1990:308).
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Cita hukum menurut Rudolf Stamler, sebagaimana dikutip A. Hammid S. Attamimi (A.
Hamid S. Attamimi, 1990: 308-309) adalah konsturuksi pikir yang merupakan keharusan
bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Lebih lanjut, cita
hukum ini berfungsi sebagai bintang pemandu (Leitstern) bagi tercapainya cita-cita
masyarakat. Meski merupakan titik akhir yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum
memberi manfaat karena mengandung dua sisi: dengan cita hukum, hukum positif yang
berlaku dapat diuji, dan kepada cita hukum, hukum positif sebagai usaha menuju sesuatu
yang adil dengan sanksi pemaksa dapat diarahkan.

Selain itu, Pancasila juga biasa diistilahkan sebagai Staatsfundamentalnorm. Istilah
Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm pertama kali diungkapkan oleh Notonagoro dalam
Pidatonya padaDies Natalis Universitas Airlangga yang Pertama (10 November 1955).
Staatsfundamentalnorm diartikan oleh Notonagoro dengan istilah Pokok Kaidah
Fundamentil Negara. Berikut petikan Pidato tersebut:

“Di dalam tertib hukum dapat diadakan pembagian susunan yang hierarchis dari
pada peraturan-peraturan hukum, dan dalam susunan itu undang-undang dasar, yang
merupakan hukum ddasar negara, tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, seperti
juga dinyatakan dalam penjelasan resmi dari pada Oendang-oendang Dasar 1945, karena
diterangkan masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok undang-undang dasar
ini, yang pada hakekatnya terpisah dari undang-undang dasar, dinamakan pokok kaidah
negara yang fundamentil (Staatsfundamentalnorm), yang mengandung tiga syarat mutlak,
yaitu ditentukan oleh pembentuk negara, memuat ketentuan-ketentuan pertama yang
menjadi dasar negara dan kedua bukan yang hanya mengenai organisasi negara.

Maka dari itu karena memenuhi pensifatan ini Pemboekaan Oendang-oendang Dasar
1945 mempunyai kaedah pokok fundamentil Negara Indonesia.”

(Pidato Notonagoro dalam Pidatonya pada Dies Natalis Universitas Airlangga yang Pertama
/10 November 1955).

Sedangkan menurut A. Hammid S. Attamimi, Staatsfundamentalnorm diartikan
dengan istilah norma fundamental negara (A. Hammid S. Attamimi, 1990 : 359).

Norma Fundamental Negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara
ini merupakan yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat
‘pre-supposed’ atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan
merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya
(Maria Farida Indrati, 2007: 46).

Hamid Attamimi berpendapat dengan ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum
dan sekaligus sebagai norma fundamnetal negara, maka sistem hukum Indonesia, baik
dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam penegakkannya, tidak dapat
melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang konstitutif dan regulatif,
dan dari ketentuan-ketentuan Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar
keabsahan (legitimacy) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Republik Indonesia
(A.-Hamid S. Attamimi, 1990 : 359).
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D. Hal-Hal Yang Menyebabkan Degradasi Nilai-Nilai Pancasila

Penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara formalitas tetap
bersandar pada nilai-nilai Pancasila. Terminologi “formalitas” penulis pilih karena memang
bisa kita lihat pada beberapa gejala, seperti adanya pertemuan petinggi-petinggi negara
membahas pelaksanaan Pancasila, begitu juga pidato-pidato kenegaraan serta pembicaraan
pada seremonial kenegaraan selalu menyebut-nyebut Pancasila dan menjadi semacam lip
service, kemudian dicantumkannya nilai-nilai Pancasila dalam pertimbangan peraturan atau
kebijakan yang akan diambil tetapi tidak tercermin dalam pasal atau norma-norma yang
terdapat di dalamnya.

Secara substansi, pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi masalah. Upaya tersebut
secara garis besar masih belum maksimal, kalau kita meminjam istilah statistika, grafik
pelaksanaannya naik-turun, tidak stabil, tidak konsisten. Pertanyaan sederhana, misalnya :
Mengapa lahir Undang-Undang yang tidak pro rakyat, pro keadilan, berbau liberalisme?
Kenapa terjadi pembiaran kekerasan atas nama agama dan keyakinan? Kenapa ada putusan-
putusan pengadilan yang tidak mencerminkan keadilan sosial? Tentu dapat dijawab karena
tidak optimal dilaksanakannya Pancasila. Pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai
Pancasila ini berulang berkali-kali dan setiap mendapat sorotan publik diperbaiki, kemudian
diulang kembali. Maka, tepat kiranya kita menyebut pelaksanaan nilai-nilai pancasila
mengalami degradasi dalam Negara Hukum Indonesia. Degradasi secara etimologi dapat
diartikan : Penurunan derajat (kedudukan, dsb), penurunan mutu yang diakibatkan oleh
penanganan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia;
1990, 193)

Pertanyaan kemudian muncul, hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya
degradasi Pancasila pada Negara Hukum Indonesia setelah amandemen UUD 1945? Ada
beberapa hal yang menyebabkannya, yaitu sebagai berikut:

Pertama, terjadi pendangkalan pemahaman serta pengamalan Pancasila di dalam
masyarakat Indonesia itu sendiri.Maria Farida mengatakan :Indonesia telah mengalami
"Degradasi Wawasan Nasional”, bahkan juga degradasi kepercayaan atas keunggulan dasar
negara Pancasila, sebagai sistem ideologi nasional (Maria Farida, http=//www.pelita.or.id/
baca.php?id=45875, diakses pada tanggal 1 Oktober 2012).

Memang sulit untuk menghindar dari adanya kesan yang sangat kuat bahwa saat ini
bangsa ini mengalami permasalahan baru yang mendasar, yaitu masalah identitas dan jati
sebagai suatu diri bangsa. Sistem politik, hukum, ekonomi, dan budaya kita saat ini
berkembang begitu saja tanpa memiliki karakter dan orientasi yang jelas sesuai dengan jati
diri bangsa. Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara lebih ditentukan oleh
kepentinagn pragmatis jangka pendek dan dipengaruhi oleh kebudayaan global.

Pancasila juga ditinggalkan masyarakat sebagai falsafah dan ideologi bangsa akibat
perjalanan sejarah, dimana Orde Baru yang pada awalnya betul-betul bertujuan untuk
melaksanakan Pancasila secara konsekuen di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
pada akhirnya hanya merupakan alat untuk mempertahankan kekuasannya. Sehingga
Pancasila terlanjur tercemar atau ikut-ikutan dicap masyarakat sebagai alat politik
kekuasaan,yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat melupakan Pancasila sebagai
ideologi bangsa.Senada dengan pendapat tersebut, Arief Hidayat mengatakan “Sebagai
akibat yang cukup serius atas manipulasi politik atas Pancasila pada masa-masa sebelumnya
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lahirlah asumsi masyarakat bahwa Pancasila hanyalah sekedar merupakan instrumen
kekuasaan yang otoriter” (Arief Hifayat, 2012: 2).

Sebagai akibat dari penyebab pertama maka lahirlah sistem kepemimpinan dan
perpolitikan yang tidak memperdulikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
Terjadi pertarungan antara kepentingan politik dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, dan
sayangnya kepentingan politik sering kali yang menang sehingga lahirlah produk-produk
hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan
hal ini, Mahfud MD mengatakan bahwa yang sering terjadi, kepentingan politik
mengeliminasi kemauan untuk menginternalisasikan Pancasila.(Mahfud MD, 2011: 3).

Lebih jauh,Kaelan(M.S. Kaelan, 2011: 2) berpendapat bahwa jikalau demokrasi di
negeri ini kekuasaan di tangan rakyat, dalam kenyataannya para elit baik eksekutif maupun
legislatif tidak membawakan aspirasi rakyat, namun para elit rakyat hanya sibuk merebut
kekuasaan dengan wacana koalisi, oposisi, Pemilu Kada, Pansus dan lainnya sehingga rakyat
justru merasa tidak memiliki kedaulatan di era reformasi ini.

Pertarungan antara kepentingan politik dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ini
lebih cenderung terjadi di ranah eksekutif dan legislatif. Kita tahu bahwa kedua lembaga
negara ini memang tidak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik. Presiden dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya juga membutuhkan dukungan politik yang kuat agar
efektif menjalankan tugasnya. Demikian juga DPR yang merupakan lembaga politik. Miriam
Budiarjo menyebutnya sebagai perwakilan yang bersifat politik , dimana anggota badan
legislatif (Anggota DPR) dipilih mewakili rakyat melalui partai politik (Miriam Budiarjo,
2008: 317).

Ketika kepentingan-kepentingan politik diperjuangkan dalam proses penyusunan
perundang-undangan ini, nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya dasar negara dan landasan
filosofis bangsa tidak diutamakan bahkan dilupakan karena yang diutamakan adalah
kepentingan politik semata. Hasil dari keadaan seperti inilah yang menghasilkan produk-
produk hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
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Proses seperti tersebut di atas dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:

Proses Perancangan Peraturan Perundang-undangan (Pemerintah/
DPR)

Di tahap ini Pemerintah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)
UUD 1945, mengajukan rancangan UU kepada DPR.
Atau dapat juga merupakan inisatif dari DPR.

Rancangan UU vyang sudah Melanggar Nilai-nilai

Proses Pembahasan bersama (Legislatif dan eksekutif) terhadap
Rancangan Peraturan Perundang-undangan)

Sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Setiap
rancangan UU dibahas DPR dan Presiden untuk
mendapat Persetujuan bersama.

Di tahap inilah pertarungan Politik terjadi

Proses Pengesahan Undang-Undang

TN

Pelaksanaan Undang-Undang (Eksekutif dan diawasi Legislatif)

Gambar 1
Skema Pelanggaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Proses Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan

"Sikap pragmatis pembentuk undang-undang pun telah menjadi penyakit
tersendiri. Penyakit itu kemudian membuat proses transaksi kepentingan tanpa
malu-malu dilakukan secara terbuka. Apalagi dalam proses pembahasan dan
pengesahan rancangan undang-undang di bidang politik dan sumber daya alam”
(Yuliandri dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol.8 No. 4 Desember 2011: 641).

Penyebab ketiga adalah masih kuatnya Korupsi dan Mafia Hukum yang sangat
berdampak pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Benarkah Korupsi dan Mafia Hukum
dapat menyebabkan tidak dilaksanaknnya Nilai-nilai Pancasila? Atau apakah ini hanya
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sebuah isu atau anggapan tanpa fakta?Ternyata tidak, data serta fakta yang ada dapat
membuktikan hubungan yang sangat kuat antara Korupsi dan Mafia Hukum dengan
Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila. Kalau pada penyebab kedua yang menjadi penyebab tidak
dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila adalah kepentingan dan dominasi politik, maka
keadaan diperparah lagi dengan korupsi serta mafia hukum yang memang telah merasuki
seluruh sendi kehidupan bangsa dan negara ini, terlebih pada tiga cabang kekuasaan negara,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Korupsi dan Mafia hukum menyebabkan legislatif (DPR) tidak melaksanakan nilai-
nilai Pancasila karena dengan adanya korupsi dan mafia hukum penyusunan sebuah
undang-undang dapat diintervensi dengan uang. Para pihak yang berkepentingan dengan
sebuah produk hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat memesan dan
menjanjikan sejumlah uang kepada oknum di ranah legislatif. Inilah yang lazim disebut jual-
beli pasal dalam proses legislasi. Kita misalkan akan dibentuknya sebuah Undang-Undang
Pengelolaan Sumber Daya Alam. Disini, para pemangku kepentingan seperti pemilik modal
besar sangat berkepentingan agar undang-undang tersebut nantinya dapat melindungi para
pemilik modal besar dan liberalisasi sumber daya alam di Indonesia. Disinilah nantinya
proses penyuapan dan gratifikasi terjadi sehingga lahirlah produk hukum yang tidak hanya
menyengsarakan rakyat kecil juga terindikasi melalanggar nilai-nilai Pancasila.

Tahun 2011 yang lalu, survey yang dilakukan menempatkan Dewan Perwakilan
rakyat (DPR), Eksekutif, dan lembaga Penegak Hukum sebagai institusi paling korup di
Indonesia. Data ini patut menjadi indikasi kepada kita semua bagaimana korupsi dan Mafia
Hukum mempengaruhi pelaksanaan Pancasila.

Korupsi dan Mafia Hukum juga memberi dampak yang sangat besar kepada Yudikatif
melaksanakan tugasnya, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Beberapa kali
hakim telah diseret ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti melakukan
korupsi dan tertangkap tangan sedang disuap oleh yang berperkara. Kejadian-kejadian
seperti turut menyuburkan pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila
khususnya Sila Kelima, yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi yang saat ini mendapat kepercayaan besar dari rakyat juga
tidak lepas dari ancaman jaringan korupsi dan mafia hukum. Kasus Pemalsuan Surat
Sengketa Hasil Pemilu yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi tentu membuktikan bahwa
korupasi dan mafia hukum berusaha mencoba masuk ke dalam sistem Mahkamah
Konstitusi. Kita berharap Konsistensi Hakim-hakim Konstitusi serta seluruh jajaran di
Mahkamah Konstitusi tetap solid untuk menjaga agar Mahkamah Konstitusi selalu bersih
dan terhindar dari Korupsi dan Mafia Hukum.

Penyebab keempat adalah desakan serta dorongan dari luar yang memasukkan
kepentingan serta nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Negara Indonesia, saat ini
sedang menjadi sorotan dan incaran negara serta kepentingan lain yang melihat Indonesia
sebagai negara besar yang dapat memberi keuntungan bagi mereka. Kekayaan alam
Indoensia yang kaya, populasi yang besar sehingga potensial menjadi pasar bagi produk
yang mereka jual, sampai dengan pengaruh politik dan pertahanan yang sekarang ini sedang
menjadi persaingan di dunia ini.

Tekanan politik dan ekonomi tersebut timbul akibat langsung dari berkembangnya
paham ekonomi pasar yang menjadi arus pemikiran utama dalam globalisasi ekonomi.
Tekanan-tekanan tersebut dilancarkan oleh negara-negara maju yang menganut paham
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ekonomi pasar dengan menggunakan lembaga-lembaga keuangan multilateral, seperti IMF,
ADB dan lain sebagainya (Kuntana Magnar, dkk, dalam Jurnal Konsitusi, Volume 7 No.1,
Februari 2010 : 115). Pada masa transisi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia,
dan negara bekas komunis terdapat gelombang penetrasi modal yang berupaya membuat
negara berkembang untuk melakukan adaptasi dengan sistem perekonomian global yang
berpaham neoliberal. (Yance Arizona, 2008).

Penyebab terdegradasinya nilai-nilai Pancasila yang kelima adalah masih ambigunya
konsep Negara Hukum Indonesia yang merupakan percampuran antara Konsep Negara
Hukum Rechstaat dan Rule of Law. Hal ini sangat berdampak pada pelaksanaan nilai
Pancasila khususnya Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dalam
penegakkan hukum.

Mahfud MD Mengatakan:

"Konsepsi negara hukum di Indonesia merupakan konsepsi sintetis dari
beberapa konsep yang berbeda tradisi hukumnya. Dengan kata lain, dapat
dikemukakan bahwa negara hukum Indonesia secara campur aduk oleh konsep-
konsep rechstaat, the rule of law, negara hukum formal, dan negara hukum
material yang kemudian diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik
sehingga menjadi negara hukum Pancasila” (Mahfud MD, 1999 : 138).

Untuk mengetahui peyebab bercampur aduknya konsep Rechsstaat dan Rule of law
pada negara hukum kita dapat kita lihat pada saat awal dari berdirinya Republik ini. Naskah
UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak memuat pernyataan yang jelas tentang negara hukum
dalam konsep mana yang dianut di Indonesia, bahkan istilah tersebut tidak secara eksplisit
muncul baik di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945.

Kemudian lebih lanjut, kedua konsep tersebut dianut secara bersamaan dalam
rancangan UUD 1945. Hal tersebut dimulai dari perdebatan Soekarno-Soepomo di satu
pihak dan Hatta-Yamin di pihak lain ketika sidang BPUPK terlibat dalam perbedaan
pendapat tentang pencantuman materi mengenai HAM di dalam UUD. Perdebatan tersebut
pada akhirnya menghasilkan kompromi dengan dimuatnya secara terbatas ketentua-
ketentuan tentang HAM seperti pasal 27,28,29,30 dan 31 dengan rumusan yang juga masih
memberikan pembatasan karena untuk sebagian disertai dengan ketentuan bahwa dalam
pelaksanaannya akan diatur dengan undang-undang.

Mahfud MD Menjelaskan:

"Masuknya pasal-pasal tersebut memperlihatkan bahwa konsepsi negara
hukum dari tradisi Anglo Saxon yang bernama rule of law itu masuk di dalam
UUD 1945, sesuatu yang dapat dilihat minimal dari Pasal 27 yang menetukan
bahwa setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan
pemerintahan. Namun, pada saat yang sama kita melihat penggunaan istilah
rechstaat dan pelembagaan dunia peradilan yang membuka lingkungan
peradilan administrasi (tata usaha) negara sebagai cermin dari penganutan atas
konsep negara hukum yang bersumber dari tradisi Eropa Kontinental” (Mahfud
MD, 1999 : 136-137).
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Sesudah adanya amandemen UUD 1945 (dari tahun 1999 sampai dengan tahun
2002) , penekanan akan pentingnya menetukkan apakah konsep yang kita anut, apakah
rechstaat ataukah rule of law tidak menjadi perhatian oleh MPR ketika itu. Penegasan akan
keberadaan negara ini sebagai negara hukum, memang terjadi yaitu dengan adanya Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “ Indonesia adalah negara hukum” (amandemen ketiga).
Lebih lanjut, Peniadaan Penjelasan UUD 1945 kata “Rechstaat” di dalamnya menyebabkan
percampuran kedua konsep ini semakin nyata. Pihak yang berpendirian kuat kalau kita
penganut konsep rechstaat tidak mempunyai alasan lagi mengklaim bahwa Negara Hukum
Indonesia tergolong ke dalam konsep rechstaat.

Percampuran kedua konsep tersebut secara bersama-sama di Negara Hukum
Indonesia, pada awalnya tidak menjadi masalah yang sangat mengganggu, karena
percampuran tersebut hanya terjadi dalam konsep atau teori semata. Namun, terjadi
masalah yang serius, tatkala di dalam penegakkan hukum terjadi inkonsistensi oleh pihak
tertentu untuk memenangkan kepentingannya. Pada satu sisi, pihak tersebut berpegang
pada kepastian hukum untuk bersembunyi dan mengamankan kepentingannya, dan di lain
kesempatan, pihak ini mempertanyakan keadilan jika ia merasa dapat dilindungi olehnya.
Mafia hukum, koruptor, serta aparat penegakkan hukum yang curang sering memanfaatkan
kesempatan ini.

Bahkan tidak jarang penafsir atau penegak hukum yang sama bersikap tidak
konsisten memilih yang berbeda-beda untuk kepentingan perkara yang berbeda. Untuk satu
kasus misalnya dia mengutamakan undang-undang yang resmi berlaku atas nama kepastian
hukum karena dengan itulah perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, tapi untuk
kasus yang lain, atas nama keadilan, yang bersangkutan menolak undang-undang yang
masih resmi berlaku karena dinilainya tidak sesuai dengan rasa keadilan di dalam
masyarakat.

Negara kita juga kembali menjadi gamang, ketika Nek Minah yang menurut undang-
undang (hukum) dalam hal ini dibela mati-matian oleh pendukung kepastian hukum hendak
dijadikan sebagai pesakitan di pengadilan, namun oleh sebagian yang lain (dalam hal ini
dapat dikatakan merupakan suara mayoritas masyarakat) Nek minah berdasarkan rasa
keadilan masyarakat tidak pantas dihukum dan dipersalahkan. Begitu juga dengan kasus-
kasus yang lain, kasus Pencurian semangka, kasus charger HP, Pencurian Piring, dan lain-
lain dimana “suara-suara yang meneriakkan keadilan” atau “melukai keadilan masyarakat”,
menjadi suatu fenomena yang membuat mayarakat Indonesia terbelah pendiriannya.

Penyebab keenam terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila adalah terdapat
beberapa kelemahan dalam sistem ketatanegaraan kita yang memungkinkan terulangnya
pelanggaran nilai-nilai Pancasila.Apa yang menjadi konsekuensi logis bagi eksekutif,
Legislatif, dan Yudikatif apabila melanggar nilai-nilai Pancasila? Atau Bagaimana sistem
Check and balances antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan nilai-nilai
Pancasila? Hal ini belum terakomodir dalam sistem ketatanegaraan kita. Di Indonesia
setelah amandemen UUD 1945, DPRmemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
(Pasal 20 ayat (1) UUD 1945) dan Setiap Undang-Undang dibahas bersama DPR dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila Presiden (Eksekutif) mampu
menguasasi DPR dengan menempatkan anggota partai atau pun “orang-orangnya Presiden”
di DPR, maka tidak ada lagi yang dapat mengimbangi dan saling mengawasi antara eksekutif
dan legislatif. Kita bisa lihat misalnya saat ini terjadi koalisi antara beberapa partai sehingga
apabila koalisi ini bersatu maka apapun rancangan perundang-undangan yang disodorkan
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oleh pemerintah tidak ada yang mampu mengawasinya meskipun hal tersebut tidak sesuai
atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya, di Indonesia ada dua lagi lembaga perwakilan, yaitu Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), namun, kedua
lembaga ini sangat terbatas kewenangannya dalam bidang legislasi.MPR berdasarkan Pasal
3 UUD 1945 hanya berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar serta
melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Sebelum amandemen, MPR memiliki
kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Implikasi tidak adanya
GBHN mulai mengemuka akhir-akhir ini. Hal ini berkaitan dengan keadaan di masyarakat,
Khususnya pelaksanaan penyelenggaraan negara setelah tidak adanya GBHN sebagai
pedoman dan pegangan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya. Masyarakat mulai
merasakan dan menganggap pembangunan saat ini tidak jelas dan bahkan tidak memihak
kepada rakyat. Jawahir Thontowi mengatakan terhapusnya kewenangan MPR dalam
menetapkan GBHN sekaligus menandakan hilangnya institusi pelindung Pancasila/
Guardiance (Jawahir Thontowi, 2010: 1).

Sementara itu, DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, hanya dapat mengajukan
Rancangan Undang-Undang kepada DPR serta ikut membahas RUU tersebut, dan keputusan
menerima atau tidak semata-mata ada di tangan DPR. Rancangan RUU yang melibatkan DPD
juga terbatas pada RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.

Di Indonesia, hubungan DPR dan DPD tidak mungkin menciptakan hubungan antar
kamar yang dapat saling mengecek satu sama lain. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 secara tegas
menyatakan bahwa fungsi legislasi hanya dimiliki oleh DPR. Dengan tidak adanya
pengaturan yang menyatakan DPD memiliki fungsi legislasi, Pasal 20A ayat (1) UUD 1945
makin memunculkan superioritas DPR atas DPD dalam proses pembentukan undang-
undang (Raymond Donald Cibero, 2010:68).

Bisakah pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan alasan
memberhentikan pejabat pada ketiga cabang kekuasaan negara tersebut? Ternyata tidak
atau belum pernah dilakukan. Lihat misalnya, alasan pemberhentian Presiden dan/ atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya , yaitu: Apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela ataupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat
sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.Dengan tidak dijadikannya pelanggaran terhadap
nilai-nilai Pancasila sebagai alasan memberhentikan pejabat pada ketiga cabang kekuasaan
negara ini menyebabkan tidak adanya kehati-hatian serta efek jera bagi pejabat pada ketiga
cabang kekuasaan negara sehingga pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila terjadi
berulang-ulang kali.
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E. Penutup

Degradasi nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Negara Hukum Indonesia setelah amandemen
UUD 1945 terjadi pada saat hukum itu sendiri sedang disusun/ Pembentukan peraturan
perundang-undangan, Pelaksanaan hukum, sampai dengan Penegakkan hukum tersebut.
Adapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila tersebut adalah
sebagai berikut: (1) Terjadi pendangkalan pemahaman serta pengamalan Pancasila di dalam
masyarakat Indonesia itu sendiri.Hal ini disebabkan oleh 2 hal, yaitu : Bangsa Kkita
mengalami permasalahan baru yang mendasar, yaitu masalah identitas dan jati sebagai
suatu diri bangsa, danPancasila terlanjur tercemar atau ikut-ikutan dicap masyarakat
sebagai alat politik kekuasaan, yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat melupakan
Pancasila sebagai ideologi bangsa, (2) Sistem kepemimpinan dan perpolitikan yang tidak
memperdulikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, (3) Masih kuatnya
Korupsi dan Mafia Hukum yang sangat berdampak pada pelaksanaan nilai-nilai Pancasila,
(4) Desakan serta dorongan dari luar yang memasukkan kepentingan serta nilai-nilai yang
bertentangan dengan Pancasila, (5) Masih ambigunya konsep Negara Hukum Indonesia yang
merupakan percampuran antara Konsep Negara Hukum Rechstaat dan Rule of Law yang
berdampak pada pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” pada
penegakan hukum, dan (6) Terdapat beberapa kelemahan dalam sistem ketatanegaraan kita
yang memungkinkan terulangnya pelanggaran nilai-nilai Pancasila.

Segenap elemen bangsa hendaknya menyadari apa yang terjadi pada nilai-nilai
Pancasila yang mengalami degradasi dalam Negara Hukum Indonesia pasca amandemen
UUD 1945. Sebagai dasar negara serta ideologi bangsa, apabila degradasi ini terus
berlangsung tanpa ada upaya untuk menghentikannya sangat berpengaruh terhadap
eksistensi kita sebagai sebuah bangsa dan negara karena posisi Pancasila sebagai dasar
negara dan ideologi bangsa.
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Menggugat Diskriminasi Atas Nama Agama:

Konsep Keadilan dalam Islam, Perlindungan Terhadap Kaum Minoritas, dan
Negara Hukum Pancasila

Endra Wijaya dan Ziatun Abdulah

“Jika urusan dunia ini diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat,
biarpun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa ... Dan jika urusan dunia ini
diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh tanpa peduli kesalehan
individu para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat kelak” (Ibn Taimiyah).

A. Pendahuluan

Indonesia, di satu sisi, selama ini dikenal sebagai negara yang penduduknya mayoritas
memeluk agama terbesar di dunia (Islam) yang konon sukses pula dalam mengembangkan
demokrasi. Namun di sisi lain, ternyata masih pula ditemukan sejumlah perlakuan
diskriminatif terhadap kaum minoritas. Minoritas yang dimaksud bukan hanya terhadap
penganut agama lain (yang berbeda agama), bahkan juga terhadap mazhab dalam Islamnya
itu sendiri.

Masalah perlakuan diskriminatif seperti disebutkan di atas salah satu contohnya
dapat dilihat pada aksi kekerasan yang menimpa kelompok masyarakat di Sampang,
Madura, yang beraliran (bermazhab) Syiah.

Selain itu, contoh lain dari perilaku diskriminatif yang “mengatasnamakan” agama di
Indonesia dapat dilihat pula pada kasus pelarangan ibadah bagi jemaat GKI Yasmin, Bogor,
serta ceramah bernuansa suku, agama, ras, dan aliran (SARA) yang diarahkan kepada salah
satu calon pasangan pada pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang lalu.

Kaum minoritas, dalam hal apapun, baik itu minoritas karena dasar mazhab, agama,
ataupun suku, belum sepenuhnya mendapatkan (terlindungi) hak-hak asasinya. Terkait
kelompok minoritas karena dasar agama, aliran, ataupun mazhab, maka hak asasi mereka
yang sering dilanggar ialah terutama menyangkut hak kebebasan beragama atau
berkeyakinan serta untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau keyakinannya
itu.

Perlakuan diskriminatif, yang termasuk sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak
asasi manusia (HAM), yang dialami kelompok minoritas ternyata bukan hanya dilakukan
oleh kelompok mayoritas dalam masyarakat, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak
penguasa (aparat negara). Mengenai keterlibatan aktor negara ini, sebagai contoh, dapat
dilihat pada terbitnya:

1. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama, Pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadat.34

2. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Nomor Kep-
01/SKF-MUI/JTM/1/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syi’ah.
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Memang secara historis, bangsa Indonesia telah “dilatih” untuk hidup dalam
diskriminasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda, misalnya dengan melalui kebijakan
penggolongan hukum bagi warga negara yang terdiri dari golongan Eropa, Timur Asing, dan
pribumi. Namun untungnya, setelah Indonesia merdeka, para pendiri negara ini bertekad
untuk menghilangkan diskriminasi tersebut, sehingga kemudian di dalam Undang-Undang
Dasar 1945 ditetapkanlah beberapa pasal yang memberikan jaminan perlindungan HAM
yang bertujuan menghilangkan praktik diskriminasi. Pasal 27 ayat (1), misalnya, telah secara
tegas menjamin bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya.”

Namun demikian, ironisnya, walaupun sudah ada jaminan perlindungan HAM dan
tekad untuk menghilangkan diskriminasi sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi,
praktik diskriminasi ini terus saja masih terjadi. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan
fakta bahwa hingga saat ini mayoritas masyarakat Indonesia ialah pemeluk agama Islam,
maka tentunya kondisi ini sangat menyedihkan. Ditambah lagi kenyataan bahwa mereka
semuanya hidup di dalam Negara Indonesia yang dasar negaranya Pancasila. Inikah “wajah”
para pemeluk agama Islam di Indonesia sesungguhnya? Apakah Islam (di Indonesia)
“merestui” perlakuan diskriminatif?

B. Minoritas dan Masalah Diskriminasi

Helen O’Nions memberikan beberapa kriteria bagi apa yang disebut sebagai minoritas.
Menurut O’Nions, ciri-ciri atau kriteria umum dari minoritas ialah (O’Nions, 2007: 180):

1. Merupakan kelompok nondominan yang berbeda;

2. Berasal dari atau memiliki hubungan yang erat dengan wilayah tertentu yang menjadi
daerah asal (tanah air) kelompok yang bersangkutan;

3. Secara kuantitas jumlah anggota kelompoknya relatif sedikit;

4. Merupakan kelompok-kelompok yang dikecualikan, seperti pengungsi (refugee), orang
asing, dan buruh migran yang ada di suatu negara;

5. Memiliki loyalitas terhadap sesuatu;

6. Adanya ikatan kesatuan yang kuat di antara anggota kelompok yang bersangkutan.

Namun, harus diakui juga bahwa kriteria mengenai apa yang dapat disebut sebagai
minoritas tersebut masih sangat longgar dan mengandung kelemahan. Sebagai salah satu
contohnya, menurut O’'nions, dapat dilihat pada unsur memiliki loyalitas terhadap sesuatu
(O’Nions, 2007: 183-184). lalah tidak mungkin bahwa di dalam suatu kelompok itu semua
anggotanya loyal sepenuhnya. Pada kenyataannya, dalam setiap kelompok, baik itu
mayoritas maupun minoritas akan selalu ada pihak yang tidak loyal, dan apabila pihak yang
tidak loyal ini ada di dalam kelompok minoritas, lantas bagaimanakah status minoritas dari
kelompok tersebut? Inilah salah satu contoh kesulitannya apabila menggunakan ukuran
loyalitas terhadap sesuatu sebagai salah satu kriteria bagi kelompok minoritas.

Jennifer Jakson Preece merumuskan definisi kelompok minoritas sebagai kelompok
yang tidak memiliki karakteristik peradaban menurut ukuran tertentu, serta tidak memiliki
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hak-hak penuh dalam masyarakat politis karena identitas agama, ras, bahasa, dan etnisnya
berbeda dengan identitas publik (Susamto, 2009: 102).

Lebih lanjut menurut Preece, minoritas agama terjadi ketika ada intervensi terhadap
keyakinan beragama seseorang, minoritas ras terjadi ketika tidak ada kesempatan yang
sama untuk mendapatkan hak-hak hidup pada ras yang berbeda, minoritas bahasa
menjelaskan ketersingkiran bahasa-bahasa etnis karena ditentukannya bahasa resmi pada
suatu negara yang penggunaannya tidak seimbang dalam kehidupan sehari-hari, dan
minoritas etnis dialami ketika masyarakat internasional dan kewarganegaraan negara-
bangsa cenderung menganggap etnis sebagai wilayah privat, sehingga keberadaannya sering
dikalahkan dalam pengakuan dan kebijakan publik terutama pada negara-negara yang lebih
mementingkan kohesi sosial (Susamto, 2009: 102).

Yang perlu juga dipahami ialah bahwa konsep minoritas dapat pula terkait dengan
praktik memarjinalkan kelompok tertentu sehingga mereka ini tidak memiliki lagi “posisi
tawar” (lemah) dalam masyarakat.

Oleh karena itu, maka definisi minoritas ada kalanya juga dirumuskan dengan
menghubungkannya dengan tindakan atau perlakuan diskriminatif yang dialami oleh
kelompok tertentu. Berkaitan dengan hal itu, kelompok minoritas (minority group) dapat
pula didefinisikan sebagai kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama atau
suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (prejudice) atau
dikriminasi. Diskriminasi tersebut mengandung makna adanya perlakuan yang tidak
seimbang terhadap sekelompok orang, yang pada hakikatnya sama dengan kelompok pelaku
dikriminasi (Theodorson dan Theodorson, 1979: 258-259).

Menurut Preece, pada praktiknya, perbedaan agama, ras, bahasa, dan etnis bisa
menyebabkan adanya diskriminasi, penganiayaan dalam tingkatan verbal maupun tindakan
yang dilakukan secara sadar maupun tidak sadar oleh masyarakat mayoritas atau bahkan
melalui kebijakan di suatu negara. Demi menjaga stabilitas politik, suatu negara dapat
melakukan pemaksaan pada kelompok minoritas, yang selain dengan cara-cara tadi, dapat
pula melalui asimilasi dan pemisahan (Susamto, 2009: 102).

Asimilasi merupakan upaya menyerap minoritas dalam masyarakat yang lebih besar,
yang bisa jadi merupakan hasil dari tekanan sosial terhadap kelompok minoritas untuk
menyesuaikan diri. Sedangkan pemisahan ditempuh dengan cara menjauhkan mereka dari
masyarakat kebanyakan (Susamto, 2009: 102).

Secara konsep dan praktik, pemisahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk,
yaitu (Budiman, 2009: 15):

1. Pemisahan yang didasari asumsi bahwa perbedaan-perbedaan antarkelompok sama
sekali tidak bisa dicarikan jalan keluar selain dengan secara kaku melakukan segregasi
antarkelompok. Contohnya ialah pada politik segregasi yang pernah dilakukan
Pemerintah Kolonial Belanda terhadap warga Hindia Belanda.

2. Pemisahan dalam bentuk tuntutan-tuntutan bagi otonomi politik, ekonomi, dan sosial
yang berujung pada tuntutan pendirian sebuah negara yang berdiri sendiri, seperti yang
pernah dilakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka beberapa tahun yang lalu.

3. Pemisahan yang tidak selalu harus berarti negatif, yaitu yang tampil dalam bentuk
pendirian lembaga-lembaga atau praktik-praktik yang secara khusus ditujukan untuk
membantu kelompok sosial tertentu.
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Bentuk pemisahan yang pertama dan ke dua akan cenderung mengarah kepada
praktik diskriminasi negatif, sedangkan yang ke tiga akan mengarah kepada praktik
diskriminasi positif.

McKean mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap tindakan atau sikap yang
menyangkal (tidak mau mengakui) adanya perlakuan yang sama bagi setiap individu, karena
alasan individu tersebut merupakan bagian dari kelompok tertentu di masyarakat (O’Nions,
2007: 69).

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, Pasal 1 angka 3, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas
dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis
kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan
dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dalam perkembangannya, seperti halnya yang terjadi dalam bidang hukum
internasional, tidak semua bentuk diskriminasi menjadi sesuatu yang dilarang. Diskriminasi
dalam pengertian perbedaan penanganan terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam
masyarakat, yaitu yang berbeda karena keadaan jenis kelamin mereka, ras, agama, dan
bahasa, tetap diperlukan selama untuk kepentingan menjamin dan melindungi hak-hak
mereka yang rentan untuk dilanggar oleh pihak lain (O’Nions, 2007: 69). Kini, perlindungan
yang diberikan tersebut tidak lagi hanya berdasarkan jenis kelamin mereka, ras, agama, dan
bahasa, tetapi juga telah diperluas hingga meliputi berdasarkan pendapat atau pandangan
politik, asal kebangsaan atau asal-muasal sosial, hak milik, kelahiran, dan status lainnya
(O’Nions, 2007: 69).

Konsep perlindungan seperti itulah yang dimaksud sebagai diskriminasi positif, dan
hal ini telah dimuat, antara lain, di dalam berbagai kovenan internasional, The Universal
Declaration of Human Rights, dan juga The European Convention on Human Rights and
Fundamental Freedoms (O’Nions, 2007: 69). Konsep seperti ini tentunya juga dapat
dimanfaatkan sebagai solusi dalam menangani permasalahan diskriminasi yang dihadapi
oleh kelompok minoritas.

C. Keadilan dan Perlindungan Minoritas dalam Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “keadilan” merupakan kata sifat yang artinya
perbuatan yang adil. “Adil” artinya tidak berat sebelah, tidak memihak (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan, 1990: 6-7). Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, kata “adil”
secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai
maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak
berbeda satu sama lain (Tim Redaksi IBVH, 2000: 25).

Secara etimologis, Islam mempunyai akar kata yang menyimpan makna perdamaian,
keselamatan, kemaslahatan, dan keadilan. Secara kebahasaan, Islam sebenarnya mempunyai
perhatian mendasar terhadap perdamaian, keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu,
banyak sekali ayat yang mendukung terjadinya perdamaian dan keadilan, serta memberi
kebebasan manusia untuk memilih jalannya, sehingga Allah berfirman melalui Al-Qur’an
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Surat Al-Bagarah: 256 yang berbunyi: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),
sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa
yang inkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah
berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dari ayat tersebut jelas terlihat bahwa Islam diposisikan sebagai agama rahmatan
lillalamin, rahmat bagi sekalian alam (agama yang mengayomi seluruh alam). Melalui ayat
tersebut pesan yang diusung ialah kebebasan dalam melakukan pilihan berkeyakinan,
karena Allah telah memberikan piranti berfikir akan kebenaran, yaitu akal manusia. Dan
juga dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl: 125, Allah berfirman: “Serulah manusia kepada jalan
Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari Jalan-
Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

«

Ayat serupa juga ditemui dalam Al-Qur’an Surat An-Najm: 30 yang berbunyi:
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya
dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.”

Bahkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Kahf: 29 Allah berfirman: “Dan katakanlah:
kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia
beriman dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir ...”

Akibat logis dari kebebasan memilih tersebut ialah timbulnya pluralitas di dalam
segala bidang (dimensi) berkehidupan, termasuk memilih keyakinan. Pluralitas dalam
berbagai dimensi ini sejatinya kehendak Tuhan (sunnatullah) karena dengannya manusia
bisa saling melengkapi, oleh sebab itu, perbedaan yang ada patut dijaga dalam keadilan dan
keseimbangan selama tidak menimbulkan kezaliman pada manusia lain.

Untuk bisa memahami pesan-pesan Tuhan harus pula dilandasi dengan moral yang
baik. Ketika Rasul masih berada di Makkah3s turunlah Al-Qur’an Surat An-Nahl: 90 yang
berbunyi: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Ayat tersebut menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang universal
Universalime keadilan dalam Islam tidak mengenal batas-batas (boundaries) naionalisme,
kesukuan, etnis, bahasa, warna kulit, status sosial ekonomi, dan bahkan batasan agama.
Terhadap ayat itu Sayyidina Ali berkomentar: “Ikutilah perintah itu niscaya kamu akan
beruntung. Demi Allah, sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajarkan budi
pekerti yang mulia.” Tidak sampai di situ, Abu Thalib, paman Rasulullah, ayah dari Ali ra,,
yang tidak pernah menyatakan iman secara terbuka mengatakan: “Ikutilah anak saudaraku
itu, demi Allah, sesungguhnya dia tidak akan menyuruhmu kecuali terhadap akhlak yang
baik.”

Dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa ada signifikansi moral dalam Al-Qur’an
yang penekanannya adalah pada konsep keadilan. Terhadap perintah berkeadilan, Allah
telah banyak menurunkan ayat-Nya, antara lain, dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa: 135 yang
berbunyi: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu
bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia (yang terdakwa) kaya atau miskin maka Allah lebih tahu
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kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang
dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka
seungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan adanya ayat tersebut, Abou El Fadl Khaled berpendapat bahwa Al-
Qur'an ialah sebuah kitab suci yang memberontak, dalam arti memberontak dari
otoritarianisme, kekuasaan yang tidak adil, dan membela mereka yang lemah (Khaled,
2004).

Keadilan, menurut Quraisy Syihab, adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya
(Shihab, 2008: 238). Sedangkan menurut Miskawaihi, sebagaimana dikutip oleh Ahmad
Azhar Basyir, keadilan adalah keutamaan jiwa yang terjadi dari kumpulan hikmah (wisdom),
iffah (kesucian) dan syajaah (keberanian) (Basyir, 1993: 102).

Masih dalam kaitannya dengan Al-Qur’an Surat An-Nahl: 90, Ibn ’Araby mengartikan
keadilan sebagai sikap mengambil posisi di tengah antara 2 (dua) kutub yang ekstrim baik
dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia lain maupun dengan diri sendiri
(Abd Karim, 1960: 23-25).

Konsep keadilan dalam Al-Qur'an bukan hanya norma hukum melainkan
menempatkannya pula sebagai bagian integral dari takwa. Demikian juga halnya takwa di
dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritual, namun secara integral terkait pula dengan
keadilan sosial dan ekonomi (Engineer, 1999: 58).

Istilah keadilan sosial dalam Islam telah digunakan oleh Sayyid Qutb dalam bukunya
Al'adalah al-ljtimaiyyah (Keadilan Sosial dalam Islam). Dalam buku itu, Qutb menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah persamaan kemanusiaan (Qutb, 1984: 37).
Keadilan sosial merupakan keadilan kemanusiaan yang tidak berhenti pada masalah materi
dan ekonomi tetapi mencakup hal-hal yang imateriel (Qutb, 1984: 41).3¢ Ada 3 (tiga) asas
dasar dalam menegakkan keadilan, yaitu: kebebasan jiwa yang mutlak, persamaan
kemanusiaan yang sempurna, dan jaminan sosial yang kuat.

Kebebasan jiwa yang mutlak dimaksud adalah keadilan sosial tidak mungkin dicapai
hanya dari hal-hal yang bersifat materiel tetapi justru dimulai dari persoalan-persoalan jiwa.
Jadi ada keseimbangan antara hal-hal yang materiel dan imateriel, memadukan tuntutan
jasmani dan dorongan jiwa dalam suatu aturan. Persamaan kemanusiaan memberi jaminan
bahwa manusia adalah sederajat walaupun berbeda suku, bangsa, maupun jenis kelamin
(laki-laki dan perempuan). Persamaan kemanusiaan tersebut ada di segala bidang termasuk
dalam kepemilikan harta. Sedangkan jaminan sosial dimaksudkan agar kebebasan manusia
ada batasnya sehingga tidak mengganggu manusia lain. Prinsip jaminan dalam Islam banyak
bentuknya, mulai dari jaminan individu atas dirinya sendiri sampai kepada jaminan dari
satu lapisan masyarakat kepada lapisan masyarakat lain secara timbal balik.

Berdasarkan penjelasan dari Qutb tersebut, dapat terlihat betapa sebenarnya Islam
benar-benar menginginkan adanya persamaan kedudukan setiap manusia (tegaknya prinsip
egaliter), dan prinsip egaliter ini merupakan pilar dalam proses penegakan keadilan.3’
Singkatnya, ada keterkaitan yang sangat erat antara prinsip egalier dan prinsip keadilan
dalam Islam. Sejalan dengan hal itu, Asghar Ali Engineer menjelaskan bahwa: “... komitmen
kepada tatanan sosial yang adil, nir eksploitasi dan egaliter adalah semangat Islam yang
sejati” (Engineer, 1999: 234).
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Selanjutnya Engineer berpendapat bahwa Islam menekankan 4 (empat) sifat untuk
bisa mencapai keadilan, yaitu: kesatuan (unity atau tauhid), keseimbangan atau kesejajaran
(equilibrium atau al-adl wal ihsan), kebebasan (free will atau ikhtiar) dan tanggung jawab
(responsibility atau fardh). Ini secara tidak langsung tentunya juga mengisyaratkan bahwa
Islam melarang adanya praktik diskriminasi yang menempatkan kelompok tertentu dalam
posisi subordinat (minoritas) ketika ia berhadapan dengan kelompok yang lain (mayoritas).

D. Keadilan dan Perlindungan Minoritas dalam Negara Hukum Pancasila

Untuk memahami konsep keadilan di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), maka yang menjadi landasannya haruslah (harus diawali dengan) pemahaman
terhadap konsep keadilan yang terkandung dalam sila-sila pada Pancasila sebagai falsafah
negara Indonesia.

Secara eksplisit, kata “adil” dan “keadilan” muncul di 2 (dua) sila dari Pancasila, yaitu
sila ke dua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila ke lima yang
berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Walaupun kata “adil” dan “keadilan” hanya muncul pada kedua sila tersebut, namun
yang harus tetap dipahami ialah bahwa kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila
merupakan satu-kesatuan sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya
(“interrelasi antarkonsep antarsila”).38 Salah satu penjelasan mengenai saling keterkaitan
antarsila itu dapat dilihat pada ajaran Notonagoro, pakar filsafat Pancasila, mengenai
susunan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal (Besar, 2005: 83). Oleh karena
itu, maka konsep keadilan yang bisa “dipetik” dari sila ke dua dan sila ke lima tetap harus
dipahami dalam kaitannya dengan sila-sila yang lain dari Pancasila.

Rumusan sila ke dua dari Pancasila tersusun dari subjek, yaitu “kemanusiaan,” dan
predikat, yaitu “adil” dan “beradab.” Ungkapan “Kemanusiaan yang adil dan beradab” pada
sila ke dua menunjuk pada karakteristik ideal dari manusia sebagai subjek, yang
karakteristik ideal dan alaminya bersifat adil dan beradab (Besar, 2005: 26).

Dalam alam semesta, manusia itu secara alami tidak mandiri berdiri sendiri. Dia
sewajarnya dalam keadaan kebersamaan dengan manusia lain beserta segenap fenomen
yang ada dalam lingkungannya. Keadaan kebersamaan ini tidak lain ialah rakitan integral
antarfenomen yang berelasi ekuivalensi (Besar, 2005: 27). Paham ini mengisyaratkan bahwa
antarmanusia itu terjalin relasi saling tergantung, dan keniscayaan bentuknya ialah saling
memberi. Oleh karena itu, menurut Besar, tugas hidup manusia pada hakikatnya ialah a
priori memberi kepada lingkungan sekitar (Besar, 2005: 28-29).

Lebih lanjut, Besar menjelaskan, bahwa makna ungkapan “yang adil” dalam
kaitannya dengan “yang beradab” ialah bahwa hanya manusia (sebagai subjek) yang
melaksanakan kewajiban memberi kepada lingkungannya saja yang sewajarnya
mendapatkan hak. Sebaliknya, manusia yang tidak melaksanakan kewajiban memberi
kepada lingkungan, maka dia menghapus dirinya sebagai subjek, juga sekaligus menghapus
kualitasnya sebagai penerima hak (Besar, 2005: 29).

Sedangkan makna ungkapan “yang beradab” dalam kaitannya dengan “yang adil”
ialah bahwa keadilan itu intersubjektif, yaitu subjeknya jamak, sebagai manifestasi dari
hakikat manusia sebagai makhluk sosial (Besar, 2005: 29).
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Selanjutnya, menurut Abdulkadir Besar, konsep universal yang terkandung di dalam
sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ialah: keadilan itu produk dari interaksi
antarsubjek, bukan barang jadi (ready-made thing) yang terkualifikasi sebagai hak bawaan
dari tiap individu manusia sejak dia dilahirkan. Konsep yang mendasari keadilan ialah
keseimbangan antara kewajiban dan hak. Dan karena antarmanusia itu terjalin relasi saling
tergantung, maka subjek dari keseimbangan antara kewajiban dan hak ialah jamak (Besar,
2005: 40).

Manusia mengemban kewajiban alami memberi kepada lingkungan sekitarnya. Hasil
pelaksanaan kewajiban memberi manusia yang satu (subjek) kepada manusia yang lain
(sebagai objek), dipersepsi (dirasakan atau dihayati) oleh objek itu sebagai haknya. Oleh
karena itulah, dapat disimpulkan bahwa hakikat dari hak ialah relasi, dan hak ialah derivat
dari kewajiban (Besar, 2005: 40-41).

Proses saling menunaikan kewajiban antarmanusia sebagaimana dijelaskan di atas
berlangsung secara berantai, dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya, bahkan
dari manusia kepada lingkungannya. Dengan demikian, dalam interaksi tersebut
terwujudlah keseimbangan antara kewajiban dan hak antara segenap pasangan subjek (yang
memberi) dan objek (yang diberi), sehingga secara keseluruhan membentuk totalitas
keseimbangan. Lebih lanjut, keseimbangan inilah yang akan mewujudkan keadilan (Besar,
2005: 41-42).

Berarti, dalam setiap interaksi antara manusia dan lingkungannya terwujudlah
keadilan, dan melalui relasi satu-banyak terwujudlah keadilan sebagai suatu totalitas, yang
identik dengan keadilan sosial (Besar, 2005: 42).

Simpulannya, menurut Abdulkadir Besar, ciri khas paham Kkeadilan menurut
Pancasila ialah (Besar, 2005: 42):

1. Subjeknya jamak yang berinteraksi secara berpasangan;

2. Bahan baku dari keadilan ialah hasil tunaian kewajiban memberi dari para subjek;
3. Keadilannya bersifat fungsional;
4

Dengan terjadinya transformasi kewajiban menjadi hak antarpasangan-subjek yang
jamak, melalui relasi satu-banyak, keadilan sosial terwujud.

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep keadilan Pancasila tersebut di atas,
apabila kemudian hal itu dihubungkan dengan upaya perlindungan HAM kaum minoritas,
maka akan diperoleh pemahaman bahwa keadilan dalam Pancasila jelas mengisyaratkan
adanya perlindungan bagi kelompok minoritas oleh kelompok mayoritas. Antara subjek
yang saling terjalin dalam relasi ekuivalensi, mereka berada di dalam “relasi samaan”
sekaligus “relasi tak samaan.” Menurut Besar, relasi samaan ialah terkait dengan kesamaan
tujuan yang hendak dicapai oleh unsur-unsur yang saling berinteraksi, dan relasi tak samaan
ialah terkait dengan keadaan tertentu yang berbeda yang mengakibatkan antarunsur tadi
saling bergantung (Besar, 2005: 21 dan 123). Dalam konteks keadaan masyarakat Indonsia
yang di dalamnya terdapat kelompok minoritas dan mayoritas, maka ini mengisyaratkan
perlunya kedua belah pihak untuk saling bekerja sama, saling melengkapi, untuk kemudian
secara bersama-sama berupaya mewujudkan kesejahteraan.39

137



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 1

Bahkan dari perspektif historis, apabila kembali melihat pada perdebatan dalam
proses perumusan dasar falsafah Negara Indonesia pada tahun 1945 dan 1957, maka konsep
keadilan yang ingin dimiliki oleh bangsa Indonesia di dalam falsafah negaranya juga jelas
berupaya agar dapat memberikan perlindungan kepada kaum minoritas.

Pokok pembicaraan mengenai dasar negara awalnya bermula dari proses
perumusan konstitusi dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI), yang berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945
(Nasution, 2009: 57). Perdebatan mengenai dasar negara terjadi sengit di antara 2 (dua)
kubu, yaitu kelompok yang menginginkan dasar negara Islam (menganjurkan bentuk negara
Islam) dan kelompok yang menginginkan negara yang bebas dari campur tangan agama
(Nasution, 2009: 59).

Dalam perdebatan di BPUPKI, salah satu pidato yang menarik ialah pidato yang
disampaikan oleh Soekarno. Pidatonya ini berhubungan erat dengan dasar negara yang
seperti apa yang sebaiknya dirumuskan dan dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, pidatonya ini
juga mencerminkan upaya untuk mengakhiri kontroversi antara penganjur negara Islam dan
penganjur negara sekuler yang dapat membahayakan kesatuan nasional, serta sekaligus
dapat memberikan jaminan perlindungan bagi kelompok minoritas terkait dengan latar
belakang agama dan keyakinan mereka. Soekarno menjelaskan bahwa: “Prinsip Ketuhanan!
Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya
ber-Tuhan. Tuhannya sendiri ... Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap
orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-
Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’ ... Marilah kita amalkan,
jalankan agama, baik Islam, maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban ... Hormat-
menghormati satu sama lain” (Nasution, 2009: 61).

Rangkaian pidato dari Soekarno tadi kemudian dikenal sebagai “Lahirnya Pancasila,”
yang di dalamnya juga memuat penjelasan mengenai 5 (lima) sila yang saling berkaitan,
yaitu (Nasution, 2009: 61):

1. Nasionalisme Indonesia;
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan;
3. Mufakat atau demokrasi;
4. Keadilan sosial;
5

Ketuhanan.

Setelah melalui beberapa perdebatan lagi, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945,
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan Pancasila sebagai dasar
negara, dengan sebelumnya diadakan perubahan pada sila pertamanya. Kata-kata “dengan
kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dicoret dari sila pertama
(Mahfud MD., 2010: 241). Alasan pencoretan itu, menurut Hatta, ialah karena adanya
desakan dari orang yang berasal dari bagian timur Indonesia yang menilai ketujuh kata
tersebut bersifat diskriminatif, dan apabila tidak dicoret, maka ia mengatakan bahwa
pihaknya lebih baik tidak ikut merdeka bersama Indonesia (Mahfud MD., 2010: 241).
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Hatta lalu menyampaikan peristiwa tersebut kepada beberapa tokoh Islam, dan
menurutnya, prakarsa untuk mencoret ketujuh kata yang dipermasalahkan oleh orang dari
bagian timur Indonesia tadi kemudian disetujui oleh 4 (empat) orang tokoh wakil Islam
dalam PPK]I, yaitu: Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Tengku M. Hasan, dan Kasman
Singodimejo (Mahfud MD., 2010: 240).

Selanjutnya, perdebatan mengenai dasar falsafah bagi Negara Indonesia juga terjadi
di dalam Konstituante yang berlangsung dalam 2 (dua) babak dari tanggal 11 November
hingga 7 Desember 1957. Terdapat 3 (tiga) posisi ideologis yang diajukan untuk dijadikan
dasar negara, yaitu: Pancasila, Islam, dan paham yang dianut oleh blok sosial ekonomi, yaitu
struktur sosio-ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan seperti yang ditetapkan dalam
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang pelaksanaannya harus dijamin oleh struktur
politik yang dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut (Nasution,
2009: 49).

Perdebatan dibuka dengan laporan yang disusun oleh Panitia Persiapan yang berisi
pernyataan singkat mengenai posisi blok sosial ekonomi, yang sesuai dengan Pasal 33 dan
Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, diikuti dengan sejumlah pernyataan yang mendukung
Islam dan Pancasila sebagai dasar falsafah yang pantas untuk mendirikan negara (Nasution,
2009: 49).

Di satu pihak, argumen utama yang diajukan untuk mendukung Islam didasarkan
pada kedaulatan hukum Ilahi. Namun, golongan ini juga mengajukan demokrasi berdasarkan
permusyawaratan antara wakil-wakil rakyat yang dipilih, yaitu bentuk demokrasi yang akan
menegakkan kebenaran dan keadilan. Sedangkan di pihak lain, argumen penting yang
diajukan pendukung Pancasila ialah bahwa Pancasila akan menjadi forum bagi semua
golongan dan aliran yang berbeda-beda dalam masyarakat Indonesia, sehingga tidak
satupun golongan atau aliran yang akan dirugikan dalam usaha menerapkan ideologinya
masing-masing. Pancasila juga dinilai sebagai ideologi yang baik untuk menggalang
persatuan negara (Nasution, 2009: 50).

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi kemudian menghasilkan 5 (lima) butir
permufakatan mengenai dasar negara. Di dalamnya disebutkan bahwa (Nasution, 2009: 50):
“Semua pembicara pada pokoknya mempunyai pendapat yang sama agar dasar negara
seharusnya:

1. Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
2. Dijiwai semangat revolusi 17 Agustus tahun 1945.

3. Musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala peundingan dan penyelesaian
mengenai segala persoalan kenegaraan.

4. Terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadat.

5. Berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan
sosial.”

Bahkan, ada beberapa golongan manusia yang mempunyai hak-hak asasi yang
dibahas secara khusus dalam perdebatan mengenai beberapa pertanyaan sekitar bentuk
hukum HAM pada Konstituante tersebut, yaitu: golongan buruh, perempuan, anak-anak,
kaum minoritas, dan lawan-lawan politik (Nasution, 2009: 219).
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Salah satu yang juga menarik dalam proses perdebatan mengenai dasar negara pada
tahun 1957 di Konstituante ialah adanya kesediaan dari para pemimpin Islam untuk
akhirnya menerima Pancasila sesuai dengan usul dari Hatta (Nasution, 2009: 55). Ini
menunjukkan adanya paham kearifan yang menjadi pegangan para pemimpin Islam dalam
usaha memperjuangkan cita-cita mereka, seperti dikatakan oleh Wahid Hasyim pada tahun
1945 (sebelumnya), bahwa: “Sejarah masa lampau kita menunjukkan bahwa kita belumlah
mencapai kesatuan. Demi kepentingan kesatuan ini, yang sangat kita butuhkan ... dalam
pikiran kita pertanyaan yang paling penting bukanlah, ‘Di mana akhirnya tempat Islam?’
Pertanyaan yang penting seharusnya, ‘Dengan cara apa kita dapat menjamin tempat bagi
agama kita di dalam Indonesia merdeka?”” (Nasution, 2009: 55).

Para pendiri Negara Indonesia (“The Founding Fathers”) juga telah mengonsepsikan
bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang
demokratis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan social (Theo-
Democratische-Sozial-Rechtstaat) (Fadjar, 2005: 85).

Perumusan yang dipakai oleh para pembentuk Undang-Undang Dasar 1945, ialah:
“Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum” dengan rumusan “Rechtstaat” di
antara 2 (dua) tanda kutip, yang menurut Padmo Wahjono, menunjukkan bahwa pola yang
diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya (genusbegrip), tetapi
tetap disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia (Fadjar, 2005: 85).

Dalam suatu simposium tentang “Indonesia-Negara Hukum” di Universitas Indonesia
pada tahun 1966 telah dikemukakan bahwa: “Negara Republik Indonesia adalah suatu
negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang
mencerminkan jiwa bangsa Indonesia harus menjiwai semua peraturan hukum dan
pelaksanaannya. Dalam Negara Indonesia, di mana falsafah Pancasila begitu meresap, hingga
negara kita ini dapat dinamakan negara Pancasila, asas kekeluargaan merupakan titik tolak
kehidupan kemasyarakatan” (Fadjar, 2005: 86).

Selain itu, dalam seminar di Universities Gadjah Mada pada tahun 1967 telah
disimpulkan pula bahwa: “Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum
yang terjelma dalam tata tertib dan oleh karenanya merupakan suatu negara hukum
(Pancasila)” (Fadjar, 2005: 86).

Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa konsep negara hukum Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 ialah “negara hukum Pancasila,” yaitu konsep negara hukum di
mana di satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya
(yaitu dengan ditopang oleh 3 (tiga) pilar: pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan
yang bebas serta tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiel), dan
di lain pihak, diwarnai juga oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan, yaitu 5 (lima) nilai
fundamental dari Pancasila (Fadjar, 2005: 86).

Secara konsep, menurut Padmo Wahjono, negara hukum Pancasila dapat
dirumuskan baik secara materiel maupun yuridis formal. Rumusan secara materiel negara
hukum Pancasila didasarkan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia dalam bernegara
yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah
bahwa yang diutamakan ialah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap
dihargai, dan paradigma bangsa Indonesia tentang hukum yang berfungsi penganyoman,
yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokratiskan hukum, menegakkan kehidupan
yang berkeadilan sosial, dan berperikemanusiaan (Wahjono, 1991: 39).
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Atas dasar paradigma bangsa Indonesia tentang negara dan hukum itu, rumusan
secara materiel negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahjono ialah sebagai berikut:
“keadaan kehidupan berkelompok bangsa Indonesia berdasarkan rahmat Allah Yang Maha
Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur untuk suatu kehidupan kebangsaan yang bebas
berdasarkan suatu ketertiban dan kesejahteraan sosial” (Wahjono, 1991: 41).

Sedangkan secara formal yuridis, menurut Padmo Wahjono, dengan memperhatikan
ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan membandingkannya
dengan konsep negara hukum liberal*? serta konsep rule of law,*! negara hukum Pancasila
mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut (Wahjono, 1991: 41 dan Fadjar, 2005: 88-90):

1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, bangsa Indonesia
menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan
kebangsaan, wawasan nusantara, dan wawasan bhinneka tunggal ika.

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah lembaga tinggi negara, yang berwenang
mengubah dan menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan
perundang-undangan lainnya, di mana undang-undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Hal itu menunjukkan
prinsip legislatif yang khas Indonesia, yang mencerminkan prinsip kekeluargaan atau
kebersamaan.

3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan bukan absolutisme, yaitu suatu sistem
yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan yang
membatasi kekuasaan pemerintahan (penguasa) agar pelaksanaannya teratur harus
merupakan satu tertib dan satu-kesatuan tujuan.

4. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta
wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Prinsip itu
lebih jelas daripada prinsip equality before the law dalam konsep rule of law, karena
selain menyangkut persamaan dalam hak-hak politik, juga menekankan persamaan
dalam kewajiban. Penekanan pada aspek kewajiban ini tentunya merupakan sesuatu
yang khas dalam sistem nilai Pancasila, mengingat dalam sistem Pancasila, yang pertama
muncul ialah tunaian (pelaksanaan) kewajiban untuk memberi, sedangkan hak
merupakan derivat dari kewajiban tersebut (Besar, 2005: 40-41). Sehubungan dengan
prinsip persamaan bagi seluruh warga negara dalam bingkai Pancasila ini, maka sangat
jelas di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada bentuk-bentuk praktik diskriminasi
dalam bidang hukum maupun pemerintahan (Fadjar, 2005: 98).

5. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah. Prinsip itu dimaksudkan terutama untuk menjamin adanya
suatu peradilan yang benar-benar adil dan tidak memihak (fair tribunal and independent
judiciary).
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E. Titik Temu yang Konstruktif

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep keadilan dan perlindungan minoritas dalam Islam
dan dalam konteks negara hukum Pancasila, maka dapat terlihat bahwa keduanya memiliki
beberapa titik persamaan.

Pertama, baik Islam maupun negara hukum Pancasila keduanya jelas sama-sama
memiliki landasan filsafat Ketuhanan. Di Islam, ada tauhid sebagai “puncaknya.” Sedangkan
pada Pancasila ada sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai “puncaknya,”
sebagaimana ajaran dari Notonagoro mengenai susunan sila Pancasila yang bersifat
hierarkis piramidal (Besar, 2005: 83).

Dalam Islam, seperti melalui apa yang telah tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-
Najm: 30 dan Surat Al-Kahf: 29, menimbulkan akibat logis adanya kebebasan memilih
sehingga terdapat pluralitas di dalam segala bidang (dimensi) berkehidupan, termasuk
memilih keyakinan. Bahkan, pluralitas itu sejatinya merupakan kehendak Tuhan
(sunnatullah) karena dengannya manusia bisa saling melengkapi. Oleh karena itu, perbedaan
yang ada patut dijaga dalam keadilan dan keseimbangan selama tidak menimbulkan
kezaliman pada manusia lain.

Secara historis, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa
rumusan sila pertama Pancasila tersebut merupakan kompromi dari perdebatan yang
terjadi antara kubu penganjur negara Islam dan penganjur negara sekuler. Dari hal itu
sebenarnya ada pelajaran yang penting mengenai kearifan dan toleransi yang dapat dipetik
dari penerimaan para tokoh Islam, baik dalam proses perdebatan mengenai dasar negara
yang terjadi dalam BPUPKI maupun dalam Konstituante.

Dalam konteks masa kini, pelajaran untuk menghargai dan memahami pluralitas,
juga pelajaran mengenai kearifan dan toleransi seperti yang telah dicontohkan oleh para
tokoh pendiri negara Indonesia tentunya dapat dijadikan masukan (pertimbangan) dalam
menghadapi secara wajar fakta adanya perbedaan paham, agama, atau aliran yang dapat
menimbulkan adanya kelompok minoritas di masyarakat.

Ke dua, Islam dan juga negara hukum Pancasila sama-sama memiliki konsep keadilan
yang terkait erat dengan upaya perlindungan HAM, termasuk HAM bagi kelompok minoritas.

Dalam Islam, misalnya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl:
90 dan Surat An-Nisa: 135, telah ditanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang universal,
dalam pengertian tidak mengenal batas-batas naionalisme, kesukuan, etnis, bahasa, warna
kulit, status sosial ekonomi, dan bahkan batasan agama. Dengan adanya ayat tersebut, Al-
Qur'an sebenarnya juga dapat dipahami sebagai sebuah kitab suci yang menentang
otoritarianisme (kesewenang-wenangan), kekuasaan yang tidak adil, dan membela mereka
yang lemah (Khaled, 2004).

Sedangkan dari sisi negara hukum Pancasila, sebagaimana telah dijelaskan, secara
formal yuridis, memiliki 5 (lima) unsur yang saling terkait, dan salah satunya ialah unsur
adanya jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya. Sehubungan dengan prinsip persamaan bagi seluruh warga negara dalam
bingkai Pancasila ini, maka sangat jelas di dalam Negara Indonesia tidak boleh ada bentuk-
bentuk praktik diskriminasi dalam bidang hukum maupun pemerintahan (Fadjar, 2005: 98).
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Unsur dari negara hukum Pancasila yang menjamin persamaan bagi seluruh warga
negara dalam hukum dan pemerintahan seharusnya dapat menjadi pedoman yang dipatuhi
seluruh masyarakat dan pihak penyelenggara negara, termasuk dalam hal ini pihak
pemerintah, dalam menjalankan wewenang yang ada padanya. Sehingga untuk masa yang
akan datang dapat dihindari terulangnya kejadian di mana justru aparat negara terlibat
dalam tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas tertentu.

Bahkan untuk ke depan, untuk mengoptimalkan perwujudan unsur-unsur yang ada
di dalam negara hukum Pancasila tersebut, mungkin perlu pula dipikirkan cara bagaimana
agar kelompok-kelompok minoritas yang ada dalam masyarakat dapat memiliki lebih
banyak saluran (sarana) untuk memperjuangkan kepentingan atau hak asasi mereka yang
masih rentan mengalami pelanggaran.

Untuk keperluan hal tersebut di atas, mungkin upaya membangun sarana-sarana
perwakilan bagi kelompok minoritas perlu dipikirkan secara serius. Florian Bieber
menjelaskan ada beberapa sarana perwakilan yang dapat dimanfaatkan atau dibentuk oleh
kelompok-kelompok minoritas, yaitu: perkumpulan-perkumpulan untuk menyuarakan
kepentingan kelompok minoritas, institusi-institusi khusus, seperti dewan, yang dibentuk
untuk mewakili kepentingan kelompok minoritas, partai politik yang bisa saja bukan partai
politik khusus yang dibentuk untuk menyuarakan kepentingan kelompok minoritas, tetapi
lebih merupakan partai politik yang program-programnya juga menjangkau kepentingan
kelompok minoritas, atau bahkan membentuk partai politik yang memang khusus mewakili
kepentingan kelompok minoritas (Bieber, 2008: 11).

F. Penutup (Simpulan)

Praktik diskriminasi dengan mengatasnamakan agama tertentu masih sering terjadi di
Indonesia, dan biasanya yang menjadi korbannya ialah dari kelompok yang minoritas.
Peristiwa itu tentu sangat disayangkan terjadi di Indonesia, mengingat masyarakat
Indonesia mayoritasnya ialah pemeluk agama Islam dan mereka ini juga menetap di wilayah
Negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila.

Baik Islam maupun Pancasila, sebenarnya sama-sama memiliki perhatian yang
sangat mendalam terhadap masalah keadilan, persamaan (prinsip egaliter), dan
perlindungan terhadap HAM, termasuk bagi kelompok minoritas.

Islam pada prinsipnya merupakan ajaran yang membawa rahmat untuk semesta
alam (rahmatan lilalamin) yang menghargai pluralitas dalam berbagai dimensi, sebagaimana
contohnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 256. Pluralitas tersebut
diamanatkan untuk dijaga dalam keadilan serta keseimbangan selama tidak menimbulkan
kezaliman dan bencana bagi kelangsungan hidup.

Konsep dalam Islam yang seperti itu tentunya sejalan dengan pemikiran bahwa di
dalam negara hukum Pancasila juga tidak boleh ada diskriminasi. Hal yang demikian bahkan
telah menjadi tema utama dalam perdebatan mengenai dasar negara pada tahun 1945 di
BPUPKI maupun pada tahun 1957 di Konstituante. Pada perdebatan di BPUPKI, misalnya,
telah ada seruan untuk beragama namun tanpa “egoisme agama” disertai dengan sikap
harus saling menghormati. Begitu pun pada perdebatan di Konstituante, telah disampaikan
argumen bahwa Pancasila ialah wadah bagi semua golongan (aliran) sehingga tidak akan
ada golongan yang dirugikan karenanya.
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Pada akhirnya dapat dipahami bahwa sebenarnya apabila konsep keadilan dalam
Islam benar-benar ditegakkan, maka itu berarti juga akan membawa pengaruh yang positif
bagi perwujudan negara hukum Pancasila. Karena keduanya, yaitu Islam dan negara hukum
Pancasila, memiliki kesesuaian prinsip untuk menegakkan keadilan, menjamin persamaan
setiap orang, dan mengupayakan perlindungan HAM, termasuk bagi kelompok minoritas.
Oleh karena itu, sinergi di antara keduanya perlu diupayakan secara optimal dan
berkesinambungan. * * *
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Pembangunan Hukum di Bidang Ekonomi adalah Bagian dari Pelaksanaan
Nilai Nilai Pancasila dan Pembanguan Kerangka Hukum Nasional

Firdaus Rumbia

Pendahuluan

Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa Pancasila secara tersirat ada dalam pembukaan
UUD 1945 dengan uraian kalimat sebagai berikut :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adali
dan beradab, Persatuan Indoensia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia”.

Bila kita lihat rangkaian kalimat diatas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa
kemerdekaan Indonesia mempunyai tujuan antara lain :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan
tumpah darah Indonesia,

2. Pemerintah sebagaimana dimaksud memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan
kehidupan bangsa dan

3. Pemerintahan dimaksud melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial.

Tujuan dari pembentukan Pemerintahan Indonesia inilah yang kemudian
melahirkan suatu Undang Undang Dasar (Undang Undang Dasar 1945). Sedangkan
keberadaan pasal pasal yang ada dalam Undang Undang Dasar dimaksud, (apabila kita
berpegang pada kalimat pada pembukaan Undang Undang Dasar diatas), akan senantiasa
berpegang pada sila sila Pancasila sebagaiman telah disebutkan.

Sementara itu, sebagian besar ahli sosial di barat, pada umumnya menyatakan
bahwa bangsa bangsa maju menjalani suatu proses pembangunan dengan tiga tahap
pembangunan. Ketiga tahap pembangunan tersebut adalah Unification, Industrialization dan
Sosial Welfare. Dalam ketiga proses pembangunan tersebut, Parlemen, Pengadilan para
sarjana hukum dan mereka yang berprofesi di bidang hukum mempunyai peranan yang
sangat penting42. Proses dan tahapan yang terjadi dapat kita lihat secara utuh dalam sejarah
bangsa bangsa maju saat ini. Mereka memulainya dengan tahap pembentukan suatu Negara.,
Kemudian setelah Negara benar benar telah teruji soliditasnya, maka dimulailah masa
pembangunan, atau lebih dikenal dengan proses indrusrtrialisasi. Dan dalam kurun waktu
tertentu, proses Industrialisasi akan menunjukkan hasilnya dan Negara tersebut secara
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perlahan akan mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun apa yang dilakukan dan
dialami oleh Negara Negara berkembang saat ini, termasuk Indonesia, adalah suatu hal yang
luar biasa. Dalam suatu proses yang tidak lama, Negara Negara berkembang ingin mencapai
tiga tahap sekaligus. Baik berupa Unifikasi yaitu penyatuan sebagai sebuah Negara utuh dan
berdadaulat. Melakukan proses Industrialisasi dengan melakukan pembangunan di berbagai
sektor, khususnya di sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Dan disisi lain
Pemerintah Indonesia juga sudah harus dituntut melakukan Pemerataan kesejahteraan. Baik
bagi mereka yang berada maupun bagi mereka yang ada dinawah garis kemiskinan, dan
yang terpenting adalah adanya keadilan kesejahteraan bagi rakyat baik di Pusat maupun di
daerah43. Bukan merupakan suatu kebetulan, apabila kita melihat tahapan tahapan yang ada
hamper sama apabila kita sandingkan dengan tujuan kemerdekaan sebagaimana diuraikan
dalam pembukaan Undang Undang Dasar. Negara tidak hanya sekumpulan orang, Negara
adalah sebuah sistem yang dibangun dengan nilai nilai. Keberadaan sistem inilah yang
mengaskan pentingnya suatu aturan. Dalam konteks keindonesiaan, peraturan adalah suatu
produk hukum yang terdiri antara lain: Undang Undang Dsar 1945, TAP MPR, Undang
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, serta berbagai peraturan lain yang
diatur oleh suatu mekanisme peratuaran perundang undangan negara

Peranan Hukum

Bicara mengenai hukum bukan berarti bicara tentang masalah pengadilan, Jaksa atau
Penuntut Umum. Bicara mengenai hukum juga bukan bicara tentang teks-teks tebal
berbahasa belanda atau kemampuan untuk menghafal pasal-pasal di luar kepala. Bicara
mengenai hukum tidak saja berbicara tentang teori dan kepastian hukum, namun bicara
mengenai hukum adalah bicara tentang cita-cita, kesepakatan, dan solusi untuk menghadapi
berbagai masalah yang terjadi.

Pada sistem hukum terdapat jauh dari sekedar menyelesaikan perselisihan dan
memelihara ketertiban untuk satu hal, sistem hukum merupakan suatu kerangka yang di
dalamnya harapan-harapan bersama tertentu tentang transaksi-transaksi, hubungan-
hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan antisipasi dalam menghadapi kehidupan
mendatang.

Beberapa waktu yang lalu peranan Negara sangat menonjol sebagai agen
pembangunan. Akibatnya hak-hak politik warga Negara kerapkali terdesak untuk memenuhi
hak-hak sosial, ekonomi dan kebudayaan.44 Hal ini lahir dari pandangan bahwa hak-hak
politik dan hak-hak warganegara menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan sosial dan
ekonomi dapat tercapai dengan lebih efektif, bila usaha-usaha Pemerintah tidak dihalangi
oleh oposisi.45 Pendapat ini ternyata membawa krisis berat dibidang ekonomi, politik dan
hukum. Sebenarnya inti dari demokrasi adalah “sharing of power” diantara kelompok-
kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat nasional, termasuk hak untuk menyatakan
pendapat dan bersaing mendapat kesempatan membuat atau mempengaruhi keputusan-
keputusan. Unsur yang penting adalah terdapatnya mekanisme arus balik dan penyesuaian
yang mendorong pemerintah menjawab dan menyesuaikan sikap terhadap pandangan-
pandangan lain.#6 Namun sebaliknya, dalam situasi perubahan sosial dimana individu,
kelompok, maupun suku terancam oleh kekuasaan negara maupun kekuatan-kekuatan
sosial lainnya, hak-hak azasi manusia semakin menjadi sarana untuk menjamin kebutuhan
individu, kelompok, golongan atau suku.4?
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Krisis ekonomi Indonesia antara lain karena terjadinya moral hazard diberbagai
sektor ekonomi dan politik. Permasalah moral hazard sudah cukup luas dan mendalam.
Dalam skala yang luas, faktor moral dan etika harus dimasukkan sebagai variable ekonomi
yang penting, khususnya dalam pola tingkah laku berekonomi dan berbisnis.*8

Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperanan dalam pembangunan ekonomi
adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal
yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk
dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan
mengakomodasikan kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi
hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang
diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali
memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional.
Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standard pola tingkah laku
Pemerintah adalah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang
berlebihan.49

Keberadaan Pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut
tercermin dari pengaturan pengaturan yang dilakukan. Mengenai pentingnya peranan
hukum (kepastian hukum) dalam perekonomian ini, diakui oleh beberapa ahli diantaranya
seperti yang dinyatakan ].D Nyhart, bahwa pertimbangan-pertibangan ekonomi tentu
sejalan dengan pikiran-pikiran serta sikap-sikap budaya dari masyarakat, bahkan mungkon
ada hal-hal yang berlawanan diantaranya keduanya. Efisiensi, rasionalisasi, meknisasi dan
sebagainya yang merupakan keharusan-keharusan-keharusan di dalam proses
perkembangan ekonomi mungkin akan menumbulkan benturan-benturan sera ketegangan
dengan tata nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Mengenai keadaan yang demikian ini,
hukum diharapkan akan mempertemukan tuntutan serta keharusan-keharusan yang
berbeda itu ke dalam satu rangkaian yang serasi.5?

Pandangan senada disampaikan oleh H.W. Robinson yang menyatakan, peningkatan
efisiensi secara terus-menerus memang merupakan salah satu perhatian sistem ekonomi.
Oleh karena itu, sistem ini harus senantiasa diusahakan dengan kondisi yang berubah
apabila ia hendak memperoleh tingkat efesiensi yang setinggi-tingginya. Dalam hubungan ini
kata H.W Robison di atas dan dikaitkan dengan realita perekenomian dewasa kini, maka
persoalan baru yang muncul adalah, sudahkah peraturan hukum itu sesuai dengan yang
dikehendaki konstitusi.51

Masalah keselaran dalam kehidupan masyarakt dan adanya kepastian hukum, adalah
dua kata kunci yang hampir mirip dengan masalah keadilan dan kepastian hukukm. Apakah
itu sudah terpenuhi dalam peraturan perundangan di Indonesia ?

Beberapa Contoh
1. Undang Undang Tidak Sejalan Dengan Konstitusi

Sebelumnya ada Mahkamah Konstitusi (MK), norma hukum yang megatur perekonomian
sulit dikontrol apakah sudah sesuai dengan jiwa konstitusi atau tidak terutama Pasal 33 UUD
1945. Pada saat itu, meskipun dirasakan ketentuan hukum yang dibuat mengandung unsure-
unsur monopoli sehingga rakyat banyak dirugikan, tetap saja ketentuan itu dapat terus
eksis, karena ketentuan tersebut tidak dapat dituntut pembatalannya di pengadilan. Kini,
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setelah MK terbentuk berdasarkan UUD 1945, jika ada ketentuan hukum yang dinilai
mengandung unsure monopoli dan diskriminasi ekonomi sehingga merugikan ekonomi
rakyat, maka ketentuan tersebut dapat diajukan permohonan ke pengadilan untuk
dimintakan pembatalannya. Ketentuan hukum yang berupa undang-undang pengajuan
pembatalannya (pengujiannya) di pengadilan MK, sedang ketentuan hukum di bawah
undang-undang, pengajuan pengujiannya di pengadilan Mahkamah Agung (MA).52

Dari periode antara tahun 2004 - 2009, dari 23 putusan MK yang ditolak ada
delapan perkara, dan yang tidak dapt diterima ada delapan perkara, sementara putusan MK
yang mengabulkan baik sepenuhnya atau sebagian ada tujuh perkara. Jadi dapat dikatakan
bahwa ada tujuh Undang Undang yang tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Untuk
mengetahui perkara yang dikabulkan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perekonomian 2004 - 2009

No | Perkara Keterangan
1. Pengujian Undang-Undang nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Tidak dapat diterima

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Putusan Nomor 2/PUU-VI/2008)

2. | Pengujian Undang-Undang nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Di tolak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Putusan Nomor 015/PUU-VI/2005)

3. Pengujian Undang-Undang nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Di tolak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Putusan Nomor 19/PUU-VI/2009)

4. Pengujian Undang-Undang nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Di tolak
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(Putusan Nomor 18/PUU-VI/2008)

5. | Pengujian Undang-Undang nomor 37 Dikabulkan sebagian. Menyatakan
pasal 6 ayat (3) beserta
penjelasannya dan pasal 224 ayat (6)
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sepanjang menyangkut kata “ayat(3)”
Perkara Nomor : 071/PUU-11/2004 dan UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan

Perkara Nomor: 001-002/PUU-II1/2005)
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6. Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Di tolak
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan
(Putusan Nomor 1/PUU-VII/2009)
7. Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Tidak dapt diterima
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Putusan Nomor 3/PUU-VI-2008)
8. Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara Tidak dapat diterima
(Putusan Nomor 46/PUU-VI/2008)
9. | Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas Di tolak
(Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008)
10. | Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun | Dikabulkan sebagian
2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Menyatakan Pasal 66A ayat (1)
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Undang-Undang Nomor 39 Tahun
(Putusan Nomor 54/PUU-VI/2008) 2007 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai, tidak
mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang semua provinsi
yang berhak memperoleh alokasi
cukai hasil tembakau, Menetapkan
agar pengalokasian dana hasil cukai
tembakau untuk provinsi penghasil
tembakau dipenuhi paling lambat
mulai Tahun Anggaran 2010
11. | Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Tidak dapat diterima
(Putusan Nomor 058/PUU-VI/2008)
12. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Di tolak
Urusan Piutang Negara
(Putusan Nomor 023/PUU-1V/2006)
13. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan- Tidak dapat diterima
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Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

(Perkara Nomor 005/PUU-11/2004)

14. | Pengujian Undang-Undang nomor 20 Tahun | Dikabulkan seluruhnya. Menyatakan
2002 tentang Ketenagalistrikan UU No.20 Tahun 2002 tentang
(Putusan Nomor 001-021-022/PUU-1/2003) | Ketenagalistrikan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat

15. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia | Dikabulkan sebagian; Menyatakan:
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan | Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai
Gas Bumi kata-kata “diberi wewenang”; Pasal
(Perkara Nomor 002/PUU-1/2003 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-

kata “paling banyak”; Pasal 28
ayat(2) dan (3) yang berbunyi “(2)
Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi diserahkan pada mekanisme
persaingan usaha yang sehat dan
wajar; 3) Pelaksanaan
kebijaksanaan harga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) tidak
mengurangi tanggung jawab sosial
pemerintah  terhadap  golongan
masyarakat tertentu”;

16. | (Perkara No.003/PUU-1/2003) Pengujian UU
Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Di tolak
Negara.

17. | Pengujian Pasal 77A Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Tidak dapat diterima
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia
(Putusan Nomor 8/PUU-V/2007

18. | Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun | Dikabulkan sebgaian. Menyatakan

2003 tentang Ketenagakerjaan
(Perkara Nomor 012/PUU-1/2003)

Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat
(1) sepanjang mengenai anak kalimat
“...bukan atas pengaduan pengusaha
..”; Pasal 170 sepanjang mengenai
“ Pasal 158
ayat (1) ..”; Pasal 171 sepanjang
menyangkut anak kalimat “...Pasal
158 ayat (1) ...”; dan Pasal 186
sepanjang mengenai anak kalimat
“...Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)
2003
tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat)

anak kalimat “...kecuali

«

tentang  ketenagakerjaan
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19. | Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun
1006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

(Putusan NOMOR 12/PUU-VII/2009)

Tidak dapat diterima

20. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran

Tidak dapat diterima
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2005
(Putusan Nomor 012/PUU-III1/2005)
21. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Tidak dapat diterima

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2006

(Putusan Nomor 026 /PUU-II1/2005)

22. | Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun | Dikabulkan. Menyatakan Undang-
2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang | Undang Nomor 16 Tahun 2008
Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran dan | tentang perubahan atas Undang-
Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Undang nomor 45 Tahun 2007
(Putusan Nomor 13/PUU-VI/2008). tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran
2008  tetap  berlaku  sampai
diundangkannya Undang-Undang
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun 2009).

23. | Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Perkara Nomor 008/PUU-111/2005)

Di tolak

2. Undang Undang ditenggarai ‘rawan’

Undang-Undang APBN adalah Undang-Undang yang dibuat setiap tahun merupakan hasil
kerja bersama antara pemerintah dan DPR. Ada beberapa hal yang harus dibenahi dalam
Undang-Undang APBN ini. Khususnya dalam proses pembuatannya sehingga dapat menutup
kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari Anggaran Belanja
Negara.

Di bawah ini adalah proses penyusunan Undang-Undang APBN yang didalamnya di bahas
mengenai Anggaran Belanja Negara.

1. Proses pembahasan anggaran di DPR RI bermula dari penyampaian nota keuangan dari
pemerintah pada sidang paripurna di DPR RI.

2. Kemudian fraksi-fraksi di DPR RI, sebanyak Sembilan fraksi memberikan tanggapannya
atas pidato penyampaian nota keuangan tersebut.
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3. Selanjutnya pemerintah memberikan jawaban atas tanggapan fraksi-fraksi sekaligus
menyampaikan draft Rancangan APBN melalui sidang paripurna.

4. Pimpinan DPR RI lalu menyerahkan draft RAPBN kepada Banggar DPR RI untuk dibahas.

5. Banggar kemudian membentuk beberapa panitia kerja untuk membahas RAPBN dan
selanjutnya kepada ko misi-komisi sesuai bidangnya untuk dibahas versana nitra
kerjanya yakni kementrian dan lembaga pemerintah.

6. Setelah dibahas dan disetujui di Komisi kemudian dikembalikan lagi ke Banggar DPR RI
untuk dibahas kembali bersama pemerintah.

7. Sidang Paripurna DPR.53

Mekanisme penyusnan Anggaran tersebut ditenggarai rawan dan menimbulkan
berbagai prasangka. Berikut adalah ungkapan yang tercetus dari kalangan DPR sendiri
terhadap pembahasan anggaran yang dilakukan atau proses penyusunan Undang-Undang
APBN.

1. Mantan anggota Badan Anggaran DPR RI yang saat ini non-aktif, Wa Ode Nurhayati,
pernah menyatakan dirinya adalah korban praktik mafia anggaran di DPR RI

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai dirinya hanya aktor kecil dari
sistem parlemen yang berkompromi.

Wa Ode mengatakan hal itu ketika membacakan eksepsinya pada sidang di Pengadilan
Tipikor Jakarta, 19 Juni lalu.

Ia mensinyalir, ada kekuatan lebih besar yang mengendalikan praktik mafia anggaran di
DPRRL

“Saya korban konspirasi mafia,” katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut.

2. Staf Banggar DPR RI, Kaeruddin, ketika menjadi saksi pada siding kasus yang dihadapi
Wa Ode di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/8), menjelaskan, ada kode-kode yang
digunakan pada pembahasan anggaran. Untuk lokasi DPID, menurut dia, ada nama
daerah dan alokasi dan kemudian diberi warna serta kode simbol.

3. Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida mensinyalir adanya praktik anggaran di DPR RI sehingga
ia pernah membuka Poska Pengaduan Mafia Anggaran di ruang stafnya di DPR RI, pada
Desember 2011.

La Ode menyatakan, ada sejumlah pejabat daerah yang menyampaikan pengaduan ke
posko tersebut. Namun posko tersebut kemudian ditutup setelah mendapat sorotan dan
teguran dari pimpinan DPR dan DPD yang dinilainya membuka praktik LSM di
parlemen.54
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3. Undang Undang yang mengundang tanya

Terdapat perbedaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai dengan beberapa Negara yang juga
menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak tidak langsung, misalkan Singapura,
Thailand dan Australia. Sebagai contoh adalah komoditas Migas dan Pertambangan yang
diambil langsung dari sumbernya.

Di Indonesia barang-barang tersebut adalah barang tidak kena pajak, sedangkan di
Australia komoditas tersebut adalah barang kena pajak sepanjang ada transaksi penjualan.
Dan emas batangan, baik di Australia, Singapura maupun Thailand adalah barang kena
pajak, namun untuk Indonesia tidak.

Bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, ikan, dan daging adalah barang tidak kena
pajak di Indonesia tetapi merupakan barang kena pajak di tiga negara tersebut.

Untuk sektor jasa, di Indonesia membebaskan jasa-jasa perbankan dan
perasuransian dari pajak. Namun, jasa-jasa tersebut dikenakan pajak secara selektif di
Singapura, sedangkan di Thailand hampir semua jasa perbankan dan perasuransian
dikenakan pajak.55

4. Undang Undang tanpa rencana matang

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan
moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya
stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga
pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di
atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga
yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang
mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, lembaga
pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat
mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang
timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem
keuangan.5é

Begitu pentingnya pengaturan di sektor keuangan ini tidak serta-merta menjadikan
para pengambil kebijakan untuk mendahulukan skala prioritas. Sebagaimana kita maklumi
bahwa sampai saat ini Undang-Undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan belum ditetapkan.
Sehingga untuk sementara waktu dasar hukum penanganan stabilitas sektor keuangan
menggunakan Undang-Undang lembaga penjamin simpanan.Sedangkan pengaturan
kerjasama kelembagaan untuk penanganan masalah di sektor keuangan ini dilakukan lewat
Memory Of Understanding (MOU). Hal ini akan menjadi lebih rumit apabila ternyata
keberadaan RUU JPSK benar benar disepakati secara bulat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
Karena beberapa draft pasal di RUU JPSK yang diajukan kepada DPR mengandung
ketidakjelasan bahkan tidak sejalan dengan Undang Undang yang berlaku saat ini ( misalkan
dengan Undang Undang OJK atau UU LPS). Belum lagi berderetnya pekerjaan rumah tentang
berbagai Undang Undang yang harus duiubah terkait dengan pembentukan OJK.

Mengingat UU JPSK dapat dikatakan sebagai Undang Undang induk dalam penangan
stabilitas sektor keuangan, maka seyogyanya Undang undang ini harus memuat kerangka
yang jelas dan tegas tentang norma norma yang diaturnya. Sedangkan Undang Undang
lainnya, semisal UU OJK, UU LPS, UU BI ataupun Undang Undang lainnya mencantumkan
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masalah Stabilitas Sektor Keuangan sebagai bagian dari tugas dan fungsi dari organisasi atau
unit yang diatur oleh Undang undang dimaksud.

Kesimpulan

Dari beberapa contoh di atas, terlihat jelas betapa lemahnya sistem perundang-undangan
Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Bagaimana mungkin beberapa Undang-Undang
yang telah disusun melalui proses yang panjang dan menelan biaya besar ternyata
diputuskan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana mungkin suatu peraturan
perpajakan yang notabene merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara ternyata
masih memilki kelemahan khususnya bila dibandingkan dengan beberapa negara lain.
Bagaimana mungkin stabilitas sistem keuangan yang telah terbukti dapat berdampak pada
krisis yang berkepanjangan, tidak benar-benar diatur secara serius dan komperhensip.
Makalah ini hanya ide awal yang harus terus dituangkan dalam suatu bentuk penelitian
peraturan perundangan, bahkan dalam suatu kegiatan pembenahan hukum yang bersifat
nasional

Rekomendasi

Pancasila sebagai norma dasar telah melingkupi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Dasar
Negara. Hampir setiap Undang Undang, senantiasa mencantumkan UUD 1945 sebagai dasar
hukum. Khidupan ekonomi terus berjalan kencang, arus informasi dan globalisasi menjadi
tak terhindar. Maka seyogyanya dilakukan suatu pembenahan secara serius bagi seluruh
peraturan perundang-undangan (baca : Undang-Undang), khususnya di bidang ekonomi.

Terdapat begitu banyak Undang-Undang di bidang ekonomi, namun terdapat begitu
banyak juga kelemahan pengaturan di bidang ini. Sebagai usulan kongkrit, kami
menyarankan agar dibentuk suatu lembaga khusus (bisa memanfaatkan lembaga yang
sudah ada, misalkan departemen Hukum dan HAM) namun tetap diperkuat oleh kalangan
Akademisi, LSM, dan masyarakat luas untuk melakukan identifikasi masalah secara
keseluruhan dan kemudian merumuskan prioritas-prioritas pembenahan perundang-
undangan di bidang ekonomi.

Hal ini tidak mudah karena pasti terbentur oleh mekanisme legislasi sebagaimana
peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dengan itikad baik dan semangat
patriotisme seyogyanya dapat ditemukan solusi dan kompromi agar pembenahan
perundang-undangan secara komprehensip tersebut dapat segera dilaksanakan.

Penutup

Tantangan untuk mewujudkan soliditas sebagai sebuah bangsa, sekaligus meningkatkan
taraf perekonomian nasional dengan pembangunan di berbagai bidang, serta memenuhi
kesejahtraan seluruh rakyat tidak akan dapat tercapai apabila tidak dibarengi dengan
pembenahan peraturan perundang-undangan secara serius, karena sistem hukum adalah
inti dari sistem kenegaraan. Tujuan-tujuan luhur didirikannya republik ini hanya akan dapat
dicapai dengan sistem kenegaraan yang kuat. Sistem kenegaraan yang kuat akan ada apabila
kita mempunyai sistem hukum yang kuat.
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Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-nilai Pancasila

dalam Hukum Nasional dan Konsekuensinya

Hari Purwadi

A. Pendahuluan

Globalisasi telah meruntuhkan batas-batas negara bangsa (borderless world), sehingga
mereduksi aspek-aspek tertentu dari kedaulatan negara. Di samping itu, tercipta keadaan
yang semi-equilibrium, yakni keadaan aliran ekonomi dan adaptasi politik yang dinamis.
(Cereijo, dalam Larry Cata Backer, 2007 : 5) Berbagai sistem bersaing, sehingga sistem
kapitalis bukan satu-satunya yang menjadi aspirasi global. Persaingan itu untuk hegemoni
global dengan sistem internasional negara, sistem global agama, sistem lingkungan global,
dan sistem lainnya. (Sklair, dalam Larry Cata Backer, 2007 : 6) Hukum sebagai wadah
kepentingan ekonomi maupun politik menerima konsekuensi membingkai persaingan
sistem-sisitem yang bertemu itu, termasuk menghadapi pertemuan antar sistem hukum
yang berbeda. Sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system), common law system,
sistem hukum islam, atau sistem hukum lokal (folk law) bertemu atau saling menyilang
(reciprocal influences). Seperti dikatakan oleh von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-
Beckmann, dan Anne Griffiths dengan mengutip pendapat McGrew bahwa :

As in the general literature on globalization, the analysis of the effects of
globalization of law is usually situated at the nexus of national, international and
transnational levels. This idea of a single site of legal sovereignty embodied in the
state is undermined by patterns of global legal interaction which erode the
boundaries between domestic and international law, foreign and domestic legal
systems and practices, as well as internal and external juridical authorities.”
(Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths,
2005:4)

Pertemuan hukum itu dapat muncul dalam berbagai wujud melalui transplantasi
(legal transplants), baik karena alasan-alasan pembangunan atau reformasi hukum, maupun
hubungan timbal-balik antara dua negara atau lebih, seperti perdagangan, juga pemanfaatan
tenaga ahli yang pemikiran hukumnya memiliki karakteristik hukum asing. Legal transpalnts
dimaksud, yaitu the moving of a rule or a system of law from one country to another, or from
one people to another - have been common since the earliest recorded history. (Alan Watson,
1993:21)

Pertemuan (sistem) hukum tersebut bukan tanpa akibat, namun menimbulkan
persaingan, yang memungkinkan dominasi salah satu di antaranya atau setidak-tidaknya
pencampuran di antara dua atau lebih (sub)-sistem hukum, yang menimbulkan fragmentasi
dalam berbagai sistem hukum, baik itu civil law, common law, hukum islam dan sistem
hukum lainnya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan terjadinya pertemuan berbagai sistem
hukum di Indonesia yang mempengaruhi arsitektur hukum Nasional. Indonesia sendiri tidak
dapat disangkal telah menegaskan bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup filsafat
bangsa. (B. Arief Sidharta, tanpa tahun, 8) Hal ini berarti di Indonesia terjadi pertemuan
antara Pancasila sebagai falsafah bangsa dan sistem hukum asing dengan filsafat hukum
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Barat-nya. Secara lebih spesifik akan dijelaskan warna Pancasila dan hukum asing dari hasil
konvergensi melalui pembentukan peraturan perundang-undangan.

Indonesia tidak dapat disangkal telah masuk dalam pusaran globalisasi. Artinya,
konsekuensi-konsekuensi sebagai jurisdiksi tempat pertemuan berbagai sistem hukum
terbuka lebar. Dalam konteks pembangunan atau reformasi hukum Nasional - dari tingkatan
konstitusi sampai peraturan daerah, transplantasi hukum secara sukarela (voluntary
reception) atau paksaan (imposed reception) telah sering dilakukan yang berasal dari
berbagai hukum asing (foreign law) melalui perbandingan hukum (comparative law).

Mengikuti pemikiran madzab sejarah, yaitu “hukum sebagai jiwa bangsa” (the law is
located in the spirit of the people; the volkgeist), maka hukum memiliki basis sosial tertentu.
Seperti bahasa, hukum masyarakat terwujud secara spontan dari jalan hidup masyarakat itu
: budaya, tradisi, dan kebiasaannya - yang menunjukkan gambar dasar dari “kesadaran
umum” (common consciousness) masyarakat suatu negara. (Raymond Wacks, 2009 : 238)
Dalam konteks pembangunan atau reformasi hukum Nasional dengan menempuh jalan
transplantasi hukum, maka jiwa bangsa “asing” dipertemukan dengan jiwa bangsa Indonesia
yang plural dan dikristalisasi atau dikonstruksi sebagai Pancasila. Jiwa bangsa Indonesia dan
asing belum tentu memiliki persamaan signifikan yang bersifat historis, sehingga
transplantasi hukum menjadi tidak bermasalah sama sekali.

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang penting untuk dikemukakan,
yaitu: (1) bagaimanakah posisi Pancasila dalam Tata Hukum Indonesia (hukum Nasional)
yang dibangun dengan meminjam model asing, khususnya tradisi hukum Barat ?; (2)
bagaimanakan kovergensi hukum dalam pembangunan hukum Nasional niscaya dilakukan ?

B. Posisi Pancasila dalam Tata Hukum Indonesia (Hukum Nasional) dengan Model
Asing

Konstitusi dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana diatur dalam Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(selanjutnya disingkat UU 12/2011) tidak dapat dilepaskan dari Pancasila. Sebab secara
hukum, (Pasal 2 UU 12/2011) Pancasila telah diposisikan sebagai “sumber segala sumber
hukum negara”. Sumber hukum (source of law) secara konsepsional dapat dibedakan antara
“law-sources” dan “law-foundation-sources”(only with a plural “s”). (J. Paul Lomio, et all., 2011
: 2) “Law-sources” (sumber hukum) diartikan “something [such as a constitution, treaty,
statute, or custom] that provides authority for legislation and for judicial decisions; a point of
origin for law or legal analysis.” (Bryan A. Garner, ed., 2004 : 1429, bandingkan dengan ]. Paul
Lomio et all, 2011 : 2). Sedangkan “law-foundation-sources” (sumber-dasar-hukum)
diartikan “the science/knowledge on/of jurisprudence/origins of legal concepts and ideas”. (].
Paul Lomio et all, 2011 : 2) Dengan demikian, secara konsepsional, sumber hukum tidak
terbatas pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU 12/2011 atau hukum
negara (state law), namun meliputi juga sumber hukum tertulis atau tidak tertulis di luar
yang diatur oleh UU 12/2011 serta ilmu hukum atau ilmu mengenai asal-usul konsep-
konsep dan ide-ide hukum. Ini berarti secara substansial, keseluruhan peraturan
perundang-undangan, termasuk Konstitusi Indonesia seyogianya diderivasi dari Pancasila.
Demikian pula sumber hukum di luar hukum negara juga sesuai dengan Pancasila. Dalam
Penjelasan Pasal 2 UU 12/2011 dikemukakan dengan ungkapan “Menempatkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap
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materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam Pancasila.” Penjelasan Pasal tersebut hanya menyebut peraturan
perundang-undangan atau hukum negara, meskipun sesungguhnya baik secara
konseptual/teoritis maupun praktis, sumber hukum bukan hanya peraturan perundang-
undangan atau hukum negara, namun juga norma-norma sosial lainnya.

Sumber dari segala

Sumber hukum negara

PANCASILA

@ersifat Derivatif

UuD 1945/

:Hukum dasar
KONSTITUSI

1L

Sumber
hukum di

luar hukum
negara

‘llllllllllllllllllll

urnnnnns

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 2 dan Penjelasannya tersebut menandai bahwa UUD 1945 dan
peraturan perundang-undangan lainnya secara substansial tidak disyaratkan diderivasi
langsung dari ide dan konsep Pancasila. Namun, dapat dibawa atau dipindahkan dari sistem
asing (foreign system), asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal
inilah sesungguhnya muncul persoalan kesesuaian peraturan perundang-undangan,
termasuk Konstitusi dengan nilai-nilai Pancasila. Selama ini, pengujian peraturan
perundang-undangan berhenti di satu sisi sampai pada batas pengujian peraturan
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan di sisi lain
pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Terkesan taken for granted (diterima begitu
saja) UUD 1945 sesuai dengan/tidak bertentangan dengan Pancasila, meskipun terdapat
mekanisme perubahan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945, yang
menunjukkan perubahan pemaknaan terhadap nilai-nilai Pancasila melalui UUD 1945. Oleh
karena perubahan UUD 1945 secara prosedural bukan hal yang mudah, maka ketentuan-
ketentuan atau prinsip dan norma dalam UUD 1945 niscaya menjadi cermin penuh dari
nilai-nilai Pancasila.

Lebih dari itu, dalam kenyataannya bahwa UUD 1945 merupakan cermin penuh dari
nilai-nilai Pancasila atau juga menampung model asing yang problematis dalam konteks
Pancasila masih membutuhkan penjelasan. Hal ini berarti substansi peraturan peundang-
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undangan di bawah UUD 1945 masih problematis untuk memastikan bahwa nilai-nilai
Pancasila mengambil bagian penting. Hal itu disebabkan transplantasi hukum telah menjadi
cara penting dalam pembangunan hukum nasional, sebagaimana juga dilakukan negara-
negara lain. Upaya harmonisasi atas transplantasi tidak selalu berhasil seperti diharapkan,
sehingga kemungkinan terjadi distorsi.

Dalam konsep harmonisasi hukum, Christopher Stuart yang mencontohkan kasus
harmonisasi konteks Islam dan tradisi hukum Barat, menunjukkan ada 3 (tiga) pengertian ;
(1) sebagai adopsi bentuk sistem hukum lain; (2) sebagai integrasi melalui perjanjian antar
negara; dan (3) sebagai konvergensi melalui pertemuan tujuan pengaturan yang sama.
Bentuk pertama harmonisasi memerlukan suatu proses menetapkan hukum domestik
identik dengan hukum negara lain. Ini berarti harmonisasi berbasis cara (means-based
harmonization) dan biasanya dibuktikan melalui restrukturisasi hukum domestik, sehingga
memasuki jalur hukum jurisdiksi lain. Hal ini lazimnya menghasilkan substitusi
(penggantian) bentuk asli pada sistem legislasi asing, yang kebanyakan melahirkan
divergensi. Bentuk kedua dari harmonisasi tidak mensyaratkan untuk meninggalkan atau
menanggalkan sistem lokal. Namun, dilakukan modifikasi sistem-sistem lokal sebagai hasil
negosiasi yang mana semua negara yang berpartisipasi memilik saham. Harmonisasi ini
dilakukan melalui konsensus, dan kadang-kadang dapat dilihat melalui integrasi persetujuan
internasional, seperti kesepakatan GATT atau WTO, yang diundangkan sebagai jembatan
antar sistem hukum. Ketiga, bentuk luas harmonisasi didasarkan pada suatu pendekatan
kerangka kerja. Negara bekerja ke arah tujuan umum legislasi melalui modifikasi sistem
masyarakat setempat untuk menghasilkan sesuai yang dikehendaki. Bentuk harmonisasi ini
lebih banyak menghargai sistem masyarakat setempat. Berkebalikan dengan bentuk
harmonisasi yang mensyaratkan keefektivan yang luas, yaitu hukum baru menyerupai
bentuk rezim hukum yang di-copy. Fokusnya harmonisasi berbasis tujuan (ends-based
harmonization), yaitu kesesuaian tujuan reformasi hukum dengan bentuk sistem masyarakat
setempat. (Christopher Stuart, dalam Lary Cata Backer, 2007 : 281-282)

Indonesia tampaknya juga mengalami ketiga bentuk harmonisasi hukum itu. Namun,
masalahnya pengabaian terhadap hukum masyarakat setempat, seperti pada bentuk
pertama mendominasi dalampembangunan hukum di Indonesia.

Di samping itu, apabila bentuk kedua atau ketiga ditempuh dalam pembangunan
hukum, secara teoritis, pertemuan institusi hukum atau sistem hukum itu tidak akan pernah
menjadi suatu “tailor-made model”. Hal itu di antaranya disebabkan ketidaksepadanan
(mismatch) dari kedua jiwa bangsa itu tidak dapat dielakkan (Esin Oriicii, 2000 : 14) Dengan
ungkapan lain, memunculkan paradoks akibat adanya diversitas di samping similaritas
(kesamaan) antara sistem hukum penerima (host system, recipient) dan asal (home system,
models). Di samping itu, memungkinkan terjadinya “kontaminasi” (contaminations), seperti
terjadi di Uni Eropa. Sebagai contoh, dalam konteks Uni Eropa, konsep-konsep hukum
“civilian” memasuki common law di Inggris pada tingkatan konsep, dan tidak pada tingkatan
struktur dan teknik. Demikian pula di Hongkong, Common law sekarang dikelilingi oleh
hukum Cina (Chinese law), variasi dari tradisi Civilian, di dalam struktur, jika tidak dalam isi,
dan akan terjepit di antara lapisan bawah hukum tradisional dan hukum Cina/civilian pada
lapisan atas. (Esin Oriicii, 2000 : 23) Secara hipotesis, hal itu yang menyebabkan nilai-nilai
atau konsep-konsep yang berkarakter Pancasila lebih banyak tidak dimengerti darpada
nilai-nilai dan konsep-konsep hukum Barat, yang nota bene liberal-kapitalistik.
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Hukum Nasional tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh warisan teorisasi hukum
Barat (heritage of Western legal theorizing). Maksudnya bukan sekadar warisan hukum
kolonial, namun dibangun dan dikembangkan atas dasar ilmu hukum Barat (Western
jurisprudence) entah civil law atau common law system. Dalam kaitan dengan jurisprudence
sebagai warisan hukum Barat, William Twining menegaskan bahwa :

.......general jurisprudence, work exclusively within the Western legal tradition.
Their perspective is generally secular and they pay little or no attention to religion
other than Christianity or to non-Western culture and traditions.

........ and related to this, almost all of Western jurisprudence has focused on state
law, especially the domestic (municipal) law of sovereign, industrialised nation
state. (William Twining, 2009 : 11-12)

Sejak mahasiswa kuliah pada semester awal, pertama kali sudah diajarkan ilmun
hukum (jurisprudence) utamanya Barat modern, yang sama sekali tidak mengandung
warisan pemikiran hukum Pancasila. Hal tersebut menyebabkan arsitektur hukum Nasional
meskipun berkarakter sistem hukum campuran (mixed legal system), namun variannya
didominasi tradisi hukum Barat, baik dalam area hukum publik maupun hukum privat.
Variasi hasil pertemuan sistem hukum itu, menurut Esin Oriicii (2000 : 27), dapat terjadi
pada tingkatan ide, konsep, dan solusi serta pada tingkatan struktur, institusi, dan metode.
Transplantasi hukum Barat pada tingkatan ide, konsep, dan solusi atau tingkatan struktur,
institusi, dan metode dianggap lebih tepat dimaknai berdasarkan ajaran atau doktrin
warisan hukum Barat yang dikemas dalam istilah ilmu hukum (jurisprudence), baik tataran
dogmatik hukum (legal dogmatic), teori hukum (legal theory), atau filsafat hukum (legal
philosophy). Itu sebabnya, teori hukum dan filsafat hukum Pancasila tidak muncul, alih-alih
dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum, dalam kurikulum pendidikan
hukum pun tidak ditemukan.

Sehingga, ratio legis dari suatu peraturan hukum atau asas hukum Nasional lebih
mudah dicari dalam pemikiran-pemikiran hukum Barat daripada Pancasila. Persoalan yang
kemudian muncul dan dihadapi bangsa Indonesia, yaitu problem kemampuan asas hukum
Barat menjembatani cita-cita sosial dan peraturan hukum yang dibentuk. Bisa jadi,
pembentukan peraturan hukum melalui transplantasi dengan alasan untuk perubahan sosial
(social change) di Indonesia. Namun, apakah harus meninggalkan atau menanggalkan nilai-
nilai Pancasila.

Realitas ini tidak hanya menjelaskan kegagalan mengintegrasikan nilai-nilai atau
norma-norma lokal (Pancasila) ke dalam jaringan global yang lebih luas melalui pendekatan
teoritis dari hukum, namun juga mengutarakan kekalahan Pancasila dalam persaingan nilai
dan norma ketika berhadapan dengan hukum Barat.

C. Konvergensi Hukum ke Depan

Berdasarkan pandangan instrumentalisme (instrumentalism), suatu nilai atau ideologi itu
berguna ditentukan atas dasar pada berfungsi atau berpengaruhnya secara efektif dalam
memenuhi tuntutan sosial, politik, dan ekonomi kehidupan berbangsa. Keberadaan secara
aktual yang menentukan instrumental (berpengaruh)-nya suatu nilai atau ideologi, bukan
sekadar pengakuan secara yuridis-konstitusional. Berdasarkan pandangan ini, lunturnya
atau diabaikannya nilai dan ideologi Pancasila dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi
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menadai bahwa ada persoalan terhadap berfungsinya Pancasila dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila nyaris menjadi tidak instrumental. Hal itu dapat
disebabkan mulai dari ketidakpahaman bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sampai nilai-
nilai Pancasila itu justru kalah bersaing di rumah sendiri, yaitu dalam tertib kehidupan
bangsa, khususnya peraturan perundang-undangan, mulai dari Konstitusi sampai peraturan
daerah. Apabila demikian, maka pertanyaannya, yaitu mengapa bangsa Indonesia tidak
paham terhadap nilai-nilai Pancasila ? Nilai-nilai yang ideologis itu tergusur lazimnya karena
digantikan oleh nilai-nilai ideologi lain yang dianggap lebih fungsional, misalnya dari nilai-
nilai komunal ke individual, dari ekonomi kerakyatan ke kapitalistis-liberalistis. Kehidupan
bangsa Indonesia memang tidak hanya dilingkupi dan diatur oleh hukum atau peraturan
perundang-undangan, namun juga agama, komitmen-komitmen politik, dan keyakinan-
keyakinan lainnya, sehingga ideologi itu menjadi penting (William Twining, 2009 : 8)
Sehingga, tergerusnya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi oleh nilai-nilai ideologi lain
menjadi persoalan penting juga.

Sebenarnya ketika peraturan perundang-undangan, termasuk Konstitusi
mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai atau ideologi Pancasila, maka sesungguhnya tidak
perlu dikhawatirkan terjadinya pengabaian terhadap Pancasila. Sebab, persoalannya tinggal
penegakan hukum. Namun, apabila pada tingkatan peraturan perundang-undangan saja
nilai-nilai atau ideologi Pancasila sulit dideteksi keberadaannya, maka tidak ada jaminan
sama sekali nilai-nilai Pancasila dapat instrumental (berpengaruh) dalam pergaulan hidup
berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pekerjaan besar kita, yaitu membangun kembali
pemahaman terhadap Pancasila dan pengembangan ide, konsep, dan solusi maupun
struktur, institusi, dan metode yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam peraturan
perundang-undangan. Persoalannya lebih dari sekadar mengisi Konstitusi Indonesia dengan
materi muatan Pancasila. Sebab, hal itu niscaya didahului pengembangan, bahkan
pembentukan teori-teori normatif, seperti teori-teori keadilan dan hak berbasis nilai-nilai
Pancasila. [tu artinya, Pancasila masuk dalam studi-studi mengenai “jurisprudence as
activity” (lihat William Twining, 2009 : 9) Dalam konteks inilah, Pancasila perlu menjadi
bagian dalam “jurisprudence”, bukan sekadar pelajaran (mata kuliah) Pancasila yang belum
terkoneksi secara konseptual/teoritis dengan “jurisprudence”.

Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis dan
ideologis, di samping dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum negara. Sehingga,
Pancasila harus selalu berpengaruh dalam kehidupan bangsa dan negara. Berdasarkan
posisinya sebagai dasar negara, dasar filosofis, dan dasar ideologis, serta sumber dari segala
sumber hukum negara, maka Pancasila bukan suatu instrumen (alat) untuk mencapai tujuan
Nasional Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, meskipun sering dalam kehidupan
keseharian diinstrumentalisasi (difungsikan sebagai alat) untuk kepentingan-kepentingan
pragmatis. Akibat instrumentalisasi terhadap Pancasila menjadikan validitasnya ditentukan
oleh keberhasilan aksi dalam pencapaian tujuan penggunanya. Ketika Pancasila tidak
berhasil mencapai tujuan yang diharapkan penggunanya, maka menjadikan Pancasila
kehilangan validitasnya.

Pancasila niscaya menjadi kategori validitas (keabsahan) filosofis dan ideologis
peraturan perundang-undangan, termasuk Konstitusi. Sehingga, peraturan perundang-
undangan, termasuk Konstitusi itu yang menjadi instrumen pencapaian tujuan negara
(alinea ke-4 UUD 1945) dan berbagai tujuan pragmatis kehidupan berbangsa dan bernegara,
yang selalu didasari Pancasila. Dalam hal ini, instrumentalisasi Konstitusi juga untuk tujuan
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pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam berbagai bidang sosial,
politik, dan ekonomi.

Pancasila dan Konstitusi tidak dapat disangkal “hidup” dalam ruang yang tidak
hampa dan kedap pengaruh. Globalisasi yang meruntuhkan sekat antara yang internasional
dan domestik karena hubungan-hubungan internal dan eksternal tidak lagi menjadi jelas
telah menjadi kekuatan utama di balik perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik
yang tengah menentukan kembali masyarakat modern dan tatanan dunia (Budi Winarno,
2007 : 13), sehingga Pancasila harus berhadap-hadapan dengan kekuatan dan transformasi
itu. Persoalannya adalah ketika Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada di
bawahnya dipergunakan sebagai instrumen perubahan sosial (social change) menyesuaikan
dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern pada satu sisi dan
Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis negara pada sisi lain menimbulkan
persaingan. Persaingan ini tidak dapat dihindari karena globalisasi memang telah membuat
negara tidak lagi dapat menjalankan fungsi yang benar-benar otonom. (Budi Winarno, 2007 :
11) Pertanyaannya, yaitu akankah Pancasila memenangkan persaingan itu ?

|

|
KONSTITUSI & GLOBALISASI
PERATURAN (TRANSFORMA
PERUNDANG-

PANCASILA SO
UNDANGAN | | POLITIK, DAN
LAIN - EKONOMI)

Keberhasilan memenangkan persaingan itu sangat bergantung tidak saja pada
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki ruang untuk mengubah Konstitusi dan
Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kekuasaan membentuk undang-undang serta
Presiden yang memiliki hak mengajukan dan memberi persetujuan, serta mengesahkan
rancangan undang-undang, namun juga bergantung pada komitmen masyarakat untuk
menerima atau meresistensi (sebagian atau seluruh) arus besar perubahan itu. Oleh karena
itu, pada tingkatan undang-undang perlu diadakan “undang-undang harmonisasi” yang
mensyaratkan langkah-langkah tertentu, yang secara substantif menjamin penghormatan
dan perhatian terhadap nilai-nilai Pancasila dan norma-norma masyarakat lokal. Sehingga,
ketika harus meloloskan dominasi ide, konsep, dan solusi atau institusi, struktur, dan
metode hukum asing, khususnya hukum Barat dalam pembentukan hukum, memiliki
rasionalitas yang memadai. Kecuali, bangsa Indonesia merelakan nilai-nilai Pancasila
tererosi secara dominan oleh nilai-nilai asing, baik dalam wujud ide, konsep, dan solusi
maupun institusi, struktur, dan metode hukum.
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Pancasila dan Arsitektur Negara Hukum Indonesia

Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia

Kamarudin Hasan

Latar belakang

Tulisan ini sengaja dibuat bersifat populis. Dengan pertimbangan, kalau sebuah tulisan
terlalu ilmiah dan hanya tersentuh aspek kognitif (pengetahuan) saja, percuma, akan sama
nasibnya dengan empat (4) pilar kebangsaan terutama pancasila saat ini. Padahal pancasila
sangat acceptable, transformatif dan dinamis dalam praktek keseharian ketika mampu
menyentuh aspek afektif. Maka tulisan ini lebih kepada aspek psikomotor (pengalaman),
aspek afektif (sikap) dan terakhir aspek kognitif. Semestinya ketiga aspek tersebut berjalan
secara seimbang.

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi oleh Allah SWT dengan dibekali keinginan,
kebutuhan, cita-cita, nilai-nilai yang dimuliakan, serta akal, budi dan daya untuk
mewujudkan semua itu. Maka demi memperbesar daya manusia untuk lebih mampu
mewujudkan segenap keinginan, kebutuhan dan cita-citanya membangun negara sebagai
tempat atau wahana untuk bekarya sekaligus tempat tinggal berdiam yang semestinya
tenteram menikmati jerih karya upayanya. Negara semestinya menjadi pranata yang
dibuahkan oleh prestasi peradaban manusia untuk tujuan-tujuan fitrahnya, yang
diselenggarakan dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, peradaban, kebersamaan yang
kemudian mengkristalkan kesadaran mengenai mutlaknya azas kedaulatan rakyat.

Dapat dikatakan negara adalah organisasi manusia yang dibentuk yang menjalankan
dan menghidupkannya pun adalah manusia itu sendiri. Karena manusia sebagai pusat yang
melahirkan, menjalankan dan menghidupkan negara, maka manusianya yang harus paham
akan hakikat dirinya sebagai khalifah di muka bumi.

Dalam Al-Quran 49:13, dijelaskan bagaimana mesti memahami manusia walaupun
berbeda suku, bangsa, agama, bahasa, budaya dan lain-lain.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertagwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengenal dan Maha Mengetahui.

Suatu petunjuk Allah SWT, menyangkut hal ikhwal alam kodrat manusia dalam
urusan bagaimana merajut dan membangun suatu kehidupan berbangsa-bernegara secara
bersama. Allah SWT memberi pedoman kepada manusia yang berpikir, bahwa eksistensi
makhluk manusia memiliki sifat-sifat, hukum-hukum dan norma-norma yang secara kodrati
melekat sebagai suatu keniscayaan universal. Konsekwensi logisnya, kehidupan manusia
yang berkelompok-kelompok itu mensyaratkan perlunya membangun relasi, interaksi,
komunikasi, interkoneksi dan jejaringan dan kerjasama, untuk kemudian satu sama lain
hendaknya menjadi saling mengenal, mengerti dan memahami, bersama segala bentuk
keharusan komunikatif dan sosiologis lainnya, seperti tolong menolong, berkorban, toleransi
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dan gotong royong. Karena hal-hal tersebut adalah sangat berperan penting dan berguna
dalam membangun dan membina suatu tata kehidupan bersama dalam bernegara berbangsa
yang harmonis, saling mengayomi dan mendamaikan.

Realitas pengalaman sejarah kehidupan yang panjang ini, terbentuklah berbagai
unsur alam pikiran dasar yang meliputi:world-view, common sense, kepercayaan, tata-nilai,
upacara-upacara dan prinsip-prinsip, sistem kebudayaan, mitologi, totemisme dan ritual.
Semua ini disepakati, dipercayai, dipegang-teguh dan diyakini secara bersama sebagai
kaedah-kaedah normatif yang mengikat dan mejadi elemen-elemen dasar bagi konstruksi
kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk kemudian dilahirkan pandangan hidup, dasar
dan filsafat bernegara.

Tatkala bangsa Indonesia berkembang menuju fase nasionalisme modern,
diletakkanlah prinsip-prinsip dasar filsafat sebagai suatu asas dalam hidup berbangsa dan
bernegara. Temuan bersama para founding fathers yang kemudian melakukan suatu
penyelidikan oleh badan BPUPK]I, dalam rapat dilaksanakan 29 Mei 1945, pidato pembukaan
tentang dasar negara dimulai oleh Mr. Muhammad Yamin yang menyebutkan konsep lima
dasar (peri Kebangsaan, peri Kemanusiaan, peri Ketuhanan, peri Kerakyatan, dan
Kesejahteraan Rakyat). Meskipun memiliki perbedaan aksentuase dengan Soekarno
(Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri Kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi,
Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang berkebudayaan) namun keduanya memiliki
prinsip yang sama. Keduanya menekankan pada aspek kebangsaan sebagai hal tertinggi dari
seluruh nilai. Soekarno baru menyampaikan gagasannya tiga hari setelah M. Yamin (1 Juni
1945). Bahkan sebelum itu, Muhammad Hatta dan Soepomo lebih dahulu menyampaikan
gagasan prinsip ekonomi dan bentuk negara “Indonesia baru”. Bisa disimpulkan bahwa nilai
Pancasila menjadi ruh dasar (philosofische grondslag) yang diperas dari - mengutip bahasa
Ernest Renan - “pengalaman menderita bersama“ (having suffered together) yang lebih
bernilai untuk mempersatukan ketimbang kesenangan yang pernah dirasakan bersama.
Sebuah semangat anti-kolonialisme dan perbudakan dengan sebenar-benarnya dan seluas-
luasnya

Prinsip-prinsip dasar itu ditentukan oleh para pendiri bangsa tersebut yang diangkat
dari filsafat hidup atau pandangan hidup manusia bangsa Indonesia, yang kemudian
diabstrasikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat negara yaitu Pancasila.

Berdasarkan kenyataan objektif, untuk memahami jati diri bangsa Indonesia serta
identitas kelndonesia, tidak dapat dilepaskan dengan akar budaya yang mendasari identitas
nasional Indonesia. Kepribadian, jati diri serta identitas nasional Indonesia yang terumuskan
dalam filsafat Pancasila harus dilacak dan dipahami melalui sejarah terbentuknya bangsa
Indonesia sejak zaman kerajaraan-kerajaraan Nusantara; Samudera Pase, Perlak, Kutai,
Sriwijaya, Majapahit, serta kerajaan lainnya sebelum penjajahan bangsa asing di Indonesia.

Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila; Ketuhanan, Kemanusiaan,
Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyatannya secara objektif telah dimiliki oleh
bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum negara ini lahir. Proklamasi
Kemerdekaan Negara Kesatuan RI adalah peletakkan dasar tentang pentingnya Hak Asasi
Manusia; Negara yang didirikan adalah atas kehendak bersama, bukan atau kehendak
sekelompok; Negara yang dicita-citakan adalah atas kehendak bersama dalam nuansa
keadilan; Negara berdiri atas Ridha Allah SWT. Meskipun ada perdebatan tentang apa saja
yang menjadi hak kewargaan, paling tidak tiga hak dasar kewargaan ini harus dijamin hadir
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sebagai bagian dari penyelenggaraan negara. Hak itu meliputi, kesamaan di depan hukum
(rule of law), hak dalam pemilihan (voting rights), dan hak untuk mendapatkan jaminan
kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pendapatan minimal).
Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia untuk dimanfaatkan bagi
kehidupannya dan pencapaian kebahagiaannya. Oleh karena itu, untuk menjaga dan selalu
mempertahankan kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa negara adalah wujud rasa
syukur atas karunia dan ridha Allah SWT.

Kewargaan Minoritas; Daerah yang terpinggirkan

Nusantara ini adalah ruang komposisi etnis dan kultural yang dibentuk oleh budaya
tempatan dan pendatang. Arkeologi budaya yang turun-temurun dan menempel pada
masing-masing komunitas harus dipertahankan. Itu adalah endapan sejarah yang tak
mungkin hilang. Secara antropologis negara bangsa ini cukup kaya, memiliki 300 kelompok
etnik dan lebih 700 bahasa dan dialek; bangsa terkaya bahasa lokal kedua di dunia setelah
Papua Nuigini. Keberagaman itu menjadi bermakna jika hak-hak etnik (terutama minoritas-
daerah), agama, dan masyarakat terasing dipenuhi secara maksimal.

Namun negara telah menjadi alat dari penghayatan kehidupan bersama, berbangsa,
berbudaya beragama jauh dari nilai-nilai pancasila. Pembantaian, intimidasi, pengusiran,
pemgasingan, intoleranasi dan ketidakadilan, yang dilancarkan dengan menggunakan
kekuasaan negara, sudah menimpa begitu banyak manusia. Sistem pembangunan keliru
yang dijalankan oleh negara telah membuahkan ketimpangan yang lebar, segelintir warga
telah meninkmati hasil pembangunan ekonomi yang membawa mereka kedalam kehidupan
modern di tengah rakyat kebanyakan yang masih hidup dalam taraf sangat rendah dan yang
tanpak tak manusiawi atau mirip kotoran yang melekat di baju modernitas, kotaran yang
harus hapus.

Provinsi Aceh misalnya, ditengah kemajuan dari hasil- pembangunan pasca konflik
dan tsunami, masih terlalu banyak Gampong-gampong di Simeulu, Aceh Utara, Takengon,
Singkil dan lain-lain, yang tanpak teduh oleh budaya bisu dari mereka yang tersisih atau
yang tak terangkut kereta pembangunan dan perberadaban. Anak-anak kurus ringkih duduk
dengan pandangan mata yang kosong - pandangan tanpa keinginan dan harapan; mereka
bukan anak-anak yang melenggang di Mall-Mall, plaza-plaza gemarlap sebagai ciri kota
modern atau sedang kursus komputer-bahasa asing, mereka bahkan tidak tercatat sebagai
murid sekolah, tidak juga sedang memasak dengan riang sebab tak ada yang bisa dibeli, hal
serupa juga sangat banyak terdapat di Papua, negeri yang kendati kekayaan alamnya setiap
hari memberikan kemewahan dan kemajuan hidup sangat jauh bagi sejumlah orang hingga
dinegeri-negeri yang jauh.

Sulawesi Tenggara, bagaimana nasib suku Bajo, sebagai masyarakat yang tinggal di
“laut”, masyarakat Bajo mengalami marjinalisasi. Jangankan negara, provinsi, bahkan
pemerintah kabupaten Wakatobi sendiri (wilayah administratif komunitas Bajo)
menganggap mereka masyarakat laut yang tidak perlu “registrasi daratan”.

Demikian pula masyarakat Ammatoa, Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Masyarakat pedalaman ini sering dituduh komunitas sihir. Agama yang dianut dianggap
“Islam separuh” karena ritual dan konsep teologinya tidak umum. Pemerintah Bulukumba
berupaya menjalankan program “pemberadaban” suku ini dengan membangun jalan yang
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nyatanya malah merusak hutan, dan membangun sekolah yang akhirnya ditinggalkan karena
tidak ada muatan lokal.

Hampir sama buruknya juga nasib etnis Mentawai, Pulau Siberut, Sumatera Barat.
Mereka dianggap the significant others oleh PNS pendatang yang bekerja di pulau itu dan
juga oleh masyarakat Sumatera Barat umumnya. Mereka dilihat sebagai penyembah berhala.
Etnik Mentawai cuma menjadi komunitas “stempel atas nama”. Baik negara atau pun LSM
internasional sibuk mengimajinasikan pulau Siberut menurut selera masing-masing. Apa
yang dianggap peradaban hanya menjadi kebiadaban bagi mereka.

Berapa banyak komunitas sub-nasional terancam oleh praktik politik yang
berorientasi kepada pengutamaan kepentingan negara dan masyarakat (state centric vs
social centric). Negara memiliki logikanya sendiri, demikian pula masyarakat mayoritas
memiliki libidonya sendiri untuk memaksakan seleranya kepada minoritas. Ini tentu
bertentangan dengan prinsip demokrasi, majority rules, minority rights. Mayoritas memiliki
kuasa dan previlese untuk berkuasa dan membuat kebijakan. Namun kepastian kebijakan
bagi minoritas harus terjamin dengan keras dan tegas, jangan sampai kezaliman
(ruthlessness), penindasan, unmanusiawi dan perang terus diproduksi.

Penggalan-penggalan sketsa itu adalah kumpulan makalah, yang merupakan hasil
riset para aktivis LSM, akademisi, dan penulis sosial-humaniora yang dipresentasikan pada
seminar internasional Komunitas Percik, Salatiga, 10-14 Juli 2012 lalu. Tema besar yang
diangkat adalah “Kewargaan Subnasional dan Cita-cita Negara Bangsa dalam Dinamika dan
Perspektif Lokal”. Ada 33 pemateri yang memberikan pandangan tentang status kewargaan
(citizenship) di dalam masyarakat-masyarakat marjinal dan minoritas di seluruh Indonesia,
dari Aceh sampai Papua.

Mestinya kembali diinsyafi, konsep kemerdekaan yang diperjuangkan the founding
fathers adalah melindungi jati diri kewargaan dan keindonesian melalui penghadiran
demokrasi dan kesejahteraan. Cita-cita demokrasi mengharuskannya peka dengan aneka
perbedaan dan merepresentasikan perbedaan itu secara etik dan moral. Adapun cita-cita
kesejahteraan menjadi ultimate virtue bagi setiap negara untuk merealisasikan
kemakmuran, kebahagiaan, dan potensi untuk bisa terus berkembang bagi setiap warga
bangsa.

Di dalam setiap mosaik itulah tercakup semua kebudayaan dari masyarakat yang
lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai
kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Suparlan, 2002). Model multikulturalisme ini
sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam
mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap
dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia)
adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Hal itu bisa diperbaiki jika pemerintah memiliki perspektif sensitif budaya dan
etnografis dalam agenda pembangunan. Strategi kebangsaan hanya berhasil jika mengakui
keragaman dan bersedia membela segala upaya-baik sistematis atau reaktif-yang makin
meminoritaskan minoritas. Salah satu upaya mungkin melalui pembuatan ensiklopedia
suku-suku bangsa Nusantara secara lengkap, yang didistribusi kepada lembaga-lembaga
pendidikan dan tamu negara asing. Agar lebih banyak yang tahu, di luar Jawa dan Islam, ada
ratusan etnik, budaya, dan agama di Indonesia yang mulai tersingkir oleh pertambangan,
rusaknya hutan, sawitisasi, dan agenda politik lokal yang anti-perbedaan.
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Belum lagi jika melihat hak “istimewa” lainnya, seperti yang telah diratifikasi dari
Kovenan internasional tentang hak ekonomi sosial budaya (UU No. 11/2005), bahwa status
minoritas sebuah masyarakat dan budaya menyebabkan ia memeroleh keistimewaan dan
perlindungan khusus. Strategi multikulturalisme Indonesia seharusnya menjadi pertemuan
budaya yang memperkaya perbedaan. Tidak membiarkan ada yang sampai bangkrut atau
jatuh miskin.

Defisit Kebangsaan; Pancasila terluka

Problem yang dihadapi bukan saja masalah tidak aktualnya nilai-nilai Pancasila dalam
implementasi kebangsaan dan kenegaraan, tapi juga karena ada tantangan baru akibat
mondialisasi problem-problem sosial-ekonomi, masuknya nilai-nilai baru seperti HAM yang
tidak diikuti kemampuan negara untuk mengurainya, dan perkembangan teknologi
informasi yang manipulatif dan mendangkalkan.

Teknologi informasi telah membangun kultur serba tahu masyarakat - melalui
televisi, internet, media sosial pop - namun di saat yang sama mengonsumsi “kebenaran”
yang banal dan superfisial. Ketahyulan media lebih dipercayai dibandingkan otentisitas
sejarah dan keunggulan nilai-nilai warisan para leluhur. Berapa banyak anak pemuda saat
ini benar-benar melek sejarah bangsa, membuka-buka risalah BPUPKI dan PPKI yang begitu
dalam dan filosofis argumentasinya, dan melihat sungguh-sungguh problem bangsa ini
sekaligus ikut rembuk mengartikulasikannya? Berapa banyak dari elite percaya pada
kekuatan gotong-royong untuk membangun bangsa dan bukan malah gotong-royong
memiskinkan bangsa melalui korupsi?

Di tengah kegalauan itu, nilai-nilai global yang nir-otentik masuk dan bermutasi
menjadi energi ekstrem, baik dalam bentuk westernisasi atau primordialisasi agama, yang
meledak ke dalam (implosi) sehingga menganggu keragaman yang menjadi keniscayaan
bangsa negara ini.

Defisit kebangsaan ini tidak mudah ditalangi ketika elite-elite bangsa tak kunjung
memberikan contoh dan tuntunan. Pelbagai kasus mafia hukum, mafia proyek, dan
premanisme parlemen menjadi reportoar dan sinetron politik nasional. Wujud elite dalam
dramaturgi kekuasaan berwajah penuh ketegaan. Mereka menonjolkan pamer kebencian
atas lawan politik dan sekuat tenaga mengintip untuk membuka borok politik setiap
kesempatan itu datang. Argumentasi pasaran masuk dalam sesi sidang di parlemen atau saat
memberikan pernyataan resmi. Dalam amook politikus seperti itu, bagaimana pula rakyat
akan mengambil suri taudalan?

Dalam situasi ini sebenarnya Pancasila dilukai sendiri oleh elite-elite bangsa. Orde
Baru telah memberikan pendarahan yang cukup dalam pada Pancasila. Kejadian yang selalu
diingat adalah ketika nilai-nilai Pancasila direduksi (melalui P4/Eka Prasetya Pancakarsa),
diputus dari nadi sejarahnya, dimistifikasi dan dipersonifikasi kepada figur Soeharto sebagai
penyelamat Pancasila (1 Oktober). Monumen Pancasila Sakti, Film Gerakan 30 S/PKI,
diorama di Lubang Buaya menjadi bagian untuk memistifikasi sehingga Pancasila menjadi
alat untuk menghantu-hantui masyarakat/kelompok masyarakat yang menentang
kekuasaan saat itu. Lukanya makin mengangga dalam pengalaman perih masyarakat Aceh,
Papua, Maluku Utara, Lampung (Warsidi), Tanjung Priok, dan lain-lain.
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Maka tak heran ketika di Aceh saat ini sering dilakukan seminar yang terkait upaya
membangkitkan nilai-nilai nasionalisme dan aktualisasi nilai-nilai Pacasila ditanggapi sinis
di sudut kiri atau mistifikasi di sudut kanan. Sudut kiri direpresentasi oleh masyarakat
korban konflik dan sudut kanan adalah komunitas yang diuntungkan dengan situasi konflik.
Sebenarnya kedua ektrimitas ini harus dijauhi, karena nilai-nilai Pancasila bertujuan
memoderasi, dan bukan menjebak masyarakat pada fanatisme atau militansi. Artikulasi
nilai-nilai kebangsaan seharusnya muncul dalam kesadaran kreatif untuk mengembangkan
masyarakat dan kebudayaan. Tidak sekedar dalam bentuk pidato, seremonial, atau
perlombaan. Problem sebenarnya bukan pada nilai-nilai ideal yang ada di dalam Pancasila,
tapi tangan-tangan kotor yang telah mengatas-namakan Pancasila; yang memberlakukan
nilai-nilai sebaliknya, seperti menolak kerahiman Tuhan dengan bersikap sadis pada
keyakinan berbeda, anti-kemanusiaan, anti-kebangsaan, anti-musyawarah/mufakat, dan
menjauhi keadilan sosial.

Yang diperlukan saat ini bukan mengaksarakan Pancasila dalam ungkapan verbal,
yang ketika tak bisa dilafalkan akan dihukum dengan rendaman di comberan atau pukulan -
seperti pengalaman di era Orde Baru. Tidak begitu penting mengaksarakan Pancasila, malah
beberapa pemimpin negeri ini juga ketahuan tak persis melafalkannya. Yang utama adalah
bagaimana mengaktualisasikan Pancasila dengan segenap keinginan memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa: seluruh tumpah darah
Indonesia. Tanpa menumpahkan lagi darah anak bangsa di Nusantara.

Ketika hal itu tertanam secara afektif dalam diri manusia Indonesia, niscaya
Pancasila akan sakti kembali. Karena kesaktian Pancasila tidak memerlukan hal-hal yang
sifatnya formal, seperti penerbitan SK ataupun peringatan-peringatan. Pancasila sebagai
nilai yang sudah hidup ratusan tahun dan mengakar dalam jiwa bangsa Indonesia. la ada
dalam alam kesadaran masyarakat sebagai alam sadar orang akan tergerak melaksanakan
nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat seperti halnya menjaga kebersamaan,
prinsip-prinsip nilai kebenaran dan keadilan. Pancasila yang merupakan ideologi yang hidup
dalam jiwa dan kehidupan rakyat Indonesia.

Nasionalisme yang terabaikan

Meskipun menggelitik, karena mulai banyak penggunaan istilah etno-nasionalisme,
terutama dalam khazanah post-colonial studies. Banyak kemacetan fungsional yang
mungkin akan menghadang karena asal-usul kata itu sendiri dalam bahasa Yunani, ethnikos,
berarti “yang bukan orang Yahudi” (gentile/non-israelite) atau “penyembah berhala”
(heathen), yang sebenarnya berkonotasi menghina atau mengecilkan. Menyebut ethnic sama
dengan menyebut segerombolan orang yang berada di sebelah hutan sana, dan kita tak tahu
apa (Bill Ashcroft,et.al, The Post-Colonial Studies Reader, 1995 : 219).

Lagipula, penyebutan etno-nasionalisme, secara terminologis mengandaikan adanya
pusat yaitu (Ethnic, Jawa) dan pinggiran (ethnics, non-Jawa) dalam nasionalisme Indonesia.
Padahal, jika merujuk kepada catatan Benedict R.0’G Anderson (Indonesian Nationalism
Today and in the Future, 1999 dan Revoloesi Pemoeda, 1988) tentang nasionalisme
Indonesia, permasalahan ethnocentrism telah selesai dengan diakuinya “berbangsa satu”
jauh sebelum pengesahan kemerdekaan Indonesia oleh seluruh elemen masyarakat
nusantara, bahkan juga oleh Ambon, Papua, dan Manado. Saat itu, suku-suku yang ada telah
melupakan, bahwa kerajaan Aceh pernah suatu waktu “menjajah” daerah pesisir
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Minangkabau, atau para raja-raja Bugis pernah memperbudak masyarakat dataran tinggi
Toraja. Seratus delapan puluh derajat seluruh suku-suku bangsa nusantara melupakan
sejarah persengketaan mereka, dan bersegera menyongsong semangat bersama, semangat
nasional untuk lepas dari kolonisasi bangsa kulit putih.

Dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi rujukan sahih konstitusional, terbaca
tanpa keraguan bahwa budaya yang akan dibangun adalah budaya nasional yang berangkat
dari kesadaran bersama, sebagai jajahan. Menolaknyapun dengan alasan yang khas orang
terjajah; “karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.” Inilah proses
pembentukan nasionalisme modern Indonesia. Tidak diawali oleh kekalahan Belanda pada
tahun 1942, tapi jauh sebelum itu ketika gerakan kebangkitan nasional mulai marak di tahun
20-an hingga 30-an (Lihat Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda, Jakarta:Gramedia, 1987).

Inilah karya imajinatif yang sesungguhnya sangat cerdas dihasilkan oleh para
pejuang nasional sejak 1930-an itu. Jelasnya, tak ada yang menjadi pusat dan periferal dalam
pembentukan asal-usul nasionalisme itu. Pilihan menamakan bahasa nasional dengan
Bahasa Indonesia adalah indikator tersendiri bahwa proses hibridasi berlangsung sempurna.
Tidak hanya mengadopsi Bahasa Melayu-Malaka, tapi menghimpunnya dengan dialek,
pengaruh yang sama banyaknya dari Jawa, Padang, Sunda, Ambon, Sulawesi, Kalimantan,
dan lain-lain.

Jika demikian, pantaskah menilai bahwa sebenarnya nasionalisme daerah-daerah
yang pernah dilanda konflik seperti Aceh terbangun karena penderitaan yang bertubi-tubi
datang-pergi dan tak berhenti? Pantas saja, meskipun tidak sepenuhnya. Meski kita mengira
ketika secara psikologis orang disakiti dan ketika serangan terjadi secara rutin terhadap
fisik, orang akan membuat tuntutan sebagai harga yang harus dibayar. Bisa jadi ya, tapi
bukan itu yang utama. Harga bisa jadi hal lain lagi. Tuntutan tetap muncul bahkan dengan
makin beragam. Yang pasti kekerasan hanya membuatnya makin terlihat spesifik. Tuntutan
yang hadir dari kelompok tetindas selalu terlihat sebagai ironi.

Kiranya makin jelas saja posisi dari nasionalisme kedaerah saat ini, bahwa
kelahirannya tak mungkin tertahankan lagi ketika kezaliman (ruthlessness) dan perang
terus diproduksi. Perang itu sendiri juga bukan demi keutuhan nasionalisme Indonesia,
karena tak ada yang “luar biasa” terjadi sehingga perang itu harus hadir, kecuali provokasi
beberapa elite kekuasaan yang punya motif permusuhan yang berlebihan terhadap sebuah
komunitas yang berbeda dengannya.

Strategi perang bukan cara untuk menyelamatkan, tapi menghilangkan (wigirna
sahana) sebuah komunitas dalam skala besar. Terbukti perang telah berperan sangat
signifikan dalam menghancurkan selera kehidupan masyarakat Aceh. Hancurnya sektor
pendidikan, pemiskinan, dan korupsi menjadi faktor bahwa perang hanya peduli kepada
motif kekuasaan dan bukan pembebasan.

Seperti yang dikatakan Gellner (1964), “nasionalisme bukanlah tentang bangkitnya
kesadaran diri bangsa, ia adalah bikinan yang sebelumnya tidak pernah ada.” Ia seperti
melati yang kuncup dan mekar. Ketika ia tumbuh di tanah terlarang sekalipun, ia harus
diperiksa berdasarkan motif-motifnya, gagasan-gagasannya, dan perilaku libidalnya. Sebagai
sebuah gagasan ia punya alur narasinya sendiri, dan ini yang lebih menarik untuk dilihat dan
dipelajari, bukan direpresi.
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Reformasi Mental birokrasi; Moral Bangsa Negara

Sebuah pengalaman Penulis 2012 juga dialami oleh kawan penulis di Aceh Teuku Kemal
Fasya. Disebabkan mesti membawa keluarga ke luar negeri - penang untuk berobat, dan
telah habisnya masa berlaku paspor, akhirnya penulis harus bergerak cepat untuk mengurus
paspor baru. Penulis tahu untuk pengurusan cepat administrasi negara seperti ini
memerlukan “mahar”. Speed means extra-cost, demikian kira-kira yang harus dipahami oleh
setiap pemohon di lembaga perizinan negara. Ternyata kultur birokrasi yang dulu begitu
banyak calo sejak langkah pertama masuk kantor imigrasi, kini tidak ada orang seorang pun
yang bersedia membantu lewat pintu belakang. Seluruh ruangan ditempeli peringatan untuk
tidak menggunakan calo. Pengurusan dilakukan dengan cara normal. Namun mengingat
untuk pengurusan normal pun diperlukan durasi paling cepat lima hari, tetap tidak akan
cukup karena berhubungan dengan pemesanan tiket. Pegawai di tingkat pemohon mencoba
membantu, namun tetap memerlukan waktu minimal tiga hari.

Ketika masuk di ruangan wawancara, pegawai di sana menilai objektif alasan penulis
dan membantu secepatnya mengeluarkan paspor. Untuk segala kemudahan itu tak ada uang
terima kasih yang harus dikeluarkan. Di tambah lagi seluruh ruangan foto dan administrasi
ditempeli kalimat untuk tidak memberikan apapun kepada pegawai imigrasi.

Pengalaman di kantor imigrasi Lhokseumawe itu bukanlah hal biasa. Karakter
pelayanan publik yang diberikan oleh kantor itu melebihi ekspektasi dari lembaga
pelayanan publik mana pun yang pernah penulis temui di Aceh. Bahkan dunia kampus pun
belum mencapai derajat apa yang dilakukan lembaga birokratis itu. Watak birokratisme
telah luntur dan muncul semangat human dan kultural dalam melayani.

Perubahan drastis kantor imigrasi Lhokseumawe itu tidak dapat dikatakan silang
dialektika positif reformasi birokrasi semata, seperti keluarnya regulasi tentang indeks
kepuasan masyarakat dan pelayanan publik (KepmenPAN No. 25/2004 dan UU No.
25/2009), tapi juga “inisiatif-inisiatif lokal” untuk berubah dengan cepat. Terbukti,
meskipun regulasi indeks kepuasan masyarakat telah hadir delapan tahun lalu dan
pelayanan publik sejak tiga tahun lalu (bahkan bisa dikatakan sembilan tahun lalu jika
dihubungkan dengan KepmenPAN No. 63/Kep/M.PAN/7/2003), banyak lembaga
pemerintah dan pelayanan publik masih bersemangat bossy. Perubahan birokrasi sangat
tergantung pada teladan pimpinan. Kecenderungan pimpinan lembaga pelayanan publik
(negara) sering kali menjadi negatif saat mencapai posisi tertinggi. Sang pimpinan berhenti
melayani dan berubah menjadi la petite bourgeoise, tuan kecil yang manja dan malas. Dengan
situasi seperti itu tidak akan kunjung datang perubahan dan kultur birokrasi.

Jika dibandingkan, terlihat ada disparitas jauh antara lembaga swasta dengan
negara. Lembaga swasta sangat sensitif dengan perbaikan kinerja karena bergantung pada
daya pikat responden atau pengguna jasa layanan. Karena jika tidak, responden akan lari ke
lembaga swasta yang lebih berkinerja baik. Ada konstruksi saling menguntungkan; semakin
baik semakin banyak kepercayaan dan semakin kuat lembaga itu di mata masyarakat dan
rekanan bisnis lain. Derajat terpercaya (trusted) dan diandalkan (reliable) membuat lembaga
pelayanan publik bertahan dan berkembang. Lembaga swasta sangat mempercayai bahwa
memperbaiki perilaku organisasi akan berhubungan luas, bukan saja pada responden tapi
juga dunia luar yang semakin tak terbatas.
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Makanya apa yang terjadi di lembaga seperti kantor imigrasi Lhokseumawe atau
lembaga-lembaga low profile lainnya harus diinfeksikan ke publik agar menjadi pemicu bagi
lembaga lain untuk berubah. Mereka yang telah bekerja dengan baik itu harus dijadikan
model. Penulis yakin ada beberapa lembaga lain, meskipun tidak banyak, yang harus
ditemukan dan diberi apresiasi. Pola reward and punishment harus diberlakukan. Semakin
baik kinerjanya, dengan terpenuhinya aspek profesionalitas, keramahan, anti-korupsi,
keterbukaan, tidak diskriminatif, ketepatan, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan,
maka sewajarnya semakin besar insentif yang harus diterima oleh lembaga itu. Demikian
pula sebaliknya.

Watak organisasi pemerintahan harus populis yang dekat dengan publik, baik pada
kepentingan atau ide-ide yang berkembang di dalamnya. Penataan internal harus dilakukan
dengan baik sebelum ke publik. Jadilah pemenang untuk perubahan. Sebab perubahan
datang tidak oleh regulasi tapi dari pikiran keras untuk berkomitmen pada perubahan dan
nilai-nilai progresif. Perubahan birokrasi akan terjadi jika mentaliteit birokrasi dibenabhi.
Dunia sedang berlari cepat, jika terus berlambat-lambat maka tak akan mendapatkan
apapun di arus besar perubahan global ini.

Identitas Kebangsaan di tengah Arus Globalisasi

Eksistensi suatu bangsa di era globalisasi mendapat tantangan yg sangat kuat, terutama
karena pengaruh kekuasaan internasional, seperti dikutip oleh Berger dalam The Capitalis
Revolution, era globalisasi dewasa ini ideologi kapitalislah yg akan menguasai dunia.
Kapitalisme telah mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional
yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dan secara tidak
langsung juga nasib, sosial, politik dan kebudayaan. Berbeda dengan Berger, Fukuyama
(1989 : 48) menyatakan bahwa Perubahan global akan membawa perubahan suatu ideologi,
yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal dan dalam kondisi seperti ini
kapitalismelah yang akan menguasainya.

Identitas atau ciri khusus yang dimiliki kelompok, komunitas, suku, bangsa tidak
cukup hanya dipahami secara statis mengingat kelompok, komunitas atau bangsa adalah
merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa
lain di dunia dengan segala hasil budayanya. Identitas nasional suatu bangsa termasuk
identitas nasional Indonesia, juga harus dipahami dalam konteks dinamis. bahwa selain
faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama serta budaya juga faktor dinamika suatu bangsa
tersebut dalam proses pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Identitas nasional bangsa Indonesia juga harus dipahami dalam pembangunan,
termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa lain di dunia internasional. Di
dunia internasional bahwa bangsa-bangsa besar yang telah mengembangkan identitasnya
secara dinamis membawa nama bangsa tersebut baik dalam khasanah dunia ilmu
pengetahuan maupun dalam khasanah dunia pergaulan antar bangsa di dunia.

Pengamat dari Universitas Airlangga Surabaya Bambang Budiono MS M.Sosio
menyebutkan Pancasila dikepung dua ideologi fundamentalisme yakni fundamentalisme
pasar dan fundamentalisme agama, terbukti 72 undang-undang di Indonesia diintervensi
asing. Kepemilikan asing itu antara lain 70 persen jaringan telekomunikasi yang dimiliki
Kuwait, sedangkan agroindustri antara lain 65 persen kecap dikuasai AS, delapan persen

173



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 1

sawit dikuasai Singapura, dan 12 persen sawit dikuasai Malaysia. Selain itu, 100 persen teh
dan makanan ringan merk tertentu juga dimiliki Inggris, kemudian 74 persen minuman
ringan dikuasai Prancis. kepemilikan asing itu masuk dalam 72 UU dengan kompensasi
utang dan bantuan teknis kepada Indonesia, di antaranya UU minyak dan gas, UU
telekomunikasi, UU listrik, UU sumberdaya air, Sekarang 49 persen pemain asing sudah
diizinkan masuk pendidikan, dan juga swastanisasi rumah sakit dan sebagainya.

Kesimpulan

Pertama, tidak ada pemaksaan penafsiran Pancasila menurut pemikiran dan keinginan
masing-masing. Untuk memperoleh tafsiran yang benar dan efektif sebagai landasan Hukum
dalam penataan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan, mesti mengikuti keinginan
Pancasila secara alamiah.

Kedua, pemerintah mesti memiliki perspektif sensitif budaya dan etnografis dalam
agenda pembangunan. Strategi kebangsaan hanya berhasil jika mengakui keragaman dan
bersedia membela segala upaya-baik sistematis atau reaktif-yang makin meminoritaskan
minoritas. Salah satu upaya mungkin melalui pembuatan ensiklopedia suku-suku bangsa
Nusantara secara lengkap, yang didistribusi kepada lembaga-lembaga pendidikan dan tamu
negara asing. Termasuk kurikulum pendidikan berbasis multikultur, termasuk Pendidikan
Pancasila

Ketiga, Pemerintah dan para elit politik harus mulai melakukan perubahan tingkah
laku (behavioral changes). Terutama dalam kaitannya dengan gaya hidup masing-masing
pejabat tinggi. Mulai dari presiden sampai ke anggota kabinetnya, pimpinan partai politik
dan tokoh panutan masyarakat lainnya, perlu meneladani sebuah cara memerintah yang
empati terhadap Kkrisis dan nasib masyarakat kebanyakan. Pendekatan elitis harus
disingkirkan. Pemerintah mesti menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik (Good Governance) secara konsekuen dan konsisten.

Keempat, pendekatan yang sifatnya Jakarta Sentris -Centered Bias harus dipadukan dengan
pendekatan yang memperhatikan kepentingan lokal serta masyarakat. Demokratisasi
meniscayakan hilangnya monopoli penafsiran dan kekuasaan. Keadilan dan pembagian
(sharing) antar komponen bangsa di seluruh Indonesia harus dijadikan paradigma utama
dalam mempertahankan eksistensi nasionalisme ke Indonesiaan yang menghargai ke-
Bhinneka-an dan ke-Tunggal Ika-an. Dengan kata lain, krisis kepercayaan (crisis of trust)
antara elit dengan massa, intra pemerintah sendiri, antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah, antara negara dan masyarakat, antara partai politik dengan civil society,
antara pengusaha dengan burubh, serta intra masyarakat itu sendiri, mesti dihilangkan.

Kelima, lahirnya Pancasila selain mempersatukan setiap keberagaman yang ada
mulai dari Sabang sampai Mereuke, juga untuk memperkuat dan memperkokoh soal concord
(kerukunan) freedom (kebebasan), integrity (keutuhan), justice (keadilan), unity
(persatuan), deliberation (musyawarah). Sehingga eksisntensi Pancasila yang kokoh perlu di
upayakan secara terus menerus.

Keenam, reformasi mental birokrasi negara dan lembaga-lembaga low profile
lainnya. Mesti diinfeksikan ke publik agar menjadi pemicu bagi lembaga lain untuk berubah.
Mereka yang telah bekerja dengan baik itu harus dijadikan model. Pola reward and
punishment harus diberlakukan. Sebab perubahan datang tidak oleh regulasi tapi dari
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pikiran keras untuk berkomitmen pada perubahan dan nilai-nilai progresif. Perubahan
birokrasi akan terjadi jika mentaliteit birokrasi dibenahi.
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Nomokrasi Konstitusional Pancasila

(Antitesis Terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum Dalam Konstitusi
Indonesia)

Ria Casmi Arrsa

A. Pendahuluan

Perkembangan ilmu hukum Indonesia berjalan secara dinamis di tengah situasi pemikiran
global yang berkembang dan telah melahirkan berbagai paradigma pemikiran hukum untuk
menopang jagad ketertiban manusia baik dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu pula dalam perkembangan studi ilmu hukum
dalam konteks bernegara telah melahirkan gagasan negara hukum untuk menghindarkan
dari praktek-praktek otoritarianisme penyelenggaraan negara yang berujuk pada
absolutisme..

Mengacu pada konteks ke Indonesiaan tentunya kelahiran pemikiran tentang negara
hukum memiliki dampak sistemik terhadap pengembangan dan pembangunan hukum di
Indonesia. Sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa, “Negara Republik
Indonesia yang berdasarkan atas hukum adalah suatu bangunan yang belum selesai disusun
dan masih dalam proses pembentukannya yang intensif” (Satjipto Rahardjo:2003: 45). Lebih
lanjut Soetandyo Wignyosoebroto mengutarakanbahwakonsep Negara hukum di Indonesia
merupakan cita-cita bangsa Indonesia dan telah diatur dalam setiap Undang-Undang Dasar.
Namun demikian konsep Negara hukum itu sendiri bukanlah asli dari bangsa Indonesia.
Negara hukum Indonesia merupakan produk yang diimport atau suatu bangunan yang
dipaksakan dari luar “imposed from outside" yang sebagian ditransplantasikan atau
dipinjam (borrowing) melalui politik konkordansi kolonial Belanda (Soetandyo
Wignyosoebroto: 2007:97)

Oleh karena itu sebagai bentuk dari proses transplantasi hukum yang berjalan
ditengah situasi pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia tentunya gagasan
negara hukum dalam konstitusi Indonesia tidak hanya diterima apa adanya tanpa ada proses
filterisasi. Perihal ini sangat penting meningat bahwa menurut A.Mukhtie Fadjar UUD 1945
itu diwarnai oleh berbagai gagasan yang sangat kontra produktif (kontroversial) atau
setidak-tidaknya rancu, sehingga pengki-dahannya dalam tatanan (pasal-pasal batang
tubuh) bersifat kabur yang mengundang multi intepretasi, dan akibatnya dapat diduga
bahwa penerapannya selalu distorsi tergantung dari kehendak yang menguasai kosmos
(dalam hal ini adalah penguasa).(A Mukhtie Fadjar:2003:3).

B. Pembahasan

Beranjak dari latar belakang diatas maka perumusan terhadap antitesa dalam diskursus
pemikiran negara hukum Indonesia dengan corak Nomokrasi Konstitusional Pancasila
diharapkan dapat meletakkan khasanah intelektual serta landasan paradigmatik dalam
kerangka pembagunan konstruksi hukum yang selaras dengan dengan jati diri bangsa.
Adapun secara sistematis perkembangan pemikiran negara hukum dapat dijelaskan
sebagaimana berikut ini:
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1. Perkembangan Pemikiran dan Karakteristik Gagasan Negara Hukum dalam
Konteks Studi Ilmu Hukum

Sejarah perkembangan pemikiran negara hukum berjalan beriringan dan menempatkan
hubungan yang erat antara negara (state) dan warga negara (civil society).Adapun
tipologi negara hukum sebagaimana dimaksud antara lain:

a)

b)

Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam)

Menelaah konsep negara hukum dalam perspektif Islam maka akan merujuk pada
dimensi kehidupan yang bersifat transendental mengingat bahwa gagasan
pemikirannya bersumber dari Kitab Suci Al-qur'an dan Al-Hadits. Beranjak dari
uraian tersebut maka Kkarakteristik negara hukum dalam perspektif Islam
menempatkan kerangka paradigmatik pada dimensi Ketauhidan yang kemudian
diturunkan pada derajat kekhalifahan manusia dimuka bumi. Dalam pengalaman
kesejarahan Robert N. Bellah mengatakan bahwa Negara Madinah pimpinan Nabi
Muhammad SAW adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam.
Perihal ini diperkuat oleh Mohammad Arkoun bahwa, Piagam Madinahtelah
menyajikan kepada umat manusia contoh tatanan sosial politik yang luhur dan penuh
toleransi. (Muhammad Igbal: 2007: IX).

Mengacu pada uraian diatas maka prinsip-prinsip negara hukum dalam
perspektif Islam mengacu pada beberapa prinsip dasar antara lain: Prinsip
kekuasaan sebagai amanah (Surat an-Nisa 4:58, Suarat Al-Hujarat 49:13),
Prinsipmusyawarah (Surat Al-Syura 42:38, Ali-Imran 3: 59), Prinsip keadilan (Surat
An-Nisa 4:135, Al-Maidah 5:38, An-Nahl 16:90, As-Syura 42:15, Surat Al-An’am
6:160), Prinsip persamaan (Surat Al-Hujarat 49:13), Prinsip pengakuan dan
Perlindungan Hak Asasi Manusia (Surat Al-Isra 17:70,73, Al Maidah 5:32), Prinsip
peradilan bebas, Prinsip perdamaian, Prinsip kesejahteraan, Prinsip ketaatan rakyat.
(M.Tahir Azhary: 2010:83). Dengan demikian maka hakikat dari pada hukum Islam
sendiri tiada lain memiliki tujuan primer yang disebut dengan al-dlaruriyyat antara
lain memelihara agama (Hifdz al-din), memelihara jiwa, (Hifdz al-nafs), memelihara
akal (Hifdz al-aql), memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-irdl),
memelihara harta (Hifdz al-mal.(Abdul Shomad: 2010: 73).

Negara Hukum (Rechtstaat)

Meskipun secara terminologi penamaan konsep negara hukum memiliki pengertian
harfiah yang sama namun jika dicermati terdapat perbedaan fundamental baik dari
sisi paradigma dan kesejarahan. Pengertian negara hukum dalam istilah Rechtstaat
merupakan gagasan pemikiran yang berkembangan dikawasan Eropa dengan tradisi
hukum civil law system. Pada konteks tersebut perkembangan hukum di Eropa tidak
terlepas dari pengaruh budayadan sains yangmulaiberkembang di Barat sekitarabad
XVI danditandaidenganmasa Renaissance(Nur Rachmi: 2005: 1-3).

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto sekurang-kurangnya 3 karakter konsep
rechtsstaat dalam kehidupan bernegara bangsa antara lain Pertama ialah, bahwa
apa yang disebut hukum itu harus dibentuk dalam wujudnya yang positif. Kedua,
apa yang disebut hikum harus merupakan hasil proses kesepakatan melalui suatu
proses yang disebut proses legislasi. Ketiga, hukum yang telah diwujudkan dalam
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d)

bentuk undang-undang (berikut undang-undang yang paling dasar yang disebut
Undang-UndangDasar) dan bersifat kontraktual yang akan mengikat seluruh warga
bangsa secara mutlak. (Soetandyo Wignyosoebroto: 2009: 2).

Negara Hukum (The Rule of Law)

Pada awal kelahirannya gagasan rule of law mempersoalkan batas-batas kekuasaan
para raja dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa
kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titah-titahnya bersifat universal, mengikat
siapapun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri. Konflik memperebutkan
kekuasaan tertinggi dalam penataan tertib dunia ini terjadi antara Paus Gregorius VII
dan Kaisar Heinrich 1V, yang dalam riwayatnya melahirkan untuk pertama kalinya
konsep the rule of law untuk menggantikan the rule of man. Menurut John N Moore
bahwa:

The rule of law concept hast adeep historical liniage, being traced in some
scholarly views to the concepts of justice and fairness discussed by
Aristotle. But while Greek civilization gave rase to the western concept of
democracy, albeit limited in actual practice in Athenas, it was the
undemocratic Roman Empire that gave birth to the western tradition of
awell codified and broadly applied body of law”.(Barry M Hager: 2000: 3).

Brian Tamanaha membagi konseprule of law dalam dua kategori yaitu secara
formal dan substantif sehingga konsep Negara Hukum atau rule of law itu sendiri
menurutnya mempunyai bentuk sebagai berikut pertama Rule by Law, dimana
hukum hanya difungsikan sebagai instrument of government action. Kedua, Formal
Legality, bentuk yang formal legality itu, diidealkan bahwa prediktabilitas hukum
sangat diutamakan. Ketiga, Democracy and Legality. Demokrasi yang dinamis
diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Substantive Views yang menjamin
“Individual Rights”, Rights of Dignity and/or Justice, Social Welfare, substantive
equality, welfare, preservation of community.(Jimly Asshidigie: 2010: 7-8)

Negara Hukum Sosialis (Socialist Legality)

Dalam konteks perkembangan pemikiran global keberadaan paham sosialisme-
marxisme merupakan salah satu corak pemikiran yang memiliki pengaruh terhadap
perubahan eskalasi politik, ekonomi maupun hukum. Adalah Karl Marx dan Engels
murid tokoh filsafat sejarah yaitu Hegel yang berpengaruh terhadap pemikiran
sosialisme yang notabenya anti terhadap bentuk feodalisme dan borjuisme.Mengacu
pada uraian tersebut dalam konteks relasi teori Marxisme dengan negara dapat di
jelaskan dalam tiga prinsip yang bersifat fundamental antara lain Pertama, Marx
memandang bahwa kondisi material dari masyarakat sebagai basis dari struktur
sosial dan kesadaran manusia. Maka bentuk negarapun muncul dari hubungan-
hubungan produksi, dan bukannya berasal dari perkembangan umum pemikiran
manusia, atau keinginan manusia untuk berkolektif.(Nezar Patria dan Andi Arief:
2003: 10-11). Kedua, Marx berpendapat bahwa negara merupakan ekspresi politik

dari struktur kelas yang melekat dalam produksi.(Georg Lukacs, 2010, 327-329).
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Ketiga, teori fundamental dari Karl Marx tentang negara adalah bahwa suatu negara
dalam masyarakat borjuis merupakan senjata represif dari kaum borjuis.

e) Negara Hukum Skandinavia

Perkembangan ilmu hukum di Skandinavia tidak terlepas dari tradisi negara hukum
Eropa yang berkembang. Sementara itu cara pandangan dalam berhukum dalam
lingkungan negara-negara Skandinavia dipengaruhi oleh aliran realism. Aliran Realis
Skandinavia berpandangan bahwa hukum adalah putusan hakim yang dipengaruhi
oleh kondisi kejiwaan atau psikologi yang tidak lebih dari reaksi otak. Dalam
kerangka pemikiran psikologi itulah, keharusan yuridis seluruhnya bersangkut paut
dengan realitas sosial (Surya Prakas Sinha: 1993: 280).

2. Perkembangan dan Pengaturan Konsep Negara Hukum Dalam Sejarah
Keberlakuan Konstitusi di Indonesia

Beranjak dari analisis kesejarahan dan paradigmatik sebagaimana diuraikan di atas
maka sangatlah penting untuk meneropong perkembangan konsep negara hukum di
Indonesia.Menelisik aspek kesejarahan keberlakuan konstitusi di Indonesia maka dapat
diklasifikasikan dalam periode keberlakuan antara lain:

a) Periode UUD 1945

Penjelasan UUD 1945menyatakanbahwaPertama,indonesia, ialah Negara yang
berdasar atas Hukum (Rechsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka
(Machtsstaat). Adapun konstruksi negara hukumnya adalah sebagai berikut ini:

180



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum

Gambar 1

Pembahasan Makalah Panel 1

Konstruksi Negara Hukum dalam UUD 1945

——

UuUD 1945

PEMBUKAAN
(PREAMBULE)

BATANG TUBUH
(Bab, Pisal, Ayat)

Aturan Peralihan

4 Ifasal)

Aturan Tambahan

(2 &asal)

Penjelasan tentang UUD
Negara IPdonesia

A 4

Pembagian Cabang
Kekuasaan Negara

Perlindungan HAM

v

(Warga Negara)

UMUM

]

SISTEM PEMERINTAHAN

NEGAEA

A 4

Dalam derajat
Hak yang beriringan
dengan Ikewajiban

v
I.  Indonesia ialah negara berdasar atas hukum (rechtsstaat):

1.

Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan

kekuasaan belaka (machtsstaat).

I1. Sistem Konstitusional:

2.

Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas.

VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Penjelasan meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan

Perwakilan Rakyat ia bukan diktator. artinya kekuasaan tidak tak terbatas

Nogbkw

Pasal 27 ayat (1) kewajiban untuk
menjunjung hukum, Pasal 27 ayat (2) hak
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pasal 28 hak berserikat dan bekumpul.
Pasal 29 ayat (2) hak beragama.

Pasal 30 hak dan kewajiban bela negara.
Pasal 31 hak atas pengajaran.

Pasal 34 hak sosial.

NEGARA HUKUM (Rechtstaat)
DENGAN KONSTITUSIONALIME
TERBATAS *

b) Periode Konstitusi RIS

Secara tekstual gagasan negara hukum ditemukan di dalam Mukadimah alinea ke IV
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan ketentuan Pasall Konstitusi RIS.
Adapun konstruksi negara hukum dalam konstitusi RIS dapat dijabarkan pada

gambar berikut:
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Konstruksi Negara Hukum dalam Konstitusi RIS

Konstitusi RIS

!

Mukadimah alinea ke IV Konstitusi Republik Indonesia Serikat
1949 yang berbunyi, "Untuk mewujudkan kebahagian
kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat
dan negara hukum Indonesia mirdeka yang berdaulat sempurna”.

Pasal 1 Konstitusi RIS yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat
yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang
demokrasi dan b%rbentuk federasi.

HAK ASASI MANUSIA

¢ I

HAK-HAK DAN KEBEBASAN

DASAR MANUSIA

v

M

TANGGUNG JAWAB NEGARA

Mukadimah
|
v
Batang Tubuh
(Bab, Bagian, Babakan >
Paszﬁl, Ayat,) >
—>
v
BAB |
NEGARA REPBULIK
INDONESIA SERIKAT
BAB II
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
DAN DAERAH-DAERAH BAGIAN
L .
BAB Il
PERLENGKAPAN REPUBLIK 2
INDONESIA SERIKAT 3
! 4,
\4
BAB IV 5
PEMERINTAH 6
' 7.
M
BAB V 8
KONSTITUANTE ’
9.
! 10.
v
BAB VI 1
PERUBAHAN, KETENTUAN- 12
KETENTUAN PERALIHAN DAN
KETENTUAN-KETENTUAN 13
PENUTUP 14.
15.
i 16.
17
negara hukum Indonesia merdeka yang € 18.
berdaulat sempurna 19
20.
21
22
23.

Pasal 7 Ayat (1), (2), (3), (4) ->Hak Persamaan di
hadapan hukum dan Undang-Undang.

Pasal 8 hak perlindungan untuk diri dan harta
bendanya.

Pasal 9 Ayat (1), (2) hak untuk bertempat tinggal.
Pasal 10 hak untuk di perbudak, diperulur, dan
diperhamba.

Pasal 11 hak untuk tidak disiksa.

Pasal 12 hak atas tindakan kesewenang-wenangan
penguasa

Pasal 13 hak atas peradilan yang bebas dan tidak
memihak.

Pasal 14 Ayat (1), (2), (3) Pengaturan Azas
legalitas dan retroaktif

Pasal 15 Ayat (1), (2)

Pasal 16 Ayat (1), (2) Hak perlindungan atas
tempat kediaman.

. Pasal 17 hak untuk berkomunikasi
. Pasal 18 hak atas kebebasan pikiran, keinsyafan,

batin dan agama.

. Pasal 19 hak kebebasan berpendapat;

Pasal 20 hak kebebasan berkumpul
Pasal 21 hak atas pengaduan kepada penguasa.
Pasal 22 hak persamaan dalam pemerintahan.

. Pasal 23 hak belanegara.

Pasal 25 hak milik pribadi.

. Pasal 27 Ayat (1), (2) hak atas pekerjaan.

Pasal 28 hak untuk mendirikan serikat sekerja.

. Pasal 29 Ayat (1), (2) hak atas pengajaran.
. Pasal 30 hak atas pekerdjaan sosial dan amal,

mendirikan organisasi untuk itu, dan djuga untuk
pengadjaran partikulir, dan mentjari dan
mempunjai harta.

Pasal 38 Perlindungan terhadap keluarga.

Pasal 35 Tanggung jawab Penguasa di
bidang kesejahteraan rakyat

Pasal 36 Ayat (1), (2) Tanggung jawab
meninggikan kemakmuran rakyat.
Pasal 39 Ayat (1), (2), (3), (4)
Tanggung jawab di bidang
pembangunan jasmani dan rohani
maupun pengajaran.

Pasal 40 Tanggung jawan pemajuan
kebersihan umum dan kesehatan rakjat.
Pasal 41 (1) Penguasa memberi
perlindungan jang sama kepada segala
perkumpulan dan persekutuan agama
jang diakui.

(2) Penguasa mengawasi supaja segala
persekutuan dan perkumpulan agama
patuh-taat kepada Undang-Undang,
termasuk aturan-aturan hukum jang tak
tertulis.

c) Periode UUD Sementara Tahun 1950

Secara tekstual gagasan negara hukum di dalam Mukadimah alinea ke IV dan
ketentuan Pasal 1 Ayat (1). Adapun konstruksi negara hukum dalam UUD Sementara
1950 sebagai berikut ini:
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Konstruksi Negara Hukum dalam UUDS 1950

UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang No. 7 Tahun 1950, LN. 50 — 56, d.u. 15 Agustus 1950

KONSIDERANS

v

v

MENIMBANG MENGINGAN DAN MENGINGAT PULA MEMUTUSKAN
| |
[ |
|
PASAL I . Penjabaran dan pengaturan \ PASAL 11
I mengenai organ-organ negara.
. Pengaturan menganai Hak-Hak dan
MUKADIMAH Kebebasan-kebebasan Dasar

“negara hukum Indonesia
merdeka yang berdaulat
sem]rurna 7

Pasal 1 Ayat (1)
Negara Hukum Yang
Demokratis

Manusia antara laian:

Hak dalam lapangan yuridis (Pasal 7
Ayat (1), (2), (4).

Hak dalam lapangan ekonomi (Pasal 38
Ayat (1), (3).

Hak dalam lapangan kerohanian dan
keagamaan (Pasal 18, Pasal 43).

Hak dalam lapangan pengajaran (Pasal
30 Ayat (1), (2), Pasal 41 Ayat (1).

Hak dalam lapangan perburuhan (Pasal
28 Avyat (2), Pasal 29.

Hak dalam lapangan politik (Pasal 31).
Hak dalam lapangan sosial (Pasal 31)

/

d) Periode UUD NRI Tahun 1945

Pasal 24, Pasal 32 UUD

Kewajiban Warga
Negara:

Sementara 1950

Salah satu tuntutan aganeda reformasi yang bergulir pada tahun 1998 adalah
melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Kesepakatan dasar yang timbul dalam
mengamandemen UUD 1945 antara lain Tidak mengubah bagian Pembukaan UUD
1945, Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perubahan
dilakukan dengan cara addendum, Mempertegas sistem pemerintahan presidensil,
Penjelasan UUD 1945 ditiadakan, hal-hal normatif dalam bagian penjelasan diangkat
ke dalam pasal-pasal. KetentuanPasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah Negara
hukum”. Berdasarkan uraian diatas maka konstruksi negara hukum dalam UUD NRI
Tahun 1945 adalah sebagai berikut:
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Konstruksi Negara Hukum dalam UUD NRI Tahun 1945
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Negara Hukum Dengan Paradigma
Konstitusionalisme Tak Terdefinisikan

Berdasarkan konstruksi negara hukum sebagaimana termaktub di dalam sejarah

pengaturan dan keberlakuan dalam dinamika konstitusi di Indonesia maka penulis
memberikan catatan kritis antara lain Pertama, bahwa konstruksi paradigma
pemikiran negara hukum yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh

poros pemikiran negara hukum yang datang dan diadopsi dari luar. Kedua,bahwa

bangunan negara hukum belum di konstruksikan secara tuntas dan paripurna

mengingat bahwa desain kedaulatan yang ada dalam konsep demokrasi belum

menemukan formulasi dengan paham Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum.

Ketiga, bahwa gagasan pembentukan dasar negara Pancasila belumditerjemahkan
derajat abstraksinya secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Model Konstruksi Paradigmatik Gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila Di

Masa Yang Akan Datang

Gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila merupakan suatu keniscayaan mengingat

bahwa unversalitas nilai-nilai Pancasila merupakan warisan para pendiri bangsa yang belum

di terjemahkan dalam gagasan negara hukum di Indonesia guna menegakkan konsti-

tusionalisme di Indonesia.Beranjak dari diskursus diatas maka gagasan Nomokrasi

Konstitusional Pancasila oleh penulis dapat dikonstruksikan sebagaimana berikut ini
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Gambar 5

Konstruksi Yuridis Paradigmatik Nomokrasi Konstitusional Pancasila

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945+Paham
Kedaulatan Tuhan (Sila I)
“Ketuhanan Yang Maha Esa”

—

€&——  Hukum untuk manusia

‘1’ (Satjipto Rahardjo)

v

Prinsip Theisme-religious
Prinsip Kepemimpinan yang
Amanah dan Ketauladanan
Prinsip Supremasi Hukum
Prinsip perlindungan, penjaminan
dan Pemenuhan HAM

Prinsip Pembatasaan kekuasaan
Prinsip Persamaan Dalam Hukum
Prinsip Legalitas (due procces of
law)

Prinsip negara gotong royong,
musyawarah mufakat dan
kekeluargaan

Prinsip peradilan bebas & tidak
memihak

Prinsip Negara yang berkeadilan
Prinsip Perpaduan Hukum Sebagai
Sarana Perubahan Masyarakat dan
Hukum Sebagai Cermin Budaya
Masyarakat
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Struktur Penggunaan lima Kecerdasaan
Berdasarkan Sinergisitas SQ.AQ.EQ.1Q dan C(Q

(Menjalankan dan Mengamalkan

gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila dengan Kecerdasan)

Keterangan:

Garis =—=Gagasan NKP

—rGagasan Demokrasi (Politik)
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(Rancangan
ini merupakan konsep penulis yang dimodifikasi

dengan Gagasan 5 Kecerdasan oleh Turiman PDIH Undip)

Beranjak dari konstruksi paradigmatik Nomokrasi Konstitusional Pancasila
sebagaimana telah dipaparkan diatas maka dapat diformulasikan bahwa derajat abstraksi
nilai dan ruh sebagaimana terejawantahkan di dalam pembukaan diturunkan kedalam
gagasan negara hukum sebagaimana termaktub didalam ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI
Tahun 1945. Pasca terumuskannya gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila maka
konsekuensi logis dari gagasan tersebut penulis menggunakan pendekatan prismatik atau
eklektisisme melalui telaah komparatif dengan berbagai model pemikiran negara hukum
yang berkembang sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Adapun penjelasan terhadap ruang lingkup terpenuhinya konsep Nomokrasi
Konstistusional Pancasila dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:57

a. Prinsip theisme-religious, gagasanNomokrasi Konstitusional Pancasilaadalah
sebuah konsep negara yang berketuhanan. Secara rasional paham Ketuhanan YME
>< Atheisme. Namun demikian perlu dipahami bahwa atheisme buka berarti anti-
theis. Sepanjang pemahaman penylis bahwa atheisme merupakan paham yang tidak
percaya atas peran agama. Oleh karena itu Berketuhanan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan atas keyakinan dan kepercayaan
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan begitu maka terbukalah suatu kebebasan
bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan nurani.

b. Prinsip Kepemimpinan yang Amanah dan Ketauladanan, bahwa dimensi
Ketuhanan di jabarkan dalam konteks kenegaraan melalui kepemimpinan. Pilihan
rasional terebut diambil sebagai rasionalitas antara Kepemimpinan >< Kekuasaan
(absolutisme).Sikap dan tindak-tanduk para penyelenggara negara antara lain
dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu akibat negatif daripada pola bernegara yang
pernah kita kenal sebelum merdeka misalnya feodalisme dan bermacam-macam
falsafah dasar yang menyelinap di dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.
(Padmo Wahyono: 1979: 98).

c. Prinsip Supremasi Hukum (Supremacy of Law), bahwa adanya pengakuan
normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah
diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi
hukum pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah
manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Rasionalitas
pilihan sebagaimana dimaksud terletak pada pardok pemikiran antara Supremacy
of law >< Supremacy of power.

d. Prinsip Perlindungan, Penjaminan, Pemajuan, dan Pemenhunan Hak Asasi
Manusia, Bahwa prinsip ini lahir sebagai konsekuensi logis terhadap rasionalitas
Humanisme >< Dehumanisme sebagai penjabaran atas gagasan Nomokrasi
Konstitusional Pancasila bahwa hukum adalah untuk manusia. Derajat kemanusiaan
merupakan prinsip yang universal dan dipandang ideal tanpa melihat latar belakang
suku, agama, ras, dan etnis.
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e. Prinsip Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law) Adanya persamaan
kedudukan bahwa setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, diakui secara
normatif dan dilaksanakan secara empirik sebagai konsekuensi logias atas prinsip
Equality >< Discrimination. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan
tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap
dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan
sementara yang dinamakan affirmative actions guna mendorong dan mempercepat
kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan.

f. Azas Legalitas dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya. Segala tindakan pemerintahan harus didasarkan
atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Hal ini merupakan
konsekuensi logis perwujudan suatu negara konstitusional. Negara konstitusional
merupakan negara yang mengakui dan menjamin hak-hak asasi warga negara.
(Adnan Buyung Nasution: 1995:119).

g. Prinsip Pembatasan Kekuasaan(limited of power >< abuse of power), bahwa
dengan adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara
menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan
kekuasaan secara horizontal.

h. Prinsip Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu dengan adanya peradilan yang
bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada
dalam setiap Negara Hukum. Ismail Sunny menyatakan bahwa kebebasan pengadilan
dan jaminan tidak memihaknya adalah kondisi-kondisi yang tidak dapat ditiadakan
dalam suatu negara yang merdeka dan demokratis. (Ismail Sunny: 1978: 13)

i. Adanya Peradilan Tata Negara (Constitutional Court)Keberadaan peradilan
sebagaimana dimaksud merupakan sarana hukum dalam kerangka mewujudkan
konstitusionalitas produk perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai
Pancasila dan konstitusi. Menurut Mahfud MDkemajuan dalam perkembangan
ketatanegaraan adalah menguatnya gagasan nomokrasi sebagai pengimbang atas
demokrasi. (Mahfud MD: 2009: 415)

j- Prinsip negara gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan, bahwa
dalam suatu negara kekeluargaan dan gotong royong terdapat pengakuan terhadap
hak-hak individu dalam kehidupan sosial (termasuk pula hak milik) tetap
mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) diatas kepentingan
individu tersebut dengan semangat nasionalisme.

k. Prinsip negara yang berkeadilan(Social Justice >< Individual Justice), Perspektif
keadilanmemilikicakupan yang luas, mulaidari yang bersifatetik, agama, sosial,
ekonomi, politikfilosofis, hukum, sampaipadakeadilansosial. Prinsip negara
berkeadilan di perkuat oleh pandangan Soediman Kartohadiprodjobahwa jikalau
orang-orang yang diberi kekuasaan dalam suatu negara tidak menjalankan
kekuasaanya dengan jiwa perikemanusiaan dan keadilan maka tidaklah mungkin
dicapai suatu cita negara hukum.(Soediman Kartohadiprojo: 1999: 45)

1. Prinsip Perpaduan Hukum Sebagai Sarana Perubahan Masyarakat dan Hukum
Sebagai Cermin Budaya Masyarakat, perpaduan konteks hukum dan budaya
sangat penting mengingat bahwa dalam kerangka negara hukum universalitas nilai-
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nilai Pancasila sebagai staat fundamental value merupakan warisan luhur budaya
bangsa.

Beranjak dari gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila diatas maka dalam
kerangka pelaksanaan dan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara harus disertai pula dengan pola pengamalan berbasis kecerdasan. Oleh karena itu
mengamalkan 5 Sila Pancasiladibutuhkan 5 kecerdasan. Kelima potensi kecerdasan yang
dimiliki oleh manusia sebagai cara pandang hidup bersama yang berlandaskan pada
universalitas nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan antara lain:

Pertama, Kecerdasan spiritual(spiritual quotient)adalah kemampuan manusia untuk
mengenal diri, menuju sadar diri dan menemukan fitrah sebagai manusia. Dengan potensi
kecerdasan spiritual inilah pengamalan hidup bersama yang berlandaskan Pancasila
menjadi barometer utama mengingat bahwa sila pertama Pancasila mengamanatkan
terwujudnya negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedua, Kecerdasan intelektual (intellegent quotient), adalah kemampuan otak Kkiri
manusia secara numerikal, spasial dan linguistik ketika manusia membaca dirinya sendiri,
situasi sosial dan alam semesta secara verbal berdasarkan persepsi yang telah dipelajari.

Ketiga, Kecerdasan emosional (emotional qoutient) adalah kemampuan otak kanan
manusia untuk memahami dan ikut merasakan apa yang dialami diri sendiri, orang lain dan
kemampuan untuk mendiagnosa emosi orang lain atau membaca fenomena dirinya sendiri,
situasi sosial dan alam semesta tempat kita berada dan menanggapinya dengan benar dan
tepat.

Keempat, Kecerdasan inderawi (adversity quotient) adalah kecerdasan manusia
setelah membaca dalil-dalil Tuhan Yang Maha Esa di alam semesta dan di dalam diri
manusia sendiri maka secara berkelanjutan setiap manusia dalam berbuat dan bertindak
akan melihat dahulu, berpikir, baru berbicara. Kecerdasan inderawi akan menjadikan
tantangan bahkan ancaman menjadi sebuah peluang.

Kelima, Kecerdasan kreatifitas (creativity quotient)sinergisitas antar kecerdasan SQ,
EQ, IQ dan AQ serta merupakan representasi qalbu yang terhubung dengan kemampuan
manusia membaca dengan mata hati berbasiskan kepada iman, ilmu, dan amal menurut
ruang lingkup keagamaan, keyakinan, dan kepercayaannya masing-masing. Disinilai peran
keterpaduan antara ruang lingkup Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan
Keadilan menjadi suatu derajat universalitas nilai dalam mengarungi bahtera kehidupan
sendi-sendi penyelenggaraan negara.

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas maka diharapkan gagasan Nomokrasi Konstitusional
Pancasila ke depan mampu berkembang menjadi konstruksi arsitektur negara hukum yang
selaras dan senafas dengan falsafah hidup bangsa. Namun demikian di tengah dinamisasi
perkembangan pemikiraan tentang negara hukum maka dalam lingkup pelaksanaan dan
pengamalannya harus dilandaskan pada aspek kecerdasan baik secara spiritual, intelektual,
emosional, kreativitas, dan inderawi sehingga pemahaman dan penghayatan terhadap
gagasan Nomokrasi konstitusional pancasila mampu didudukkan dalam konteks
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bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tuntas dan paripurna.Oleh karena itu
sumbangsih gagasan Nomokrasi Konstitusional Pancasila diharapkan mampu menjadi
secercah harapan dalam menyongsong amandemen terhadap UUD maupun menjadi
referensi dan/atau telaah akademik sehingga terbuka ruang diskursus guna mencari format
yang dianggap ideal dalam rangka mewujudkan negara hukum yang bermartabat, berjatidiri,
berwibawa, dan berkarakteristikkan jiwa bangsa Indonesia.
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Relasi Heuristik Filsafat Pancasila

Dalam Tata Hukum Yang Plural

Yamin

Pendahuluan

Tradisi pemikiran tentang Pancasila, atau yang dikenal dengan istilah Filsafat Pancasila di
dalam berbagai literatur, sangat tergantung pada teks dan konteksnya. Dengan meminjam
istilah M.H. Abrams dalam Miror and Lamps, setiap teks akan memantulkan diri si
pengarang, teks dan konteks yang melingkupinya, serta pembaca atau pemerhati teks.
Dalam hal ini perlu didudukkan kembali Teks Pancasila dalam perspektif dunia pencetus
atau pengarangnya (sender), dunia teks (yang biasanya merupakan tiruan atau mimesis dari
dunia ide), dan pembacanya (reader dengan segala cakrawala atau horison yang diharapkan
mampu memahami dan menjelaskannya kembali).

Dunia pengide Pancasila adalah para tokoh pendiri negara, khususnya Ir. Soekarno
dalam Pidato 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila
diusulkan Ir. Soekarno sebagai pengganti istilah Pancadharma (dharma yang bermakna
'kebajikan.” Rumusan Teks Pancasila yang diusulkan Ir. Soekarno adalah sebagai berikut:

(1) paham kebangsaan atau nasionalisme;
(2) internasionalisme atau perikemanusiaan;
(3) musyawarat-mufakat-perwakilan;

(4) kesejahteraan sosial (sociale welvardigheid) yang kemudian rumusan menjadi keadilan
sosial; dan

(5) ketuhanan.

Usul Ir. Soekarno diterima. Kemudian pada 11 Juli dr. Radjiman, selaku Ketua Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, membentuk tiga kelompok
panitia, yaitu:

(1) panitia perancang hukum dasar yang diketuai oleh Soekarno;
(2) panitia perancang keuangan dan ekonomi yang diketuai Mohammad Hata; serta

(3) panitia perancang pembelaan tanah air.

Dalam rangka menjalankan tugasnya pada 22 Juni telah disepakati oleh para pendiri
negara dengan istilah Piagam Djakarta atau Djakarta Charter. Dalam konteks tersebut dasar
negara versi Piagam Jakarta merupakan fase negosiasi antara negara agama (clarical state)
dan negara sekuler (secular state). Kedua tipe hukum tersebut juga berdampak pada
karakter rujukan interpolasi norma hukumnya. Kajian mendalam tentang hal ini silakan
dielaborasi dalam disertasi Ratno Lukito yang berjudul Hukum Sakral dan Hukum Sekuler:
Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia. Berkat kecerdasan dan
berbudaya para pendiri negara kita menghasilkan tipe negara ketiga, yakni Negara
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Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang disahkan dasar eksistensi konstitusionalnya
pada 18 Agustus 1945.

Relasi Heuristik dari Filsafat Pancasila ke dalam Tata Hukum Indonesia

Salah satu upaya untuk menunjukkan relasi heuristik dari Filsafat Pancasila sampai ke tata
hukum Indonesia dilakukan dengan melakukan aktialisasi. Upaya aktualisasi dapat
dilakukan interpolasi dan kajian intertekstual dalam suatu pemikiran tentang kedudukan
nilai-nilai Pancasila yang pernah dilakukan oleh para ahli hukum. Beberapa sarjana (seperti
R. Soepomo, Notonagoro, Padmo Wahjono, A. Hamid S. Attamimi, Abdulkadir Besar, dan
Soejadi) pernah mengaktualkan nila-nilai Pancasila dengan menggunakan berbagai pola
(seperti deduktif, penjabaran, interpretasi normatif, atau transformasi) karena pada
prinsipnya nilai (value) merupakan ranah filsafat -dalam pembidangan filsafat disebut
aksiologi atau nomotetis.58 Para sarjana tersebut tentu memiliki penerus dan tradisi
akademik di almamaternya yang dalam keterbatasan tulisan ini tidak perlu disebutkan satu
per satu.’®Namun, yang terpenting adalah komitmen tentang nilai dasar dan nilai
instrumental yang berparadigma Pancasila.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks menunjukkan relasi heuristik
(esensi kebenaran yang ditransformasi bagi setiap negara yang niscaya memiliki filsafat
negara, ideologi negara, politik negara, dan manifestasinya dalam hukum dasar perlu
diidentifikasi dua persoalan sebagai berikut:

(1) Bagaimana aktualisasi konsep yang terkandung dalam tiap sila dan antarkonsep
antarsila dalam Pancasila mewarnai pembentukan, penemuan, dan pelaksanaan tata
hukum (legal order) Indonesia?

(2) Apakah penyelenggara negara yang memegang kekuasaan membentuk peraturan
perundang-undangan (presiden, c.q. kementerian teknis terkait dan Dewan Perwakilan
Rakyat dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah -vide Pasal 5 dan Pasal UUD
1945), menemukan hukum (Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya
dan Mahkamah Konstitusi vide Pasal 24 UUD 1945), serta melaksanakan peraturan
perundang-undangan sudah mengaktualisasi konsep yang terkandung dalam tiap sila
dan antarkonsep antarsila dalam Pancasila?

Untuk menjawab identifikasi masalah tersebut diperlukan kerja dan dedikasi yang
sangat besar meskipun anggarannya tidak sebesar biaya pembangunan gedung para anggota
Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka menjawab kedua identifikasi masalah tersebut
dikemukakan upaya yang pernah dilakukan dalam mengaktualkan konsep yang terkandung
dalam tiap sila dan antarkonsep antarsila dari Pancasila menurut beberapa sarjana secara
montage karena tata hukum di Indonesia masih belum merupakan sistem yang utuh dan
tuntas.®®© Menurut Wahjono (1986), Tata hukum Indonesia pada saat sekarang belumlah
didasarkan pada satu sistem, karena pada saat sekarang khususnya yang mengenai
peraturan perundangan, terdiri dari berbagai peraturan perundangan yang bersumber dari
berbagai hukum dasar dan mungkin pula berbagai falsafah dasar.

Hal ini terutama disebabkan untuk mencegah adanya kekosongan hukum, dengan
suatu peraturan peralihan berlakulah semua Kketentuan masa lalu, selama tidak

bertentangan dengan keadaan atau belum digantikan dengan ketentuan yang baru.
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Pembentukan suatu tata hukum nasional Indonesia yang erat hubungannya dengan
pembangunan, selain mengundang peranan ilmu hukum menghadapkan pada kita suatu
permasalahan utama, yaitu apakah sebenarnya bidang-bidang pembangunan itu baik secara
keseluruhan maupun pada setiap tahapnya, serta bagaimanakah bidang-bidang tersebut
hendak diaturnya. Dengan kata lain, kita belum punya pola sistem pembangunan hukum
nasional yang terpadu dengan melibatkan segenap komponen bangsa dan melaksanakannya
dengan komitmen. Kita dihinggapi oleh doktrin-doktrin asing (seperti pemisahan kekuasaan
dan chek and balances) yang kadang-kadang belum tentu cocok dengan filsafat negara dan
jiwa bangsa kita. Di tengah tata pergaulan Indonesia dengan mancanegara dan kontelasi
perdagangan bebas pun Indonesia didera untuk melaksanakan sistem hukum asing,
terutama negara pendonor atau pengijon.

Dalam wacana akademik sudah muncul kembali semacam kerinduan untuk
mereposisi Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Salah satu upaya yang baru saja
dilakukan adalah Sarasehan Nasional yang bertemakan “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia” yang diselenggarakan pada 2—3 Mei 2011
di Graha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada. Wacana akademik ini dimulai dengan
pendapat Notonagoro yang disampaikan pada Pidato Dies Natalis I Universitas Airlangga
yang diselenggarakan pada 10 November 1955. ¢1 Notonagoro mengelaborasi kedudukan
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata hukum Indonesia. Menurut Notonagoro
(1955), Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memang
dapat dimaknai memiliki susunan hierarki dan bentuk piramidal, namun tidak dapat
dipisahkan antara satu sila dan sila yang lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh
(integrated wholeness).

Kedudukan Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat
dijadikan sumber dari segala tertib hukum. Notonagoro (1955) menyatakan bahwa tertib
hukum (dalam terminologi saat ini disebut tata hukum yang dalam bahasa Belanda dikenal
istilah rechtsorde atau dalam bahasa Inggris dipadankan dengan legal order) adalah
keseluruhan peraturan hukum yang memenuhi empat syarat, yaitu:

(1) ada kesatuan subyek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum,
(2) ada kesatuan kerohanian yang meliputi yang meliputi segala peraturan hukum itu,
(3) ada kesatuan waktu dalam rentang waktu yang berlaku, dan

(4) ada kesatuan wilayah atau daerah.é2

Selaras dengan konsep Nawiasky, Notonagoro dan Soejadi menempatkan Pancasila
sebagai norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) yang menciptakan semua
norma-norma yang lebih rendah dalam sistem norma hukum dan menentukan berlaku atau
tidak norma-norma tersebut. Di samping Notonagoro dan Soejadi, A. Hamid S. Attamimi
menyatakan bahwa dalam tata hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia, Pancasila berada
dalam dua kedudukan, yaitu sebagai cita hukum (Rechtsidee) dan norma yang tertinggi
dalam sistem norma hukum Indonesia yang berasal dari pokok-pokok pikiran yang
terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.63 Dalam kedudukannya sebagai
cita hukum Pancasila berada di luar sistem norma, namun Pancasila berfungsi segai secara
konstitutif dan regulatif terhadap norma-norma yang ada dalam sistem norma.
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Dengan mengutip pendapat Rudolf Stammler (1856—1939), seorang ahli filsafat
hukum beraliran neo-Kantian, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa cita hukum adalah
konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarah hukum kepada cita-cita
masyarakat. Dalam konteks ini cita hukum berfungsi sebagai ‘bintang pemandu’ (Leitstern)
bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan titik akhir yang mungkin sulit
dicapai, cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi, yaitu:

(1) menguji hukum positif yang berlaku;

(2) mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang
adil ("Zwangversuch zum Richtingen’).64

Setara dengan pendapat A. Hamid S. Attamimi, Abdulkadir Besar (2002) juga
mengelaborasi cita hukum. Cita hukum adalah seperangkat nilai instrinsik yang bersifat
normatif dan konstitutif; serta merupakan syarat transedental yang mendasari hukum.
Dengan kata lain, cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif, sekaligus
konstitutif, dan yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Artinya, tanpa cita
hukum, tidak akan ada hukum yang memiliki watak normatif.¢s

Yang dimaksud dengan apriori adalah keyakinan ontologik mengenai ide keadilan
yang dianut oleh suatu masyarakat. Ide keadilan dari masyarakat Indonesia adalah keadilan
integral, seperti yang tercermin dalam empat ciri sebagai berikut.

a. subyeknya jamak;
b. bahan baku keadilan adalah tertunainya kewajiban memberi dari para subyek;

c. keadilannya bersifat fungsional, karena orang yang tidak pernah melaksanakan
kewajiban memberi tidak akan mendapatkan hak, mengingat hak adalah hasil
transformasi dari kewajiban ke hak antarpasangan subyek;

d. dengan terjadinya transformasi kewajiban ke hak antarsubyek yang jamak, keadilan
sosial terjamin terwujudnya.

Selain A. Hamid S. Attamimi dan Abdulkadir Besar, Padmo Wahjono (1981)
menyatakan bahwa suatu kerangka hukum berdasarkan ilmu hukum akan membentuk
suatu pertingkatan hukum dengan undang-undang dasar sebagai puncak pertingkatan
secara formal, karena merupakan sumber dari keseluruhan tata hukum atau dasarnya.
Secara materiel, yang akan berada pada puncak pertingkatan hukum di dalam ilmu hukum
disebut dengan istilah cita-cita hukum.

Cita-cita hukum inilah yang secara materiel akan menentukan pula kerangka tata
hukum. Di dalam Penjelasan Umum Angka III Undang-Undang Dasar 1945 bahwa cita
hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang
Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis ialah pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang juga merupakan suasana kebatinan
(geistlichen Hintergrund) dari pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.66
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Pokok pikiran tersebut ialah sebagai berikut:
(1) ide negara persatuan,
(2) ide negara yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,

(3) ide negara yang berkedaulatan Rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan
perwakilan,

(4) ide negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang
adil dan beradab.

Di samping itu, Padmo Wahjono juga menyatakan bahwa hukum dasar tidak
tertulis pada hakikatnya tidak berupa peraturan perundangan sehingga sistem hukum
dasar tertulis atau sistem undang-undang dasar sangat menentukan pembentukan
kerangka tata hukum nasional kita. Di dalam Penjelasan Umum Angka IV Undang-Undang
Dasar 1945 terumus antara lain:

(1) Bahwa Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-
garis besar,

(2) Aturan-aturan pokok yang merupakan garis'garis besar tersebut merupakan instruksi
kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara,

(3) Bahwa instruksi-instruksi tersebut adalah untuk:
(a) menyelenggarakan kehidupan negara, dan
(b) menyelenggarakan kesejahteraan sosial,

(4) Bahwa aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-
undang yang lebih mudah membuat, mengubah, dan mencabut.

Di masa lampau, Padmo Wahjono memadukan cita-cita hukum nasional dengan
sistem undang-undang dasar dan sistem garis-garis besar haluan negara sehingga
menghasilkan kerangka hukum nasional dalam membentuk sistem hukum nasional.
Kerangka Hukum Nasional yang diusulkan Padmo adalah penyelenggaraan kehidupan
bernegara dan penyelenggarakan kehidupan sosial, yaitu:

(1) Bidang penyelenggaraan kehidupan negara meliputi:

(a) Segala hal ihwal yang bersangkut paut dengan bentuk, susunan, dan kekuasaan
tertinggi (organisasi) negara.

(b) Segala hal ihwal yang bersangkut paut dengan persatuan nasional,
(c) Kelembagaan negara termasuk hubungan fungsionalnya,
(d) Kewajiban dan hak anggota (organisasi) negara.

(2) Bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

(a) Segala hal ihwal yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan pembuatan
peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan kesejahteraan,
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(b) Segala hal ihwal yang bersangkut paut dengan penyelenggaraan kekuasaan
pemerintahan untuk kesejahteraan sosial,

(c) Segala hal ihwal yang mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas
demi kesejahteraan rakyat,

(d) Pemerintahan daerah,
(e) Hal Keuangan,

(f) Agama,

(g) Pertahanan Negara,
(h) Pendidikan,

(i) Kesejahteraan Sosial,
(j) Hubungan Luar Negeri,

(k) Gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Pancasila dan Tata Hukum Yang Plural

Dalam makna relasi heuristik terdapat konsep kesadaran tentang ide benar Filsafat
Pancasila ditransformasi ke tata hukum yang plural, baik tertulis maupun tidak tertulis. Tata
hukum yang tertuls telah ditunjukkan kerangka atau pola penjabaran, deduksi, atau
transformasi. Bagaimana kedudukan norma-norma yang tidak tertulis dan oleh sejumlah
yuris di Indonesia diberi nama sebagai hukum adat? Padahal sejumlah yuris yang lain
pernah melihat bahwa norma-norma adat tersebut ada yang dikitabkan (atau dikodifikasi)
demi kepastian hukum. Akibat pandangan yang terbelah di kalangan para yuris dan upaya
moderenisasi hukum yang didominasi legal postitivism ikut menelantarkan naskah-naskah
yang dikitabkan tersebut. Kondisi naskah-naskah hukum adat yang dulu mendapat dasar
eksistensi konstitusional melalui Pasal 75 RR dan diperbaharui dalam Pasal 131 Indische
Staatsregeling.

Apabila sudah dikitabkan atau dihimpun dalam suatu 'kodifikasi’ -meskipun belum
dipositifkan melalui lembaga legislasi, dalam kajiannya diperlukan disiplin ilmu filologi yang
membuka teks atau bahkan melakukan tradukologi lintas kultural dari bahasa yang kurang
familiar ke dalam bahasa sasaran yang mungkin lebih dikenal. Filologi adalah ilmu yang
mempelajari khazanah masa lampau dalam manifestasi tradisi tulis. Dalam beberapa situasi
filologi berkaitan juga dengan etnografi yang kadang-kadang memanfaatkan tradisi lisan.
Adapun tahapan kajian filologi dilakukan dengan:

(1) Melakukan inventarisasi naskah hukum (untuk mnengetahui jumlah dan tempat koleksi
penyimpanan;

(2) Melakukan deskripsi, baik fisik maupun isi;

(3) Perbandingan teks (yang sama tidak menjadi persoalan, sedangkan yang beda
ditentukan varian atau versi);serta

(4) Penentuan edisi teks yang akan disajikan dan dijelaskan konteksnya.
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Salah satu karya besar yang mengakui tata hukum yang beragam dan menghormati
sistem hukum adat yang plural adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (yang biasa dikenal dengan istilah UUPA). Salah satu asas dalam UUPA
adalah penghormatan terhadap hukum adat yang plural. UUPA mampu bertahan sampai 52
tahun. Meskipun demikian, UUPA sebagai payung hukum ’digerogoti’ oleh norma-norma
organik lainnya. Yang patut dicatat bahwa UUPA lahir dalam suasana politik yang berpotensi
konflik, bahkan ideologinya terpaksa mengakui 'sosialisme Indonesia yang oleh Prof. Budi
Harsono dimaknai -atau diganti dengan— Pancasila.

Latif (2011) merumuskan permasalahan bagaimana pemahaman, penghayatan, dan
kepercayaan terhadap nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan
kesalingterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala
lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menyitir pendapat
Kuntowijoyo, lebih lanjut Latif (2011) menunjukkan bahwa konteks tersebut perlu
dilakukan ’radikalisasi Pancasila’. Yang dimaksud dengan ’radikalisasi Pancasila; adalah
revolusi gagasan demi membuat Pancasila tegar, efektif, dan menjadi petunjuk bagaimana
negara ini ditatakelola dengan benar. Radikalisasi Pancasila dilakukan dengan:

(1) mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara;
(2) mengembangkan Pancasila sebagai ideologi menjadi Pancasila;

(3) mengusahakan Pancasila mempunyai konsistemsi dengan produk-produk peraturan
perundang-undangan dengan merujuk koherensi antarsila dan korespondensinya
dengan realitas sosial;

(4) mendudukkan Pancasila yang semula hanya melayani kepentingan vertikal (negara)
menjadi Pancasila yang juga mengabdi pada kepentingan horizontal;

(5) menjadikan Pancasila sebagai kritik kebijakan negara.

Penutup

Dalam topik relasi heuristik dari Filsafat Pancasila ke dalam tata hukum yang plural
menunjukkan hal-hal yang patut dicermati lebih lanjut:

(1) Teks Pancasila dan perkembangan teksnya perlu dijelaskan dan dipahamkan kepada
setiap generasi. Dalam konteks ini dapat dilihat dengan skema pemikiran M.H. Abrams
yang dapat didekati dengan prisip pengide atau pencetut (dengan presepektif
biografisme), teks dan perkembangan teks (obyektif), serta penerima atau pembaca teks
yang mungkin menjadi puritan dan bermutasi dan bertransformasi sesuai dengan
keadaan zaman.

(2) Dari tataran filsafat yang bedimensi ontologi, aksiologi, dan epistemologi juga perlu
dirumuskan Filsafat Hukum Pancasila, Teori Hukum Pancasila (asas etik hukum dengan
melakukan identifikasi sesegera mungkin agar setiap produk hukum tidak bertentangan
dengan asas), serta hukum positif yang berparadigma Pancasila.

(3) Tata hukum yang menjunjung pluralism dalam kebersamaan akan memiliki daya uji
maksimal karena sesuai dengan selendang yang bertuliskan sasanti Bhinneka Tunggal
Ika dalam cengkraman lambang negara.
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(4) Pancasila dijadikan Citahukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Khusus yang
dianggap hukum adat adalah tidak tertulis perlu diluruskan kembali konteksnya dalam
upaya kodifikasi terhadap norma-norma di masa itu.

(5) Apabila sudah dikitabkan atau dihimpun dalam suatu 'kodifikasi’ -meskipun belum
dipositifkan melalui lembaga legislasi, dalam kajiannya diperlukan disiplin ilmu filologi
yang membuka teks atau bahkan melakukan tradukologi lintas kultural dari bahasa yang
kurang familiar ke dalam bahasa sasaran yang mungkin lebih dikenal.
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Lampiran

KERANGKA ACUAN HUKUM TATA HUKUM INDONEASIA

YANG DIUSULKAN PADMO WAHJONO
1 Bidang hukum dasar tidak tertulis Penjelasan Undang-
2 Organisasi negara Undang Dasar
3 Persatuan nasional Bidang hukum dasar
tertulis, Bab I + Bab XV,

4 | Kelembagaan negara Bab I, I11, IV, V, VII, VIII, IX
5 Kewarganegaraan Bab X Bid. IIT s.2.
6 Kekuasaan legislatif Pasal, 5, 20, 21, 22 Bid. III s.3.
7 Kekuasaan eksekutif Bab III, Bid. III s.3.
8 Kekuasaan kehakiman Bab IX + Pasal 14, Pasal, Bid. Il s.1.3.4
9 Hak dan kewajiban warganegara dan 27,28,29,30,31, 34
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10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

penduduk

Hukum pidana, pemasyarakatan,
amnesti, abolisi dll

Hukum acara pidana.

Hukum perdata perorangan
Hukum perdata harta kekayaan
Hukum perdata keluarga
Hukum perdata waris

Hukum perdata perjanjian
Hukum perdata acara

Agama

Keuangan

Pertahanan Dan Keadaan Bahaya
Pendidikan

Kebudayaan

[Imu dan Teknologi

Hubungan Luar Negeri
Kesejahteraan Sosial

Pertanian

Industri

Pertambangan

Energi

Prasarana

Pariwisata

Perdagangan

Koperasi

Usaha Swasta dan Golongan
Ekonomi Lemah

Tenaga Kerja

Transmigrasi

Pembangunan Daerah

Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Kesehatan

Pasal 14

Bab VIII
Bab XII + Pasal 12
Bab XIII
Pasal 32

Fasal 11 + fasal 13
Bab XIV

Bid. I s.1.
Bid. L.
Bid. IV
Bid. I1s.2.
Bid. I1s.3.
Bid. I s.4.
Bid. IlI s.5.
Bid. I s.9.
Bid. L. s.1.
Bid I. s.2.
Bid. 1.s.3.
Bid. I s.4.
Bid. . s.5.
Bid. I. s.6.
Bid. . s.7.
Bid. I. s.8.
Bid. I. s.9.

Bid. . s.10.
Bid.[.s.11.
Bid. . s.12.
Bid. . s.13.
Bid. II. s.5.
Bid. II. s.6.
Bid. II. s.7.
Bid. II. s.8.
Bid. II. s.10.
Bid.Il. s.11.
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40 | Keluarga berencana
41 | Kependudukan
42 | Perumahan
43 | Generasi muda Pasal 15
44 | Peranan wanita dalam Pembangunan
dan Pembinaan Bangsa
45
Tanda jasa, gelar, dan tanda
kehormatan lainnya
RELASI ANTARA PASAL UUD 1945, POKOK PIKIRAN, DAN PANCASILA
DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI NEGARA
KETENTUAN HUKUM
No. UUD 1945 TRANSFORMASIAN DEMI UNTUK
TERWUJUDNYA MEWUJUDKAN
DARI POKOK PIKIRAN FUNGSI NEGARA PANCASILA
1. | Pasal 1 I, I, III, dan IV (integrasi) | I, II, IIl, dan IV | Sila 1, 2, 3, 4, dan 5
Pasal 2 I11 (subyek) (integrasi) (seluruhan)
2. | Pasal 3 I, 11, 111, dan IV (integrasi) I(’_ tH’ IH_’) dan IV Silal,2,3,4,dan5
integrasi :
3.| Pasal 4 Ayat | 111111, dan IV (integrasi) Silal,2,3, 4, dan 5
1) LI ML dan IV o4 5 304 dan 5
I, II, III, dan vV (lntegraSI) (lntegraSIJ P
4 Pasal 5 Ayat Sila1,2,3,4,dan 5
T I, 1, I, dan IV
(integrasi)
Pasal 10
I I, 1, 1, dan IV
Pasal 11 (integrasi) I
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14 I
5. Pasal 15 [11
asa :
6. | I dan IV Sila 4
~ Pasal 23 I Sila 1 dan 2
" | Pasal 29 .
g, 1 1 Sila 3
. Pasal 30 1 Il Sila 4
" | Pasal 31 I dan IV .
10. o) 1 Sila 3
asa I :
11. I Sila 5

200




Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum

Pembahasan Makalah Panel 1

Pasal 33
Pasal 35
Pasal 36

II1

11

Sila 3
Sila 3

Sumber : Abdulkadir Besar. Perubahan UUD 1945 Tanpa Paradigma, Amandemen Bukan,
Konstitusi Baru Setengah Hati, ( Jakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2002),

hlm.27.
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Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm
Dalam Sistem Hukum Indonesia

Shidarta

Pancasila dapat diposisikan dalam banyak tempat di dalam sistem hukum Indonesia.
Predikatnya sebagai jiwa bangsa, Weltanschauung, Leitstern, pandangan hidup bangsa,
ideologi negara, cita negara, cita hukum, sumber dari segala sumber hukum, bahkan
(sebagian mengkategorikannya sebagai) Staatsfundamentalnorm, menunjukkan keragaman
posisi Pancasila yang justru berpotensi merugikan eksistensi dan peran Pancasila dalam
menjaga kepaduan sistem hukum nasional. Untuk itu, perlu ada kejelasan sampai pada batas
mana label-label itu dapat dikorelasikan dengan kebutuhan berhukum di Indonesia.
Kerancuan dalam pemberian label ini terbukti telah menimbulkan kebingungan, sehingga
memunculkan anggapan bahwa Pancasila telah kehilangan fungsinya untuk memberi ciri
keindonesiaan dalam format bernegara-hukum Indonesia.

Di  antara keragaman predikat itu, tampaknya posisinya sebagai
Staatsfundamentalnorm menarik untuk ditelaah. Tulisan inipun akan lebih memfokuskan
perhatian pada salah satu label yang paling mengundang polemik itu, mengingat norma
fundamental negara memiliki posisi strategis. Secara hierarkis ia menduduki tempat
tertinggi dalam konstruksi sistem norma hukum. Jika menilik pada teori jenjang, kedudukan
Staatsfundamentalnorm ini sangat vital karena merupakan sumber referensi bagi
pembentukan norma di bawahnya. Beberapa pandangan menilai  posisi
Staatsfundamentalnorm ini lebih pantas diberikan kepada Pembukaan UUD 1945 atau
kepada Proklamasi 17 Agustus 1945 daripada secara spesifik diserahkan kepada Pancasila.
Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah ketentuan normatif
yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan telah diformulasikan
sebagai norma hukum. la mengejawantah atau seyogianya dapat ditelusuri jejaknya di dalam
sistem hukum Indonesia itu, atau tepatnya di dalam konstruksi sistem norma hukum, mulai
dari yang tertinggi sampai terendah, bahkan sampai ke tataran praktik hukum sekalipun.
Alasan-alasan dari berbagai pandangan inilah yang akan dianalisis dan dikritisi dalam
tulisan ini, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan seberapa pantas Pancasila
dijadikan Staatsfundamentalnorm dalam sistem hukum Indonesia, yang pada gilirannya juga
di dalam bangunan negara hukum Indonesia.

Tulisan berikut ini tidak akan banyak menyoroti Pancasila mengikuti perjalanan
diakroniknya, mengingat hal tersebut sudah terlalu banyak dibahas. Makalah kecil ini justru
ingin membatasi diri ulasannya dengan menggunakan pendekatan sinkronik, dengan
menjadikan topik Pancasila dan Staatsfundamentalnorm ini sebagai isu di dalam wacana
filsafat hukum.

NORMA DAN NORMATIF

Kata “Staatsfundamentalnorm” terdiri dari tiga kata, dan kata terakhir yang dilekatkan
adalah kata “norm” (norma). Dalam kosa kata bahasa Indonesia, kata “norma” dipadankan
dengan “kaidah”. Dalam pembelajaran di perguruan tinggi hukum, dikenal ada beberapa
jenis norma. Pengklasifikasian yang paling lazim dianut berasal dari Purnadi Purbacaraka
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dan Soerjono Soekanto (1978: 21-37), ketika mereka berdua membedakan antara norma
pribadi (otonom) dan antar-pribadi (heteronom). Norma pribadi dibedakan menjadi norma
keagamaan dan norma kesusilaan. Sementara itu, norma antar-pribadi terdiri dari norma
sopan-santun dan norma hukum.

Semua yang disebut normatif pada hakikatnya membuka peluang untuk disimpangi.
Hal inilah yang secara tegas membedakan antara ketentuan normatif dan ketentuan alamiah
(Iaw of nature). Manusia adalah mahluk normatif sekaligus mahluk alamiah. Sebagai mahluk
normatif, ada serangkaian norma yang berlaku dan dibebankan padanya, namun manusia
sesungguhnya masih dapat menyimpangi norma-norma itu dengan risiko tertentu. Di sisi
lain, sama seperti mahluk lain di luar dirinya, manusia pun tunduk pada ketentuan alamiah
yang tidak bisa disimpanginya. Norma bahwa membunuh adalah tindakan yang buruk
merupakan contoh sebuah ketentuan normatif, sedangkan proses makin menua seiring
perjalanan waktu (aging process) adalah contoh ketentuan alamiah.

Oleh karena semua ketentuan normatif itu dapat disimpangi, maka berarti ketentuan
ini merupakan hasil pilihan manusia. Dalam skala mikro, pilihan itu bisa saja masih berupa
kaidah otonom, tetapi pada skala makro, pilihan tersebut dapat berupa kaidah heteronom
karena sudah melibatkan otoritas di luar pribadi-pribadi. Kemungkinan penyimpangan ini
pada hakikatnya tidak dikehendaki, sehingga keseyogiaan menjadi ciri penting di dalam
semua ketentuan normatif. Itulah sebabnya, Kelsen (1967) menyebutkan norma ini sebagai
“... that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to
behave in a specific way.”

Hal lain yang dapat dilekatkan pada label norma dan normatif adalah keniscayaan
untuk dipahami oleh subjek norma yang terkena ketentuan itu. Artinya, pilihan-pilihan itu
tadi harus diposisikan di dalam konteks kesadaran si subjek. Di sinilah diperlukan adanya
upaya pelembagaan norma karena tanpa pemahaman dan kesadaran, norma menjadi tidak
layak untuk diseyogiakan. Aspek mens rea (guilty mind) dalam hukum pidana, misalnya,
menunjukkan betapa aspek kesadaran ini menjadi penting untuk diletakkan.

Hanya saja, khusus untuk norma hukum, aspek pemahaman ini mengalami
simplifikasi agar tidak terjadi “kebutaan yang disengaja” (willful blindness) dalam
penerapannya sebagaimana terungkap dalam asas semua orang dianggap tahu hukum
(nemo ius ignorare consetur) dan ketidaktahuan tehadap undang-undang tidak merupakan
alasan pemaaf (ignorantia legis excusat neminem). Demi kepastian itulah maka pemahaman
atau kesadaran akan dipahami hanya sebatas tindakan sepihak penguasa pembuat hukum
(lawgivers) dengan cara mengumumkannya (misalnya melalui publikasi di lembaran negara
atau lembaran daerah). Sejurus kemudian pemahaman dan kesadaran itu sudah harus
dianggap hadir di dalam ladang penerapan hukum. Asas hukum yang absurd dan fiktif
seperti ini jelas-jelas telah mereduksi ketentuan normatif menjadi sekadar gejala-gejala yang
terobservasi. Tolok ukur ketaatan normatif, khususnya pada norma-norma heteronom,
hanya diletakkan pada gejala ketaatan fisik.

Tatkala kita berbicara tentang Staatsfundamentalnorm, maka karakter normatif dari
Staatsfundamentalnorm ini juga berlaku. Hanya saja, posisinya sebagai norma primer yang
isinya dipersangkakan telah ada mendahului hukum positif, membuatnya tidak
membutuhkan proses pelembagaan seperti yang dikemukakan di atas.
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STAATSFUNDAMENTALNORM ADALAH NORMA

Memang, akan menjadi sebuah contradictio in terminis untuk masih mempertanyakan
apakah Staatsfundamentalnorm merupakan sebuah norma. Hanya saja, menjadi penting juga
untuk mempertanyakan: apakah ia merupakan norma hukum atau norma lain di luar itu?

Sewaktu membahas tentang Grundnorm dalam teori Kelsen, ].H.M. Klanderman
menegaskan bahwa Grundnorm tersebut bukanlah sebuah norma hukum tetapi norma
pikiran (... de Grundnorm niet een rechtsnorm maar gedachte norm) (Soejadi, 1999: 116).
Padahal, posisi Grundnorm ini jika disandingkan dengan teori Nawiasky, tidak lain adalah
kelompok norma yang disebut Staatsfundamentalnorm.

Dalam rangka membandingkan antara Grundnorm (teori Kelsen) dan
Staatsfundamentalnorm (teori Nawiasky) biasanya ditunjukkan persamaannya adalah
bahwa kedua sama-sama menjadi norma tertinggi yang bersifat pre-supposed dan
aksiomatis, serta menjadi sumber atau dasar bagi norma di bawahnya. Perbedaannya adalah
bahwa Kelsen tidak menggelompokkan susunan norma itu, sementara Nawiasky
membedakannya ke dalam empat kelompok dengan posisi tertinggi ditempati oleh
Staatsfundamentalnorm. Selain itu, penjenjangan norma di mata Kelsen berlaku untuk
norma-norma secara umum, sedangkan Nawiasky secara khusus menghubungkannya
dengan negara. Ditambahkan pula bahwa Staatsfundamentalnorm mempunyai
kecenderungan untuk dapat berubah sewaktu-waktu, sementara Grundnorm
berkecenderungan tetap (Indrati S., 2007: 47-48). Perbedaan strategis bahwa Grundnorm
adalah sebuah norma pikiran (gedachte norm) sebagaimana disebutkan oleh Klanderman
dan Staatsfundamentalnorm sebagai norma hukum (rechtsnorm), tidak banyak ditegaskan
dalam buku-buku yang beredar.

Jika Staatsfundamentalnorm adalah sebuah norma hukum, maka apakah norma
hukum ini merupakan sebuah produk hasil temuan atau hasil kreasi (is it discovered or is it
created)? Dalam konstelasi aliran-aliran filsafat hukum, sebenarnya hanya ada dua aliran
utama yang dapat dikategorikan ke dalam pandangan law is discovered. Aliran pertama
adalah aliran hukum kodrat (natural law thought) dan berikutnya adalah mazhab sejarah
(historical school of law). Dalam perspektif aliran hukum kodrat, norma hukum ditemukan
melalui khazanah moralitas yang universal. Secara ontologis, hukum adalah asas kebenaran
dan keadilan yang tunduk pada pakem-pakem idealisme, yakni sebuah gagasan tentang
nilai-nilai yang sudah ada dan benar dengan sendirinya (self-evidence). Idealisme adalah
sebuah proyek yang sudah selesai dan oleh sebab itu ia tinggal ditemukan, bukan
dikreasikan. Mazhab sejarah sebenarnya menyepakati hal ini, tetapi tidak berangkat dari
optik yang persis sama. Oleh karena hukum tidak dibuat dan tumbuh bersama dengan
masyarakat, maka aliran ini menolak untuk memposisikan penguasa sebagai kreator hukum.
Lalu, apakah berarti masyarakat yang menciptakan hukum? Secara empiris, seharusnya
demikian. Namun, gejala-gejala empiris ini mengalami proses abstraksi sehingga mencapai
puncaknya, yang oleh para eksponen mazhab sejarah lazim disebut sebagai jiwa rakyat
(Volksgeist). Konsep jiwa rakyat ini dapat disandingkan dengan konsep nilai-nilai
universalitas dalam aliran hukum kodrat. Kendati demikian, lingkup atau skalanya berbeda.
Dalam kaca mata mazhab sejarah, konsep ini memuat nilai-nilai yang partikular, bukan
universal.
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Dalam konteks berpikir filsafat hukum, orang dapat saja mengidentikkan konsep
jiwa rakyat ini dengan konsep cita hukum (rechtsidee). Bagi sebuah rakyat yang
memutuskan untuk mengubah diri menjadi sebuah bangsa yang menegara (berdaulat) maka
jiwa rakyat itu adalah juga sebuah jiwa bangsa sekaligus pengejawantahan dari cita negara
(staatsidee). Artinya, di dalam cita negara seharusnya terkandung cita budaya, cita sosial,
cita hukum, cita politik, dan seterusnya. Pandangan demikian terutama muncul dari para
penganut teori kedaulatan negara. Kondisinya agak berbeda menurut optik penganut teori
kedaulatan hukum, yang mendudukkan cita hukum lebih dulu ada daripada cita negara.
Dengan meminjam kaca mata mazhab sejarah yang biasanya lebih mendekati ke arah teori
kedaulatan rakyat, Moh. Koesnoe (1995: 79-80) pernah menggambarkan perjalanan
terbentuknya rechtsidee itu berawal dari alam nilai, yang kemudian ditangkap, diolah, dan
diramu oleh filsafat hidup, baru kemudian terbentuklah rechtsidee. Dari sini lalu terumuskan
asas hukum yang kategoris, dan kemudian dapatlah ditarik asas-asas hukum. Proses
berikutnya, lahirlah staatsidee. Gagasan staatsidee ini diberi bentuk yuridis menjadi hukum
dasar negara (konstitusi) dan berlanjut ke aturan hukum positif.

Tatkala Radjiman Wediodiningrat pada tanggal 29 Mei 1945 menantang para
anggota BPUPK (wilayah Jawa-Madura)¢’ untuk mencari dasar negara Indonesia merdeka,
maka yang dimintanya harus dibaca dalam konteks staatsidee bukan rechtsidee. Tampaknya,
tokoh-tokoh bangsa yang tampil menyampaikan pendapatnya (untuk menjawab pertanyaan
Radjiman) memang memilih untuk mendekatkan kerangka berpikir mereka dengan konsep
jiwa bangsa ala mazhab sejarah. Dengan menyitir Yudi Latif (2011: 4), dikatakan bahwa
permintaan itu memang telah menimbulkan rangsangan anamnesis yang memutar kembali
ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali
kekayaan kerohanian, kepribadian, dan wawasan kebangsaan yang terpendam dalam
lumpur sejarah.

Hasil penggalian ini di kemudian hari dikenal dengan dasar negara Pancasila.
Persoalannya adalah apakah Pancasila inilah yang kemudian layak dinobatkan sebagai
Staatsfundamentalnorm? Jika ya, lalu apakah Pancasila sebagai dasar negara itu identik
dengan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm?

Sebelum pertanyaan inti ini dijawab dalam tulisan ini, pertama-tama harus
diperhatikan bahwa Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai landasan
falsafah bernegara (philosophische grondslag). Jadi rumusan final yang dikenal selama ini
adalah memang sebuah rumusan filosofis yang sengaja disusun secara sistematis dan logis.
Posisi sila-sila yang dikenal sekarang ini sama dengan formasi yang terdapat dalam alinea
ke-4 Pembukaan UUD 1945, tetapi berbeda dengan usulan awal Soekarno saat diucapkan
dalam sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Lebih menarik lagi, rumusan final ini berbeda pula
dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 sebagaimana dulu tercantum dalam
dokumen Penjelasan UUD 1945.

Sebagai sebuah rumusan filosofis, kelima sila Pancasila itu wajar saja jika tidak
disusun sebagaimana layaknya suatu norma legislasi. Misalnya, objek norma (normgedrag)
yang lazimnya terdiri dari kata-kata kerja, tidak ditemukan di dalam rumusan sila-sila itu.
Formulasi Pancasila justru terdiri dari kata-kata benda abstrak. Oleh sebab itu tidak heran
jika suatu ketika Damardjati Supajar pernah mengusulkan untuk mengefektifkan Pancasila
dengan cara mengubah rumusan sila-silanya ke dalam kata kerja aktif, seperti “Mengesakan
Tuhan, membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan
seterusnya” (lihat catatan kaki pada Yudi Latif, 2011: 47).
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Apabila Staatsfundamentalnorm ini hendak diposisikan sebagai norma hukum, maka
secara doktrinal aksiomatis ia memang harus mengikuti “the rule systematizing logic of legal
science” yang mensyaratkan empat asas: (1) eksklusi (exclusion), yaitu norma hukum itu
menunjukkan kekhasan (eksklusif) yang berbeda dengan norma-norma sosial lainnya; (2)
subsumsi (subsumption), yakni ia adalah bagian dari peraturan perundang-undangan dengan
tata susunan yang hierarkis; (3) derogasi (derogation), yaitu susunan itu tidak menghendaki
ada konflik, sehingga UU yang lebih rendah harus mengalah pada UU yang lebih tinggi; dan
(4) non-kontradiksi (non-contradiction), yakni sifat norma-normanya tidak boleh saling
meniadakan, seperti mewajibkan seseorang melakukan suatu tindakan tetapi juga sekaligus
memberinya dispensasi untuk tidak melakukan tindakan tersebut.

Jika mengikuti pandangan Nawiasky, posisi puncak dalam tata susunan sistem
norma hukum itu diduduki oleh kelompok norma yang disebut Staatsfundamentalnorm.
Dalam kedudukannya sebagai norma tertinggi ini, ia bersifat pre-supposed (ditetapkan
terlebih dulu) oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi
tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya. Fungsinya menjadi dasar bagi
pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (Staatsverfassung),
termasuk norma pengubahannya. Keberadaannya merupakan syarat bagi berlakunya
konstitusi atau undang-undang dasar. Ia lebih dulu ada sebelum adanya konstitusi atau
undang-undang dasar (Indrati S., 2007: 46).

Apabila Staatsfundamentalnorm lebih dulu ada sebelum adanya konstitusi atau
undang-undangan dasar, maka muncul pandangan bahwa kedua posisi ini harus dipisahkan.
Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at (2006: 169 et seq.), misalnya, menyatakan bahwa
Staatsfundamentalnorm tidak boleh merupakan satu kesatuan dengan konstitusi itu,
sehingga antara lain atas dasar ini pula mereka sampai pada kesimpulan untuk menolak
menempatkan Pembukaan UUD 1945 (termasuk di dalamnya Pancasila) sebagai
Staatsfundamentalnorm.s8  Sebagai alternatifnya, mereka mengajukan Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm. Menurut mereka,
proklamasi menurut hukum yang berlaku pada saat itu bukan merupakan tindakan hukum
karena dilakukan oleh bukan organ negara dan tidak sesuai dengan prosedur hukum.
Proklamasi itu menandai berdirinya negara Republik Indonesia yang berarti terbentuknya
suatu tata hukum baru (new legal order). Adanya negara Indonesia setelah diproklamasikan
merupakan dasar keberlakuan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, sebagai
presuposisi validitas tata hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika mengikuti
pandangan ini, berarti akan banyak negara merdeka yang menempatkan proklamasi
kemerdekaannya sebagai Staatsfundamentalnorm, mengingat semua argumentasi yang
dipakai oleh Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at di atas juga akan berlaku buat negara-
negara pada umumnya.

Untuk kasus Indonesia, sesungguhnya momentum Proklamasi lebih tepat disebut
sebagai momentum pembentukan negara daripada pembentukan suatu bangsa. Soekarno
dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas
nama bangsa Indonesia. Pernyataan politis ini menegaskan bahwa di Indonesia, bangsa lahir
mendahului negara (lihat juga pernyataan serupa dari Magnis-Suseno dalam Yudi Latif,
2011: xxi). Ini berarti argumentasi untuk menempatkan momentum Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai tindakan non-hukum yang dilakukan bukan oleh
organ negara, secara diakronik masih bisa ditarik lagi lebih ke belakang, misalnya ke
momentum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagian dari pelaku kunci sejarah di tahun
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1928 ini adalah mereka yang juga menjadi pelaku kunci sejarah pada tahun 1945. Artinya,
idealisme Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan memang berasal dan dipelihara
oleh figur-figur yang sama, yakni putera-puteri terbaik bangsa. Dengan meminjam terma
dari von Savigny, mereka inilah yang mampu menyerap dan memformulasikan Volksgeist
bangsa Indonesia tersebut.

PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM?

Dengan demikian, Staatsfundamentalnorm seharusnya dilekatkan pada suatu bentuk norma
dasar yang di dalamnya tercermin cita hukum (rechtsidee) dan cita negara (staatsidee).
Konstelasi berpikir seperti ini serta merta menggiring pada pendapat bahwa
Staatsfundamentalnorm itu seyogianya dilabelkan kepada Pancasila.

Kendati demikian, ada perbedaan gradasi yang harus diperhatikan untuk
menyematkan Pancasila pada label ini. Ada gradasi Pancasila yang berada dalam tataran
norma hukum, dan ada yang bukan lagi sebagai norma hukum. Formulasi lima sila dari
Pancasila itu adalah sebuah format nilai dan/atau asas hukum, sehingga tidak membutuhkan
pemenuhan unsur-unsur norma yang lazim dikenal dalam doktrin. Sementara itu, ada
gradasi yang lebih konkret yang dapat ditunjukkan kandungan Pancasila di dalamnya. Posisi
ini kiranya pantas diberikan pada Pembukaan UUD 1945.

Dalam format nilai dan/atau asas, Pancasila masih merupakan bintang pemandu
(Leitstern) bagi keseluruhan sistem hukum. Posisi Pancasila demikian bukanlah
Staatsfundamentalnorm. Posisi ini ada di luar sistem norma hukum positif. [a bahkan tidak
perlu harus dipositifkan karena ia sudah dipersangkakan ada sejak dalam kurun pra-positif.
Pancasila seperti inilah yang diupayakan dicari oleh para pendiri negara dalam rangka
menjawab pertanyaan tentang apa dasar negara Indonesia merdeka.

Untuk dapat menjadi Staatsfundamentalnorm, ada keharusan norma demikian
dieksklusikan sehingga ia membutuhkan suatu format atau bentuk tertentu. Format ini
dapat berbentuk dokumen hukum tertulis dan/atau berupa momen historis yang di
dalamnya tercipta sebuah preseden baru yang menginspirasi lahirnya sebuah sistem norma
hukum Indonesia.

Dengan menyimpang dari cara pandang paham legisme, substansi (isi)
Staatsfundamentalnorm ini tentu tidak boleh sembarangan. Secara tersirat, minimal ia harus
mengandung pesan agar setiap warganegara menaati konstitusi atau undang-undang dasar.
Substansi demikian dipandang paling realistis karena ia memang memiliki fungsi konstitutif
dan regulatif terhadap konstitusi dan undang-undang dasar yang ditetapkan pertama kali
sejak kemerdekaan Indonesia. Substansi ini juga wajib menderivasi posisi Pancasila sebagai
bintang pemandu sistem hukum tersebut.

Secara meyakinkan, posisi demikian dapat disematkan pada Pembukaan UUD 1945,
yang secara historis memang pernah dipersiapkan sebagai naskah proklamasi kemerdekaan.
Keterkaitan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 tentu saja tidak boleh hanya dibaca dari
bunyi alinea ke-4 Pembukaan. Roh keterkaitan itu justru harus ditelusuri melalui pokok-
pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Rumusan empat pokok pikiran tersebut tercantum
dalam dokumen Penjelasan UUD 1945.
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Pandangan politik hukum telah menggeser Penjelasan UUD 1945 ini, dari semula
merupakan tafsir otentik sekarang diposisikan [sekadar] menjadi tafsir historis. Dalam tafsir
historis itulah dapat digali pernyataan mendasar yang mendudukkan hubungan Pancasila,
Pembukaan, dan [Batang Tubuh] UUD 1945. Di situ dinyatakan bahwa undang-undang dasar
menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-
pasalnya. Kalimat ini memberi penegasan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terdapat
pokok-pokok pikiran, dan pokok-pokok pikiran itulah yang kemudian dijabarkan oleh pasal-
pasal (Batang Tubuh) UUD 1945.

Pokok pikiran pertama menyatakan, bahwa negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran ini mengandung
muatan sila ke-3 Pancasila). Pandangan inilah yang kemudian dikenal sebagai paham negara
persatuan. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (mengandung muatan sila ke-5). Pokok pikiran ketiga
menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan (sila ke-4). Pokok pikiran terakhir menegaskan bahwa negara
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Oleh karena itu, undang-undang dasar mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-
cita moral rakyat yang luhur (sila ke-1 dan ke-2).

Dalam perspektif filosofis, urut-urutan pokok pikiran ini dapat dipahami secara logis
sebagai berikut. Pertama-tama, adanya negara merupakan dimensi ontologis yang wajib
dipertanyakan. Apabila bangsa Indonesia, keberadaan negara seperti apa yang akan mereka
bentuk itu. Jawabannya adalah negara persatuan, yakni negara yang mengatasi
kebhinnekaan dan mengada sebagai keekaan. Kedua, dimensi aksiologisnya lalu diajukan,
yakni hendak dibawa ke mana negara yang baru dibentuk itu. Jawabannya tegas dan
visioner, yaitu ke kondisi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pertanyaan
berikutnya menyentuh area epistemologis, yakni tentang metode yang dipakai untuk
membawa dari kondisi ada menuju kepada yang belum ada itu. Prosesnya harus
berlangsung secara demokratis, yang dinyatakan dengan Kkata-kata “kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan”. Pada tahap terakhir, kembali dimensi nilai-nilainya
dikedepankan lagi, dengan memberi nuansa interaktif secara vertikal (dengan Tuhan) dan
horisontal (dengan sesama umat manusia). Apabila pada alinea ke-4 Pembukaan UUD
1945, pokok-pokok pikiran ini mengalami penyusunan ulang, sehingga dimensi nilai-nilai
vertikal dan horisontal diletakkan lebih awal, selanjutnya didudukkan aspek ontologis,
epistemologis, dan aksiologisnya, maka hal itu sebenarnya sekadar sistematika ulang.
Urutan sila-sila tadi menjadi tidak relevan untuk diperdebatkan sepanjang keseluruhan sila
itu wajib dipahami secara bulat utuh (tidak parsial).

Tentu saja, anggapan untuk menolak posisi Staatsfundamentalnorm Pembukaan UUD
1945 karena ia merupakan satu kesatuan dengan Batang Tubuh UUD, perlu diberikan
penjelasannya. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran, yang secara logis
mengacu kepada sila-sila Pancasila. Secara historis juga dapat dibuktikan bahwa Pembukaan
ini adalah dokumen yang disusun dan disahkan oleh organ pembentuk negara, sebuah organ
yang lebih tinggi daripada lembaga tinggi negara yang manapun. Dengan mengacu pada asas
lex superior derogat legi inferiori, maka produk organ pembentuk negara ini tidak dapat
dibatalkan oleh lembaga-lembaga negara di bawahnya. Dengan demikian, sebenarnya posisi
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Pembukaan tidak boleh diletakkan pada derajat yang sama dengan Batang Tubuh UUD.
Staatsfundamentalnorm lebih tinggi kedudukannya daripada Staatsverfassung.

CATATAN PENUTUP

Sebagai rangkuman, dapat dinyatakan bahwa dari semua alternatif format norma
yang tersedia saat ini, Pembukaan UUD 1945 merupakan pilihan yang paling logis untuk
dilabelkan Staatsfundamentalnorm. Pemberian tempat Staatsfundamentalnorm untuk
Pancasila, dengan demikian, tidak sepenuhnya keliru karena pokok-pokok pikiran
Pembukaan UUD 1945 itu tidak lain mengacu pada keseluruhan sila-sila Pancasila. Namun,
karena Staatsfundamentalnorm dalam susunan hierarkis ini lebih diperuntukkan untuk
menjawab bentuk daripada substansi (isi), maka memang sebaiknya jawaban yang
diberikan untuk itu adalah Pembukaan UUD 1945.

Risiko dari uraian yang mengambil pijakan filosofis adalah wajib merelatifkan
pandangannya agar kadar spekulatif dari tulisan ini tetap bisa dihadirkan. Dan sejak awal
memang juga disadari bahwa makalah singkat ini tidak mungkin dapat menampung semua
argumen pendukung berkenaan dengan topik di atas. Kendati demikian, diskursus tentang
topik Staatsfundamentalnorm yang paling tepat bagi bangsa dan negara Indonesia,
tampaknya perlu terus diwacanakan.
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Kelsen, Hans. 1967. The Pure Theory of Law. Translated by Max Knight. Berkeley: University
of California Press.

Koesnoe, Moh. 1995. “Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum
Nasional.” Majalah Hukum Nasional. Edisi Khusus No. 2. Hlm. 70-118.

209



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 1

Kusuma, A.B. 2004. Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas
Hukum Universitas Indonesia.

Soejadi. 1999. Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia. Yogyakarta: Lukman Offset.
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! pada 1999, di kalangan anggota MPR terdapat kesepakatan dasar berkenaan dengan amandemen UUD 1945, yakni:
(1) Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945; (2) Mempertahankan Negara Kesatuan RI; (3) Tetap mempertahankan
sistem presidensial; (4) Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal yang bersifat normatif akan dimasukkan ke dalam
pasal-pasal (batang tubuh); dan (5) Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”. Badan Pekerja MPR, Perubahan
Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945: Bahan Penjelasan BP-MPR dalam Rangka Memasyarakatkan Hasil Sidang
Umum MPR 1999 dan Sidang Tahunan MPR 1999, Sekretariat MPR:2000, him. 10-13; Lihat pula kajian Aidul Fitriciada
Azhari, The Essential of the 1945 Constitution and the Agreement of the Amandment of the 1945 Constitution: A
Comparison of the Constitutional Amandment, Jurnal Hukum Vol. 18, No. 3, Juli 2011, him. 305-319.

2 What is Shariah, <http://suite101.com/article/what-is-shariah-a71667> Diakses 3 Oktober 2012

3 Konsep Sozialen Rechtsstaat diterima pada Pasal 28 ayat (1) Hukum Dasar Jerman Barat 1949 yang berbunyi: “Die
verfassungsmdflige Ordnung in den Lédndern mufS den Grundsdtzen des republikanischen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaates im Sinne dieses Grundgesetzes entsprechen.”

4 Bung Hatta mengistilahkan negara kesejahteraan dengan sebutan “negara pengurus” yang dipandang sebagai
perwujudan dari sistem demokrasi Indonesia menurut Hatta merupakan “demokrasi sosial dan kolektif”. Lihat RM. A.B.
Kusumah, Jakarta: BP-FHUI, 2004, him. 355; Muhammad Hatta, Demokrasi Kita, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, him. 46.

® Keadilan dan kemashlahatan adalah tujuan utama dari hukum Islam (magasid al-sharia). Pada saat penyusunan UUD
1945, para pemimpin Islam secara eksplisit mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan keharusan untuk
menegakkan hukum secara adil serta didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan yang ditempuh melalui
musyawarabh. Lihat di antaranya pidato Ki Bagoes Hadikoesoemo dalam RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang
Dasar 1945, Jakarta:BP-FHUI, 2004, him. 143.

6 Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cetakan ke-6, Pustaka Filsafat, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
1990, hal. 287-288.

7Huijbers, Theo, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah, cetakan ke-6, Pustaka Filsafat, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,
1990, hal. 276.

& Talenta adalah pembawaan seseorang sejak lahir, bakat, diambil dari Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa,
edisi ke 1V, Jakarta 2011, hal. 1384.

° Diambil dari Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, Freedom Institut, Jakarta, 2008
1% Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, Freedom Institut, Jakarta, 2008,.

1 Wolfgang Welsch (editor), Wege Aus der Moderne: Schlusseltexte der Postmoderne-Diskussion (Jalan dari Modern:
Teks Kunci Diskusi-Postmodern), Acta Humaniora, Weinheim, 1988. Bedah buku, tgl. 14 April 2007, disampaikan oleh
Dr. jur. Any Andjarwati.

12 Mengambil inti dan pemikiran dari tulisan buku Wege Aus der Moderne: Schlusseltexte der Postmoderne-Diskussion
(Jalan dari Modern: Teks Kunci Diskusi-Postmodern), Wolfgang Welsch (editor), Acta Humaniora, Weinheim, 1988.
Bedah buku, tgl. 14 April 2007, disampaikan oleh Dr. jur. Any Andjarwati.

'3 Krisis modern memberi kesempatan postmodern akan keadilan, pluralitas dan ... yang radikal

14 Otje Salman S/ Anthon F. Susanto, Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali, Aditama,
cetatakan ke-5, Bandung, 2009, hal. 87

s Otje Salman S/ Anthon F. Susanto, Teori Hukum, hal. 85
16 Otje Salman S/ Anthon F. Susanto, Teori Hukum, hal. 88
1 Otje Salman S/ Anthon F. Susanto, Teori Hukum, hal. 88
18 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, cet. Ke-3, Yogyakarta, 2004, hal. 18.

¥ “Hukum Kesejahteraan Indonesia Suatu Harapan”, Orasi limiah Dies Natalis Fakultas Hukum ke 61, Yogyakarta tgl. 17

Januari 2007

2% kebenaran dan hukum, berkait erat dengan kebebasan dan persamaan hak didepan hukum, yang didukung ide-ide
fundamental seperti konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kapitalisme, perdagangan bebas dan pemisahan Negara
dan lembaga keagamaan apapun. Tidak terbuka pada orientasi ideologi.

2! Filsafat Eksistensialisme, Soren Kiergegaard; Jean Paul Satre, Eksistensialisme dan Humanisme, Pustaka Pelajar, cet-
1, 2002

225 Takdir Alisjahbana, Values as Integrating Vorces of Humanity and Community;
http://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Spranger
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2 Pendapat Ichlasul Amal, bandingkan dengan Uni Eropa, “Mulai Januari Indonesia Ketua ASEAN, harian Kedaulatan
Rakyat, 28 Januari 2011; PBB: Dunia Butuh Revolusi, Perlu Memikirkan Ulang Model Ekonomi Tingkat yang Paling
Dasar, Harian Kompas, tgl. 29 Januari 2011.

2 Lihat T. Jacob, Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2004; Kumpulan Tulisan,
Indonesia Dalam Kritis 1997 -2002, Kompas, Jakarta, 2002; Kumpulan Tulisan, Indonesia 2001 Kehilangan Pamor,
Kompas, Jakarta, 2001; Berita-berita tentang Korupsi, mafia-hukum a.l . Cencury, Gayus Tambunan, dll..

%% |ihat Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, hal. 20
% Any Andjarwati, Negara Kesejahteraan dan Pasar Tanah Pertanian,
7 Johan Norberg, Membela Kapitalisme Global, Freedom Institut, Jakarta, 2008,.

%8 positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Penganut paham positivisme
meyakini bahwa hanya ada sedikit perbedaan (jika ada) antara ilmu sosial dan ilmu alam, karena msyarakat dan
kehidupan sosial berjalan berdasarkan aturan-aturan, demikian juga alam.

2 pr, jur. Any Andjawati, S.H., M. jur., Disampaikan dalam diskusi bulanan Unit Pusat Penelitian, Fakultas Hukum UGM,
Yogyakarta tgl. 17 Desember 20011

3 politik Pangan: Oleng Karena Tanpa Arah Yang jelas, Harian Kompas, 2 Desember 2011
31 politik Pangan: Oleng Karena Tanpa Arah Yang jelas, Harian Kompas, 2 Desember 2011
32 politik Pangan: Oleng Karena Tanpa Arah Yang jelas, Harian Kompas, 2 Desember 2011

3 Wolfgang Winkler, Struktur Horisontal dan Vertikal Pasar Agraria Menurut Hukum Uni Eropa, Jerman, Perancis dan
Belanda: Perhimpunan Pemanen, Cabang Organisasi, Perjanjian Pertanian, Ankara, Maret 2003

** Di dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Bergama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Bergama, dan Pendirian Rumah Ibadat ini terdapat 9 (sembilan)
locus diskriminasi yang tersebar di 6 (enam) pasal. Diskriminasi tersebut terkait dengan kebebasan untuk beribadah
dan untuk mendirikan rumah ibadah (Setara Institute, 2010: 5-11).

3 Ayat-ayat Al-Qur’an yang turun di Makkah dikenal dengan sebutan ayat Makiyah. Ayat Makiyah umumnya berisi
tentang tauhid dan ajaran moral.

3 Bandingkan dengan Murthadha Muthahhari. Menurutnya, aplikasi keadilan sosial dapat dilihat dari 2 (dua) model,
pertama, model yang memusatkan pada masyarakat, yaitu sama rasa, sama rata, artinya setiap orang wajib bekerja
berdasarkan keahliannya dan memperoleh penghasilan sesuai kebutuhannya. Aplikasi ke dua, ialah model yang
memusatkan diri pada individu, yaitu setiap orang harus berusaha mengetahui apa yang bisa dia lakukan untuk
memperoleh penghasilan, dan penghasilannya menjadi miliknya sendiri tanpa harus peduli dengan orang lain. Keadilan
sosial yang ingin direalisasikan Islam ialah model yang serupa dengan sosialisme etis, yaitu setiap orang mengerahkan
seluruh kemampuannya agar dapat maju dengan mengandalkan dirinya sendiri yang berpijak dari kemanusiaannya
yang luhur, spiritualisme yang tinggi, dan kemuliaan rohani, yang bersedia mengalirkan sebagian dari hartanya untuk
saudara-saudaranya yang membutuhkan tanpa dipaksa. Jadi, Islam memandang bahwa spiritualisme ialah bagian yang
tak terpisahkan dari keadilan sosial (Muthahhari, 1990: 155-161).

37 Bandingkan dengan konsep transenden dari Hassan Hanafi. Menurut Hassan Hanafi, revolui transenden muncul
dalam masyarakat untuk mengimplementasikan keadilan sosial, dan menjadi fondasi bagi masyarakat egalitarian
(Hanafi, 2003: 82).

38 Istilah yang digunakan oleh oleh Abdulkadir Besar.

3 Kesejahteraan, menurut Azhary, memiliki pengertian makmur baik secara spiritual maupun materiel (Azhary, 1991:
97).

40 Negara hukum liberal (Rechsstaat), menurut Frederich Julius Stahl, memiliki 4 (empat) unsur, yaitu (Asshiddigie,
2005: 152): Perlindungan terhadap hak asasi manusia (grondrechten), adanya pembagian kekuasaan (scheiding van
machten), pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan (wet matigheid van het bestuur), dan adanya
peradilan administrasi (administratief rechspraak).

*L A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum, yang disebutnya dengan istilah the
rule of law, yaitu: supremacy of law, equality before the law, dan due process of law.

*2 Thomas M Frack dalam Erman Rajagukguk 2000 h 2

*3 Thomas M Frack dalam Erman, op cith 3

213



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 1

* Yemi Osinbajo and Olukonyisola, “Human Tights and Economic Development in Developing Countries”, The
International Lawyer vol.28 no.3 (1994), h.728 dalam Erman Rajagukguk 2000

45 Amrtya Sen, “Human Rights and Economic Achievements”, dalam Joanne R. Banerand Daniel A. Bell (Eds). The Eas
Asian Challanger For Human Rights. (Cambridge : Cambridge University Press, 1999), h.90-91 dalam Erman Rajagukguk
2000

% Russel Lawrence Barch, “democratization and Development”, Human Rights Wuaterly vol.14 (1992) h.121 dalam
Erman Rajagukguk 2000

* Franz Magnis — Suseno, “Hak — Hak Azasi Manusia dalam Konteks Sosio Kultural dan Religi di Indonesia”, dalam Hak
Azasi Manusia Dalam Perspektif Budaya Indonesia (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997) h.56-57 dalam Erman
Rajagukguk 2000

*8 Charmeida Tjokrosuwarno, “Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 1999”, Bisnis & Ekonomi Politik
vol.3 (2) April 1999, h.35-39-40. Lihat juga Anwar Nasution, “Lesson From The Revent Financial Crisi in Indonesia”,
dalam Sustaining Economic Growth in Indonesia: A Framework For The Twenty — First Century. (Jakarta : USAID, LPEM-
Ul, ACAES, REDECON, 1999) h.53. Sri Mulyani Indrawati, :Krisis Ekonomi Indonesia dan Langkah Reformasi”, pidato
ilmiah disampaikan pada Dies Natalis Universitas Indonesia ke-48, 7 Februaru 1998, h.6-7 dalam Erman Rajagukguk
2000

* Leonard J. Theberge, “Law and Economic Development”, Journal of International Law and Politic vol.9 (1980). H.232
dalam Erman Rajagukguk 2000

*0 Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, DR.Taufiqurrohman Syahuri, SH.,M.H - 2011
> Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, DR.Taufiqurrohman Syahuri, SH.,M.H - 2011
*2 Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, DR.Taufiqurrohman Syahuri, SH.,M.H - 2011
3 Warta Perundang-Undangan Edisi 34|02 Oktober — 08 Oktober 2012
** Warta Perundang-Undangan Edisi 34|02 Oktober — 08 Oktober 2012

> Almizan Ulfa, Pajak Pertambahan Nllai : Indonesia dan Beberapa Negara Mitra Dagang Utama, Penerbit Deepublish -
2012

*® UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 21 Tahun 2011 tentang OTORITAS JASA KEUANGAN

57Adapun gagasan ini dikompilasikan dari pemikiran Jimly Asshidigie, Arief Hidayat dan dikembangkan lebih lanjut oleh
penulis dengan mengutip beberapa pandangan dari tokoh hukum.

%8 Abdulkadir Besar menyarankan agar sebelum mengatualkan atau mengimplementasi Pancasila dalam tata hukum di
Indonesia, para ahli filsafat dan hukum perlu mengidentifikasi konsep yang terkandung dalam tiap sila dan
antarkonsep antarsila sebagai satu kesatuan yang integral.

**Dalam tulisan singkat ini diilustrasikan di Universitas Indonesia terdapat para sarjana, seperti R. Soepomo dan
Djokosoetono yang pemikirannya diteruskan oleh Padmowahyono, A. Hamid S. Atamimi, dan Abdulkadir Besar (yang
kemudian berkarir di Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila). Pemikiran A. Hamid S. Atamimi diteruskan oleh
Maria Farida Indratni S. (sekarang berkarir sebagai Hakim Konstituisi). Di Universitas Gadjah Mada ada Notonagoro
vang di ranah filsafat diteruskan Kuntowibisono Siswomiharjo dan Abdulkadir Besar (di ranah filsafat dan hukum tata
negara). Pemikiran tentang Pancasila dan penjabarannya di Universitas Gadjah Mada diteruskan oleh Kaelan.

®padmo Wabhjono, Penjababaran Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: CV Niagara, 1986),
him.1.

61 Notonagoro, “Pantjasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia: Kumpulsan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan
tentang Pancasila”, Tanpa Impresum, him.31.

%2 1bid., him.44.

63 A. Hamid S. Attamimi, “Pancasila: Cita Hukum dalam Kehidupan Bangsa Indonesia,” dalam Oetojo Oesman dan
Alfian, ed. Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara,
(Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), him.70.

*Menurut Stammler (dalam Attamimi, 1992:68), keadilan adalah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif
kepada cita hukum. Ibid. him.68.

% Abdulkadir Besar, Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Amandemen Bukani, Konstitusi Baru Setengah Hati,
(Jakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2002), him.14.

66 Wahjomo. Op.Cit.
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 Menurut A.B. Kusuma (2004: 1), “BPUPK” sebaiknya tidak ditulis menjadi “BPUPKI” karena badan ini adalah
bentukan Rikugun XVI (Angkatan Darat Jepang yang kewenangannya hanya mencakup Jawa dan Madura). Di luar
badan bentukan Rikugun XVI ini sebenarnya ada juga BPUPK Sumatera yang baru dibentuk tanggal 25 Juli 1945 dan
tidak sempat bekerja kecuali menyatakan siap bejuang bersama Dai Nippon. Wilayah Indonesia Timur dikuasai oleh
Kaigun (Angkatan Laut) Armada Il yang berpendapat daerah ini belum matang untuk merdeka sehingga tidak perlu
dibentuk BPUPK.

%8 Ada pernyataan dalam buku yang ditulis oleh Asshiddigie dan Safa’at (2006: 173-174) yang menarik ketika mereka
menyimpulkan: “Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa
staatsfundamentalnorm yang dikemukakan oleh Nawiasky adalah presuposisi validitas norma dasarnya Kelsen.
Sedangkan staatsgrundgesetz-nya Nawiasky adalah konstitusi atau grundnorm [Sic!] dalam pandangan Kelsen.” Ini
berarti, mereka berdua memandang Nawiasky telah memposisikan Grundnorm lebih rendah daripada
Staatsfundamentalnorm.
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Panel 2
Judul Panel : Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengelola : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia:

Kajian Atas Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No.
9/2006 Dan No. 8/2006

Ahmad Asroni

Pendahuluan

Kendatipun pemerintah melalui Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri (kini
menjadi Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri) telah menerbitkan PBM No.
9/2006 dan No. 8/2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah, namun
dalam realitasnya konflik di seputar rumah ibadah masih tetap saja terjadi dan jumlahnya
kian meningkat. Menurut catatan Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas
Gadjah Mada, pada tahun 2008 setidaknya terdapat 12 kasus konflik di seputar rumah
ibadah (Bagir, 2009: 17). Sementara pada tahun 2009 terdapat 18 kasus (Bagir, 2010: 27)
dan pada tahun 2010 terdapat 39 kasus (Bagir, 2011: 34). Salah satu kasus konflik di seputar
rumah ibadah yang menyita perhatian publik adalah kasus Gereja Huria Kristen Batak
Protestan (HKBP) Ciketing, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kasus yang terjadi pada 12
September 2010 itu mengakibatkan dua pemuka Gereja HKBP Ciketing harus dirawat secara
intensif di rumah sakit lantaran dianiaya oleh anggota Islam garis keras tertentu.

Sebagian besar problem di seputar rumah ibadah adalah konflik pendirian rumah
ibadah di mana perijinan menjadi penyebab utamanya (CRCS UGM, 2011: 36). Terjadinya
konflik pendirian rumah ibadah hampir semuanya dilatarbelakangi oleh penolakan
kelompok agama tertentu atas keberadaan suatu rumah ibadah yang dianggap meresahkan
masyarakat. Di samping itu, konflik pendirian rumah ibadah juga dilatarbelakangi oleh
argumen bahwa bangunan atau rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukkan
atau menyalahi konsep tata ruang (Firdaus, dkk., 2011: 61).

Merebaknya konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia belakangan ini semakin
mengkonfirmasi bahwasannya keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 tidak cukup
efektif dalam mereduksi konflik pendirian rumah ibadah. Bertitik tolak dari realitas inilah
yang melatarbelakangi penulis untuk mengkaji secara kritis PBM No. 9/2006 dan No.
8/2006. Sebelum penulis mengkritisi lebih jauh tentang keberadaan PBM No. 9/2006 dan
No. 8/2006, penulis terlebih dahulu akan mendiskusikan latar belakang munculnya regulasi
tersebut.
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Latar Belakang Lahirnya PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006

PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 merupakan revisi atas SKB Dua Menteri No.1/BER/mdn-
mag/1969 tentang “Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban
dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya”.
PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 merupakan realisasi dari tuntutan masyarakat yang
menghendaki adanya revisi atas SKB Dua Menteri 01/BER/mdn-mag/1969. SKB Dua
Menteri ini ditetapkan pada 13 September 1969. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri dijabat
oleh K.H. Muhammad Dahlan.

Regulasi ini lahir untuk menjawab tantangan baru hubungan antaragama pada masa
Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru berkuasa, banyak terjadi konflik antara umat Islam
dengan umat Kristen cukup tinggi. Konflik tersebut pada umumnya berbentuk perusakan,
penutupan, dan pembakaran gereja. Menurut Rumadi, munculnya SKB Dua Menteri tersebut
tidak terlepas dari kontestasi kelompok Islam dan Kristen. Menurutnya, isu Kristenisasi saat
itu menjadi momok yang manakutkan bagi kalangan Islam. Ketegangan-ketegangan sosial
akibat rumah ibadah sudah muncul saat itu. Pada tahun 1967 misalnya, terjadi kasus
penolakan pendirian gereja di Meulaboh, Aceh. Kalangan Muslim berargumen bahwa
mereka tidak mentoleransi adanya pendirian gereja karena di Meulaboh dihuni oleh
mayoritas Muslim. Sementara pihak Kristen merasa bahwa mendirikan gereja merupakan
bagian dari kebebasan beragama (Rumadi, dkk., 2009: 10-11).

SKB Dua Menteri Nomor 01/BER/mdn-mag/1969 tidak secara khusus mengatur
tentang pendirian rumah ibadah. Peraturan tersebut secara umum mengatur tentang
pengembangan dan penyiaran agama yang di dalamnya terkait pula dengan keberadaan
rumah ibadah. Pada pasal pendirian rumah ibadah, SKB Dua Menteri ini menyatakan bahwa
pendirian rumah ibadah harus mendapatkan ijin dari kepala daerah setempat. Ijin pendirian
rumah ibadah keluar jika pemohon sudah mendapatkan rekomendasi dari kepala
perwakilan Departemen Agama, peneliti planologi, dan tidak ada masalah dengan
masyarakat. Lebih dari itu, peraturan ini menyatakan bahwa jika diperlukan, kepala daerah
meminta pendapat kepada organisasi keagamaan, ulama atau rohaniwan setempat (Fauzi,
dkk., 2011: 34).

Pada pasal berikutnya dalam SKB Dua Menteri ini disebutkan jika terjadi
perselisihan, termasuk perselisihan terkait rumah ibadah, maka kewenangan
penyelesainnya ada di tangan kepala daerah. Jika tidak selesai dan menimbulkan tindak
pidana, maka penegak hukum akan menangani sesuai hukum yang berlaku. Kepala daerah
hanya mau mengeluarkan surat ijin pendirian jika telah mendapatkan rekomendasi dari
Laksusda (Pelaksana Khusus Daerah). Laksusda merupakan lembaga keamanan pada masa
Orde Baru di bawah Komando Pemilihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB).
Laksusda merupakan organ KOPKAMTIB di tingkat lokal dan sebagian besar diisi oleh
militer. Laksusda mengadakan sebulan sekali untuk membahas ijin beberapa rumah ibadah.
Parameter yang digunakan untuk mengeluarkan ijin pendirian rumah ibadah adalah
stabilitas sosial dan aspek keamanan. Jika ijin Laksusda keluar, maka gubernur yang diwakili
oleh wakil gubernur bidang kesejahteraan rakyat akan mengijinkan permohonan pendirian
rumah ibadah yang bersangkutan (Fauzi, dkk., 2011: 34).

Selain berisi tentang kewenangan kepala daerah untuk mengeluarkan ijin pendirian
rumah ibadah, SKB Dua Menteri No. 01/BER/mdn-mag/1969 ini juga mengatur syarat-
syarat jumlah anggota jamaah yang selayaknya memiliki tempat ibadah (Saidi, dkk., 2004:
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67). Kendatipun Laksusda merupakan kepanjangan tangan dari rezim Orde Baru yang
berfungsi menjamin keamanan, namun realitasnya cukup banyak rumah ibadah terutama
gereja yang mengalami perusakan. Pada masa transisi menuju masa reformasi, pelaku
perusakan rumah ibadah kerap menggunakan SKB Dua Menteri ini sebagai legitimasi untuk
menyerang, merusak, dan menutup tempat ibadah yang tidak memiliki ijin, terutama gereja
(Fauzi, dkk. 2011: 34). Karena itu, banyak pihak yang menginginkan pencabutan atau revisi
atas SKB Dua Menteri No. 01/BER/mdn-mag/1969. Menurut mereka, regulasi tersebut
merugikan kelompok agama minoritas. Alih-alih menjamin kebebebasan agama, regulasi
tersebut justru memasung kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945. Respons
bertolak belakang ditunjukkan oleh pendukung SKB yang sebagian besar berasal dari ormas
Islam. Mereka justru menghendaki agar SKB ditingkatkan statusnya menjadi undang-
undang. Dalam pandangan mereka, SKB dapat mengatur hubungan antaragama dan
mencegah aksi anarkis akibat konflik pendirian rumah ibadah. Bagi mereka, selama rumah
ibadah memiliki ijin, maka aksi anarkhis tidak akan terjadi (Fauzi, dkk., 2011: 35).

Pemerintah sendiri menyadari banyaknya kelemahan yang terdapat dalam SKB Dua
Menteri No.01/BER/mdn-mag/1969. Muhammad Maftuh Basyuni, Menteri Agama RI
Periode 2004-2009, mengatakan bahwa revisi SKB Dua Menteri No.01/BER/mdn-mag/1969
penting untuk dilakukan karena SKB Dua Menteri tersebut dinilai banyak kalangan sarat
dengan multi tafsir (Suara Merdeka, 23 Maret 2006). Pemberlakuan SKB dalam masyarakat
menuai berbagai kendala. Hal itu terjadi lantaran beberapa faktor antara lain dalam SKB Dua
Menteri No.01/BER/mdn-mag/1969 terdapat sejumlah kalimat yang multitafsir, sehingga
tidak ada kejelasan siapa yang disebut pemerintah daerah (Pemda), tidak adanya kejelasan
siapa yang disebut “pejabat pemerintahan di bawahnya yang dikuasakan untuk itu”, tidak
adanya kejelasan siapa yang disebut organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan
setempat, serta apa yang dimaksud dengan kata-kata “planologi” dan “kondisi dan keadaan
setempat” (Kustini, dkk., 2009: 1-2).

Problematika pendirian rumah ibadah kembali mencuat terutama pada akhir tahun
2004 dan awal tahun 2005. Pro-kontra masyarakat mengenai SKB Dua Menteri
No0.01/BER/mdn-mag/1969 menghiasi berbagai media massa. Sebagian pemuka agama
mengusulkan SKB Dua Menteri tersebut dicabut, sementara sebagian pemuka agama lainnya
mengusulkan untuk tetap dipertahankan. Merespons berbagai dinamika yang berkembang
di masyarakat terkait SKB Dua Menteri No.01/BER/mdn-mag/1969, Menteri Agama
bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan pejabat lain
yang terkait mengadakan rapat untuk membahas revisi SKB Dua Menteri tersebut dan
melahirkan draf awal rancangan peraturan baru tentang kerukunan umat beragama dan
pendirian rumah ibadah. Draf revisi SKB Dua Menteri menuai kontroversi di kalangan umat
beragama. Kalangan yang setuju atas draf revisi SKB Dua Menteri yaitu Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Front Pembela Islam (FPI) menilai
bahwa peraturan ini lebih baik karena secara detail mengatur kerukunan umat beragama,
terutama pengaturan pendirian rumah ibadah. Sementara pihak yang menentang draf revisi
SKB Dua Menteri yaitu Partai Damai Sejahtera, Aliansi Masyarakat Peduli Kebebasan
Beribadah, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa komunitas Muslim di Bali dan Nusa
Tenggara Barat menilai bahwa peraturan baru hanya memperburuk keadaan. Kendatipun
demikian, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dengan segala keterbatasannya dipandang
sebagai jalan tengah oleh lembaga-lembaga agama ‘resmi’ di Indonesia seperti Konferensi
Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indinesi (PGI), Majelis Ulama Indonesia
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(MUI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Wali Umat Buddha Indonesia
(Walubi). Pada 21 Maret 2006, Menteri Agama Maftuh Basyuni bersama Menteri Dalam
Negeri Muhammad Ma'ruf menandatangani PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 (Fauzi, dkk.,
2011: 35).

Ada perbedaan yang cukup mendasar antara SKB Dua Menteri No. 01/BER/mdn-
mag/1969 dengan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Jika SKB Dua Menteri No.
01/BER/mdn-mag/1969 mengatur kerukunan umat beragama secara umum, maka PBM No.
9/2006 dan No. 8/2006 lebih detail mengatur kewenangan pemeliharaan kerukunan umat
beragama, mekanisme perijinan rumah ibadah, dan penyelesaian jika terjadi konflik.
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006
terdiri dari 30 pasal yang dibagi dalam 10 bab, yakni: (1) Ketentuan Umum; (2) Tugas
Kepala Daerah; (3) Tugas dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); (4)
Pendirian Rumah Ibadah (5) Rumah Ibadah Sementara; (6) ljin Sementara Pemanfaatan
Gedung; (7) Penyelesaian Perselisihan; (8) Pengawasan dan Pelaporan; (9) Sumber Dana
FKUB; dan (10) Mekanisme Peralihan dan Penutup (Fauzi, dkk., 2011: 36).

Pemeliharaan kerukunan beragama merupakan tanggung jawab bersama antara
pemerintah dan umat beragama. Pemerintah diwakili gubernur atau bupati/walikota untuk
tingkat kabupaten/kota. Sementara aspirasi umat beragama diwakili oleh pemimpin agama
‘resmi’ yang tergabung dalam FKUB. Anggota FKUB berjumlah 21 orang untuk tingkat
provinsi dan 17 orang untuk tingkat kabupaten atau kota. Kuota perwakilan masing-masing
agama berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama masing-masing daerah, minimal
satu agama diwakili oleh satu orang. PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 antara lain mengatur
bahwa pendirian rumah ibadah wajib memenuhi syarat, yaitu (1) Daftar nama dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) 90 orang pengusul rumah ibadah yang disahkan oleh pejabat sesuai
dengan batas wilayah setempat, (2) KTP 60 orang warga setempat yang disahkan oleh
kepala desa atau lurah, (3) Rekomendasi tertulis dari kantor Departemen Agama kabupaten
atau kota setempat, (4) Rekomendasi dari FKUB kabupaten setempat. Rekomendasi tersebut
harus didasarkan pada musyawarah mufakat dan tidak dapat dilakukan dengan voting
(Fauzi, dkk., 2011: 36).

Apabila persyaratan berupa dukungan dari masyarakat sekitar tidak terpenubhi,
pemerintah wajib mencarikan lokasi baru. Menyangkut bangunan lain yang digunakan
sebagai rumah ibadah sementara terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pemerintah
kabupaten atau kota. [jin tersebut dapat keluar jika kantor Departemen Agama dan FKUB
telah mengeluarkan surat rekomendasi. ljin bangunan sebagai rumah ibadah sementara
hanya berlaku sampai dua tahun. Jika terjadi konflik di seputar pendirian rumah ibadah,
maka pertama-tama diselesaikan melalui musyawarah mufakat bersama masyarakat
setempat. Jika tidak tercapai, maka pemerintah kabupaten atau kota wajib memfasilitasi
musyawarah secara adil dan netral. Manakala mediasi pemerintah kabupaten atau kota
menemui jalan buntu, penyelesaian akhir ditetapkan melalui pengadilan setempat (Fauzi,
dkk., 2011: 36).
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Mengenali Lokus Diskriminasi dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006

Sejak diundangkan pada 21 Maret 2006, PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 diangggap oleh
sejumlah pihak memiliki banyak kelemahan dan celah diskriminasi. Celah diskriminasi
terlihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan IMB. Fakta
ini misalnya dapat ditilik dari salah seorang calon kepala daerah di Bogor yang dalam
kampanyenya menjanjikan untuk tidak mengeluarkan IMB bagi agama tertentu. Politisasi
bentuk lainnya adalah manakala eksekutif daerah berasal dari partai bercorak Islamis yang
memanfaatkannya untuk menerapkan agenda Islamis di daerahnya. Di antaranya adalah
menghentikan laju pertumbuhan rumah ibadah non-Islam. Kewenangan rekomendasi di
tangan pemerintah daerah tanpa adanya kontrol ketat dari legislatif dan masyarakat sipil
amat rentan melahirkan kebijakan yang diskriminatif.

Kedua, keanggotaan FKUB yang didasarkan pada representasi pemeluk agama.
Artinya, semakin banyak suatu agama memiliki pemeluk di suatu daerah, maka semakin
besar pula jumlah keanggotaannya di FKUB. Di level pengambilan keputusan, kendatipun
dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 disebutkan bahwa keputusan FKUB didasarkan atas
musyawarah mufakat, namun dalam realitasnya keputusan FKUB seringkali diambil melalui
voting. Hal ini tentu saja merugikan agama minoritas yang hanya bisa menempatkan sedikit
wakilnya di FKUB. Ketentuan representasi juga menimbulkan masalah bagi agama-agama
yang memiliki banyak denominasi.

Ketiga, persyaratan dukungan masyarakat yang berwujud 60 KTP berpotensi
menimbulkan diskriminasi. Di suatu wilayah yang masyarakatnya toleran, persyaratan
tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di daerah yang memiliki sikap toleransi
yang rendah pastinya akan menghambat pendirian rumah ibadah. Selain itu, persyaratan
dukungan masyarakat juga rawan dijadikan lahan bisnis. Dalam beberapa kasus,
persyaratan dukungan masyarakat ini menjadi celah kelompok tertentu untuk mendapatkan
uang. Artinya, kelompok tertentu menjanjikan dukungan dari masyarakat jika panitia
pembangunan rumah ibadah membayar sejumlah uang. Jika tidak dipenuhi, maka
pembangunan akan dihambat dan bahkan dukungan yang telah terkumpul akan
dipermasalahkan. Bagi panitia pembangunan rumah ibadah yang memiliki dana lebih,
situasi ini tidak menjadi masalah. Namun bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya
finansial yang besar, persyaratan dukungan masyarakat tersebut acapkali menjadi masalah
(Fauzi, dkk., 2011: 37-38).

Implikasi Pemberlakuan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 bagi Kebebasan Beribadah
di Indonesia

Selain memiliki celah diskriminasi, diberlakukannnya PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006
berimplikasi negatif terhadap kebebasan beribadah di Indonesia yakni terenggutnya hak-
hak umat beragama untuk beribadah. Menurut hemat penulis, ada dua implikasi negatif
diberlakukannya PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006:

1. Bagi (Pemeluk) Agama Minoritas

Kehadiran PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 sejatinya menyulitkan agama minoritas untuk
mendirikan rumah ibadah. Betapa tidak, bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan

rekomendasi dari masyarakat sekitar berupa 60 KTP sebagaimana diamanatkan dalam PBM
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No. 9/2006 dan No. 8/2006. Sebagaimana telah disinggung di atas, di suatu wilayah yang
masyarakatnya toleran persyaratan tersebut tentu saja tidak menjadi masalah, namun di
daerah yang memiliki sikap toleransi yang rendah tentu saja akan menghambat pendirian
rumah ibadah. Apalagi menurut survei Lembaga Survei Indonesia (LSI)-Lazuardi Birru pada
2010, mayoritas Muslim di Indonesia pada umumnya tidak toleran terkait pendirian rumah
ibadah. Sebanyak 64,9% umat Islam keberatan bila di daerahnya dibangun rumah ibadah
agama lain. Sementara menurut survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 2010,
sebagian besar umat beragama (42,8%) kurang bisa menerima apabila ada yang mendirikan
tempat ibadah di lingkungan mereka (Lingkaran Survei Indonesia, 2010: 14).

PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 ini nyatanya tidak saja akan menyulitkan bagi
pemeluk agama-agama minoritas non-Islam untuk mendirikan rumah ibadah, namun juga
menyulitkan pemeluk agama Islam di daerah-daerah minoritas Islam seperti di Indonesia
bagian Timur. Realitas tersebut sesungguhnya telah disadari oleh pemerintah. Hal ini dapat
ditengok dari pernyataan Mantan Menteri Agama, Muhammad Maftuh Basyuni yang
memaparkan bahwa umat Muslim di Indonesia bagian Timur seperti di Papua dan Nusa
Tenggara Timur (NTT) mengalami kesulitan dalam mendirikan masjid (Suara Merdeka, 23
Maret 2006).

Sulitnya mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas diperparah lagi
dengan adanya aturan dalam PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 yang mengharuskan pemeluk
agama yang hendak mendirikan rumah ibadah untuk meminta rekomendasi dari FKUB.
Sebagaimana disinggung di awal, komposisi keanggotaan FKUB yang didasarkan pada
representasi jumlah pemeluk agama kerap merugikan kelompok agama minoritas. Semakin
sedikit jumlah penduduk agama di suatu daerah, maka semakin sedikit pula peluang
mendudukkan wakilnya di FKUB. Bahkan bila suatu agama hanya memiliki segelintir
pemeluk bisa saja agama tersebut tidak memiliki wakil di FKUB. Karena itu, tepat bila Moch.
Nur Ichwan menyebutkan bahwa FKUB sama dan bahkan lebih “elitis” ketimbang lembaga-
lembaga serupa yang dibentuk pada masa Orde Baru. Paradigma yang digunakan oleh FKUB
pun bersifat “politis” dan lebih menyuburkan penegasan identitas masing-masing
“perwakilan” agama (Ichwan, 2011: 11).

Kritik terhadap FKUB yang tidak kalah pedas juga dilontarkan Ahmad Suaedy. Di
matanya, FKUB yang berada di bawah pemerintah daerah Tingkat I dan II dan keputusannya
di bawah kontrol Kepala Daerah secara langsung bisa dikatakan bersifat represif. Ia lebih
lanjut mengkritik berbagai fungsi FKUB yang kerap merugikan kelompok agama minoritas
yang justru bertentangan dengan misi FKUB itu sendiri yaitu mencari penyelesaian damai
dan adil dalam berbagai sengketa. Pertimbangan FKUB tentang isu kerukunan kepada
Kepala Daerah menurutnya juga sering di-by pass oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan
politiknya. Di samping itu, ia mengkritik rekrutmen anggota FKUB yang didasarkan pada
besarnya populasi kepemelukan agama tanpa melalui pemilihan dan juga bukan atas
pertimbangan profesionalitas dan kapabilitas. Dalam jangka tertentu hal tersebut akan
membahayakan lantaran akan selalu berorientasi pada kepentingan mayoritas (Suaedy,
2010: 2-3).

Susahnya mendirikan rumah ibadah bagi pemeluk agama minoritas tidak semata-
mata terkait soal perijinan saja. Buktinya, meski pun mereka telah mengantongi ijin dari
pihak-pihak yang berwenang, namun dalam praktiknya mereka banyak yang mengalami
kesulitan dalam mendirikan rumah ibadah. Contoh ini dapat ditengok dalam kasus

pencabutan IMB Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa
222



Prosiding Konferensi dan Dialog Nasional Negara Hukum Pembahasan Makalah Panel 2

Barat oleh Walikota Depok, Nurmahmudi Ismail. Ironisnya, argumentasi yang mendasari
dicabutkannya IMB adalah bahwa Gereja HKBP Pangkalan Jati Gandul dianggap meresahkan
masyarakat (Khalikin, 2010: 190-211).

Di samping itu, banyak pula umat beragama yang telah mengajukan ijin pendirian
rumah ibadah, namun tak kunjung keluar. Padahal, mereka telah memenuhi seluruh
persyaratan yang diminta PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Terkait hal ini, ada beberapa
kasus yang bisa disuguhkan semisal kasus Gereja Santo Johannes Baptista Parung, Bogor,
yang telah mengajukan ijin sejak 2007 dan Gereja HKBP Pondok Timur Indah, Mustika Jaya,
Bekasi, Jawa Barat yang telah mengajukan ijin sejak 1995. Lantaran sulit mendapatkan ijin
pendirian rumah ibadah, barangkali dapat dipahami manakala umat Kristiani terpaksa
menggunakan rumah tinggal mereka sebagai rumah ibadah.

2. Bagi Agama Berdenominasi Banyak

Kehadiran PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 sesungguhnya telah menutup mata terhadap
realitas pluralisme beragama. Regulasi ini tidak memberikan ruang bagi keberagaman
denominasi di beberapa agama. Regulasi ini mengabaikan denominasi yang terdapat dalam
sejumlah agama. Sebut saja misalnya agama Kristen Protestan yang memiliki banyak sekte
seperti Lutheran, Calvinis, Baptis, Methodis, Pentakostal, Kharismatik, Injili (Evangelical),
Adventis, dan Saksi Yehova. Setiap sekte terdiri atas gereja-gereja yang dalam beberapa hal
berbeda, sehingga tidak bisa disatukan.

Gereja-gereja tersebut antara lain Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Gereja
Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB), Gereja Kristen
Indonesia (GKI), Gereja Kristen Jawa (GK]), Gereja Injil di Tanah Jawa (GIT]), Gereja Kristen
Jawi Wetan (GKJW), Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB), Gereja Kristen Sumba (GKS),
Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Gereja Toraja, Gereja Toraja Mamasa (GTM), Gereja
Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA), Persekutuan Gereja-gereja Baptis Irian Jaya
(PGBIJ), Gabungan Gereja Baptis Indonesia (GBI), Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia
(GPIBI), Kerapatan Gereja Baptis Indonesia (KGBI), Gereja Baptis Independent di Indonesia
(GBII), Sinode Gereja Kristen Baptis, Gereja Isa Al-masih (GIA), Gereja Gerakan Pentakosta
(GGP), Gereja Bethel di Indonesia (GBI), Gereja Tuhan di Indonesia (GTdI), Gereja
Kharismatik, dan Gereja Advent. Karena itu, mereka tidak mungkin dan tidak bisa dipaksa
untuk beribadah dalam satu gereja.

Pemerintah seharusnya memahami keragaman dan perbedaan teologis yang
terdapat dalam internal agama-agama. Pemerintah harus mengakomodasi dan memfasilitasi
manakala pemeluk agama dari agama berdenominasi banyak yang hendak mendirikan
rumah ibadah, bukan malah membatasi dan menghalang-halanginya. Namun, alih-alih
mengakomodasi dan memfasilitasi pendirian rumah ibadah, pemerintah justru menyalahkan
kelompok-kelompok agama dari agama berdenominasi banyak (seperti Kristen Protestan)
yang ingin mendirikan rumah ibadah. Fakta ini antara lain dapat disimak dari pernyataan
Saeroji, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, yang menghimbau supaya
umat Kristen Protestan beribadah bersama dalam satu gereja. Alasannya, supaya tidak
menimbulkan konflik di tengah masyarakat terkait pendirian rumah ibadah (Republika, 24
September 2010).
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PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
(HAM)

Menurut Testriono (2012), peneliti Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, pengaturan pendirian rumah ibadah melalui PBM No. 9/2006
dan No. 8/2006 merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Apalagi jika kehadirannya
dimaksudkan untuk membangun Kkerukunan antarumat beragama. Namun sayangnya,
regulasi tersebut terjebak pada tendensi diskriminasi, sehingga banyak kalangan agama
minoritas menilai kehadiran regulasi tersebut lebih menguntungkan mayoritas Muslim.
Padahal, sebuah regulasi pada dasarnya dibuat untuk menciptakan keadilan dan melindungi
seluruh masyarakat, termasuk kelompok agama minoritas. Keberadaan regulasi mestinya
tidak boleh mendiskriminasikan suatu kelompok (agama) tertentu. Sebab, setiap orang atau
kelompok (agama) bebas dari setiap perlakuan diskriminatif dan berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan diskriminatif (Lihat UUD Tahun 1945 Pasal 281 ayat 2).

Pendapat Testriono tersebut tepat dan beralasan. Pasalnya, pengaturan pendirian
rumah ibadah di Indonesia melalui PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam praktiknya
banyak dilakukan dengan cara-cara yang diskriminatif dan acapkali memihak kelompok
mayoritas (Islam). Wajar bila banyak kalangan non-Muslim menilai bahwa PBM No. 9/2006
dan No. 8/2006 hanya berlaku bagi kelompok agama minoritas saja. Tidak sedikit kelompok
minoritas agama yang menganggap bahwa kehadiran regulasi tersebut justru menjadi
penghalang bagi mereka dalam beribadah.

Testriono lebih lanjut menuturkan bahwa mengguritanya konflik pendirian rumah
ibadah seharusnya dapat menyadarkan pemerintah dan menjadikannya sebagai momentum
untuk merevisi PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Fakta bahwa keberadaan regulasi tersebut
menjadi salah satu faktor yang memicu berbagai konflik pendirian rumah ibadah harus
disadari oleh pemerintah. Evaluasi atas kehidupan keberagamaan selama empat tahun
terakhir merupakan cara paling tepat untuk menilai apakah regulasi tersebut berkontribusi
atau malah kontraproduktif bagi kerukunan hidup umat beragama (Testrino, 2012).

Menyimak data akan banyaknya konflik di seputar pendirian rumah ibadah
belakangan ini jelaslah bahwa kehadiran PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 kontraproduktif
bagi kerukunan hidup beragama dan HAM. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah
untuk tidak segera mengevaluasi keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006. Jika tidak
segera dievaluasi, maka keberadaan regulasi tersebut akan selamanya memasung hak asasi
umat beragama dalam mendirikan rumah ibadah. Padahal, hak untuk mendirikan rumah
ibadah merupakan hak asasi umat beragama (religious human right) yang dijamin oleh
konstitusi, regulasi negara, dan sejumlah instrumen hukum internasional yang telah
diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Jaminan konstitusional ini antara lain dapat ditilik dalam UUD Tahun 1945 Pasal 28E
ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 22 Undang-Undang (UU) Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan serupa juga dapat ditemukan pada
beberapa hukum internasional yang telah diratifikasi pemerintah seperti Pasal 18
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR/Kovenan Internasional Hak-Hak
Sipil dan Politik), Pasal 18 Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak
Asasi Manusia), dan Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan
Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All
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Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief) yang dicetuskan
melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981.

Hak mendirikan rumah ibadah merupakan bagian dari kebebasan memanifestasikan
agama/kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam Paragraf 4 Komentar Umum Nomor 22 atas
Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005) yang menyebutkan
bahwa makna ibadah terdiri dari ritual dan upacara keagamaan yang merupakan ekspresi
langsung dari ajaran agama/kepercayaan, juga berbagai jenis kegiatan keagamaan yang
terintegral dengan kegiatan ritual keagamaan dan lain-lain seperti bangunan rumah ibadah,
penggunaan dan pemasangan objek/simbol keagamaan, menjalankan libur/hari keagamaan
(Aminah dan Sihombing, 2010: 5). Hak mendirikan rumah ibadah sejatinya tidak dapat
dipisahkan dari hak untuk beribadah. Pendapat ini dikemukakan oleh Paul M. Taylor (2005:
242) yang menyebutkan bahwa hak untuk beribadah mencakup dua hal, yaitu hak
mendirikan rumah ibadah (to establish) dan hak untuk menjalankan atau menjaga rumah
ibadah tersebut (to maintain).

Berdasarkan instrumen-instrumen hukum di atas (baca: konstitusi dan berbagai
regulasi nasional/internasional) dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan bagi siapa pun,
termasuk negara untuk melarang umat beragama mendirikan rumah ibadah. Sebaliknya,
negara wajib memenuhi, memfasilitasi, dan memproteksi warga negaranya yang hendak
mendirikan rumah ibadah. Terkait hal ini, M. Amin Abdullah (2011: 14-15) menyatakan
bahwa sebagai negara anggota PBB dan telah banyak meratifikasi produk undang-undang
yang dideklarasikan oleh badan dunia tersebut, Indonesia wajib melaksanakan seluruh
ketentuan yang terdapat dalam produk undang-undang yang telah diratifikasinya tersebut.
Hal ini mengandung pengertian bahwa negara berkewajiban untuk menjamin, menghormati,
dan melindungi hak-hak asasi warga negaranya, tak terkecuali hak untuk mendirikan rumah
ibadah.

Meskipun demikian, negara diperbolehkan untuk melakukan pembatasan terhadap
kebebasan mendirikan rumah ibadah. Pembatasan tersebut hanya dapat dibenarkan melalui
aturan hukum dan dengan alasan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum,
kesehatan publik, atau moral publik, atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang-orang
lain. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sipil dan
Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005). Pernyataan yang kurang lebih sama juga dapat dilihat
dalam Pasal 28] UUD Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pembatasan terhadap
manifestasi beragama hanya dapat dilakukan melalui undang-undang dalam rangka
melindungi keamanan dan ketertiban umum, moral, nilai-nilai agama, dan untuk
menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Pembatasan -atau lebih tepatnya pengaturan— terhadap rumah ibadah
diperbolehkan lantaran mendirikan rumah ibadah merupakan manifestasi agama yang
masuk dalam kategori forum externum (kebebasan eksternal). Dalam ranah forum externum,
negara diperbolehkan melakukan pembatasan kebebasan beragama/berkeyakinan -
termasuk pembatasan kebebasan mendirikan rumah ibadah— dengan pertimbangan yang
sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Pembatasan (pengaturan) tidak boleh diterapkan
untuk tujuan-tujuan yang diskriminatif atau diterapkan dengan cara yang diskriminatif.
Konsep moral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-hak Sipil
dan Politik (UU Nomor 12 Tahun 2005) dan Pasal 28] UUD Tahun 1945 harus berasal dari
banyak tradisi sosial, filsafat, dan agama (The Wahid Institute, 2010: 19). Pembatasan
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(pengaturan) pendirian rumah ibadah sudah semestinya didasarkan pada prinsip-prinsip
moral yang diambil dari semua agama.

Pemerintah dalam merumuskan dan membuat regulasi pendirian rumah ibadah
seharusnya tidak lagi berorientasi pada kepentingan kelompok agama mayoritas, namun
harus berorientasi pada kepentingan semua kelompok agama. Dengan demikian, regulasi
pendirian rumah ibadah nantinya tidak ada lagi celah diskriminasi dan tidak dianggap hanya
merepresentasikan kepentingan kelompok agama tertentu. Karenanya, pemerintah harus
melibatkan seluruh agama dan meninggalkan politik representasi-konfesialisasi. Regulasi
pendirian rumah ibadah harus berpatokan pada etika, nilai-nilai kemanusiaan, dan hak asasi
manusia. Dengan demikian, akan tercipta sebuah regulasi pendirian rumah ibadah yang
netral, non-diskriminatif, dan memenuhi rasa keadilan seluruh pemeluk agama.

Penutup

Keberadaan PBM No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam realitasnya acapkali menjadi sumber
konflik pendirian rumah ibadah. Regulasi yang sarat dengan potensi diskriminasi ini kerap
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama radikal untuk memberangus hak kebebasan
mendirikan rumah ibadah. Karenanya, pemerintah bersama para pemangku kepentingan
(stakeholders) hendaknya segera merumuskan regulasi pendirian rumah ibadah yang
humanis, berkeadilan, dan non-diskriminatif.

Lebih dari itu, pemerintah juga mesti netral dalam menangani konflik pendirian
rumah ibadah. Pemerintah harus berani menindak dengan tegas kelompok-kelompok agama
radikal yang dengan sewenang-wenang melakukan perusakan dan penutupan terhadap
rumah ibadah. Ketidaktegasan pemerintah akan menjadi pintu masuk dan legitimasi bagi
kelompok-kelompok agama garis keras untuk senantiasa memperagakan kekerasan
terhadap kelompok-kelompok agama lain. Dalam konteks inilah penegakan supremasi
hukum menjadi keniscayaan. Tanpa adanya penegakan supremasi hukum, konflik pendirian
rumah ibadah (dan konflik-konflik lainnya) akan terus berulang di negeri multireligi ini.
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Tidak Ada Hukum(An)
bagi Pelanggar(An) HAM Di Timor-Leste?
Perspektif Sejarah Dan Ingatan

Dedy Kristanto

Herminia Mendes begitu dia sering dipanggil. Dia adalah salah satu penyintas tragedi
di Gereja Liquica pada 6 April 1999 di Timor-Leste. Dalam laporan Chega!, tuturan
narasinya tentang tragedi tersebut dituliskan dengan lengkap dan dramatis. Waktu
itu di Timor-Leste menunjuk pukul 9 pagi. Eurico Guteres dan anak buahnya
mendatangi kantor Gereja di Liquica. Mereka kemudian melakukan pembicaraan
dengan Padre Rafael dan Padre José. Menurut kesaksian Mendes, diperoleh
kesepakatan dengan para pengungsi bahwa Eurico Guterres akan mengajukan
sebuah permintaan kepada Bupati Leoneto Martins. Para milisi itu mengatakan
bahwa mereka akan membiarkan warga untuk pulang ke rumah dengan aman jika
Bupati Leoneto memenuhi tuntutan mereka. Namun, pertemuan Eurico dengan
Leoneto tidak menghasilkan jaminan tersebut.

Dan setelahnya, Brimob tiba di lokasi. Seolah-olah Brimob akan
menyelamatkan para pengungsi yang berada di Gereja Liquica. Namun pada
kenyataannya, Brimoblah yang terlebih dahulu melakukan penembakan. Sekitar jam
satu siang, Milisi Besi Merah Putih, polisi dan militer mengepung dan akan
menyerang gereja. Polisi dan militer melepaskan tembakan ke udara untuk
memberikan sinyal agar milisi menyerang gereja. Setelahnya, mereka mulai
menembaki orang-orang yang berada di dalam dan sekitar gereja. Dengan
menggunakan topeng, para milisi, polisi dan militer melakukan penyerangan dengan
menggunakan kapak, pedang, pisau, bom, dan senjata api. Felix, kakak laki-laki
Herminia Mendes, ditembak oleh polisi. Saudara sepupunya, Domingos dan Emilio
dibacok oleh milisi beserta seorang bayi umur 8 bulan. (CAVR, Chega!/, Volume II,
2010:1176).

Narasi Herminia Mendes merupakan salah satu narasi dari ribuan narasi yang
mengungkap brutalnya kekerasan yang dilakukan oleh milisi dan aparatur (militer)
negara Indonesia yang terjadi di Timor Leste. Narasi yang sama bisa kita temukan
dan baca dalam laporan CAVR (Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconcilicao de
Timor-Leste/Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi Timor-Leste). Laporan
Chega! menjadi signifiant yang sangat kuat dan penting bagi pengungkapan
kebenaran bagaimana aparat (militer) negara Indonesia bersama dengan milisi
melakukan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste. Namun,
kebenaran yang sudah terang benderang terungkap di depan mata, belum tentu bisa
menjadi dasar untuk menuntut hukum(an) dan tanggung jawab aparat (militer)
negara yang terlibat dalam peristiwa pembantaian tersebut. Dalam konteks tersebut,
epistemologis-kebenaran menjadi hancur lebur dan ontologi-rasa keadilan tidak
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pernah terwujud dalam ruang dan ingatan publik. Mengapa bisa terjadi demikian?
Karena hukum tidak berjalan dan seandainya hukum pernah dicoba untuk
dijalankan, hal itu tidak lebih sebagai jalan untuk melanggengkan impunitas.

A. KKP HAM dan “Teater Keadilan”

Lumpuhnya penegakan hukum sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan
dan tradisi sistematis penggelapan fakta dan bukti yang dilakukan oleh rezim
otoriter-totaliter Orde Baru. Tindakan itu terus dilakukan sebagai cara untuk
menutupi semua warisan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan selama rezim
tersebut berkuasa. Karenanya, saat sejarah (historiografi) selalu ditekuk dan
dipelintir untuk kepentingan rezim berkuasa, biasanya juga terjadi banyak hambatan
dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan. Pilihannya akan jatuh
pada kompromi politik. Sikap ini merupakan cara paling populer untuk menghindar
dari persoalan dasar dan sama sekali bukan penyelesaian terhadap warisan
kekerasan, pelanggaran HAM dan kejahatan masa lalu.

Priscilla B. Hayner mengatakan bahwa hukum (proses peradilan dan
pengadilan) seringkali tidak mampu menyelesaikan secara tuntas dan memuaskan
dalam mencari solusi terhadap kekerasan yang berakibat pada pelanggaran HAM
dan kejahatan masa lalu warisan rezim totaliter-otoriter dan perang saudara.
Demikian tulisnya,

“Dunia  kini tampaknya menghadapi masalah keadilan dan
pertanggungjawaban secara terus-menerus, baik setelah akhir rezim
militer atau pemerintahan represif, atau setelah perang saudara. Telah
menjadi jelas bahwa terdapat sejumlah besar hal yang timbul dari kondisi-
kondisi tersebut yang tidak bisa diselesaikan secara memuaskan oleh
pengadilan - bahkan bila badan peradilan bekerja dengan baik, dan tidak
ada batasan dalam menghukum para pelaku kejahatan, yang jarang
ditemui. Banyak pendekatan alternatif dan komplementer mengenai
pertanggungjawaban secara perlahan-lahan dikembangkan. Kebutuhan
konkret para korban dan komunitas yang dirusakkan oleh kekerasan tidak
dapat diselesaikan dengan penuntutan, selain memberikan sedikit kelegaan
bila para pelaku tersebut dibuktikan bersalah. Kondisi-kondisi institusional
atau kemasyarakatan yang memungkinkan kekerasan besar-besaran
untuk terjadi - struktur militer, peradilan atau perundang-undangan yang
seharusnya membatasi tindakan pejabat, misalnya - bisa tidak berubah
meskipun pemerintahan berganti menjadi lebih demokratis dan kurang
menindas. Banyak pertanyaan tetap tidak terjawab, tentang apa yang
terjadi pada masa penindasan, dan ketegangan antar-komunitas tetap ada,
malah semakin parah, jika diabaikan begitu saja.” (Hayner, 2005 : 22).
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Refleksi Hayner tersebut sangat relevan dengan kenyataan yang terjadi di
Indonesia. KontraS dan ICT] (International Center for Transitional Justice)
mengeluarkan laporan evaluasi terkini bagaimana kegagalan Indonesia dalam
menyelesaikan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di masa lalu, termasuk
dalam kasus tragedi kemanusiaan di Timor-Leste. Dalam laporan yang diberi
judul“Keluar Jalur/Derailed” tersebut ada bagian penting yang menyoroti hasil kerja
Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) HAM antara Indonesia dan Timor-Leste.
Demikian dituliskan dalam laporan tersebut:

“Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang merupakan komisi
bilateral Indonesia dan Timor-Leste untuk pelanggaran HAM di Timor
Timur tahun 1999, menggelar sejumlah dengar pendapat publik (public
hearing) yang bermasalah karena orang yang diduga sebagai pelaku
kekerasan diberi peluang untuk menghadirkan versi berbeda yang tak
terbantahkan dihadapan media nasional. Meski begitu, Komisi ini
menemukan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk
pembunuhan, perkosaan, dan penyiksaan memang dilakukan oleh
kelompok milisi dengan dukungan dan keterlibatan militer, polisi dan
otoritas sipil Indonesia. Diterimanya laporan Komisi ini oleh Presiden dari
kedua negara menunjukkan pergeseran dramatis sikap pemerintah
Indonesia yang sebelumnya menyangkal tanggung jawab atas kekerasan di
Timor Timur. Namun, penerimaan laporan tersebut diduga bukan
dilakukan sebagai upaya positif menuju pertanggungjawaban atas
kejahatan yang terjadi, tapi lebih sebagai perjanjian ‘bawah tangan’ untuk
menutup pintu keadilan atas kekerasan di Timor Timur. Sehingga
mengabaikan hak-hak korban sebagaimana dijamin dalam hukum
internasional.” (ICT] (International Center for Transitional Justice) dan
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan),
Maret 2001: 3).

Masih dalam konteks yang sama, Suparman Marzuki dalam penelitiannya
menegaskan bahwa KKP HAM antara Indonesia dan Timor-Leste mengalami
kerancuan dan cacat sejak penyusunan Kerangka Acuan (TOR). Kelemahan
mendasar dari KKP HAM yang mendapat kritik tajam, yaitu: (a) tidak membedakan
antara kategori pelaku dan kejahatan yang tingkatannya berbeda; (b) diberikannya
kewenangan untuk merekomendasikan amnesti, tetapi dibatasinya mekanisme
akuntabilitas dan tidak disebutnya reparasi; (c) diberikannya akses bagi Komisi
terhadap bukti-bukti rahasia (confidential evidence) yang dikumpulkan melalui
mekanisme keadilan transisi sebelumnya; (d) keprihatinan berkaitan kemandirian
Komisi dari pemerintah Timor-Leste dan Indonesia; dan (e) lemahnya konsultasi
publik yang dilakukan dalam pembuatan TOR, serta kurangnya dukungan publik di
Timor-Leste terhadap proses KKP. (Marzuki, 2012: 197).
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Pembentukan KKP HAM, semula ada niatan baik untuk memperbaiki
kegagalan Pengadilan HAM ad hoc kasus Timor-Leste yang sangat mengusik rasa
keadilan rakyat Timor-Leste. Namun dengan tidak dibukanya peluang bagi tuntutan
hukum(an) dan pertanggungjawaban bagi para pelaku pelanggar(an) HAM dan
kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste, maka KKP HAM tidak lebihnya sebuah
panggung teatrikal. Pertunjukkan yang akhir ceritanya sudah bisa ditebak yaitu
membebaskan para pelaku pelanggar(an) HAM dan kejahatan kemanusiaan di
Timor-Leste bebas dari jerat hukum(an) dan tanggung jawabnya sebagai individu.
Selain itu, ada gagasan dasar yang sangat mengganggu akal sehat kemanusiaan
berkaitan dengan pembentukan KKP HAM. Di dalam TOR awal dikatakan bahwa
pengadilan akan melukai usaha rekonsiliasi dan persahabatan antara Timor-Leset
dan Indonesia. Maka dengan demikian, KKP HAM sebenarnya tak ubahnya sebuah
kedok untuk memberikan impunitas kepada para pelaku pelanggar(an) HAM dan
kejahatan kemanusiaan berat di Timor-Leste dalam skenario besar yang sangat
indah: rekonsiliasi dan persahabatan.

Tidak adanya rumusan yang detail dan lengkap dalam kerangka acuan KKP
HAM untuk menyelidiki pelaku pelanggar(an) HAM dan kejahatan kemanusiaan
sampai dalam wilayah kewenangan hukum jelas merupakan usaha sistematis dari
Komisi ini untuk segera mengubur persoalan HAM dan kejahatan kemanusiaan masa
lalu di Timor-Leste. Dan yang paling menyedihkan sejak awal KKP HAM dengan
sengaja melupakan keberadaan para korban dan penyintas. Kelompok ini tentu saja
menuntut agar “kebenaran dan keadilan” bisa benar-benar disambungkan antara
“logika dan perasaan”. Namun, pada praktinya, mereka harus menerima kenyataan
betapa hukum benar-benar lumpuh. Mengapa hukum menjadi lumpuh? Karena
rezim (militer) Orde Baru berhasil dengan gemilang melakukan pembangunan
(kekerasan) di Timor-Leste. Sebagai fakta sejarah yang tidak terbantahkan, selama
24 tahun rezim (milter) Orde Baru membangun “fisik” Timor-Leste, namun sekaligus
juga merusak dan menghancurkan kehidupan “psikis”-nya selama 24 tahun invasi di
wilayah tersebut. Dan penghancuran “psikis” rakyat Timor-Leste memuncak saat
terjadi proses alih kekuasaan pada tahun 1999.

Joseph Nevins menggambarkan bagaimana kekerasan diwujudkan sebagai
ungkapan sifat kekanak-kanakan rezim (militer) Orde Baru. Legalisasi kekerasan
dalam proses alih kekuasaan di Timor-Leste benar-benar telah membuat hukum
lumpuh. Demikian tulisnya:

Jose Ramos-Horta sebelumnya memandang teror itu sebagai pelaksanaan
dari ancaman lama pihak Indonesia, “Sebelum penarikan [Indonesia]
mereka mau menimbulkan kehancuran luas dan destabilisasi seperti yang
mereka janjikan”, jelasnya pada 2 Februari 1999. “Kami terus-menerus
mendengarnya selama bertahun-tahun dari tentara Indonesia di Timor
Timur. Mereka mengatakan kepada rakyat kami bahwa jika suatu hari
mereka harus pergi mereka akan menghancurkan seluruh Timor Timur.”
(Nevins, 2008: 112-113).
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Teror dan ancaman tersebut sungguh direalisasikan oleh (militer) Indonesia.
Kebrutalan dan kekerasan aparat (militer) negara Indonesia secara leluasa
dilakukan karena mendapat legalitas dalam ingatan sejarah. Legalitas aparat
(militer) negara Indonesia untuk melakukan kekerasan di Timor-Leste belum pernah
mendapat counter-memory yang menyatakan bahwa tindakan itu adalah salah dan
secara moral Kkeliru. Maka dari itu, adanya data, bukti, dan fakta yang cukup kuat
untuk mengungkapkan kebenaran, ternyata masih berujung pada kenyataan negatif
pada usaha untuk menuntut keadilan yang dikehendaki para korban. Dalilnya pun
akan berbunyi demikian: pengungkapan kebenaran ternyata tidak secara niscaya
diikuti oleh perwujudan keadilan. Karena itu, pembentukan KKP HAM antara
Indonesia dan Timor-Leste semakin menegaskan bahwa Komisi ini dibentuk sebagai
usaha “pura-pura” untuk mewujudkan keadilan bagi para korban. Maka, Komisi ini
bukan tempat untuk menjawab keadilan, namun lebih ruang untuk meremukkan
konsep keadilan itu sendiri.

Dari kenyataan ini, penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan
kemanusiaan berat masa lalu harus bisa melampuai ruang pengadilan. Seperti
dikatakan oleh Catherine M. Cole demikian,

“When addressing crimes against humanity, the law is often called upon (a)
to place those crimes into the public record; (b) to convey to the public both
the documentary facts of what happened and the historical context of those
crimes, and finally (c) to perform the restoration of the rule of law.” (Cole,
2007:169).

Selain itu, kita bisa berkaca dari proses pengadilan Nuremberg, ruang
pengadilan atas kasus kejahatan kemanusiaan (Holocaust) di Jerman. Pengadilan ini
juga merepresentasikan apa yang disebut dengan panggung teater. Lawrence
Douglas menuliskannya demikian:

“The trial was understood as an exercise in the reconstitution of the law, an
act staged not simply to punish extremes crimes but to demonstrate visibly
the power of the law to submit the most horrific outrages to its sober
mistrations. In this regard, the trial was to serve as a spectacle of legality,
making visible both the crimes of the Germans and the sweeping neutral
authority of the rule of law.” (Cole, 2007: 169).

Douglas menggunakan terminologi yang persis sama seperti dalam bahasa
panggung atau teater yaitu “act”, “stage” dan “spectacle”. Penggunaan bahasa itu
bukanlah sebuah kesengajaan dan kebetulan. Memang demikianlah apa yang juga
kita saksikan dalam pembentukan berbagai Komisi dan pengadilan untuk
menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dan kejahatan masa lalu. Tidak jauh
bersingsut dari tampilan teatrikal, KKP HAM juga telah mempertontonkan secara

sempurna dan sangat menawan akhir sebuah cerita dari remuknya keadilan bagi
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para korban dalam judul besar rekonsiliasi dan persahabatan. Dalam panggung KKP
HAM, kita bisa melihat bagaimana “act” diperankan dengan sangat baik oleh para
pemimpin kedua negara, baik oleh Xanana Gusmao sebagai presiden Timor-Leste
dan Megawati Soekarno Putri sebagai presiden Indonesia. Sebuah “stage” yang
meyakinkan untuk memberikan amnesti tanpa akuntalibilas kepada para pelaku
dilakoni dengan sangat bagus juga oleh Marty Natalegawa sebagai juru bicara
Departemen Luar Negeri (Deplu). Dia mengatakan bahwa penyelesaian masa lalu
antara Indonesia dan Timor-Leste, termasuk dalam proses pelanggaran HAM yang
berat, hanya akan menggunakan KKP, dan komisi ini dibentuk untuk mendapatkan
kebenaran sekaligus mendorong rekonsiliasi antara rakyat dan pemerintah kedua
negara. Maka Komisi menampik kehadiran Komisi Ahli (Commission of Experts) dari
PBB untuk mengawasi kinerja KKP HAM (Marzuki, 2012:196).

KKP HAM yang semula dibentuk untuk memperbaiki kegagalan Pengadilan
HAM ad hoc akhirnya berhasil membuat “spectacle” yang sangat dramatis tentang
usaha tersebut. Akhir ceritanya berhasil membuat para penonton terperangah yaitu
tidak ada satu pun para pelaku pelanggar(an) HAM dan kejahatan kemanusiaan di
Timor-Leste mendapat hukuman. Dalam kasus pelanggar(an) HAM dan kejahatan
kemanusiaan di Timor-Leste hanya dua orang yang dihukum yaitu Abilio Soares
dijatuhi hukum 3 tahun, namun dalam tingkat PK bebas dan Eurico Gutteres dijatuhi
hukuman 10 tahun dan dalam tingkat PK juga bebas. Tokoh lain yang dimainkan
dalam teater tersebut, seperti Timbul Silaen, Endar P, Adam Damiri, S. Suratman, M.
Noer Muis, Yayat Sudrajat, Hulman Gultom, Sodjarwo, Herman Sedyono, Lilik
Koeshardianto, Gatot Subiaktoro, Syamsudin, Sugito, Asep Kuswani, Adios Salova,
Leoneto Martins, akhirnya divonis bebas. Fakta ini menjadi signifiant yang sangat
keras bahwa proses pengadilan bagi kejahatan kemanusiaan sebenarnya tidak lebih
dari sebuah teater keadilan. Hal ini menegaskan kembali apa yang dituliskan oleh
Hannah Arendt saat dia merefleksikan proses pengadilan Adolf Eichman. Demikian
katanya, “It was precisely the play aspect of the trial that collapsed under the weight of
the hair-raising atrocities.” (Cole, 2007: 169).

Menggunakan apa yang digagas oleh Arendt, proses peradilan di ruang
pengadilan bagi kejahatan kemanusiaan di Timo-Leste berakhir bagaikan dalam
sebuah panggung teater. Panggung itu menampilkan permainan yang sangat buruk
bagi para korban dan pencari keadilan, namun akan memberikan sebuah “happy
ending” bagi para pelaku. Tontonan yang sempat kita lihat baik dalam proses
Pengadilan HAM ad hoc di Jakarta dan KKP HAM rasanya tidak bisa menjawab
tuntutan mendasar atas pengalaman penderitaan yang dialami secara kolosal dan
masif rakyat Timor-Leste. Inilah kenyataan yang sangat dramatis dan selalu kita
saksikan dalam usaha untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM dan
kejahatan kemanusiaan. Penderitaan kolosal rakyat Timor-Leste akibat pelanggaran
HAM dan kejahatan kemanusiaan harus mengalami reduksi total dalam skenario
besar dalam panggung teater yang bernama pengadilan ad hoc dan komisi
rekonsiliasi dan persahabatan. Arendt menyatakan dengan dengan sangat lugas
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bahwa korban tidak pernah ada dalam proses hukum dan pengadilan terhadap
kejahatan kemanusiaan dan juga berbagai bentuk komisi.

B. Peran Ingatan (Wacana) Sejarah dalam Impunitas

Pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi, seperti KKP HAM atau CAVR, yang
memiliki mandat untuk penyelesaian pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan
bekas rezim (militer) Orde Baru ternyata bukan menjadi penjamin untuk segera
menuntaskan berbagai efek negatif yang terjadi pada masa lalu. Kebenaran yang bisa
diungkap hanyalah titik awal untuk proses panjang perjuangan untuk mencapai
keadilan. Itu pun jika konsep keadilan itu masih ada dalam struktur bahasa hukum di
Indonesia. Rachel Sieder mengungkapkan mengapa kebenaran untuk mengungkap
tindakan jahat dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim otoriter-militeristik
seringkali tidak diikuti oleh keadilan. Sieder menuliskan demikian:

“Governmental and nongovernmental perspectives on how to address the
problem of past violations of human rights have often conflicted: while most
transitional regimes have broadly endorsed the view that some kind of
truth telling constitutes a valuable contribution to national reconciliation,
they have rejected putting those responsible for human rights violations on
trial, claiming that this would prejudice the democratic transition. By
contrast, many human rights activists have argued that while uncovering
the truth constitutes an important form of sanction in itself, alone it is
insufficient. From this latter perspective, investigations without at least
some measure of legal accountability and punishment of those responsible
in effect means the institutionalization of impunity, with detrimental
consequences for strengthening the rule of law.” (dalam Biggar (Ed.), 2001:
184).

Dari penjelasan Sieder dimengerti bahwa betapa sulitnya data, bukti dan
fakta yang sudah terungkap baik lewat laporan berbagai komisi, seperti KKP HAM
dan CAVR, langsung menjawab keadilan formal-legal sebagai bentuk penegakan
hukum. Laporan akhir berbagai Komisi tersebut sebenarnya sudah memberikan
gambaran tentang siapa sebenarnya pelaku sebagai pelanggar HAM dan kejahatan
masa lalu di Timor-Leste, namun hukum(an) tidak pernah berhasil menyeret mereka
untuk bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Bahkan saat laporan Chega! akan
disebarkan ke hadapan publik, Juwono Sudarsono yang pada waktu itu menjabat
sebagai Menteri Pertahanan Indonesia menuduh CAVR telah mengisahkan kembali
cerita-cerita lama yang telah digunakan pada masa lalu yang tujuannya adalah
menjelek-jelekkan Indonesia. (CAVR, Chega!, Buku Panduan, 2010: 10)
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Ungkapan Juwono Sudarsono menggambarkan secara tepat sikap para pelaku
pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste. Tidak ada penyesalan,
justru sikapnya adalah sebaliknya, mempersalahkan pihak-pihak yang berpihak
pada korban. Sieder mengatakan sikap demikian sebagai “legacy of violence.”

Senada dengan hal itu, Judith Herman menyatakan demikian:

“Untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatannya, pelaku
melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk melupakan. Kerahasiaan
dan kebungkaman adalah garis pertahanan pertama pelaku. Kalau
kerahasiaan gagal, pelaku menyerang nama baik korbannya. Kalau tidak
bisa membungkamnya, ia berusaha memastikan bahwa tidak ada orang
yang mendengarkan suara korbannya. Untuk tujuan ini, ia mengumpulkan
banyak argumen, dari pengingkaran terang-terangan sampai rasionalisasi
yang paling canggih dan indah]...]” (Nevins, 2008: 182).

Kembali ke masa lalu yang dibebani oleh persoalan kekerasan dan kejahatan
kemanusiaan kolosal menjadi sangat problematis karena selalu diwarnai oleh
pertarungan akan ingatan. Pihak penguasa atau siapa saja yang mewakili kekuasaan
negara akan terus berupaya untuk melupakan atau membungkam segala kejahatan
dan kekerasan massal yang sudah dilakukan pada masa lalu. Sedangkan pihak
korban dan orang-orang yang peduli kepada korban akan terus mengoyak
kebungkaman itu. Tindakan ini merupakan bentuk tuntutan atas
pertanggungjawaban para penguasa dan pelaku atas tindakannya yang sudah
menghancurkan hak-hak hidup para korban. Dalam pertarungan wacana akan
ingatan masa lalu tersebut, pelaku dan korban selalu bertahan pada perspektif
kepentingan mereka masing-masing.

Mereka seringkali terjebak pada sistematika bahasa yang sebenarnya tidak
pernah bisa dipertemukan dalam ruang ingatan yang sama.Tarik menarik
kepentingan politis dan hasrat untuk mempertahankan diri sebagai kelompok yang
paling benar dalam sebuah tragedi kejahatan kemanusiaan kolosal membuat wacana
ingatan masa lalu tidak mampu terkomunikasikan dengan jujur. Para pelaku
pelanggaran HAM dan kejahatan pada masa lalu lebih suka untuk melupakan dan
membiarkan apa yang terjadi pada masa lalu sebagai artefak yang harus disimpan
dalam gudang kerahasiaan. Sedangkan para korban menginginkan agar masa lalu
diungkap secara terbuka dan akuntabel. Karenanya, wacana pembentukan berbagai
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan pelanggaran HAM dan
kejahatan kemanusiaan masa lalu sebenarnya tidak bisa menganut logika linear.

Logika linear tidak bisa diterapkan karena jaringan para aktor yang terlibat
dalam persoalan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan massal masa lalu
sangat beragam dan kompleks. Kompleksitas peran dan kepentingan para aktor bisa
mencakup wilayah dan kepentingan politik yang sangat luas, mulai dari lingkup
nasional sampai dengan internasional. Aktor-aktor yang berkepentingan pun sangat
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beragam, mulai dari para pelaku yang mengatasnamakan otoritas negara, NGO (non-
government organization), kelompok-kelompok para korban, para penggiat HAM,
dan tentu saja seluruh komponen masyarakat sipil. Karenanya, penyelesaian
pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan masa lalu, tidak bisa parsial,
namun harus lintas sektoral dan komprehensif. Hanya saja, seringkali hambatan
datang dari hegemoni sejarah resmi negara yang masih sangat dominan dalam
mengintervensi ruang publik selama proses transisi kekuasaan. Maka, ingatan
menjadi kunci yang sangat penting dalam dekonstruksi dan rekonstruksi sejarah
untuk membantu restrukrisasi logika hukum dalam proses peradilan dan ruang
pengadilan.

Dalam konteks Timor-Leste pasca Jajak Pendapat tahun 1999, interpretasi
sejarah yang dominan dan keliru sangat berpengaruh pada proses pengadilan ad hoc
dan pembentukan KKP HAM. Dominasi sejarah resmi versi aparat (militer) negara
Indonesia masih berpengaruh secara kuat di kalangan para pemimpin politik dalam
menginterpretasikan dan merepresentasikan sejarah Timor-Leste. Mereka tidak
pernah menyebutkan TNI atau tentara Indonesia sebagai pihak yang bersalah dan
bertangungjawab dalam setiap jengkal kekerasan dan kejahatan yang terjadi di
Timor-Leste dari tahun 1975-1999. Dan juga tidak ada satu pun yang secara eksplisit
menyebutkan bagaimana aparatur (militer) negara Indonesia harus
bertanggungjawab terhadap tragedi kemanusiaan yang begitu kejam di Timor-Leste.
Penderitaan rakyat Timor-Leste sepertinya tidak ada artinya dalam wacana dan
komoditas politik tingkat tinggi, baik dalam lingkup domestik dan internasional.

Jebakan dominasi interpretasi tersebut juga sangat berpengaruh dalam
penyusunan bahasa hukum di ruang-ruang pengadilan untuk kasus Timor-Leste.
Maka manipulasi sejarah yang dilakukan oleh aparatur (militer) negara Indonesia
sangat berperan pada proses penyusunan landasan pembentukan Pengadilan ad hoc
dan KKP HAM. Kita sendiri bisa melihat bahwa para pemimpin kedua negara pun
akhirnya mencoba untuk berkelit dan menghindar dari tuntutan tanggung jawab
moral terhadap semua peristiwa pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang
telah melumat hak hidup sebagian besar warga Timor-Leste. Rumitnya, media massa
membantu membangun wacana yang sesat dalam ruang publik. Ingatan media massa
tentang penderitaan rakyat Timor-Leste tidak lebih upaya pelanggengan mitos-
mitos. Dan mitos itu mengalami reifikasi sedemikian rupa sehingga sangat mudah
dan enak untuk menjadi santapan komoditas politik. Demikian tulis Joseph Nevins,

o

Ingatan sejarah”, tulis wartawan Chris Hedges, “dibajak oleh pihak-pihak
yang melakukan perang. Mereka berusaha, ketika ingatan bertentangan
dengan mitos,menghapuskan atau menyembunyikan bukti yang
mengungkapkan mitos sebagai kebohongan. Penghancuran ini meluas,
dibantu oleh pihak yang berkuasa, termasuk media, yang menirukan
slogan-slogan dan eufemisme-eufemisme yang diulang-ulang oleh pihak
yang kuat.” Pengamatan ini tidak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang
secara langsung melakukan perang tetapi juga relevan untuk praktik
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politik luar negeri umumnya. Jadi, dalam kasus keterlibatan dalam invasi
Indonesia dan perang terhadap Timor Timur, media cenderung lebih sering
“membeo pihak yang kuat”. Representasi yang terdistorsi mengenai masa
lalu yang dihasilkannya terus menang. Memang representasi ini dominan
dalam kehebohan tidak lama peliputan media yang meliputi perayaan
kemerdekaan Timor Timur pada Mei 2002.” (Nevins, 2008: 197-198).

Pelanggaran HAM dan kejahatan massal yang terjadi di Timor-Leste jelas
akan menyeret pertanggungjawaban banyak pemimpin politik di dunia. Mengapa?
Karena tidak bisa dipungkiri bahwa rakyat Timor-Leste sudah menjadi komoditas
politik dan bisnis militer yang dilakukan oleh negara-negara adi kuasa seperti,
Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia dan lain sebagainya. Sedangkan untuk
Indonesia, Timor-Leste sudah dijadikan sebagai alat transaksi kekuasaan lewat
bisnis kekerasan yang sangat masif. Ironisnya tertuduh utama, yaitu militer atau
tentara Indonesia, meleset dan bahkan luput dari ingatan yang dilakukan oleh para
penguasa dalam wacana nasional dan internasional yang dituliskan oleh para
wartawan dalam media massa.

Persoalannya, siapa yang akan menerima kalau pelaku utama dalam
kekerasan dan kejahatan kemanusiaan kolosal yang terjadi di Timor-Leste adalah
aparatur (militer) negara Indonesia? Bukti sudah sangat kuat mengarah pada peran
aparatur (militer) Indonesia dalam pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap warga
sipil Timor-Leste. Namun, mengapa mereka masih bisa keluar dari tuntutan
pertanggungajawaban sebagai pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan
kemanusiaan? Bahkan kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, banyak di antara
mereka masih diberi ruang dan kesempatan untuk mulai berperan lagi dalam ruang
publik. Sederet partai politik di masa reformasi justru mengusung tokoh-tokoh dari
kalangan militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan
di Timor-Leste untuk dicalonkan dan dipercaya sebagai pejabat publik.

Munculnya kembali kalangan militer yang diduga kuat melakukan
pelanggaran HAM masa lalu ke panggung politik, sebenarnya menjadi salah satu
indikator bahwa masa transisi kekuasaan masih dominan dikuasai oleh kekuatan-
kekuatan lama. Selain itu bisa dibaca, betapa pendeknya ingatan masyarakat sendiri
akan sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat kejam yang sudah dilakukan oleh
aparatu (militer) Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste. Oleh karena itu, ingatan
dalam konteks masa transisi kekuasaan memiliki peran yang sangat politis dan
sekaligus sosial. Ingatan tidak saja menjadi bagian untuk mendobrak kebisuan yang
terlalu lama bagi persoalan-persoalan masa lalu yang penuh dengan pelanggaran
HAM dan kejahatan kemanusiaan. Lebih dari itu, ingatan menjadi faktor penentu dari
konstruksi kesadaran baru yang terjadi dalam ruang-ruang sosial dan terutama
ruang pengadilan.
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Sikap untuk segera menguburkan dan melupakan masa lalu tanpa legitimasi
hukum dan moral yang jelas merupakan pilihan yang banyak diambil oleh para
mantan pejabat dan pimimpin aparatur (militer) politik yang masih terkait dan
terikat oleh rezim lama. Keputusan dan sikap kompromis semacam itu menandakan
bahwa perilaku pejabat dan pemimpin politik sebenarnya tidak pernah peduli
dengan penderitaan kolosal rakyat Timor-Leste. Situasi ini diperparah saat bahasa
hukum sama sekali gagal dalam mengungkap sisi paling traumatis dari penderitaan
tersebut. Mengapa hal ini selalu terjadi? Karena bahasa hukum ada kecenderungan
besar untuk mereduksi penderitaan kolosal manusia ke dalam logika prosedural dan
linear. Seperti dikatakan oleh Cole demikian,

“In addition, the principle of evidence and truth operative in the court are
often woefully inadequate to grapple with the psychological complexity of
trauma, especially trauma perpetrated on a massive scale. The role of the
victim in prosecuting crime against humanity is vexing.” (Cole, 2007: 171).

Dengan demikian, palanggengan mitos terus berlangsung dan yang paling
mengerikan adalah tidak ada satu pun orang yang bersalah dalam pelanggaran HAM
dan kejahatan kemanusiaan yang begitu masif yang telah menghancurkan prinsip-
prinsip dasar hak asasi manusia tersebut. Semua orang, terutama para elit politik,
tampak ingin lekas mencuci tangannya dan tidak lagi mau mengatakan yang
sejujurnya tentang kebenaran yang terjadi di Timor-Leste. Mengatakan dengan jujur
tentang kejahatan keji yang terjadi di Timor-Leste sama saja dengan menyatakan
identitas diri mereka ikut sebagai bagian dari kelompok manusia yang bertindak dan
berperilaku jahat. Dan bagi para aparatur (militer) negara Indonesia, mereka selalu
beranggapan bahwa diri mereka tidaklah jahat, meskipun ribuan dan bahkan jutaan
hidup rakyat Timor-Leste sudah mereka siksa dan bantai dari tangan-tangan
kekuasaan yang selalu mereka citrakan sebagai pembela harkat hidup orang banyak.

Pilihan untuk mengubur dan melupakan masalah pelanggaran HAM dan
kejahatan massal yang terjadi di Timor-Leste menjadi sikap paling populer yang
diambil oleh para politisi dan pejabat (militer) Indonesia yang terlibat dalam
masalah masa lalu di Timor-Leste. Pilihan-pilihan pragmatis-politis itu bisa dipahami
sebagai tindakan paling kotor tetapi aman bagi semua pihak yang seharusnya
bertanggungjawab terhadap persoalan masa lalu di Timor-Leste. Akan tetapi pilihan
sikap tersebut sama sekali tidak menyelesaikan akar terdalam dari persoalan masa
lalu. Sikap itu sekedar menyimpannya dalam dunia bawah sadar yang masih terus
aktif menggerogoti kesadaran pada masa kini yang menimbulkan efek negatif dan
destruktif.

Maka, blok sejarah masa lalu akan dipenuhi kenyataan-kenyataan traumatis
yang tidak disikapi secara jujur, dewasa dan kritis sehingga masih merupakan
tumpukan-tumpukan emosi bawah sadar yang karakternya masih sangat labil dan
tidak terkendali. Di sana belum terjadi pendewasaan sikap politis, karena ingatan
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hanya bertumpu pada tanda (sign) kebenaran yang masih diinterpretasikan sepihak,
yaitu kebenaran dari sisi pelaku, penguasa dan kelompok yang masih merasa diri
paling kuat dan benar. Alhasil, logika hukum menuai persoalan mendasar saat harus
memberikan signifie pada prinsip keadilan.

C. Semiotika Penyintas dalam Realisme Hukum di Indonesia

Dominick LaCapra dalam bukunya Writing History, Writing Trauma mengelaborasi
pendekatan psikoanalisa dan dekonstruksi untuk membaca kembali pengalaman
traumatis masyarakat Jerman dalam ingatan sejarah mereka tentang Holocaust.
Seperti diterangkannya demikian:

“I would make a correlation that will be significant in my later argument -
a correlation that indicates the desirability of relating deconstructive and
psychoanalytic concepts. I would argue, or at least suggest, that
undecidability and unregulated differance, threatening to disaraticulate
relations, confuse self and other, and collapse all distinctions, including that
between present and past, are related to transference and prevail in trauma
and in post-traumatic acting out in which one is haunted or possessed by
the past and performatively caught up in the compulsive repetition of
traumatic scene - scenes in which the past returns and the future is blocked
or fatalistically caught up in a melancholic feedback loop. In acting out,
tenses implode, and it is as if one were back there in the past reliving the
traumatic scene.” (LaCapra, 2001: 21).

LaCapra menegaskan cara pandang psikoanalisa tentang masa lalu dalam dua
kategori yang tegas dan berbeda, namun saling terkait satu sama lainnya yaitu:
acting out dan working through. Namun demikian, konsep working through haruslah
menjadi pijakan dasar untuk bersikap terhadap masa lalu. Demikian ungkapnya,

“Any duality (or double inscription) of time (past and present or future) is
experientially collapsed or productive only of aporias and double binds. In
this sense, the aporia and the double bind might be seen as marking a
trauma that has not been worked through. Working through is an
articulary practice: to the extent one works through trauma (as well as
transferintial relations in general), one is able to distinguish between past
and present and to recall in memory that something happened to one (or
one’s people) back then while realizing that one is living here and now with
openings to the future.” (LaCapra, 2001: 21-22).

LaCapra mengangkat peran ingatan (memory) dalam menyikapi pengalaman
traumatis masa lalu. Dia menekankan bahwa perlu adanya usaha untuk melakukan
dekonstruksi dan rekonstruksi sejarah atau historiografi lewat pengalaman
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traumatis para korban. Baginya, trauma masa lalu bukan saja bagian dari
pengalaman yang sekedar dihadirkan kembali pada masa sekarang dan kemudian
langsung bisa digunakan untuk menata masa depan. Tentu saja tidak semudah itu,
karena tindakan mengingat dan menghadirkan trauma masa lalu yang terkait
dengan kejadian kejam selalu membawa kompleksitasnya sendiri. Tindakan ini
semakin rumit jika pengalaman trauma dibebani oleh berbagai persoalan politik dan
dibalut oleh berbagai kepentingan untuk melanggengkan narasi-narasi besar dalam
sejarah atau historiografi. Jika demikian, narasi-narasi besar itu pasti juga akan
digunakan untuk melanggengkan impunitas atau sakralisasi terhadap berbagai
bentuk pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan berat.

Tentu saja banyak hal terkait dengan pelanggaran HAM, pembunuhan massal,
penangkapan misterius, penyiksaan, dan lain sebagainya, tidak bisa langsung
diungkap kebenarannya. Diterbitkannya laporan Chega! sebagai laporan final CAVR
dan Per Memoriam Ad Spem sebagai laporan KKP HAM antara Indonesia dan Timor-
Leste tenyata tidak membuat satu pun pelaku, terutama dari kalangan pejabat tinggi
(militer) Indonesia dapat dituntut secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban
atas perbuatannya yang kejam. Kenyataan ini membuktikan bahwa ingatan akan
trauma masa lalu, sebenarnya bukan saja sebuah tindakan mengingat dan
menghadirkan peristiwa keji masa lalu, namun memiliki dampak yang kompleks
menyangkut sebuah pertaruhan politik dan kekuasaan. Persoalan masa lalu masih
terus dibayangi dan diikat oleh narasi besar dalam sejarah atau historiografi rezim
penguasa yang totaliter-otoriter.

Ingatan tentang masa lalu menjadi sangat rumit karena berisi tentang
berbagai distorsi, mitos dan terlebih kebohongan yang sengaja dilakukan oleh rezim
totaliter-otoriter. Dalam sejarah atau historiografi versi rezim totaliter-otoriter,
pengalaman-pengalaman traumatis para korban dengan sengaja dihilangkan dan
bahkan dianggap tidak pernah ada. Maka dari itu, LaCapra dengan sangat jelas
menegaskan bahwa struktur narasi sejarah atau historiografi harus dibaca kembali
dengan metode psikoanalisa, yakni lewat cara“acting out” dan terlebih untuk sampai
pada kesadaran “working through”. Kedua konsep itu merupakan tindakan untuk
kembali menghadirkan pengalaman masa lalu, terutama terkait dengan peristiwa
traumatis, namun keduanya berbeda dalam cara dan landasan kesadaran dalam
menghadirkan masa lalu tersebut.

“Acting out” adalah sebentuk tindakan repetitif dan wusaha untuk
menghadirkan masa lalu, namun dorongan kompulsif masih mendominasi kesadaran
orang dalam mengingat masa lalu dan menghadirkannya kembali di masa sekarang.
Sumber dari dorongan acting out adalah pengalaman ketiadaan. Pengalaman
ketiadaan ini mengakibatkan situasi kedirian manusia dipenuhi oleh perasaan takut
yang mendalam. Maka orang tidak dikendalikan oleh rasionalitasnya, namun lebih
oleh perasaan emosinya. Untuk mengatasi rasa takut itu, seseorang justru terus
berkubang dalam cengkraman kolonisasi naluri kematian. Naluri kematian inilah
yang akan menimbulkan ketidaksadaran berlangsung terus dan pada akhirnya akan
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menimbulkan mesin-mesin destruksi yang mematikan dalam berbagai bentuknya,
seperti perasaan dendam, benci, marah, curiga, tidak percaya dan lain sebagainya.

Sedangkan, “working through” adalah sebuah tindakan kembali ke masa lalu,
menghadirkannya kembali di masa sekarang, namun ada unsur kesadaran untuk
mengambil jarak secara kritis sehingga ada usaha untuk meletakkan kesadaran itu
baik di masa lalu, sekarang dan waktu yang akan datang. Ingatan pun tidak lagi
dikuasai oleh ikatan-ikatan emosi-kompulsif. Asalkan tindakan ini dilambari oleh
kesadaran rasional-kritis. Working through bisa terjadi saat seseorang melepaskan
diri dari pengalaman-pengalaman romantisme-melankolia masa lalu. Sikap terhadap
masa lalu tidak lagi terjerat oleh situasi ketiadaan total, namun bisa menggeser
pengalaman ketiadaan itu menjadi pengalaman kehilangan.

Dari sana muncul sebuah dorongan untuk melakukan ratapan atas
pengalaman kehilangan bukan sebagai bentuk romantisme-melankolia, namun
dengan menumbuhkan ingatan dan kesadaran rasional-kritis terhadap perasaan
kehilangan. Dan dalam proses waktu seseorang akan menemukan dirinya mampu
menerobos belenggu ketakutan akan kehilangan dan berbalik melakukan
perlawanan terhadap perasaan takut yang mengurungnya itu. Perlawanan ini bukan
dalam arti emosional-kompulsif, namun dalam rangka untuk lepas dari kendali
naluri kematian. Pada momen itu, perasaan takut akan berubah menjadi pengalaman
sadar dan ingatan membantu untuk memutuskan rantai ketidaksadaran. Dalam
situasi ini, kesadaran diri tidak lagi dicengkram oleh pengalaman traumatis,
melainkan ada keberanian untuk menempatkan naluri kehidupan dalam kesadaran
yang lebih rasional-kritis baik di masa lalu, masa sekarang dan yang akan datang.

Selain itu, LaCapra juga menggunakan gagasan Jacques Derrida tentang
dekonstruksi untuk membedah pengalaman traumatis akibat kejahatan
kemanusiaan masa lalu. Pokok pemikiran yang dikembangkan oleh Derrida dalam
gagasan dekonstruksinya adalah tentang “differance.” Cara berpikir dekonstruktif ini
digunakan oleh LaCapra untuk menganalisa cara kerja yang berbeda dari “working
through” dan “acting out.” Berpijak dari dua konsep ini, LaCapra tidak sedang
menghilangkan keberadaan peran dari dua konsep tersebut, melainkan sedang
menunjukkan bagaimana kedua konsep tersebut kalau tidak hati-hati digunakan bisa
terjebak pada perangkap oposisi biner.

LaCapra menekankan bahwa dalam sebuah proses tindakan untuk mengingat
peristiwa pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan masa lalu, konsep “working
through” harus menjadi metode yang kuat, agar tindakan mengingat tidak sekedar
didorong oleh perasaan kompulsif-emosional. Meskipun tidak bisa dihindari bahwa
“acting out” yang mengandung tindakan emosional-kompulsif akan selalu muncul
dalam semua tindakan mengingat tragedi kekerasan masa lalu. Maka dari itu,
perangkap oposisi biner mengintai tindakan kita mengingat masa lalu yang dipenuhi
oleh berbagai pelanggaran HAM dan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pendekatan dekonstruksi Derrida membantu untuk membuat “jeda” antara tindakan
mengingat acting out yang emosional-kompulsif dan tindakan working through yang
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didasarkan pada kesadaran rasional-kritis. Meski demikian, kedua konsep ini
sebenarnya masih menyimpan berbagai pola oposisi biner yang sangat kuat.

Dalam perangkap oposisi biner, kebenaran dan keadilan di tengah pusaran
persoalan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan masa lalu selalu terancam
untuk di-peti-es-kan atau dikubur bersama matinya para korban. Karena itu, seperti
diungkapkan oleh Frank Ankersmit menjadi sangat problematis, demikian katanya:

“Picture of the past.”...Saying true things about the past is easy — anybody
can do that - but saying rights things about the past is difficult. That truly
(sic) requires historical insight and originality....I have elsewhere called
these “picture of the past” narrative substance.”(LaCapra, 2001: 10).

Pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan masa lalu tidak mudah untuk
selalu diingat apalagi dicarikan “bukti-bukti” pendukung agar ingatan atasnya terus
berjalan. Karena kebenaran di masa lalu selalu berhasil dimanipulasi dalam berbagai
usaha untuk menuntut keadilan dalam konteks logika hukum. Mengapa? Karena apa
yang dijadikan bahan dasar untuk berbicara tentang masa lalu merupakan tuturan
lisan dan ingatan dari para penyintas, sejauh ingatan itu pernah diungkapkan oleh
para penyintas itu sendiri. Namun demikian, ingatan tetap menjadi kunci dalam
membuka kedok kejahatan kemanusiaan masa lalu. Sulitnya, ingatan tentang masa
lalu yang mengandung perhatian pada pengalaman traumatis para korban kekerasan
selalu mendapat ancaman dari historiografi dalam paradigma dokumenter atau self-
sufficient model.

Paradigma self-sufficient ini hendak menghasilkan historiografi yang
pendakuan kebenarannya didasarkan bukti otentik (irreducible “aboutness”) dan
menekankan penggunaan pernyataan langsung, dan referensi resmi fakta-fakta masa
lalu. Historiografi-pun akan disusun berdasarkan struktur dan data resmi yang
komprehensif yang kemudian dituangkan dalam alur narasi, interpretasi dan analisa
yang ketat. Dalil-dalil tersebut akan membedakan penulisan historiografi dengan
penulisan fiksi.(LaCapra, 2001: 4-5). Paradigma historiografi model ini yang
digunakan oleh rezim (militer) Orde Baru untuk memutarbalikkan berbagai fakta
sejarah. Akibatnya, ingatan terberangus dalam satu kebenaran tunggal versi resmi
dari negara. Karena itu, pendekatan historiografi baru harus ditemukan dan
dijadikan model dalam penyusunan narasi historiografi. Historiografi sebagai teks
tidak sekedar mendaku kebenaran berdasarkan otentisitas dokumen atau tafsir
tentang kejadian masa lalu dari sudut para pelaku atau penguasa yang
mengatasnamakan dokumen resmi negara.

Oleh karena itu, menurut LaCapra, pendakuan kebenaran terhadap masa lalu
sangatlah penting, namun itu tidak cukup. Kebenaran masa lalu haruslah ada
korelasinya dengan dimensi-dimensi lain dari historiografi, seperti empati, konteks
peristiwa, pengalaman traumatis para korban dan sikap defensif para pelaku
kejahatan kemanusiaan. Maka (re)produksi historiografi harus melihat bagaimana
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peran bahasa dalam membangun dialog antara para pelaku kejahatan kemanusiaan
dan korbannya. Karenanya, bagi LaCapra, “middle voices” dan “narasi”-nya memiliki
peranan yang amat fundamental dalam historiografi dalam konteks penyelesaian
kekerasan dan kejahatan masa lalu. Maka untuk menetak sebuah model pendekatan
lain, pengalaman traumatis para korban harus menjadi “subtansi narasi”.
Historiografi harus memuat pengalaman trauma para korban atau penyintas yang
menanggung dampak paling jelas dan konkrit dari kejadian-kejadian masa lalu yang
penuh diselimuti oleh kekerasan dan kejahatan kemanusiaan.

Sebagai sebuah teks, historiografi tidak memberikan langsung pendakuan
kebenarannya, namun kebenaran itu bisa terpenuhi setelah dipahami dengan
pendekatan lain. Karena itu, dalam keseluruhan proses “pembentukan” historiografi
(sebelum, setelah dan sesudah historiografi itu ada), pendekatan lain penting
digunakan sebagai cara untuk menemukan makna dari penanda (signifiant) sampai
dengan proses terbentuknya petanda (signifie) dari historigrafi tersebut. Maka salah
satu hal yang sedang saya lakukan dengan inspirasi dari LaCapra adalah bagaimana
memahami historiografi sebagai teks dalam nalar berpikir semiotis.

Meminjam gagasan Umberto Eco, historiografi rezim Orde Baru sebenarnya
merupakan manifestasi dari bentuk politik “supra individual” yang membatasi gerak
dan keputusan-keputusan praktis setiap warga Indonesia. Pembatasan ini begitu
kuatnya sehingga bisa menjadi sebuah penindasan terhadap “otonomi individu.”
(Hoed, 2011: 24-26). Historiografi rezim (militer) Orde Baru bisa menyetir
kreativitas individu untuk membuat pemahaman dan penafsiran terhadap sejarah
Indonesia, termasuk bagaimana rezim (militer) Orde Baru telah merepresentasikan
semua peristiwa yang terkait dengan Timor-Leste. Jika kekuatan historiografi ini
menjadi satu-satunya faktor dalam membangun narasi tentang Timor-Leste, maka
tidak mungkin ditemukan jalan keluar dari jerat hegemonik sejarah yang dilakukan
oleh aparatur (militer) negara Indonesia.

Namun faktanya, narasi dan testimoni yang di(re)produksi dari pengalaman
para korban atau penyintas memiliki penanda (signifiant) yang tidak sejalan dengan
maksud dari historiografi versi aparatur (militer) Indonesia. Hal ini menyiratkan
bahwa ada proses pembacaan dan pemahaman yang sama sekali lain tentang
historiografi Orde Baru. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa narasi dan
testimoni para korban atau penyintas yang mengalami langsung penderitaan selama
konflik di Timor-Leste harus menjadi penanda (signifiant) bagi model historiografi
versi lain. Narasi para korban atau penyintas memiliki kekuatan untuk mendobrak
historiografi resmi versi rezim (militer) Orde Baru. Narasi dan testimoni para korban
dan penyintas di Timor-Leste bisa menjadi penanda (signifiant) lain tentang masa
lalu Timor-Leste. Historiografi itu seharusnya dimaknai sebagai proses pembebasan
manusia dari jerat-jerat kekuatan politik “supra individual” rezim otoriter-totaliter
Orde Baru.
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Narasi dan testimoni para korban dan penyintas tersebut menjadi bentuk
historiografi dari bawah yang menyumbangkan pemaknaaan yang lebih luas
(konotasi) tentang “ingatan” masa lalu. Itu berarti bahwa ingatan, tidak saja mengacu
pada (re)produksi wacana resmi penguasa, namun bisa menjadi bagian integral
dengan pengalaman orang-orang biasa yang mengalami penderitaan akibat konflik
dan kekerasan pada masa lalu. Argumentasi ini mau menekankan bahwa “semiotika
para penyintas” seharusnya menjadi penentu perubahan dalam berbagai mitos-
mitos yang di(re)produksi oleh wacana penguasa dalam historiografi versi resmi.

Karenanya, teks historiografi para penyintas bisa menjadi substitusi
ketidakhadiran kebenaran dan keadilan dalam totalitasnya dalam proses peradilan
dan ruang pengadilan. Persis seperti dalam kerangka berpikir psikoanalisa
bagaimana impian seorang anak perempuan merindukan sebuah phallic. Namun
demikian, ayunan antara apa yang benar dan kebenaran masa lalu belumlah selesai.
Mengatakan apa yang benar (true) tentang masa lalu seringkali mudah dilakukan,
namun mengatakan kebenaran (truth) tentang masa lalu tidak selalu mudah. Maka
dari itu, historiografi seharusnya memuat keduanya. Mengatakan kebenaran tentang
masa lalu, harus juga mengikutsertakan apa yang benar dalam cara mengatakannya
(dan juga menuliskannya). Dalam konteks ini, bahasa hukum(an) memiliki peran
yang fundamental dalam mengkontruksi simbol-simbol tentang keadilan dalam
mengatakan tentang kebenaran masa lalu. Sejauh bahasa hukum memiliki
keberanian untuk lepas dari jerat kolonisasi kematian yang dilegalisasi lewat narasi
sejarah resmi rezim (militer) Orde Baru.

Oleh karena itu, jika teks historiografi dibaca dalam kerangka nalar semiotika,
sebenarnya tidak mungkin akan terjadi kebenaran tunggal tentang masa lalu.
Kompleksitas masa lalu yang dihadirkan pada masa kini, terutama terkait dengan
berbagai peristiwa kekerasan dan kejahatan kemanusiaan, terlalu kering dan sempit
ruang tafsirnya kalau hanya ditumpukan pada reinterpretasi resmi otoritas
kekuasaan. Di sini, peran “middle voices” dalam memberikan interpretasi dan
representasi masa lalu menjadi sangat penting. Sistem peradilan dan ruang
pengadilan semestinya bisa berperan sebagai “middle voices”. Itu berarti bahwa
logika hukum tidak harus terjebak dalam nalar linear dan prosedural, namun bisa
mengandung muatan terdalam dari pengalaman traumatis para korban pelanggaran
HAM dan kejahatan kemanusiaan. Maka logika hukum harus berani berpijak dari
bahasa pengalaman traumatis para korban dan bukannya tunduk pada logika
berpikir para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Menurut pendapat saya, selama ini paradigma self-sufficient atau dokumenter
ini masih sangat lekat mengikat struktur bahasa peradilan dan pengadilan di
Indonesia. Bahasa hukum di Indonesia yang terkait dengan penyelesaian kasus
Timor-Leste tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh para sejarawan dalam
menyusun historiografi konvensional. Narasi akhirnya adalah pelanggengan tentang
impunitas bagi para pelaku pelanggar(an) HAM dan kejahatan kemanusiaan berat di
Timor-Leste. Maka, logika hukum seharusnya bisa menjadi “middle voices”, yakni
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menjadi acuan utama bagaimana cara membaca, menafsirkan, memahami dan
merefleksikan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Timor-Leste. Logikan
hukum harus berani menyuarakan harapan seorang gadis kecil dari Desa Lourba
(Bobonaro) yang menjadi penyintas dalam tragedi kemanusiaan di Timor-Leste.
Demikian nukilan pendek harapannya,

“Saya merasa sebagai anak perempuan harus bekerja bersama abang-
abang saya untuk mencari tulang-tulang mama dan papa di mana, sampai
sekarang belum lengkap. Saya tidak tahu bagaimana masa depan kami,
karena kami masih kecil siapa yang akan menanggung hidup kami nanti?
Saya percaya walau orangtua saya sudah meninggal namun rohnya masih
bersama kami. Suatu hari masih ada hukuman bagi mereka yang
membunuh orangtua saya. Ini yang saya inginkan, harus ada hukum dan
keadilan.” (CAVR, Chega!, Volume II, 2010: 1211-1213).

Dengan demikian, kita bisa melihat bagaimana historiografi dari sudut
pengalaman traumatis para penyintas bisa menjadi symptom-symptom ingatan yang
memberikan sumbangan pada pemutusan rantai “ketidaksadaran” logika hukum
yang terus dikuasai oleh para pelaku kejahatan. Maka, logika hukum harus bisa
menjadi petanda (signifie) lain pada “bohongnya” kebenaran dan “kosongnya”
keadil